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Salam hormat, 
Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan atas kehadirat Allah swt, berkat rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga Jurnal Penelitian Hukum edisi perdana, Vol. 1 No. 1, September 
2011 dapat diterbitkan. Pada edisi perdana ini, redaksi memuat 8 (delapan) hasil penelitian 
dari berbagai permasalahan hukum yang kadar aktualitas dan faktualitasnya sangat 
beragam dengan latar belakang peneliti yang juga beragam. 
Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan yang menjadi ide dasar lahirnya jurnal 
Jurnal Penelitian Hukum ini sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian 
di bidang Hukum. Pertama, sebagai jawaban terhadap minimnya publikasi hasil-hasil 
penelitian di bidang hukum maupun masalah-masalah sosial lainnya yang terkait dengan 
aspek hukum pada umumnnya.  Kedua, besarnya jumlah mahasiswa Pascasarjana bidang 
ilmu hukum yang notabene akan dan sedang melakukan penelitian hukum sebagai 
prasyarat kelulusan. 
Akhir kata, redaksi menyadari bahwa “tak ada gading yang tak retak”. Hasil kerja 
keras ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik dari pembaca 
yang budiman senantiasa kami harapkan demi pengembangan dan peningkatan kualitas 
Jurnal Penelitian Hukum di masa yang akan datang. 
Semoga usaha kita direstui oleh Allah Yang Maha Kuasa.
Redaksi
Dari Redaksi
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HARMONISASI PERATURAN 
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DI BIDANG INVESTASI
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Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan
E-mail: naswar_bohari@yahoo.com - kokosnake23@gmail.com
Abstract
Harmonization in regulations in the field of investments is a very important matter 
due to the government intention in bringing the foreign capitals to Indonesia. Regulation 
overlapping is a common thing that happens in Indonesia due to autonomy for all the region 
to build their own regulation. This research is a normative research, which si rational and 
theoretic type. Research result indicates that some of regulation that have been issued by 
the local government are strictly the opposite from a higher regulation (conflicting norms). 
Keywords: Harmony in Regulation, Investments 
Abstrak
Harmonisasi peraturan dalam bidang investasi adalah suatu hal yang sangat 
penting mengingat niat pemerintah untuk membawa investasi asing ke indonesia. Tumpang 
tindih peraturan adalah hal yang sering terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh otonomi 
daerah yang memungkinkan setiap daerah menysun peraturannya sendiri. Penelitian ini 
adalah penelitian normatif dengan tipe rasional teoritis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sejumlah peraturan hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
ternyata bertentangan dengan aturan yanglebih tinggi (konflik norma).
Kata Kunci: Harmonisasi Peraturan, Investasi
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PENDAHULUAN
Di tengah frakmentasi pengetahuan dan keahlian ilmu hukum, persoalan penanaman modal 
(investasi) memunculkan polemik pro dan kontra baik dalam konteks penanaman modal 
dalam negeri (PMDN) maupun penamanan modal asing (PMA/foreign direct investment/
FDI), terutama di Indonesia. Tuntutan liberalisasi dalam perdagangan internasional 
membawa permasalahan serius bukan hanya pada PMDN tetapi juga PMA. Sistem ekonomi 
dunia tidak sesuai lagi untuk sebagian besar umat manusia di negara-negara berkembang, 
apalagi memang, globalisasi ekonomi dan globalisasi korporasi yang menguasai ekonomi 
global sudah bukan lagi di tangan negara, tetapi berada pada barisan korporasi dan individu 
sebagai pemain global baru.
Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk 
menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir 
semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah driving force setiap 
proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek 
pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan 
kerja dan lain-lain. Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum 
penamanam modal yang counter-productive, berarti makin baik daya tariknya untuk 
memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (easy of entry  dan easy 
of resources mobilization). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim penanaman 
modal, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 
Penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal 
dalam negeri (PMDN) di Indonesia, terutama di daerah  hanya dapat ditingkatkan dengan 
adanya landasan hukum penanaman modal yang mantap, yaitu dengan asumsi, kalau 
hukum substansinya kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan 
modalnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia 
haruslah ditunjang oleh landasan hukum penanaman modal yang disusun berdasakan 
prinsip-prinsip hukum penamanam modal asing. Persyaratan minimal untuk mencapai iklim 
penanaman modal yang berguna bagi siapa pun adalah adanya: (i) prinsip mendatangkan 
manfaat bagi rakyat, (ii) prinsip ketidak-tergantungan ekonomi nasional dari modal asing, 
(iii) prinsip insentif, dan (iv) prinsip jaminan penanaman modal.          
Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah mulai diatur sejak tahun 1967 dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. 
Keberadaan kedua instrumen hukum tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim 
investasi dengan menarik sebesar-besarnya jumlah investor yang menanamkan modalnya 
di Indonesia baik investor asing maupun domestik. 
Disadari juga bahwa asas yang diamanatkan pada kedua instrumen hukum tersebut 
masih menemui sejumlah kendala dalam meningkatkan iklim investasi. Oleh karena 
itu, diperlukan adanya perubahan radikal. Perubahan ini dimaksudkan karena eksistensi 
regulasi penanaman modal yang telah ada sebelumnya, tidak sesuai dengan tantangan dan 
kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi 
pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan 4
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berpihak pada kepentingan nasional.1
Merujuk pada kondisi objektif di atas, pemerintah memandang perlu untuk 
mengajukan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) pada tahun 2006, 
dan 29 Maret 2007 Rancangan UUPM disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
serta ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 
tentang Penanaman Modal.
Hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan adalah penerapan prinsip fair 
dan equitable. Prinsip dasar ini dipandang dapat menarik investor atau perusahaan 
baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Prinsip ini 
merupakan kerangka acuan dan penegasan untuk mewujudkan perlakuan sama (most 
favourable nation) bagi investor asing dan investor dalam negeri. Para investor yang akan 
menanamkan modalnya di Indonesia, pada umumnya mengharapkan adanya aturan hukum 
yang memberikan kemudahan, memperlancar, dan memberi proteksi terhadap hak milik 
(property right). 
Oleh karena itu, berangkat dari deskripsi di atas, maka urgensi  harmonisasi mulai 
dari peraturan yang lebih tinggi sampai peraturan yang lebih rendah sangat diperlukan. 
Harmonisasi ini akan menciptakan sinergitas yang diharapkan menjadi solusi bagi investor 
dan atau pengusaha dalam menanamkan modalnya. Menurut P. Agung Pambudhi,2 
bahwa salah satu penyebab “mandek’ nya investasi di daerah adalah persoalan regulasi/
aturan. Regulasi/aturan, dalam hal ini mulai dari peraturan tingkat pusat, propinsi dan 
Peraturan Daerah (PERDA), dianggap sebagai “momok” besar bagi para inevstor dalam 
melakukan investasi di daerah. Banyaknya peraturan perundang-undang bidang investasi 
yang tumpang tindih terutama dibidang retribusi dan perizinan menjadi gambaran konkrit 
bagaimana pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut.
Tentunya, urgensi melakukan harmonisasi sebenarnya tidak terlepas dari ’main 
problem’ yang melingkupi iklim penanaman modal khususnya di daerah, antara 
lain tidak adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam modal. 
Kondisi ini, sesungguhnya harus didudukkan dan dijadikan sebagai salah satu aspek 
pertimbangan dalam kerangka penyusunan peraturan daerah penanaman modal yang 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kab/Kota di seluruh Indonesia. Oleh karena 
itu, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota maka langkah harmonisasi konsepsi materi muatan 
peraturan daerah akan dapat dirumuskan dengan cermat.   
Dalam melakukan pengharmonisasian, selain aspek konsepsi materi muatan, tak 
kalah pentingnya adalah aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 
Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, peraturan daerah haruslah 
disusun mengikuti teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
1   Salim Budi dan Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. 2008, hlm. 5.
2   P. Agung Pambudhi, Perda dan Iklim Investasi Daerah, Lokakarya Bisnis Indonesia – Pemda Sulsel – Taf, 
Makassar, 2006, hlm. 2. 5
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Perundang-undangan.
Oleh karena itu, merujuk pada struktur berpikir sistematis di atas, maka harmonisasi 
peraturan perundang-undangan bidang investasi sangatlah diperlukan dalam mencegah 
terjadinya dualisme peraturan yang tentunya akan berimplikasi negatif bagi para investor. 
Dengan harapan bahwa, peraturan perundang-undangan bidang investasi yang telah 
diharmonisasikan diharapkan mampu memberikan solusi konkrit dalam mengatasi sesuatu 
yang menjadi “momok” besar bagi para investor dan sekaligus dapat meningkat tingkat 
kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita luhur yang termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007.3 
RUMUSAN MASALAH
Berangkat dari deskripsi singkat di atas, maka masalah dirumuskan dengan memberikan 
batasan, sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang investasi?
2. Dalam konteks lokal (Provinsi), Peraturan daerah Kabupaten/kota mana saja yang 
mendukung dan investasi di Sulawesi Selatan?
METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan tipe penelitian yang bersifat 
teoritis-rasional. Tipe penelitian seperti ini dalam pengungkapannya terikat pada metode 
yang didasarkan pada logika deduktif.yang mementingkan kecermatan, ketapatan, dan 
kejelasan.  
Jenis dan Sumber Data
Data yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini, dikategorikan ke dalam 
Data Sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka, yang mencakup (Soerjono 
Soekanto dan Sri Mamudji, 2006-12-13):
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma 
dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak 
dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum darti zaman penjajahan yang 
hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 
hukum dan seterusnya.
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelsan terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, 
dan lain sebagainya.
Teknik Pengumpulan Data
Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif maka teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan yaitu 
penelusuran terhadap dokumen resmi dan tidak resmi sebagai bahan hukum primer dan 
3  Salim Budi dan Sutrisno, Op.cit. hlm. 7.6
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
sekunder untuk memperoleh data sekender yang relevan yang kemudian akan dijadikan 
bahan acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.
Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
untuk mendeskripsikan data yang diperoleh agar memperoleh hasil yang diharapkan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bentuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Investasi
Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu “keharusan” yang 
mesti dilakukan dalam menciptakan suatu produk perundang-undangan yang baik dan 
bermutu. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa diketemukannya banyak produk 
perundang-undangan yang tumpang-tindih antara satu dengan lainnya.
Dalam konteks penanaman modal (investasi) khususnya dengan lahirnya UU Nomor 
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), maka UU ini harus pula disinkronkan 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, menyoal masalah bentuk 
harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang investasi dapat dianalisis dengan 
memperhatikan beberapa ketentuan (pasal-pasal) baik yang tertuang dalam UU Nomor 25 
Tahun 2007 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. 
Beberapa peraturan perundang-undangan telah dan akan diharmonisasikan dengan 
UUPM adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearaturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) dipandang sebagai payung hukum segala bentuk persoalan 
pertanahan yang ada di Indonesia. Dalam kaitannya dengan UUPM maka terdapat beberapa 
persoalan mendasar yang harus diharmonisasikan khususnya dalam konteks konsep Hak 
Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP). Dalam Pasal 22 
ayat 1 UUPM  disebutkan bahwa:
a.  Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun 
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus  selama  60 (enam 
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; 
b.  Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun 
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima 
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
c.  Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat 
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun 
dan dapat diperbarui selama 25  (dua puluh lima) tahun.
Ketentuan pasal 22 ayat 1 UUPM mendapat respon “keras” dari berbagai kalangan 
yang menganggap bahwa Pasal ini sebagai pintu masuk raksasa kapital asing di Indonesia. 
Sebagai upaya untuk mengsinkronkan dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah 
ada, telah diajukan judicial review terhadap Pasal ini. 
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang putusan perkara Nomor 21-22/PUU-V/ 
2007, yang diputuskan pada tanggal 25 Maret 2008 menyatakan bahwa secara substansial 7
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Pasal 22 ayat 1 ini bersentuhan langsung dengan UUPA. Oleh kerena itu, Pasal 22 ayat 1 
UUPM dinyatakan dibatalkan dan segala sesuatu yang bertaut dengan persoalan hak atas 
tanah merujuk pada UUPA khususnya Pasal 29 UUPA (HGU), Pasal 35 UUPA (HGB), dan 
Pasal 41 UUPA (HP).
Dengan terbitnya Putusan MK, maka upaya harmonisasi terhadap UUPM telah 
dimulai dalam menyempurnakan peraturan perundang-undang bidang investasi.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Dasar-dasar pembinaan dan pengelolaan bidang kehutanan diatur dalam Undang-
undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini merupakan payung hukum dibidang 
kehutanan yang dapat melindungi hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki 
manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat 
ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. 
Bentuk harmonisasi UUPM yang harus dilakukan dapat berupa pengembangan 
ekonomi rakyat yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam pemanfaatan hutan. Demikian juga 
halnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik 
Swasta Indonesia serta Koperasi yang memperoleh izin usaha dibidang kehutanan, wajib 
bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi masyarakat setempat dan 
secara berharap memberdayakannya untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, mandiri, 
dan professional sehinga setara dengan pelaku ekonomi lainnya (harus disinkronkan 
dengan Pasal 13 UUPM).
Bentuk harmonisasi lainnya dapat dilihat pada Pemanfaatan hutan lindung 
sebagaimana tertuang dalam:
1. Pasal 26 meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan 
hasil hutan bukan kayu. 
2. Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 dilaksanakan melalui pemberian:
a. Izin usaha pemanfaatan kawasan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan 
kayu diberikan kepada perorangan dan koperasi;
b. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan diberikan kepada Perorangan, Koperasi, 
Badan Usaha Milik Swasta Indonesia dan Badan Usahan Milik Negara atau Milik 
Daerah.
3. Pasal 28 UU No.41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi 
terdiri dari pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu. 
4. Pasal 29 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 dapat dilaksanakan melalui pemberian:
a. Izin usaha pemanfaatan kawasan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan 
kayu diberikan kepada perorangan dan Koperasi.
b. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan diberikan kepada Perorangan, Koperasi, 
Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara atau Milik 
Daerah.
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap Badan Usaha Milik Negara 
maupun Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha 
8
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pemanfaatan jasa lingkungan. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu 
diwajibkan bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi masyarakat 
setempat.
Dalam konteks Izin Melakukan Penelitian Kehutanan di Indonesia, maka ketentuan 
yang harus diperhatikan bahwa  peneliti asing dapat melakukan penelitian dengan mengacu 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dunia usaha dalam bidang kehutanan 
wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 
latihan, serta penyuluhan kehutanan.
Lebih lanjut, dalam hal Pengusaha Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan 
Produksi maka UUPM juga harus diharmonisasikan dengan:
1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha Hutan dan Pemungutan 
Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang menetapkan bahwa dari hutan produksi, 
Pemerintah dapat memberikan:
a. Hak Pengusaha Hutan, dapat berbentuk :
	Hak Pengusahaan Hutan Alam , diberikan untuk jangka waktu maksimum 20 
tahun ditambah daur tanaman pokok, kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah. dan perusahaan Swasta Nasional serta koperasi. 
	Hak pengusahaan hutan tanaman, diberikan untuk jangka waktu 35 tahun 
ditambah daur tanaman pokok, kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi serta Perusahaan 
Swasta Asing yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, Pemegang HPH 
wajib membina kemampuan Koperasi atau usaha kecil di wilayahmya melalui 
kesempatan berusaha didalam kegiatan pengusahaan hutan.
b. Hak Pemungutan Hasil Hutan 
Hak ini diberikan untuk jangka waktu maksimal  1 tahun, kepada Warga 
Negara Indonesia, Koperasi, Badan Hukum Indonesia yang seluru modalnya 
dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Dengan ketentuan luas maksimal 100 ha 
atau dalam jumlah tertentu. 
2. Keputusan  Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 438/ Kpts-II/1999 tentang Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK) menetapkan :
a. Yang dapat mengajukan IPK adalah :
	Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan
	Badan Usaha Milik  Daerah
	Koperasi 
	Perorangan untuk keperluan transmigrasi
b. IPK diberikan selama-lamanya untuk jangka waktu I (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang lagi.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. 168/Kpts-IV/2000 tentang Pemanfaatan  dan 
Peredaran Kayu Ramin menetapkan bahwa Pemegang Hak Pengusaha Hutan (HPH) 
yang pada arealnya terdapat kayu ramin  dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 
terhitung sejak tanggal 11 April 2001 dilarang melakukan penebangan kayu jenis 
Ramin.
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Dasar-dasar dan pengelolaan bidang perikanan adalah Undang-undang Nomor 31 
tahun 2004 Tentang Perikanan yang merupakan penggantian terhadap Undang-undang 
yang sebelumnya telah ada yaitu UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
Dalam hubungannya dengan UUPM, maka hal terpenting yang harus diharmonisasikan 
adalah Izin Usaha Perikanan (IUP) yang ditujukan bagi perusahaan perikanan. Usaha 
Perikanan terdiri atas:
1. Usaha penangkapan ikan
2. Usaha pembudidayaan ikan yang meliputi jenis kegiatan :
a. Pembudidayaan ikan di air tawar dan atau
b. Pembudidayaan ikan di air payau dan atau
c. Pembudidayaan ikan di laut.
Kewenangan memberikan IUP kepada Perusahaan Perikanan dalam rangka PM 
dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikoordinasikan 
dengan Badan promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa
Dalam hal timbulnya sengketa antara para pihak maka UUPM harus dapat disinkronkan 
dengan UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan altenatif penyelesaian  sengketa. 
Hal ini dikarenakan persoalan penyelesaian sengketa memainkan peranan yang sangat 
penting khususnya ketika para pihak harus menempuh arbitrase (Pasal 33 Ayat 3 UUPM).
Arbitrase dipilih oleh para pelaku bisnis yang berperkara dari pada pengadilan karena 
kecakapan serta keahlian khusus pada arbiternya selain itu prosesnya bersifat tertutup. 
Dengan demikian mekanisme arbitrase menjadi sangat cocok untuk penyelesaian sengketa 
dalam penanaman modal yang biasanya tidak hanya menyangkut masalah ekonomis 
(untung rugi) tetapi juga menyangkut masalah politis dalam kaitan hubungan antara negara 
investor dan negara penerima investasi.
Investor asing juga cenderung memilih arbitrase karena dimungkinkan untuk 
menentukan bersama “pilihan hukum”  dan “ Pilihan Arbitrase Rule” sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 30/ 1999. Arbitrase Internasional, dapat dikatakan 
demikian apabilah pada pihak yang bersengketa memiliki tempat usaha (place of business) 
yang berbeda Negara.
Putusan Arbitrase Internasional dapat langsung dijalankan oleh para pihak tanpa 
melalui proses sidang di pengadilan. hal demikian terjadi karena Indonesia dengan Keppres 
No. 34 Tahun 1981 telah meratifikasi Konvensi  New York tahun 1958 tentang Pengakuan 
dan Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase Luar Negeri (Convention on the Recognition 
dan Enforcement of Foreign Arbitration Awards). Apabila terjadi dimana salah satu pihak 
yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan 
dilaksanakan berdasarkan perintah pengadilan negeri atas permohonan dari pihak yang 
menang dalam perkara ( pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999).
Dalam praktek, putusan arbitrase adakalanya diabaikan pihak yang kalah mengajukan 
gugatan ke pengadilan negeri dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU No. 30 
Tahun 1999, yaitu: 10
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1. Surat atau dokumen yang diajuka dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, 
diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah diambil ditemukan dokuman yang bersifat menentukan, yang disembunyikan 
oleh pihak lawan;
3. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak 
dalam sengketa.
Namun, hingga saat ini belum pernah terjadi Mahkama Agung RI, memenangkan 
dan membatalkan putusan arbitrase yang diajukan ke pengadilan walaupun di Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Tinggi pihak yang kalah dalam arbitrase di menangkan dan putusan 
arbitrase dibatalakan. Dapat di simpulkan bahwa otoritas hukum yang tertinggi mengakui 
sifat final dan mengikat (banding) dari suatu keputusan arbitrase itu sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 60 dari UU Arbitrase dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 3 
yang menyatakan bahwa “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa 
para pihak yang telah terikat dalam itikat buruk (bad faith, ter Kwade trouw). 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan 
pengganti UU sebelumnya yang telah ada yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 dianggap sebagai manifestasi dari 
kewenangan otonomi luas berupa keluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan 
yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang 
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta 
kewenangan bidang lainnya yang akan diterapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Oleh karena itu bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh 
Daerah Kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan 
dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, 
Lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja. Sehingga UUPM harus diharmonisasikan 
dengan menyesuaikan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan sisa yang dimiliki oleh 
pemerintah Kota/Kabupaten (lihat Pasal 30 UUPM). 
Hal ini penting untuk diingat karena, daerah propinsi bukan merupakan pemerintah 
atasan daerah kabupaten dan daerah kota karena tidak mempunyai hubungan hierarki. 
Demikianlah halnya dengan Pemerintah Pusat, maka fungsi koordinasi harus diperhatikan 
dengan mengingat eksistensi UU No. 32 Tahun 2004. Untuk itu, pemerintah dapat 
menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan 
disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban 
melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota/kabupaten. 
PP No. 38 tahun 2007 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga pada dasarnya PP ini 
lahir sebagai salah satu bentuk harmonisasi yang telah dilakukan  antara UUPM and UU 
Pemda. 11
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Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan 
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan 
yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 
fiskal nasional, serta agama.
2. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau  susunan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan 
di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh 
satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 
daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan; 
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan; 
bb. energi dan sumber daya mineral; 
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan; dan 
ee. perindustrian.
12
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
Selanjutnya pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada urusan wajib, rusan 
pilihan, dan urusan sisa yang harus diperhatikan dalam pelkasanaan UUPM. Pasal 7 
menyebutkan bahwa:
1. Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan 
daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup; 
d. pekerjaan umum; 
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan; 
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan; 
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 
daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan; 
x. statistik; 
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
1. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 
bersangkutan.
2. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan; 
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata; 13
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f. industri;
g. perdagangan; dan 
h. ketransmigrasian.
3. Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
Dengan diaturnya secara lebih detail tentang pembagian urusan pemerintahan 
sebagaimana dicantumkan dalam pasal-pasal PP ini, maka pelaksanaan UUPM harus 
merujuk pada PP ini. Sehingga akan tergambar dengan jelas pembagian kewenangan yang 
dimiliki baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kota/kabupaten.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terpukul akibat krisis ekonomi bila 
dibanding dengan negara-negara yang lain. Seperti Thailand, Malaysia dan Korea Selatan, 
yang juga mengalami kejadian yang sama. Dalam upaya memulihkan kembali kondisi 
perekonomian nasional, memang diperlukan beberapa persyaratan antara lain stabilitas 
politik dan keamanan dan kepastian berusaha dan kepastian hukum. Pemerintah berupaya 
agar kondisi ekonomi negara kita dapat tumbuh dan pulih dari krisis yang berkepanjangan 
ini. 
Lahirnya UUPM merupakan jawaban terhadap berbagai masukan dan saran untuk 
mengubah aturan PM yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana diketahui UUPM 
sebelumnya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana yang telah dirubah 
dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing  (UU PMA) 
dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU 
PMDN).
UUPM yang baru disahkan hampir bersamaan dengan UUPT. Oleh karena itu, 
kegiatan harmonisasi diharapkan dapat mengkaji kaitan antara UUPM UUPT, khususnya 
bagaimana bentuk hukum boleh dilakukan dengan penanaman modal oleh orang asing.
Dalam pasal 5 UUPM diatur bentuk hukum dan kedudukan perusahaan penanaman 
modal yang berbunyi sebagai berikut:
1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang 
berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum 
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali 
ditentukan lain oleh undang-undang.
3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam 
bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan: 
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bentuk badan usaha untuk penanaman 
modal dalam negeri (PMDN) adalah bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, 
tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan yang dapat diurai meliputi Perusahaan 
Umum, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Perseroan, termasuk pula CV, Firma, PD, 
Yayasan, Koperasi dan PT, sedangkan bentuk badan hukum untuk penanaman modal asing 14
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diisayratkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pertanyaan mendasar yang kemudian 
timbul dari deskripsi Pasal 5 UUPM adalah mengapa diperlakukan perbedaan bentuk 
perusahaan antra PMDN dan  PMA?.
Sebelum menjganalisis alasan dibalik pembedaan PMDN dan PMA, maka terlebih 
dahulu diuraikan bentuk-bentuk badan usaha Penanaman Modal baik pemodal domestik 
maupun asing menurut perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini, dengan maksud 
sebagai daya-pembeda dalam memaknai dan mengharmonisasikan UUPM dan UUPT. 
Bentuk-bentuk badan usaha tersebut meliputi:
1. Perusahaan Umum (PERUM)
Perusahaan Umum (Perum) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang diatur menurut Peraturan Pemeritah No. 13 Tahun 1998 dan Undang-
Undang No 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Modal Perum 
seluruhnya dimiliki oleh negara yaitu berupa kekayaan negara yang dipisahkan. 
maksud  dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk 
pemanfaatan umum (Public Utility) berupa penyediaan barang dan atau jasa yang 
bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 
perusahaan.
Menteri Keuangan menyelenggarakan peñata-usahaan  setiap penyertaan Modal 
Negara ke dalam PERUM dan menetapkan kebijakan pengembangan usaha PERUM, 
dan mendelegasikan kewenangan pembinaan sahari-hari pelaksanaan kebijakan 
tersebut kepada Menteri yang lingkup tudas dan wewenangnya meliputi bidang usaha 
PERUM. Penatausahaan penyertaan modal negara dan kebijakan  pengembangan 
usaha PERUM, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik 
Negara.
Berbeda dengan pendirian PT yang hanya dengan pengesahan Menteri Kehakiman, 
Perum didirikan dengan Peraturan Pemerintah sekaligus menetapkan keputusan untuk 
melakukan penyertaan Modal Negara ke dalam Perum. dengan  ketentuan ini Perum 
memperoleh status hukum . untuk pengololaan dan kepengurusan perum sehai-hari 
dilakukan oleh Direksi yang jumlah anggotanya paling banyak 5 (lima) orang, dan 
salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
Anggoata Direksi ini diangkat dan diberhantikan tugas dan wewenangnya meliputi 
bidan usaha Perum, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Setiap anggota Direksi berhak 
mewakili Perum, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Apabila didalam 
Perseroan Terbatas, anggota Direksi berhak mewakili Perusahaan dalam berpekara 
dalam  di pengadilan, sedangkan Perum anggota direksi tidak mempunyai kewenangan 
mewakili Perum jika terjadi perkara didepan pengadilan.
Jika dalam Perseroan Terbatas pengawasan dilakukan oleh komisaris, maka dalam 
Perum dibentuk Dewan Pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap 
keseluruhan kepengurusan Direksi. Dewan Pengawasa Perum terdiri dari unsu-unsur 
pejabat teknis  yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen / instansi 
lain yang  kegiatannya berhubungan dengan Perum, atau pejabat lain yang diusulkan 
oleh menteri terkait.
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2. Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 
seluruh atau 51% saham yang dikelurkan dimiliki oleh Negara melalui penyertaan 
modal secara langsung. 
Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa persero merupakan 
BUMN berbentuk  PT, berarti  dengan sendirinya harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ). Dengan demikian, persero ini adalah suatu 
badan hukum sesuai yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) UUPT. oleh  karena Persero 
ini adalah berbentuk  PT, maka prinsip-prinsip Perseroan Terbatas  yang diatur dalam 
UUPT belaku juga terhadap Persero. Jika didalam perseroan terbatas kita kenal dengan 
organ PT, maka dalam persero dijumpai hal yang sama yang disebut Organ Persero, 
yang terdiri dari:
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
b. Direksi
c. Komisaris
Kemudian dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah dengan 
menyertakan  modal secara langsung sebesar 51%  menjadikan pemegang saham 
mayoritas. Oleh karena persero ini berbentuk PT yang tunduk pada UUPT, maka ia 
dapat juga melakukan penawaran umum di Pasar Modal sebagaimana PT lainnya yang 
menjadikannya Perseroan Terbuka. Apabila perseroan ini malakukan penawaran umum 
dipasar modal, sebagaiman diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang 
pasar modal (UUPM), maka saham dari persero ini saja dapat dimiliki oleh public baik 
local maupun asing.
3. Perusahaan Jawatan
Perusahaan Jawatan (PERJAN) adalah perusahaan yang awalnya didirikan dan 
diatur dalam Indonesische Bedrijvenwet (IBW)  Staatsblad 1927 : 419. kemudian 
Perjan ini oleh UU No. 9 Tahun 1969 dimasukkan kedalam bentuk-bentuk usaha 
negara.  Kegiatan usaha perjan ini dicirikan pada pengabdian dan pelayanan pada 
masyarakat. umumnya Badan Usaha Perjan berada dalam naungan deprtemen teknis 
yang membawahinya, misalnya Pegadaian.
Dalam prakteknya Perjan ini sangat terbatas jumlahnya karena ia lebih 
menitikberatkan pada palayanan masyarakat bukan mengejar keuntungan seperti 
mana terjadi pada badan usaha PT. dengan demikian dalam kaitannya dengan PMA, 
penggunaan  bentuk usaha  PERJAN kurang begitu cocok dan sangat bertentangan 
dengan tujuan dari kegiatan penanaman modal itu sendiri yaitu mencari untuk seoptimal 
mungkin.
4. Yayasan
Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 
(selanjutnya disingkat UU Yayasan). Dengan keluarnya UU Yayasan ini berarti telah 
memberikan kejelasan landasan hukum dan kegiatan yayasan, yang selama ini  banyak 
dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang melenceng dari maksud dan tujuan dari 
pembentukan yayasan. Pengunaan nama yayasan semata-mata untuk mengelakkan 16
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dari kewajiban seperti perpajakan, dan mendapatkan keringanan-keringanan yang 
diberika oleh pemerintah pada yayasan dan dsb. Pendirian yayasan di Indonesia dalam 
masyarakat dan yurispudensi Mahkama Agung, karena belum ada Undang-Undang 
yang mengaturnya. 
Dalam ketentuan umum (UU Yayasan) diaktakan bahwa yayasan adalah badan 
hukum  yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai 
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai 
anggota. Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) secara tegas dikatakan 
bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud 
dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan / atau ikut serta dalam suatu 
badan usaha, sesuai dengan maksud tujuan Yayasan.
Pendirian Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan 
harta benda pendirinya dengan pembuatan akta pendirian yayasan yang pengesahannya 
dilakukan oleh menteri Kehakiman dan HAM. Dengan demikian, yayasan ini 
merupakan badan hukum sebagaimana  disebutkan dalam pasal 11 ayat (2).
5. Koperasi 
Ketentuan yang mengatur koperasi adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 
tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1965. dalam 
Undang-Undang ini koperasi didefinisikan sebagai Badan Usaha yang beranggotakan 
orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.
Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka sebagai landasan koperasi ini adalah 
Pancasila dan UUD 1945. terutama pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Koperasi tediri dari dua macam yaitu primer (dibentuk sekurang-kurangnya 20 
orang)  dan skunder (dibentuk sekurang-kurangnya 3  orang). yang pembentukannya 
harus dibuat akta pendirian yang memuat anggaran dasar (pasal 6). sebagaiman PT 
yang memperoleh status badan hukum setelah anggaran dasarnya disahkan oleh 
Menteri Kehakiman, maka koperasi pun memperoleh status badan hukum  setelah 
anggaran dasarnya disahkan oleh  pemerintah.
Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam 
lingkup usaha koperasi dan keanggotaan tersebut tidak dapat dipindahtangankan. 
biasanya anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. 
sedangkan pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota, 
Perangkat organisasi koperasi ini terdiri dari : Rapat Anggota,  Pengurus dan  Pengawas. 
Mengenai modal terdiri dari;
a. Modal sendiri yang berasal dari:
1. Simpanan Pokok;
2. Simpanan Wajib;
3. Dana Cadangan;
4. Hibah.
b. Modal  Pinjaman yang berasal dari:
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1. Anggota;
2. Koperasi lainnya dan atau anggota;
3. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
4. Penerbitan obkigasi dan surat utang lainnya;
5. sumbar lain yang sah.
6. Commanditaire Vennootschap (CV)
Commanditaire Vennootschap (CV) yang biasanya disebut Perseroan Komanditer 
tidak ditemukan penjelasan dalam KUHP, hanya dalam pasal 19 ayat (1) dikatakan 
bahwa perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, 
didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung, 
bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih palepas 
uang pada pihak lain. Selanjutnya ayat (2) dikatakan bahwa dengan demikian bisalah 
terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma 
terhadap para persero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap 
si pelepas uang.
Jadi, ciri khas dari peseroan komanditer yaitu adanya sekutu diam (komanditer), 
yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua perseroan. Dengan demikian mereka 
berhak mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian sebesar kontribusinya. 
Sebaliknya, pengurus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga, karena 
ia yang bertindak keluar sedang sekutunya hanya bertindak pasif. Dengan adanya 
sekutu yang mempunyai tanggung jawab terbatas, sekilas CV mirip dengan pemegang 
saham PT yang juga mempunyai tanggung jawab terbatas. Tetapi dilain pihak banyak 
perbedaannya seperti tanggung jawab penuh pengurus CV, yang dalam PT pengurus 
mempunyai tanggung jawab terbatas.
Untuk dapat mendirikan CV tidak memerlukan formalitas, sebagaimana pendirian 
perseroan atau koperasi yang harus  membuat akta pendirian yang didalamnya dimuat 
anggaran dasar dan Pengesahan Manteri, cukup dilakukan secara lisan atau  tertulis 
baik dengan akta otentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan pengesahan dan 
pendaftaran dan pengumuman dalan Berita Negara. oleh  karena CV ini adalah juga 
firma, maka berlakulah pasal 23 KHUD dimana CV cukup didaftarkan di kepaniteraan 
Pengadilan Negeri setempat. Mengenai status hukum CV bukan merupakan badan 
hukum.
7. Firma (FA)
Dalam Pasal 16 KUHD disebutkan bahwa “ yang yang dinamakan perseroan 
firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan 
dibawah satu nama bersama”.  Dalam firma setiap persero mempunyai hak yang 
sama dalam bertindak keluar negeri seperti mengikat perjanjian dengan pihak ketiga, 
tidak ada yang dikecualikan di antara persero. Tidak pula dibenarkan seorang persero 
mengelak tanggung jawab atas tindakan persero lainnya terhadap pihak ketiga. Oleh 
karena itu, saling percaya diantara persero merupakan kunci utama dalam perseroan 
firma. Keluasan bertidak ini mempunyai konsekuensi bahwa setiap persero bertanggung 
jawab secara tanggung menanggung atas segala perikatan yang tela mereka perbuat.
Pendirian firma sama dengan CV yang diatur dalam pasal 23 KUHD yang 18
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cukup didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan tidak perlu ada pengesahan dan 
pengumuman dalam Berita Negara. dengan demikian status firma ini sama dengan CV 
yaitu bukan badan hukum.
8. Perseroan Terbatas (PT)
Bentuk hukum  perseroan diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (disingkat UUPT) sebagai pengganti UU No. 1 tahun 1995, yang meruapakan 
pengganti Staatsblad 1847:23 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek 
Koophandel) mengenai perseroan terbatas mulai dari pasal 36 sampai dengan pasal 56, 
dinyatakan tidak berlaku lagi karena suda tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi 
dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internsional.
Pengertian Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan disebutkan 
dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 
Pengertian PT ini bila diperinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
- PT adalah badan hukum;
- PT didirikan berdasarkan suatu perjanjian;
- PT harus menjalankan suatu kegiatan usaha;
- Dalam pendirian  PT terlebih dahulu harus memiliki modal dasar;
- Modal dasar PT seluruhnya terbagi dalam saham.
Adapun komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 
secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam 
menjalankan perseroan.
Dari ketiga Komponen organ perseroan ini, Direksilah yang memegang peranan 
sentral didalam menjalankan pengurusan PT sehari-hari dan juga menentukan berhasil 
tidaknya bisnis perseroan. Seiring dengan besarnya kewenangan yang diberikan 
kepada Direksi  maka ia diwajibkan menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan 
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Jika 
direksi bersalah atau lalai manjalankan tugas, maka sebagai konsekuensinya setiap 
anggota direksi dapat dituntut pertanggungjawanannya secara pribadi.
Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian PT bahwa dalam menjalankan usahanya 
harus memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham. Hal ini memberi pengertian 
bahwa didalam perseroan ada beberapa pemegang saham atau pemodal yang turut 
mendirikan PT, yang kemungkinan menjabat Direksi atau komisaris atau bukan. Yang 
menjadi pertanyaan apa konsekuensinya terhadap pemegang saham bila PT mengalami 
kerugian? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dirujuk pasal  3 ayat (1) UUPT  yang 
menyatakan bahwa “Pemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara 
pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab 
atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. 
Mengenai syarat pendirian perseroan dalam UUPT secara tegas diatur sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang dengan akta Notaris yang didalamnya memuat anggaran 
dasar dan baru memperoleh status badan hokum setelah akta pendirian disahkan oleh 
Menteri Kehakiman. Perbuatan Hukum pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum 19
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memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, akan menajdi tanggung jawab 
perseroan setelah dinyatakan sebagai badan hukum kecuali ditolak dalam RUPS, maka 
akan menjadi tanggung jawab secara pribadi oleh pendiri. 
Dengan demikian, tepatlah perumusan yang menyebutkan bahwa perseroan 
terbatas merupakan badan hukum (legal-entity), yaitu badan hukum “mandiri” (persona 
standi in judicio) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha 
lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut :
a. Sebagai asosiasi modal
b. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang 
saham.
c. Pemegang Saham :
d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
e. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
f. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ 
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/
atau anggaran dasar. 
Alasan dibalik penggunaan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) 
dalam konteks UUPM, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 ayat (2) adalah untuk 
memberikan kejelasan dan kepastian mekanisme operasional perusahaan. PT. memiliki 
ciri atau tersendiri yang membedakannya dengan bentuk-bentuk usaha lainnya, dimana 
bentuk tanggung jawab pemegang saham dibatasi pada nilai saham yang disetorkannya 
dan juga itdak bertanggung jawab terhadap utang yang dibuat oleh perseroan.
Jadi ada batas dan pemisahan tanggung jawab bagi pemegang saham. Begitu juga 
dengan organ kepengurusan masing-masing memiliki kewenangan terpisah secara jelas 
sesuai dengan fungsinya masing-masing.  Meskipun dalam menjalankan fungsinya 
saling berbeda tetapi dalam menjalankan perusahaann ketiganya saling berbeda saling 
mengait, dimana RUPS merupakan lembaga tertinggi yang memutuskan segala sesuatu 
terhadap perusahaan dan juga memiliki kewenangan bertindak kedalam dan keluar 
perusahaan termasuk mewakili perseroan di Pengadilan.  berbeda dengan bentuk 
usaha lain, seperti Perum dimana seluru modalnya dimiliki oleh Negara yaitu berupa 
kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam perum anggota direksi tidak mempunyai 
kewenangan mewakili perum jika terjadi perkara didepan Pengadilan.
Bentuk Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang paling luas digunakan 
dalam dunia usaha di Indonesia karena ia  mempunyai sifat dan ciri khas yang mampu 
memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal 
untuk mencari untung atau laba.
Oleh karena itu, dapatlah dipahami  mengapa UUPM hanya membuka kesempatan 
penanaman modal asing dalam bentuk PT. sebab, disamping lebih memberikan 
kejelasan dan kepastian mekanisme operasional perusahaan  juga dapat memberikan 
kejelasan wewenang pengurusan perusahaan kedalam dan keluar dan tanggung jawab 
hukum pengurus.
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Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Menurut pasal 12 UUPM maka ada beberapa bidang dalam bidang perhubungan yang 
tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh, yaitu yang merupakan 
bidang-bidang yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 
Bidang-bidang tersebut terdiri dari;
1. Bidang Pelayanan
2. Bidang Penerbangan
3. Kereta Api Umum
Demikian pula untuk bidang Telekomonikasi dan Massa Media menurut Undang-
Undang tersebut di atas tertutup bagi penanaman modal asing secara penguasaan penuh.
Menurut Pasal 12 UUPM disebutkan bahwa:
1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, 
kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan 
persyaratan.
2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: 
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-
undang.
3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup 
untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri,  dengan berdasarkan 
kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan 
nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan 
persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan 
persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan 
kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, 
pengembangan  usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan  produksi 
dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta 
kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
Lebih lanjut uraian pasal 12 UUPM kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 76 dan 77 2007 tentang Daftar Bidang Usaha tertutup untuk penanaman modal 
dan Daftar Bidang Usaha terbuka dengan Persyaratan. Kemudian PP nomor 77 2007 telah 
diubah dengan PP Nomor 111 Tahun 2007 tentang bidang yang sama. Jadi berdasarkan 
UUPM pada prinsipnya modal asing atau Perusahaan Asing boleh menanamkan modalnya 
dalam bidang perhubungan dan telekomonikasi. Tetapi dengan persyaratan – persyaratan 
tertentu.
Sehubungan dengan berlakunya Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka harus ada kriteria yang jelas, mana modal  asing 
yang boleh ditanamkan didaerah dan mana modal asing yang boleh ditanamkan di pusat, 
karena untuk masuknya investor, jangan hanya dilihat dari segi kemampuan pemerintahan 
pusat ataupun daerah untuk mengelolah dan mangamankan jalannya dunia usaha, sehingga 
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dunia usaha jangan sampai dibebani oleh hal-hal yang pada akhirnya menjadi terhenti 
dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Faktor kehati-hatian dalam hal memberikan izin usaha dalam bidang perhubungan 
dan telekomonikasi bagi penanaman modal asing sangatlah diperlukan, jangan sampai 
mengganggu keamanan dan stabilitas nasional Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 76 
dan 111 Tahun 2007 beberapa bidang telekomunikasi yang tertutup bagi PMA adalah 
Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan 
Orbit Satelit dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi. Juga dapat dilihat 
pada  Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1980 ada bidang  usaha  perhubungan dan 
telekomonikasi yang termasuk Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi penanaman modal 
asing, yaitu Angkutan Taksi dan Bis, Pelayaran Rakyat, Jasa Penyiaran Radio dan Televisi 
Berlangganan, Media Cetak serta Usaha Perfilman.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Penerapan UUPM harus senantiasa memperhatikan aspek ketenagakerjaan sebagai 
bagian penting yang tak terpisahkan. UU ketenagakerjaan telah meletakkan dasar 
penting yang harus menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan UUPM khususnya dalam 
konteks peraturan daerah. Penempatan Tenaga Asing pada dasarnya melarang majikan 
untuk mempekerjakan orang asing tanpa ijin dari Menteri dan menentukan persyaratan-
persyaratan khusus untuk mengajukan permohonan orang asing menjadikan pekerja di 
Indonesia.  
Sehingga harus diperhatikan pula bahwa UUPM khususnya Pasal 10 UUPM jangan 
bertentangan dengan kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
lainnya seperti:
1. UU No. 3/1958;
2. Keputusan Presiden RI No. 23/1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja 
Warga Negara Asing Pendatang.
3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No.  Kep- 105/
Men/1977 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja bagi orang asing 
yang akan bekerja dalam rangka koordinasi penanaman modal.
4. Peraturan Menteri Tenaga Karja RI No. Per-03/Men/90 tentang pemberian Izin 
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendatang.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang Mendukung dan Investasi di Sulawesi 
Selatan
Harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang investasi pada tingkat UU 
dan PP, pada akhirnya harus pula disinkronkan dengan peraturan daerah (perda) yang 
dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data sekunder yang ada, maka dapat 
diidentifikasi beberapa perda yang mendukung dan menghambat investasi. 
Kebijakan Daerah yang Mendukung Penanaman Modal
Terdapat beberapa kebijakan daerah yang dianggap mendukung penanaman modal 
dengan pertimbangan: 
1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 55 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Izin Gangguan memberi jaminan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan 22
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yang berkepastian dalam merealisasikan kegiatan usaha.
2) Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 05/VII/2002 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan secara substantif mendukung terciptanya asas penyelenggaraan penanaman 
modal yang berkepastian hukum.
3) Adanya Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 15/VII/2007 tentang Pelimpahan 
Kewenangan Penerbitan Beberapa Perizinan kepada Badan Promosi Penanaman 
Modal dan Perizinan (BPPMP) Kabupaten Bulukumba dapat memperpendek mata 
rantai pelayanan perizinan, karena aktivasi perizinan hanya diproses melalui satu 
pintu, yaitu oleh sebuah lembaga teknis daerah.
4) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16/VII/2007 tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Badan Promosi Penanaman Modal 
dan Perizinan (BPPMP) Kabupaten Bulukumba mendukung terciptanya pola 
penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, sederhana, mudah dipahami, dan 
mudah dilaksanakan.
5) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Pemberian Surat Izin Tempat Usaha memberi jaminan bagi pelaku usaha untuk 
memperoleh pelayanan yang berkepastian dalam merealisasikan kegiatan usaha.
6) Kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan 
yang terumus dalam Peraturan Daerah Kabupaten enrekang Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum mendukung terciptanya asas 
penyelenggaraan penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
7) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Mekanisme 
dan Prosedur Pemberian Izin, Persetujuan dan Rekomendasi Kegiatan Tertentu di 
Bidang Minyak dan Gas Bumi menjamin kecepatan pelayanan izin dan nonizin bagi 
pelaku usaha untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
8) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Perda No. 20/2001 tentang Mekanisme dan Prosedur Pemberian Surat Izin 
Pertambangan Daerah (SIPD) Kabupaten Enrekang menjamin kecepatan pelayanan 
izin bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penambangan.
9) Kebijakan yang terumus Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat mendukung terciptanya 
kegiatan eksploitasi hutan yang berwawasan lingkungan.
10) Kebiijakan yang terumus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 
Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan mendorong terciptanya kegiatan usaha 
yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup sesuai asas penyelenggaraan 
penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
11) Kebijakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan umum 
yang terumus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum mendukung terciptanya asas 
penyelenggaraan penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
12) Kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi yang terumus dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi 
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Izin Usaha Jasa Konstruksi mendukung peningkatan kemampuan daya saing dunia 
usaha yang merupakan bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.
13) Kebijakan melepaskan fungsi pelayanan Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol sebagai instrumen sumber pendapatan sebagaimana dirumuskan Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan 
Larangan Minuman Beralkohol dapat dianggap sebagai stimulus untuk mempercepat 
peningkatan penanaman modal di bidang perdagangan.
14) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin 
Pendaftaran Gudang diekspektasi mampu menjadi sarana perlindungan kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
15) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 146 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelayanan Satu Atap (SIMTAP) dalam Pemberian 
Perizinan dan Pelayanan Lainnya mendukung terciptanya pola penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, sederhana, mudah dipahami, dan 
mudah dilaksanakan.
16) Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin 
Gangguan memberi jaminan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan yang 
berkepastian dalam melaksanakan kegiatan usaha.
17) Kebijakan melepaskan fungsi pelayanan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian 
Golongan C sebagai instrumen sumber pendapatan sebagaimana dirumuskan Peraturan 
Daerah Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan 
Bahan Galian Golongan C dapat dianggap sebagai stimulus untuk mempercepat 
peningkatan penanaman modal di bidang pertambangan.
18) Adanya zonasi pemanfaatan intensif yang digagaskan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi 
Taman Laut Nasional Taka Bonerate memberikan ruang usaha bagi penanam modal 
untuk melakukan penanaman modal di bidang kelautan dan perikanan.
19) Kebijakan yang terumus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Pemakaian Alat Tangkap dan/atau Alat Bantu Pengambilan Hasil Laut 
selaras dengan asas penyelenggaraan penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
20) Kebijakan yang terumus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
Usaha Menengah selaras dengan kebijakan dasar penanaman modal yang digariskan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
21) Kebijakan yang terumus dalam Peraturan Bupati Selayar Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Modal Usaha bagi Koperasi Tingkat Desa/
Kelurahan se-Kabupaten Selayar selaras dengan kebijakan dasar penanaman modal 
yang digariskan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
22) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin 
Gangguan memberi jaminan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan yang 
berkepastian dalam melaksanakan kegiatan usaha.
23) Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Investasi Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Takalar Nomor 9/P2IP-SK/VIII/2006 tentang Kemudahan dan 
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Kebijakan Penanaman Modal yang Dapat Diberikan kepada Calon Investor di 
Kabupaten Takalar mendukung terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, 
promotif, memberikan kepastian hukum, dan efisien.
24) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin 
Gangguan memberi jaminan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan yang 
berkepastian dalam merealisasikan kegiatan usaha.
25) Prosedur pelayanan perizinan yang digagaskan dalam Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota 
Makassar mendukung terciptanya pola penyelenggaraan pelayanan perizinan yang 
cepat, sederhana, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
26) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat 
Usaha memberi jaminan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan yang 
berkepastian dalam merealisasikan kegiatan usaha.
27) Pola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang digagaskan 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dapat 
memperpendek mata rantai pelayanan, karena aktivasi perizinan dan nonperizinan 
hanya diproses melalui satu pintu, yaitu oleh sebuah lembaga teknis daerah.
28) Terkait dengan bidang usaha industri, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Industri me-refer pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian aplikasinya dapat diselaraskan 
dengan national public policy di bidang penanaman modal.
29) Demikian juga halnya bidang usaha perdagangan, Peraturan Daerah Kota Palopo 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan me-refer pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian aplikasinya 
dapat diselaraskan dengan kebijakan nasional mengenai bidang usaha yang tertutup 
untuk penanam modal, baik asing maupun dalam negeri.
Kebijakan Daerah yang Menghambat Penanaman Modal
Adapun kebijakan daerah yang dianggap menghambat penanaman modal diuraikan 
dengan pertimbangan:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Pengendalian Dampak Lingkungan bersifat double retribution, karena sasaran 
penetapan tarifnya overlaping dengan retribusi perizinan tertentu seperti Retribusi 
Izin Usaha Industri, dan lain-lain. Hal ini akan berdampak pada high cost economy 
yang menghambat iklim penanaman modal.
2) Syarat ‘surat pernyataan tidak keberatan atas pendirian usaha’ yang ditetapkan 
Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 58/XII/2003 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 55 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Izin Gangguan dapat menjadi variabel penghambat, karena pemenuhannya 
digantungkan pada subjektifitas pihak ketiga.
3) Substansi materi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Izin Usaha Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan sepanjang 25
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mengenai retribusi atas lalulintas barang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997. Hal ini akan berdamapak pada high cost economy yang dapat 
menghambat iklim penanaman modal.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda 
Daftar Perusahaan bersifat double retribution, karena sasaran penetapan tarifnya 
overlaping dengan Retribusi Izin Usaha Perusahaan.
5) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor Nomor 30 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) belum 
mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi sebagai instrumen stimulus 
untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
6) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/TDR) belum 
mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi sebagai instrumen stimulus 
untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
7) Substansi materi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16/2003 tentang 
Perubahan atas Perda No. 8/2000 tentang Retribusi Izin Trayek sepanjang mengenai 
retribusi atas pemakaian jalan overlaping dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di Atas Air (PKB-KAA). Hal ini akan berdampak pada high cost economy 
yang menghambat iklim penanaman modal.
8) Eksemsi objek pajak yang dikaitkan dengan subjek pajak tidak terumuskan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak 
Hiburan. Hal ini akan menimbulkan efek berganda dengan Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa (PPN) yang dapat menghambat iklim penanaman modal.
9) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi 
Usaha Perindustrian dan Perdagangan belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau 
eksemsi retribusi sebagai instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan 
penanaman modal.
10) Penetapan jumlah sumbangan pihak ketiga sehubungan dengan pengurusan Surat 
Izin Tempat Usaha dalam Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2005 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Pengurusan Surat Izin Tempat 
Usaha (SITU) dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur akan berdampak pada high 
cost economy, terlebih lagi kalau jumlah sumbangan yang ditetapkan lebih besar dari 
kompensasi biaya riil yang dipikul pemerintah daerah untuk menyelenggarakan izin 
tersebut.
11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Surat Izin 
Usaha Perdagangan belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi 
sebagai instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
12) Substansi materi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 
tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara sepanjang 
mengenai biaya administrasi pemberian tanda daftar perusahaan (TDP) overlaping 
dengan Retribusi Izin Usaha Perdagangan. Hal ini akan berdampak pada high cost 
economy yang menghambat iklim penanaman modal.
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13) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha 
Industri Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan belum mengaplikasi kebijakan 
reduksi atau eksemsi retribusi sebagai instrumen stimulus untuk mempercepat 
peningkatan penanaman modal.
14) Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Pendaratan Kapal belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi 
sebagai instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
15) Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi 
sebagai instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
16) Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir dalam Wilayah Kabupaten Selayar tidak jelas 
menunjuk unsur-unsur perbuatan yang diancam dengan pidana, padahal kejelasan 
soal ini sangat diperlukan untuk melindungi lingkungan sumber daya alam luat dan 
pesisir serta mendukung terciptanya asas penyelenggaraan penanaman modal yang 
berwawasan lingkungan.
17) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Izin 
Tempat Usaha belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi sebagai 
instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
18) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Tanda 
Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang belum mengaplikasi kebijakan reduksi 
atau eksemsi retribusi sebagai instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan 
penanaman modal.
19) Substansi materi Pengenaan retribusi atas lalulintas barang dalam Perda No.2/2005 
tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan 
Asal Barang (SKA-B) dan Izin-izin Lainnya dalam Wilayah Kabupaten Sinjai 
sepanjang mengenai retribusi atas lalulintas barang bertentangan dengan kriteria yang 
ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini 
akan berdampak pada high cost economy yang dapat menghambat iklim penanaman 
modal.
20) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ketentuan Wajib 
Daftar Perusahaan, Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang belum mengaplikasi 
kebijakan reduksi dan/atau eksemsi retribusi sebagai instrumen stimulus untuk 
mempercepat peningkatan penanaman modal.
21) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi 
sebagai instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
22) Substansi materi Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 863/VI/2001 tentang Partisipasi 
Aktif Pelaku Ekonomi untuk Pembangunan Daerah sepanjang mengenai inventarisasi 
pelaku usaha selaku (calon) penyumbang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 
dan Usaha Milik Daerah (BKPM-UMD) dapat menimbulkan beban psikologis yang 
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pada gilirannya berimplikasi negatif terhadap ikuiditas pelaku usaha.
23) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan 
Pemungutan Retribusi Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan belum 
mengadopsi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi sebagai instrumen stimulus 
untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
24) Syarat ‘surat persetujuan dari tetangga yang berbatasan langsung’ yang ditetapkan 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan 
dapat menjadi variabel penghambat, karena pemenuhannya digantungkan pada 
subjektifitas pihak ketiga.
25) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 29 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha 
Kelautan belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi sebagai 
instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
26) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha dan Retribusi 
Izin Usaha Kepariwisataan belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi 
retribusi sebagai instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan penanaman 
modal.
27) Substansi materi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi 
Izin Usaha Pertambangan Daerah sepanjang mengenai usaha pertambangan bahan 
galian golongan A dan bahan galian golongan B akan menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan ambiguitas dalam penerapannya, karena overlaping dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.
28) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar 
Perusahaan bersifat double retribution, karena sasaran penetapan tarifnya overlaping 
dengan Retribusi Izin Usaha Perusahaan. Hal ini akan berdampak pada high cost 
economy yang menghambat iklim penanaman modal.
29) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2004 tentang Usaha Industri dan 
Perdagangan belum mengaplikasi kebijakan reduksi atau eksemsi retribusi sebagai 
instrumen stimulus untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.
PENUTUP
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Harmonisasi peraturan peraturan perundang-undangan bidang investasi dapat 
dilakukan dalam bentuk sinkronisasi UUPM dengan UU atau PP yang bertautan 
dengan penanaman modal. Sinkronisasi tersebut  dapat dilakukan dengan peraturan 
perundang-undangan seperti:
a. UUPA;
b. UU Kehutanan;
c. UU Perikanan;
d. UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
e. UU pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota/kabupaten; 28
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g. UUPT;
h. UU telekomunikasi; dan
i. UU Ketenagakerjaan; 
2. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang investasi juga harus 
ditindaklanjuti pada tingkat pemerintah Kabupaten/kota. Bentuk harmonisasi tersebut 
dilaksanakan dengan melakukan identifikasi terhadap perda yang mendukung dan 
menghambat investasi. 
Saran
Merujuk pada simpulan penelitian ini maka dapat disarankan bahwa:
1. Perlunya mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Penanaman Modal yang 
ada di daerah untuk diberlakukan efektif sebagai payung hukum investasi di daerah;
2. Perlunya mengsinkronkan dan atau mengharmonisasikan peraturan-peraturan daerah 
yang terindikasi menghambat laju investasi di daerah.
29
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
DAFTAR PUSTAKA
Ilmar, Aminuddin, 2004. Privatisasi BUMN, Bogor: Ghalia Indonesia.
______________, 2006. Konsep Pengaturan Investasi Setelah Berlakunya otonomi 
Daerah, Makalah, Makassar.
N. Siwa, Ikhsan, 2006. Pelaksanaan pemberian Fasilitas Investasi Dalam Rangka 
Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Makassar, Thesis S2, Makassar.
P. Agung Pambudhi, 2006, Perda dan Iklim Investasi Daerah, Lokakarya Bisnis Indonesia 
– Pemda Sulsel – Taf, Makassar, 20 September 2008.
Hanitjo Soemitro, Ronny, 1983. Metodologi Penelitian Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia.
Salim dan Sutrisno, Budi, 2008. Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
Sumantoro, 1984. Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal, 
Bandung: Binacipta.
30
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
PANDANGAN PEREMPUAN POSO TERHADAP 
PRAKTIK ABORSI DITINJAU DARI ASPEK 
HUKUM DAN REPRODUKSI
Nurdiyana Tadjuddin
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
PANDANGAN PEREMPUAN POSO TERHADAP PRAKTIK ABORSI 
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN REPRODUKSI
Oleh: Nurdiyana Tadjuddin
Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso
Jl. Pulau Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah 
E-mail: diyana_81.imoet@yahoo.co.id
Abstract
This research is to find out how much knowledge of women in Poso in particular 
school-age girls about reproductive health. According to character research on the author 
is a descriptive analysis of where research is done on a study that investigated the issue by 
giving as much details picture of the object in research. Descriptive research is a research 
method that can be interpreted as problem-solving procedures are investigated to describe 
the state of the object/subject that seems or as it is. There is still very little of knowledge 
of the community in Poso in particular women about reproduction health, also lack of 
knowledge about the law that an abortion can be considered as a crime. This is due to 
a lack of awareness of women’s rights and the public about health care. Yet somehow or 
due to any condition, any woman as a citizen retains the right to adequate health care and 
the state obligation to provide it. These rights must be regard as social rights as well as 
individual rights are the right to social justice including the right to get service. 
Keywords: Abortion, Reproductive Health
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan wanita di 
Poso utamanya dikalangan pelajar tentang kesehatan reproduksi. Karakter penelitian 
adalah analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan meneliti issu tertentu 
dengan memberikan penjelasan detail tentang materi penelitian. Penelitian deskriptif 
diharapkan dapat menjadi prosedur penyelesaian masalah untuk menggambarkan kondisi 
sebenarnya. Pengetahuan masyarakat ternyata masih sangat sedikit utamanya amengenai 
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi serta kurangnya pengetahuan hukum bahwa 
aborsi adalah suatu tindak pidana. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya 
pemahaman tentang hak-hak perempuan dan kesehatan. Masyarakat masih kurang 
mengetahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan kewajjiban negara, terkait bahwa 
hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan adalah bersumber dari hak-hak sosial. 
Kata Kunci: Aborsi, Kesehatan Reproduksi 
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PENDAHULUAN
Statistik aborsi di Indonesia memperlihatkan frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit 
dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan, kecuali 
jika terjadi komplikasi dan kebetulan menjalani perawatan di Rumah Sakit akan tetapi, 
berdasarkan perkiraan dari BKKBN, ada sekitar 2.000.000 (dua juta) kasus aborsi yang 
terjadi setiap tahunnya di Indonesia.1
Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang Praktik aborsi. Hal ini 
ditegaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1991 tentang Kesehatan. Bahkan dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan 
tegas melarang tindakan aborsi apapun alasannya. Menurut hukum-hukum yang berlaku di 
Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah 
“Abortus Provocatus Criminalis”. Orang yang menerima hukuman dalam kejahatan aborsi 
ini adalah : ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu 
melakukan aborsi, dan orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.
Aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan 
seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan aborsi ia 
“tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang”. Ini adalah informasi yang sangat 
menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka  yang sedang kebingungan karena tidak 
menginginkan kehamilan yang sudah terjadi. Ada 2 macam risiko kesehatan terhadap 
wanita yang melakukan aborsi:
1. Risiko kesehatan dan keselamatan secara fisik (sampai dengan kematian).
2. Risiko gangguan psikologis Banyaknya kematian akibat aborsi yang tidak aman, 
tentu sangat memprihatinkan. 
Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran dari perempuan dan masyarakat tentang 
hak atas pelayanan kesehatan. Padahal bagaimanapun kondisinya atau akibat apapun, 
setiap perempuan sebagai warga negara tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang memadai dan kewajiban negaralah untuk menyediakan hal itu. Hak-hak ini 
harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus hak individu yang merupakan hak untuk 
mendapatkan keadilan sosial termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan. 
Hak atas pelayanan kesehatan ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 Konvensi Penghapusan 
segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan) dan Undang-undang 
Kesehatan. 
Dalam hal Hak Reproduksi, termasuk pula di dalamnya hak untuk membuat 
keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan 
seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia (Rekomendasi bab 7 
Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional di Kairo 1994). Tersedianya 
sarana pelayanan formal:
a. Fasilitas konseling
b. Jaminan tindakan aborsi 
c. Pengetahuan tentang prosedur, usia kehamilan, risiko
d. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, alat kontrasepsi (mencegah aborsi 
berulang).
1   Data diperoleh melalui situs BKKBN: http://www.bkkbn.go.id/article 34
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Namun apabila kita melihat di daerah kabupaten Poso sendiri, masalah hak atas 
kesehatan reproduksi khususnya remaja usia sekolah dan kalangan perempuan usia 
produktif kurang mendapatkan perhatian, yang mereka pahami bahwa melakukan konsultasi 
mengenai kesehatan reproduksi adalah hal tabu untuk didiskusikan dan hanya merupakan 
konsumsi ibu-ibu, padahal anggapan seperti itu salah besar karena informasi mengenai 
kesehatan reproduksi bukan hanya hak kaum ibu tapi juga para remaja yang nantinya juga 
akan menjadi seorang ibu dan semestinya sejak dini mereka telah mengetahui mengenai 
kesehatan reproduksi agar tidak terjadi aborsi yang membahayakan kesehatan apabila 
terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, untuk itu sangat penting sekali untuk mengetahui 
seberapa paham perempuan-perempuan Poso khususnya perempuan dengan usia sekolah 
dan usia produktif memahami mengenai hak kesehatan reproduksi 
RUMUSAN MASALAH
Mengacu pada uraian di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan perempuan di Poso, Sulawesi Tengah terhadap praktek aborsi?
2. Bagaimana resiko aborsi ditinjau dari konteks kesehatan reproduksi. 
METODE PENELTIAN
Lokasi Penelitian ini dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah. Tipe penelitian yang dipakai 
adalah penelitian primer dan sekunder dengan melakukan wawancara, menyebarkan 
angket dan kuesioner kepada beberapa responden - perempuan poso – terkait pandangan 
mereka terhadap aborsi.  Sasarannya dimaksudkan untuk menganalisis fenomena aborsi 
ditinjau dari aspek sosial, hukum dan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi.  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 
data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan 
responden. Serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dari berbagai 
pakar hukum, dan data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
Proses analisis terhadap isi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui 
mekanisme yang bersifat sirkuler,2 yaitu analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah 
proses pengumpulan data. Setiap data yang diperoleh meskipun hanya sebagian kecil 
dianalisis. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Definisi Operasional
Pengertian Aborsi
Pengertian aborsi yang diberikan oleh baik para pakar kedokteran maupun hukum saat 
ini cukup beragam, walaupun pada intinya adalah sama. Hanya saja, orang awam masih 
menganggap bahwa pengertian aborsi tidak lain adalah pengguguran kandungan, padahal 
pada kenyataannya tidak seperti itu. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian aborsi 
dari beberapa ahli dan sumber-sumber lain agar pengertian tentang aborsi menjadi lebih 
jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian aborsi yang sebenarnya. 
2   Muhamad Muhdar, Op.Cit. hlm. 20 35
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Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata 
“abortus” yang dialih bahasakan sebagai pengguguran. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, arti aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum 
habis bulan ke-4 dari kehamilan); keguguran; keluron; keadaan terhentinya pertumbuhan 
yang normal (tentang mahluk hidup) dan guguran (janin).
Ali Gufron dan Adi Heru Sutomo mendefinisikan aborsi sebagai “gugurnya janin 
atau terhentinya kehamilan setelah nidasi, sebelum terbentuknya fetus yang viable, yakni 
kurang dari 20-28 minggu.”3
Sementara Abdul Mun’im Idries mendefinisikan aborsi sebagai “Pengertian aborsi 
secara medis adalah gugurnya kandungan. Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya 
kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kehamilan 
28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram”.4
Definisi lainnya diutarakan Bambang Poernomo, bahwa “Menurut ilmu hukum, 
pengertian Aborsi adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan 
seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan”.5 Dalam pengertian ini, 
perhatian dititik beratkan pada kalimat “oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat 
sebagai suatu perbuatan pidana kejahatan”, sehingga tidak termasuk aborsi yang terjadi 
dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar, yang disebut abortus spontanues. 
Bambang Poernomo menambahkan, bahwa “Dalam literatur ilmu hukum telah terdapat 
kesatuan pendapat sebagai doktrin bahwa pengertian aborsi mempunyai arti yang umum 
tanpa dipersoalkan umur janin yang mengakhiri kandungan sebelum waktunya karena 
perbuatan seseorang”. 6
Juga menurut Made Heny Urmila Dewi, aborsi yang disebabkan oleh campur tangan 
(Provokasi) manusia tersebut, terdiri dari 2 (Dua) kategori, yaitu “Abortus Provocatus 
Medicinalis, jika terdapat indikasi ibu, yaitu semata-mata dengan mengingat bahaya yang 
mengancam nyawa ibu jika kehamilan dilanjutkan dan Abortus Provocatus Criminalis, 
yaitu pengguguran dengan sengaja dan tidak beralasan medis dan secara hukum adalah 
perbuatan yang salah”.7
Sedangkan jika Pasal 346, 347 dan 348 KUHP di telaah lebih lanjut, maka Abortus 
Provocatus meliputi perbuatan-perbuatan: “Menggugurkan kandungan (Afdrijving van 
de vrucht  atau vrucht afdrijving) dan membunuh kandungan (de dood van de vrucht 
veroorzaken atau vrucht doden)”.
Musa Perdana Kusuma kemudian menganalisisa kedua perbuatan tersebut sebagai 
berikut :Dari segi tata bahasa, menggugurkan kandungan berarti membuat gugur atau 
menyebabkan gugur, jadi menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan 
menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur. Sedangkan membunuh sama dengan 
menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, jadi membunuh kandungan berarti 
3   Ali Gufron Ali & Adi Heru Sutomo, Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Op-
erasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan  Agama Islam, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hal. 1
4   Abdul Mun’im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), hal 244
5   Bambang Poernomo, Abortus, Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah,  (Jakarta: PT. Bina Aksara, 
1982), hal. 137
6   Ibid, hal. 138
7  Made Heny Urmila Dewi, Aborsi : Pro Dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan, Pusat Penelitian 
Kependudukan UGM, (Yogyakarta, UGM, 1998), Hal. 1136
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menyebabkan kandungan menjadi mati atau menghilangkan nyawa kandungan.8 Sedangkan 
perbedaan antara menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan menurut beliau 
adalah sebagai berikut:
Pada pengguguran kandungan, perbuatan yang di hukum adalah menyebabkan 
gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan 
tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Apakah pengguguran tersebut menyebabkan 
matinya kandungan atau tidak, tidaklah menjadi persyaratan. Sedangkan pembunuhan 
kandungan, perbuatan yang di hukum ialah menyebabkan matinya kandungan. Jadi untuk 
dapat dikualifikasi sebagai pembunuh kandungan, di samping kandungan tersebut harus 
lepas dari rahim dan keluar dari tubuh wanita yang mengandung itu, juga kandungan 
tersebut haruslah mengalami kematian.9
Abortus ini ada dua macam pengertian yaitu abortus dengan adanya unsur kesengajaan 
dan abortus yang terjadi dengan sendirinya. Abortus yang terjadi dengan sendirinya bisa 
disebabkan beberapa hal, karena penyakit sipilis, karena kecelakaan dan sebagainya.
Kalau pengertian abortus menurut ilmu hukum dan sudah menjadi doktrin yaitu : 
lahirnya sebuah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang 
bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan. Dalam pengertian ini perhatian dititik 
beratkan kepada kalimat oleh suatu ”perbuatan seseorang” yang bersifat sebagai perbuatan 
pidana kejahatan. Pengertian abortus itu sendiri sebenarnya sudah mengalami perubahan, 
hal mana disebabkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada 
suatu ketika yang dipandang sebagai perbuatan abortus provocatus criminalis pada waktu 
dan di tempat yang lain mungkin dipandang bukan sebagai perbuatan abortus provocatus 
criminalis.
Jenis-Jenis Aborsi
Aborsi Spontan 
Gugurnya kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau 
campur tangan manusia, meliputi abortus spontancous (gugurnya kandungan secara tidak 
sengaja) dan abortus natural (gugurnya kandungan secara alamiah). Dalam masyarakat 
kita, dijumpai istilah keluron (Jawa) atau miskram (dari bahasa Belanda: Miskraam). 
Keduanya berarti berakhirnya suatu kandungan tanpa gangguan dari luar, yang dalam 
bahasa Indonesia lazim disebut keguguran. Keduanya merupakan salah satu jenis abortus 
spontancous. Salah satu jenis abortus natural yaitu abortus habitualis untuk menyebut 
perempuan yang setiap kali hamil mengalami keguguran, yang biasaanya terjadi pada saat 
kandungan berusia lima minggu sampai minggu ke-16.
Aborsi yang dilakukan dengan kesengajaan (abortus Provocatus)
Pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia 
yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, yang meliputi :
a. Abortus Provocatus Medicinalis, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan 
berdasarkan alasan atau pertimbangan medis. Misalnya abortus provocatus 
therapeuticus (Pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu).
b. Abortus Provocatus criminalis, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan 
8   Musa Perdana Kusuma, Bab-bab tentang Kedokteran Forensik, (Jakarta: Galia Indonesia), hal. 11
9   Ibid, Hal. 192 37
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dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya 
abortus induced/abortus provoked (pengguguran kandungan yang disengaja dengan 
berbagai alasan lainnya).
Metode yang Digunakan
Metode yang dipakai untuk melakukan abortus provocatus atau pengguguran 
kandungan, dalam Praktiknya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
Cara Modern
Cara modern ini dilakukan dengan alat modern, metode ini dapat dilakukan dengan cara:
a. Dilatase dan Curettage yaitu dengan alat khusus untuk melebarkan mulut rahim, 
kemudian janin dikuret dengan alat seperti sendok kecil.
b. Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
c. MR atau Menstrual Regulation yang dilakukan oleh dokter dengan alasan pengaturan 
haid atau indikasi haid.
d. Hytrotomi, yaitu melalui operasi.10
Cara Tradisional
a. Cara tradisional ada dilakukan oleh ibu-ibu dengan memakan nanas muda dengan 
harapan kandungannya gugur, memakan ramu-ramuan tertentu, memakan bubuk 
gelas, memasukkan daun dari jenis tumbuh-tumbuhan tertentu dalam rahim.
b. Olah raga yang berlebihan misalnya terjun bebas, loncat tinggi, loncat jauh dan lain 
sebagainya.
c. Menjatuhkan diri dengan sengaja misalnya naik sepeda, naik tangga dan lain-lain.
d. Badan bawah direndam dengan air panas sehingga pembuluh darah bagian bawah 
membesar akibatnya peredaran darah yang terlalu cepat dan ini merangsang rahim 
untuk berkontraksi sehingga dapat keguguran.
e. Perut diurut-urut secara kasar atau dipukul-pukul.
f. Pada wanita-wanita pelacur yang hamil, maka melakukan coitus yang berulang-ulang 
dengan beberapa lelaki dan kadang-kadang biasa merangsang embrio atau janin, 
akibatnya rahim berkontraksi embrio atau janin biasa gugur akibat rangsangan tadi.11
Risiko/Dampak Dari Aborsi
Aborsi memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang 
wanita. Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan abortus provocatus kriminalis 
adalah:
1. Mendorong orang melakukan kejahatan dan perbuatan asusila.
2. Meningkatkan jumlah wanita yang hamil di luar pernikahan.
3. Merusak moral dan masih banyak lagi masalah-masalah sosial lainnya.
Terdapat dua macam risiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi:
1. Risiko kesehatan dan keselamatan secara fisik, yaitu:
a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
b. Kematian mendadak karena pembiusan  yang gagal.
10   Masjfuk Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1986), 
hal. 38
11  Ahmad Azar Basir, Aborsi di Tinjau dari Syariah Islamiah, (Yogyakarta: Aditya Media, 1973), hal. 438
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c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.
d. Rahim yang sobek (Uterine Perforation)
e. Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat 
pada anak berikutnya.
f. Kanker payudara (karena ketidak seimbangan hormone  estrogen wanita).
g. Kanker indung telur (Ovarium Cancer)
h. Kanker leher rahim (Cervical Cancer)
i. Kanker hati (Liver Cancer)
j. Kelainan pada plasenta / ari-ari (Placenta Previa)  yang akan menyebabkan cacat 
pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
k. Menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy)
l. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease).
m. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis).
2. Risiko gangguan psikologis.
Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki risiko tinggi dari segi 
kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak 
yang sangat hebat terhadap keadaan mental seseorang wanita. “Gejala ini dikenal 
dalam dunia psikologi sebagai Post-Abortion Syndrome (Sindrom Pasca Aborsi) atau 
PAS”.12.
Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal 
sebagai berikut :
1) Kehilangan harga diri.
2) Berteriak-teriak histeris
3) Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi.
4) Ingin mencoba bunuh diri.
5) Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang.
6) Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual.
Selain itu, para wanita yang melakukan aborsiakan dipenuhi perasaan bersalah yang 
tidak akan mudah hilang dalam hidupnya.
Pandangan Hukum Pidana Terhadap Abortus Provocatus
Dalam KUH Pidana
Aturan hukum pidana dalam perundangan melarang dengan tegas perbuatan 
pengguguran kandungan atau Abortus Provocatus karena dalam Pasal 346, Pasal 347, 
Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP ditentukan sebagai kejahatan terhadap jiwa orang, terdapat 
pada Buku II Bab XIX. Bahwa perbuatan aborsi yang sengaja dilakukan dapat diancam 
hukuman penjara 4 (Empat) tahun sampai 15 (Lima Belas) tahun. Sedangkan pengguguran 
kandungan sebagai kejahatan kesusilaan diatur pada Pasal 299 KUHP terdapat pada Buku 
II Bab XIV. 
Dari ketentuan-ketentuan larangan pengguguran kandungan sebagaimana tersebut 
di atas ternyata dalam pasal-pasalnya, abortus dilarang dengan tegas, dan merupakan 
perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.Di samping itu ketentuan-ketentuan itu 
tidak membedakan antara abortus untuk kepentingan medis dan abortus kriminalis.
12  Diakses melalui situs: http://www.aborsi.net, 39
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai 
perbedaan pengertian menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan, demikian pula 
mengenai pengertian kandungan atau arti dari istilah kandungan itu sendiri. Dari tata bahasa 
menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur. Gugur sama dengan jatuh 
atau lepas. Jadi menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau 
menyebabkan gugur.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP ini menjerat semua pihak 
yaitu si ibu yang melakukan pengguguran kandungannya, orang yang menggugurkan 
kandungannya si ibu dalam hal ini dokter / tenaga medis / dukun bayi, orang yang membantu 
menggugurkan kandungan si ibu dalam hal ini menyuruh/mengantar dan lain- lain.
Dalam Undang-undang Kesehatan
Aborsi karena alasan kesehatan sebenarnya diperbolehkan sebagaimana disebutkan 
di dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan, yang menyatakan bahwa :
Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang 
karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma 
kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa ibu dan atau 
janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.
Syarat-syarat adanya tindakan medis tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) 
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa :Tindakan 
medis tertentu sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu dan 
dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim 
ahli;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
d. Pada sarana kesehatan tertentu.
Mengenai sarana kesehatan, KUHP dan Undang-undang Kesehatan sudah mengatur 
sedemikian rupa untuk menghindari adanya tindakan aborsi. Pasal 55 dan 56 KUHP 
memberikan penjelasan mengenai larangan menyediakan sarana yang akan dipergunakan 
sebagai tindak kejahatan. Begitu juga dalam Undang-undang Kesehatan pada Pasal 84 ayat 
(5) yang menyatakan bahwa:
“Barang siapa menyelenggarakan sarana Kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau tidak memiliki ijin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) Tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta 
Rupiah)”.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga memberikan sanksi 
yang berat bagi siapa saja yang melakukan pengguguran kandungan terhadap ibu hamil. 
Pasal yang mengatur ketentuan tersebut yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil 
yang tidak mengetahui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat 
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(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.
Dengan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, 
kemanusiaan, serta perlindungan dan keselamatan pasien, dengan tujuan untuk memberikan 
perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan dan 
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka telah ada aturan hukumnya 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran. Pasal 75 dan Pasal 76 yang terdapat pada Bab X. Bahwa setiap 
dokter yang tidak memiliki surat izin tanda Registrasi dan surat izin praktik dapat diancam 
hukuman penjara 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 
(Seratus Juta Rupiah). Adapun isi ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 75 :
1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan Praktik kedokteran 
tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (1) dipidana 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 
(Seratus Juta Rupiah).
2) Setiap dokter atau dokter gigi warga Negara asing yang dengan sengaja melakukan 
praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
3) Setiap dokter atau dokter gigi warga Negara asing yang dengan sengaja melakukan 
praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
Pasal 76 :
“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran 
tanpa memiliki surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)”.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ini menitik beratkan kepada  melakukan 
pengguguran kandungan dalam hal ini dokter atau tenaga kesehatan, seorang dokter dalam 
melakukan pengguguran kandungan harus memenuhi indikasi medis dan dokter harus 
mempunyai keterampilan/keahlian dan wewenang.
Unsur-Unsur Tindak Pidana Abortus Provocatus dan Ancaman Pidananya
Secara umum unsur tindak pidana dibedakan atas unsur subyektif dan unsur obyek-
tif.Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan 
diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang dihatinya.
Hukum Pidana Positif di Indonesia mengatur masalah abortus provocatus dalam 
Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP yang dikategorikan sebagai keja-
hatan terhadap nyawa, sedangkan pengguguran kandungan sebagai kejahatan kesusilaan 
diatur dalam pasal 299 KUHP. Jika di telaah pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
KUHP tidak memperbolehkan terjadinya Abortus Provocatus tanpa kecuali, bahkan Abor-
tus Provocatus Medicinalis atau Abortus Provocatus therapeuticus juga dilarang. 41
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Oleh karena sudah dirumuskan dalam KUHP bahwa segala macam Abortus Provo-
catus dilarang maka dalam kasus pengguguran kandungan minimal ada dua orang yang 
terkena ancaman pidana, yakni perempuan yang hamil serta barang siapa yang sengaja 
membantu wanita tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang wanita yang hamil 
dapat terkena ancaman pidana kalau dengan sengaja menggugurkan kandungan tanpa ban-
tuan orang lain. Tetapi wanita tersebut juga dapat terkena ancaman pidana kalau wanita 
itu meminta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang lain untuk menggugurkan 
kandungannya. Untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan orang 
tersebut benar-benar melakukannya maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan Pasal 
348 KUHP. Adapun macam sanksi pidananya adalah pidana penjara sedangkan lamanya 
adalah maksimum 4 (empat) tahun.
Lebih jauh dalam Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP maka pengguguran 
kandungan meliputi menggugurkan dan membunuh kandungan. Di dalam KUHP tidak di-
berikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri, bahkan KUHP juga tidak 
menjelaskan mengenai perbedaan istilah menggugurkan dan mematikan kandungan. Pada-
hal kandungan amat penting artinya sebagai dasar analisa yuridis atas Pasal 346, Pasal 347 
dan Pasal 348 KUHP untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan menggugurkan 
kandungan atau kapan suatu perbuatan membunuh kandungan. Oleh karena itu pengertian 
atau istilah-istilah tersebut harus dicarikan pendapat para ahli.
Kemudian untuk ketentuan Pasal 349 KUHP adalah ancaman pidana terhadap orang-
orang yang membantu melakukan pengguguran kandungan atau membunuh kandungan.
Yang dimaksud disini adalah seorang tabib/dokter, bidan atau juru obat. Misalnya jika dok-
ter, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan akan 
diancam pidana walaupun mereka melakukan abortus Provocatus untuk menyelamatkan 
jiwa ibu yang mengandung, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan KUHP yang 
melarang pengguguran kandungan tanpa kecuali.
Tentang macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku peng-
guguran kandungan adalah pidana penjara dan khusus Pasal 349 KUHP adalah pencabutan 
hak untuk menjalankan pencariannya.
Permasalahan Aborsi di Kabupaten Poso
Meski pengguguran kandungan (aborsi) dilarang oleh hukum, tetapi kenyataannya 
terdapat 2,3 juta perempuan melakukan aborsi13 . Masalahnya tiap perempuan mempunyai 
alasan tersendiri untuk melakukan aborsi dan hukum pun terlihat tidak akomodatif terhadap 
alasan-alasan tersebut, misalnya dalam masalah kehamilan paksa akibat perkosaan atau 
bentuk kekerasan lain termasuk kegagalan Keluarga Berencana (KB). 
Larangan aborsi berakibat pada banyaknya terjadi aborsi tidak aman (unsafe abortion), 
yang mengakibatkan kematian. Data WHO menyebutkan, 15-50% kematian ibu disebabkan 
oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak 
aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Artinya 1 
dari 8 ibu meninggal akibat aborsi yang tidak aman.
Frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan 
sangat sering terjadi tanpa dilaporkan kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu 
13  Kompas, 3 Maret 2000.42
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
perawatan di Rumah Sakit. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan dari Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi 
setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya 
secara keji tanpa banyak yang tahu.
Aborsi dilakukan oleh seorang wanita hamil baik yang telah menikah maupun yang 
belum menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi alasan yang paling utama adalah 
alasan-alasan yang non-medis (termasuk jenis aborsi buatan/sengaja).
Alasan yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang 
hamil di luar nikah), aib keluarga, malu, takut atau sudah memiliki banyak anak sehingga 
belum siap untuk memiliki anak lagi.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak kepolisian Polres 
Kabupaten Poso, ditemukan bahwa sampai pertengahan tahun ini telah ada 4 (empat) 
laporan Kasus Aborsi :
“Hingga saat ini ada sekitar 4 kasus aborsi yang dilaporkan oleh masyarakat yang 
pernah kita tangani hingga hampir pertengahan tahun ini. Dalam beberapa kasus 
yang ditangani ini sering yang menjadi penyebab adalah karena hubungan di luar 
nikah. Sang laki laki tidak mau bertanggung jawab. Selain itu ada juga yang karena 
merasa malu dengan kehamilannya. Jadi beberapa hal ini sering menjadi pendorong 
beberapa orang remaja melakukan aborsi”.14
Pada dasarnya sebagian perempuan-perempuan Poso mengerti apa itu kesehatan 
reproduksi, terbukti dari 200 lembar angket yang disebarkan kepada remaja-remaja usia 
sekolah di kabupaten Poso, hasilnya 40% responden mengatakan paham dan mengerti 
apa itu kesehatan reproduksi dan 41% mengatakan sedikit mengetahui, namun dari hasil 
angket tersebut diketahui pula 87% responden mengetahui bahwa melakukan aborsi dapat 
dikenai hukuman pidana dan merupakan kejahatan, sehingga dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pandangan perempuan Poso terhadap aborsi itu beragam, ada yang faham dari segi 
kesehatan bahwa melakukan aborsi itu merusak kesehatan namun lebih banyak yang tidak 
faham, namun mereka mengetahui bahwa melakukan aborsi itu dapat di pidana, sehingga 
karena alasan tersebutlah mereka lebih memilih melakukan aborsi secara tradisional atau 
meminum ramuan yang mungkin berakibat buruk bagi kesehatan mereka.
Melakukan Aborsi memang merupakan hal yang dilematis yang harus di pilih oleh 
calon ibu, kebanyakan mereka melakukan hal tersebut dikarenakan tidak ada pilihan lain 
yang mereka anggap bisa mereka lakukan sehingga aborsi lah pilihan mereka. Sebenarnya 
penulis merasa bahwa perlu penelitian lebih mendalam berkenaan dengan adanya kasus 
aborsi yang terjadi di kabupaten Poso padahal mengingat Poso hanyalah sebuah kabupaten 
yang sedang membangun bukan daerah perkotaan yang penuh dengan hodonisme, 
sehingga muncul pertanyaan apakah semua itu terjadi karena budaya, pergaulan atau hal 
lainnya sehingga hal itu terjadi sampai ke pelosok desa.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan 
kesimpulan sebagai berikut:
14  Hasil wawancara dengan Kabag Ops.Polres Poso, Bapak Baitul  Manaf. 43
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1. Abortus Provocatus Criminalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan 
tanpa dasar indikasi medis, dan bersifat sebagai perbuatan kejahatan, abortus ini 
dimaksudkan untuk menghilangkan kehamilan yang tidak dikehendaki, kehamilan 
ini biasa terjadi karena hubungan seks di luar perkawinan, faktor ekonomi, akibat 
perkosaan dan sebagainya.
2. Secara Yuridis tindak pidana pengguguran kandungan adalah suatu tindakan yang 
digolongkan dengan tindakan melawan hukum. Dan tindakan ini dikualifikasikan 
sebagai tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dimana 
sanksi maksimal adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.
3. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
mengingat dinamika dan kebutuhan masyarakat, pemerintah Indonesia mengeluar-
kan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
Saran
Untuk mengantisipasi, menekan dan memberantas tindak pidana pengguguran 
kandungan (Abortus) hendaklah tidak hanya aparatur penegak hukum yang bertindak, 
baik dalam bentuk pengawasan, pencegahan maupun pemberantasannya. Namun 
perlu adanya kerjasama antar masyarakat luas dimana saja bahkan sampai ke pelosok 
desa. Karena dengan adanya kerjasama  antara aparatur penegak hukum  dengan pihak 
masyarakat dimungkinkan tindakan antisipasi dan pemberantasan dapat maksimal dalam 
pelaksanaannya.
Risiko meningkatnya perilaku seks pra nikah dan seks bebas tidak dapat dihindari 
akibat perkembangan budaya modern dan meningkatnya usia pasangan nikah. Tapi sangat 
disayangkan apabila pemerintah dan juga kalangan pendidik dan komponen masyarakat 
tidak memiliki sebuah konsep yang terarah dan jelas untuk menghadap fenomena sosial 
ini. Peningkatan usia nikah harusnya juga diikuti dengan pembekalan mengenai sex pada 
kalangan remaja sehingga mereka bisa mengendalikan diri dan menjauhi perilaku sex 
berisiko tersebut. Akan tetapi budaya sex tabu menempatkan kalangan remaja seperti anak 
kecil yang dipandang dan dianggap tidak perlu tau masalah sex.
Selain itu perlu ada jaminan, bila memang pemerintah mengambil kebijakan pro 
live seharusnya diikuti kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya melindungi hak kalangan 
remaja bila mereka mengalami kehamilan di luar nikah, diantaranya hak untuk meneruskan 
pendidikan, hak untuk mendapatkan fasilitas perawatan medis dan psikis yang memadai 
serta jaminan perawatan terhadap bayi yang akan dilahirkannya. Apabila jaminan-jaminan 
seperti ini tidak mampu disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat 
maupun komponen masyarakat lainnya termasuk orang tua dan pendidik, maka kebijakan 
pelarangan aborsi menjadi kontra produktif bagi remaja, dan pencegahan Praktik aborsi 
ilegal oleh remaja menjadi sia-sia.
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Abstract
The purpose of this research is to know that Law Enforcement in Illegal Logging 
cases in East Borneo and what the factors that influence efectifitas of Law Enforcement in 
Illegal Logging in East Borneo. Result of he research show that law enforcement in Illegal 
logging cases in East Borneo hasn’t effective because there are still many cases in handling 
illegal logging cases start from investigation until the judicature part, Overlapping the 
rule in handling illegal logging that’s why cause happen the different law interpretation 
between law upholder. Beside that, in normative has not law definition that clear that 
can be category as criminal action illegal logging. Representative law definition illegal 
logging so that no happen multy-interpretation between law upholder, licensing that do in 
wood case must be finished in one way and formulation of criminal punishment in the rule 
forestry must be arisen a deterrent effect on illegal logging.
Keywords: Illegal Logging, Law Enforcement
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuk penegakan hukum dalam hal penebangan 
liar di kalomantan timur dan faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum 
dalam memberantas illegal loging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan 
hukum di bidang illegl loging tidak berjalan secara efektif sejak dari penyelidikan 
dampai ke proses peradilan. Tumpang tindih peraturan dalam penanganan illegal loging 
serta perbedaan pemahaman antara lembaga yang berwenang di dalam hal tersebut. 
Di samping itu, tidak ada definisi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai illegal loging. Hasil penelitian juga menunjukkan perizinan penebangan yang 
bermasalah multi interpretasi para penegak hukum serta kurang kerasnya hukuman yang 
dijatuhkan kepada pelaku illegal loging
Kata Kunci: Penebangan Liar, Penegakan Hukum
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PENDAHULUAN
Sumber daya hutan merupakan  ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan 
kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Hutan memiliki peranan dalam menjaga 
keseimbangan alam di jagad raya ini, termasuk tempat berkembangnya flora dan fauna 
yang dapat dikelola dengan baik  untuk mendukung pembangunan nasional.
Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat nyata bagi kehidupan 
dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologis, sosial budaya maupun 
ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola untuk 
mendukung kehidupan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Keberadaan hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan telah memberikan 
manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya 
termasuk mengontrol penggunaannya. 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
1945) sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.1
Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi 
wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang 
berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan 
atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara 
orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum 
mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan 
izin, dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun 
demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas, serta 
bernilai strategis. 
Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka2, sehingga akses 
masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan 
dalam pengelolaan hutan dan secara sadar, semua komponen bangsa telah mengakui 
bahwa hutan alam tropis Indonesia yang dulu dibanggakan, saat sekarang dalam kondisi 
kronis.
Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan yang terluas di Indonesia 17,4 juta ha 
dengan laju deforestasi 331.256/tahun. Deforestasi di Kalimantan Timur terjadi karena 
kegiatan yang memanfaatkan kawasan hutan (legal) atau karena pembalakan liar (illegal 
loging) dan Kondisi hutan Kaltim berdasarkan data Pemprov Kaltim bahwa dari 17 juta 
Ha lahan dan hutan, sekitar enam juta hektar di antaranya dalam kondisi kritis dengan 
tingkat laju kerusakan hutan sekitar 500.000 Ha sampai 900.000 Ha per tahun.3
Kegiatan ekonomi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya hutan sering 
terjadi penebangan  dan pencurian kayu di hutan. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung 
secara terus menerus, kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya 
1 Lihat, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Terbuka artinya tidak terbatas pada subyek hukum tertentu saja (http://www.artikata.com/arti-360517-
terbuka.php, terakhir diakses pada tanggal 10 Februari 2011).
3 Data yang diperoleh bersumber dari Antara News-Kaltim, Memberantas Aksi Illegal Logging, (http://
www.google.co.id/#hl=id&biw=1024&bih=408&q=kondisi+kaltim+dengan+adanya+pembalakan+li
ar  terakhir diakses pada tanggal 7 Februari 2011.50
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kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi atau tanah longsor, disfungsi hutan sebagai 
penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan negara pemerintah Indonesia 
mengalami kerugian dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas 
negara. Aktivitas pembalakan liar saat ini berjalan dengan lebih terbuka dan banyak pihak 
yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu. 
Modus yang biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan secara 
sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, pelaku yang berperan adalah buruh/penebang, 
pemodal “cukong”, penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman 
usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi,TNI) 
Modus yang digunakan dalam praktek pembalakan liar adalah pengusaha 
melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan di luar 
jatah tebang (over cutting) dan adakalanya pembalakan liar dilakukan melalui kerjasama 
antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin 
meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong4 
yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.
Modus lain yang biasa dilakukan dalam pembalakan liar adalah pelaku memanipulasi 
isi dokumen Surat Keterangan Sisa Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli 
SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek pembalakan liar terjadi karena 
adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan 
para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan 
tersebut. Cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun 
juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan dan 
berdasarkan data Polda Kalimantan Timur pada tahun 2009, polisi menyita 15.637 batang 
log, 7.436 M3 kayu olahan, dan 9.400 M3 sudah menjadi papan dan barang bukti itu berasal 
dari 389 orang tersangka yang dirangkum dalam 343 kasus.5 
Selain itu perbuatan penebangan liar yang dilakukan pelaku (badan hukum) yang 
telah memperoleh izin menebang namun, melampaui batas/target yang diberikan instansi/
pejabat kehutanan. Hal ini dapat dilihat dengan kasus pembalakan liar yang terjadi di 
Kalimantan Timur yaitu kasus illegal logging Negara melawan PT.Tunggal Buana Perkasa 
yang melakukan pembalakan liar melebihi target yang diizinkan. Perusahaan tersebut 
pada tahap pertama memiliki target 43.462 M³ tetapi realisasinya sebanyak 55.000 M³ 
dan pada tahap kedua memiliki target 16.350,00 Ha tetapi  terealisasi 84.000 Ha.6  
Berdasarkan gambaran tersebut di atas, nampak bahwa hutan tidak terlindungi 
dengan baik. Rumusan hukum yang belum secara spesifik mengatur tentang pembalakan 
liar dan aturan hukum  tidak lagi memadai dalam mengkonstruksi peristiwa-peristiwa 
pembalakan liar oleh karena kurang efektifnya penegakan hukum. Selain itu, terminologi 
pembalakan liar juga kabur, pada hutan  seperti apa yang dijangkau oleh pengaturan 
yang tersedia sebab masyarakat yang menggunakan atau mengambil kayu di ladang atau 
4 Menurut Wahyu Catur Adinugroho Cukong adalah pemilik modal yang  membiayai  kegiatan 
penebangan liar dan memperoleh keuntungan besar dari hasil penebangan liar, (http://rivafauziah.files.
wordpress.com/2010/03/penebangan-liar-sebuah-bencana-bagi-dunia-kehutanan-yang-tak-kunjung-
terselesaikan.pdf terakhir diakses pada tanggal 10 Februari 2011.
5 Ibid
6 Rahmina, Mohamad Nasir, Fadli M. Noch, Hari Darmanto, Tanpa tahun, Analisis Hukum atas Putusan 
Pengadilan Negeri Tarakan dalam kasus Illegal Logging Negara versus PT. TBP, hlm. 7. 51
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menebang kayu di ladang milik sendiri juga dikualifikasikan sebagai pembalakan liar. 
Dari konstruksi tersebut muncul permasalahan pada tingkat rumusan hukum yang tersedia 
dalam penegakan hukum pelaku pembalakan liar. Di samping itu, dibutuhkan analisis 
terhadap ketegasan lingkup penegakan hukum pidana dan aspek hukum administrasi oleh 
karena putusan administrasi yang menetapkan konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) 
serta pengelolaannya acapkali dipahami sebagai tindakan kriminal dalam  pemanfaatan 
hutan. 
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus pembalakan liar di Kalimanta 
Timur?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam 
kasus pembalakan liar di Kalimantan Timur?
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah Kalimantan Timur dengan pertimbangan 
bahwa Kalimantan Timur memiliki luas hutan 17,4 juta ha dengan laju deforestasi 
331.256/tahun. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten Penajam 
Pasir Utara, kota Balikpapan dan kabupaten Paser. Pertimbangan pemilihan  di tiga 
daerah tersebut lebih kepada argumentasi bahwa ketiga sampel tersebut memiliki kasus 
pembalakan liar.
Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif oleh karena sasarannya 
dimaksudkan untuk menganalisis penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas penegakan hukum dalam kasus pembalakan liar di Kalimantan Timur termasuk 
seperangkat norma positif dalam hubungannya dengan penegakan hukum dalam kasus 
pembalakan liar  di Kalimantan Timur. Penelitian dengan pendekatan normatif diarahkan 
untuk mengkaji aspek-aspek mengenai asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi 
vertikal dan horizontal.7 Meskipun penelitian hukum ini bersifat normatif, penulis 
menggunakan dukungan data empiris dalam melihat kesesuain antara das Sein dan 
das Sollen untuk diarahkan pada praktek hukum dalam hal ini yaitu penerapan hukum. 
Penerapan hukum dilihat dari sisi penerapannya pada peristiwa-peristiwa hukum kongkrit 
yang dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum dalam kasus pembalakan liar. 
Guna menjawab permasalahan sebagaimana diajukan penulis menggunakan pendekatan 
ilmu hukum yang meliputi dua lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum dan teori 
hukum.
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 
data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan 
responden. Serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dari berbagai 
pakar hukum, dan data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
7 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
Radja Grafindo Persada, 1995), hlm.7052
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Proses analisis terhadap isi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui 
mekanisme yang bersifat sirkuler8 yaitu analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah 
proses pengumpulan data. Setiap data yang diperoleh meskipun hanya sebagian kecil 
dianalisis. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Indonesia mempunyai luas hutan yang menempati urutan ketiga dunia setelah Brazil 
dan Zaire. Luas hutan Indonesia kini diperkirakan mencapai 120,35 juta ha atau 63 persen 
luas daratan. Hutan dan kekataan alam yang terkandung di dalamnya itu merupakan salah 
satu sumber daya alam yang penting bagi Indonesia, dengan sumbangan yang cukup 
tinggi bagi pendapatan ekspor, lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat 
lokal. Sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) orang bekerja pada industri pengolahan kayu dan 
paling tidak 14 juta orang menggantungkan hidupnya secara langsung pada hutan. Hasil 
hutan mencakup lebih dari 11% (sebelas persen) dari pendapatan ekspor selama setahun 
yaitu pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1999, walaupun begitu besar sumbangan 
hutan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, akan tetapi manfaat ini dihasilkan tanpa 
mempertimbangkan kelestarian hutan. Laju kerusakan hutan Indonesia juga sangat besar 
mencapai 1,6 juta hingga 2,1 juta ha per tahun9 
Berdasarkan kawasan-kawasan hutan yang ada di Indonesia, maka pulau Kalimantan 
diyakini sebagai kawasan hutan terbesar di Indonesia. Kalimantan Timur mempunyai 
luas wilayah kurang lebih 245.237,80 km² atau sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan 
Madura atau 11% (sebelas persen) dari total wilayah Indonesia. Provinsi ini berbatasan 
langsung dengan negara tetangga, yaitu negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia 
Timur. Terletak pada posisi 113º44’ - 119ºoo’ BT 4º24’ LU - 2º25’ LS.10
Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi,  juga sebagai 
kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang  Pembentukan Daerah-
daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
dengan Gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto. Sebelumnya Kalimantan Timur 
merupakan salah satu karisedenan dari Provinsi Kalimantan sesuai  dengan aspirasi rakyat, 
sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga Provinsi, yaitu Kalimantan Timur, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 1959)  yang terdiri atas:
1. Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus 
sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan 
pintu gerbang Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong.
8 Muhamad Muhdar, Op.Cit. hlm. 20
9 Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, Op. Cit, hlm. 91.
10 Mohammad Nasir, Rahmina, Moch. Fadli, 2009. Identifikasi Para Pihak dalam Penegakan Hukum 
Illegal Logging di Kalimantan Timur tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, hlm. 3 53
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4. Kabupaten Paser, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
5. Kabupaten Berau, dengan ibukotanya Tanjung Redeb.
6. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.11
Selain itu, dalam perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, 
maka dibentuk 2 (dua) kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota 
Administratif Bontang  yakni: Kota Administratif Bontang yang berada di Kabupaten 
Kutai dan Kota Administratif Tarakan yang berada di Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota 
Bontang, maka Propinsi Kalimantan Timur menjadi 12 (dua belas) wilayah administrasi 
pemerintah daerah yaitu 8 (delapan) Kabupaten dan 4 (empat) Kota.  Dan pada tanggal 17 
Juli 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat menyetujui 
berdirinya Tana Tidung sebagai Kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah 
keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi 14 (empat belas), sebagai 
berikut:
1. Kabupaten Berau
2. Kabupaten Bulungan
3. Kabupaten Kutai Barat
4. Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kabupaten Kutai Timur
6. Kabupaten Malinau
7. Kabupaten Nunukan
8. Kabupaten Paser
9. Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Kabupaten Tana Tidung
11. Kota Balikpapan
12. Kota Bontang
13. Kota Samarinda
14. Kota Tarakan
Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat kaya dengan sumber 
daya alam baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, juga 
hasil-hasil hutan yang melimpah. Berdasarkan peta Penunjukan Kawasan Hutan dan 
Perairan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, memiliki potensi sumber daya hutan seluas 
14.651.533 ha yang terdiri atas:
a. Hutan Produksi Tetap (HP) : 5.121.688 ha
b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 4.612.965 ha
c. Huan Lindung (HL)  : 2.751.702 ha
d. Kawasan Konservasi  : 2.165.198 ha
11  Ibid54
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Kekayaan lain adalah berupa kekayaan aneka ragam budaya dan kelompok suku 
bangsa. Kekayaan tersebut telah memberikan konstribusi yang nyata bagi pembangunan 
nasional. Ironisnya, 700.000 (tujuh ratus ribu)  jiwa atau 31,6% (tiga puluh satu koma 
enam persen) dari penduduk Kaltim masih hidup dalam kemiskinan. Pengelolaan sumber 
daya alam yang tidak efisien dan optimal selain mengakibatkan kesenjangan sosial dan 
ekonomi juga menyebabkan kerusakan ekosistem sumber daya itu sendiri.12 
Penegakan Hukum dalam Kasus Pembalakan Liar di Kalimantan Timur
1. Risalah kasus dugaan pembalakan liar terhadap staff dinas kehutanan Kabupaten Paser 
atas nama Bambang Eko Yuwono bin Jupri Al Arif dengan Putusan perkara Nomor 37/
Pid.B/2010/PN. TG pada tanggal 14 Juni 2010.
a. Kasus ini bermula dari adanya Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala 
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Eneri Kabupaten Paser dari masyarakat Desa 
Lempesu pada tanggal 21 Agustus 2009 bernomor 001/KRL/Lempesu/VII/2009 
perihal Permohonan Pengecekan Rencana Lokasi Pemanfaatan Kayu Rakyat, yang 
meminta kepada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser 
untuk melakukan pengecekan lokasi Pemanfaatan kayu hutan, hak milik di Desa 
Lempesu. Surat ini dilampiri dengan Sket Peta Rencana lokasi pemanfaatan kayu 
rakyat desa Lempesu, copy Surat Penguasaan Tanah (SKT) sebanyak 30 (tiga 
puluh) set dan surat kuasa pemilik SKT kepada Saudara Aji Hasiat. Lokasi yang 
dimohonkan sebagai hutn rakyat seluas 600 Ha (enam ratus hektar).
b. Surat tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan 
Hutan dengan mengeluarkan Surat Tugas No. 39/ST/DKPE-PN/IX/2009, 
September 2009, yang menugaskan kepada Kepala Seksi Inventarisasi dan 
Penatagunaan Hutan yaitu Bapak Bambang Eko Yuwono, selanjutnya disebut BEY 
dan Staf Perencanaan dan Penatagunaan Hutan yaitu Bapak Bambang Susesno 
selanjutnya disebut BS) untuk melakukan pemeriksaan lokasi hutan rakyat/hutan 
hak desa, desa Lempesu Kecamatan Paser Belengkong.
c. Pada hari Selasa, tanggal 15 September 2009 kecurigaan muncul dari anggota 
Polsek Pasir Belengkong yang melihat/mengetahui adanya tumpukan kayu di 
lahan lancd clearing PT. Anugrh Abadi Multi Usaha (AAMU) yang kemudian hal 
tersebut diteruskan kepada Kapolsek Paser Belengkong AKP Sugeng Iroanto.
d. Pada hari rabu, tanggal 15 september 2009, ada penyelidikan oleh kapolsek 
Paser Belengkong bersama 3 (tiga) anggotanya dan menemukan kayu cap KR, 
serta mewanwancarai 10 (sepuluh) warga yang menyatakan bahwa mereka sudah 
menjual tanah miliknya kepada PT. AAMU pada bulan Februari 2008. Hasil laporan 
LC di sita, yang berisi bahwa telah ditebang 2.796 (dua ribu tujuh ratus sembilan 
puluh enam) batang kayu Meranti dan Kruing berdiameter 20x15 panjang 4,2 m 
dan melaporkan kepada Kapolres Paser sore harinya. Selanjutnya pada tanggal 16 
September 2009 membuat laporan model A, (polisi yang langsung turun tangan 
menangani kasus tersebut),  penugasan, memeriksa saksi dari warga yang menjual 
12 Makinuddin dalam Dewi Arradini, Kajian Yuridis tentang Perlindungan Hutan di Indonesia (Studi 
Kasus tentang Perlindungan Hutan di Wilayah Hukum Samarinda Kalimantan Timur), Tesis tidak 
diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana Hukum-UGM, 2007), hlm 69-70. 55
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tanah miliknya, perwakilan PT. AAMU dan manajer LC CV. SA. 
e. Pada tanggal 24 September 2009 telah terjadi penangkapan dan penahanan Kasi 
Invetarisasi Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kasat Reskrim No. Pol: B/575/IX/2009/
Reskrim dengan perihal pemberitahuan penangkapan tersangka atas nama 
Bambang Eko Yuwono bin Jupri Al Arif dan surat Kasat Reskrim Kepolisian Resor 
Paser No. Pol: B/906/IX/2009 dengan perihal pemberitahuan penahanan tersangka 
atas nama  Bambang Eko Yuwono bin Jupri Al Arif bahwa yang bersangkutan 
diduga turut serta atau membantu melakukan tindak pidana menebang pohon atau 
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau 
izin dari pejabat yang berwenang dan atau menerima, membeli, atau menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan 
atau menyuruh melakukan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam 
suatu akte otentik mengenai suatu hal kebenarannya harus dinyatakan oleh akte 
itu dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu dapat 
menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Jo 
Pasal 50 ayat (3) huruf e, huruf f dan huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) 
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan atau Pasal 266 
KUHP.
f. Bahwa saudara Bambang Eko Yuwono bin Jupri Al Arif merupakan Kepala Seksi 
Inventarisasi Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Paser yang berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Perincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Paser pada paragraf 2 Seksi Inventarisasi Penatagunaan Hutan 
Pasal 10 ayat (1) memiliki tugas melaksanakan kegiatan, pengumpulan, pengkajian 
dan pengolahan data hasil inventarisasi hutan serta melaksanakan pemetaan dan 
penatagunaan kawasan hutan, dan pasal 10 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1) Penyelenggaran kegiatan inventarisasi tegaka hutan produksi dan hutan 
lindung skala DAS dalam wilayah Kabupaten/Kota;
2) Penyelenggaraan pengumpulan, kompilasi data dan informasi hasil inventarisasi 
hutan, serta informasi pendukung;
3) Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan 
pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
4) Pengusulan pengelolaan kawasan khusus untuk masyarakat hukum adat, 
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga 
sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten/Kota dengan pertimbangan 
Gubernur;
5) Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan 
milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan 
hutan;
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6) Penyusunan dan pendataan penggunaan kawasan;
7) Penyelenggaraan kegiatan pengukuran, pemetaan,dan penatagunaan kawasan 
hutan;
8) Pelaksanaan pengukuran, penetapan batas kawasan hutan dan batas persekutuan 
areal pengusahaan hutan serta batas-batas areal pemilik hutan lainnya;
9) Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan 
pelaporan terhadap proses perizinan kegiatan pembukaan wilayah hutan, pinjam 
pakai dan perubahan fungsi kawasan hutan, perancangan batas kawasan hutan 
dan batas persekutuan areal pengusahaan hutan serta batas areal pemilikan 
hutan lainnya;
10) Penyelenggaraan sistem informasi geografis bidang kehutanan skala Kabupaten/
Kota;
11) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggara tupoksi.
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.
g. Bahwa Saudara Bambang Eko Yuwono, S.Hut, Penata (III/c), dengan jabatan 
Kepala seksi Inventarisasi Penatagunaan Kawasan Hutan bersama dengan Saudara 
Bambang Suseno, SP, Penata Muda (III/a), dengan jabatan Staf Bidang Perencanaan 
dan Petagunaan Hutan, atas nama Kepala Dinas Kehutanan, pertambangan dan 
Energi Kabupaten paser, Saudara Ir. H. Sudiyanto, M.Sc, untuk melakukan 
pemeriksaan lokasi hutan rakyat dengan lokasi Desa Lempesu Kecamatan Pasir 
Belengkong pada tanggal 10 September 2009 sampai dengan selesai dengan Surat 
Tugas Nomor: 29/ST/DKPE-PN/IX/2009.
h. Bahwa Saudara Bambang Eko Yuwomo, S.Hut, Penata (III/c), dengan jabatan 
Kepala Seksi Inventarisasi Penatagunaan Kawasan Hutan bersama dengan Aji Al 
hasiat, kuasa pemilik lahan dan Muhamad Jarnawi, Kepala Desa Lempesu, telah 
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Hutan Hak/Hutan Rakyat atas 
nama Aji Al hasiat di desa Lempesu Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser 
Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 September 2009 dengan hasil sebagai 
berikut:
1) Lokasi pemeriksaan hutan hak/hutan rakyat berada dalam wilayah Desa 
Lempesu Kecamatan Pasir Belengkong;
2) Penutupan lahan pada areal yang dimohonkan tersebut yaitu hutan sekunder 
yang ditumbuhi tanaman kayu dari kelompok meranti dan kemompok jenis 
rimba campuran;
3) Bukti hak atas tanah/alas titel untuk Hutan hak atau hutan rakyat yang dimohon 
adalah surat pernyataan penguasaan tanah di atas tanah negara oleh masyarakat 
desa Lempesu Kecamatan Pasir Belengkong sebanyak 30 (tiga puluh) lembar 
dan telah terdaftar di Kecamatan Pasir Belengkong;
4) Lokasi yang dimohon untuk hutan hak/hutan rakyat seluas + 600 Ha (enam 
ratus hektar);
5) Titik koordinat pengamatan yang diambil adalah:
a. 116º02’52”BT-01º58’30”LS 57
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b. 116º02’52”BT-01º59’16”LS
c. 116º01’47”BT-01º59’16”LS
d. 116º01’47”BT-01º59’28”LS
e. 116º00’27”BT-01º59’29”LS
f. 116º00’25”BT-01º59’22”LS
6) Berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan kabupaten paser dan peta 
perkembangan tata batas kawasan hutan yang diterbitkan oleh UPTD Planalogi 
Kehutanan Balikpapan, bahwa lokasi hutan hak/hutan rakyat yang dimohon 
merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
i. Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2009, Saudara Totok Ifrianto, ST dan Saudara 
Bambang Suseno, telah melakukan penaksiran potensi kayu Samu, Desa Lempesu 
Kecamatan Kuaro, Desa Luan, Kecamatan Muara Samu, Desa Lempesu Kecamatan 
Paser Belengkong, berdasarkan  Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 
Paser Nomor: 028/04/DK-PT/III/2008 tanggal 18 maret 2009, pada lokasi PT. 
Anugerah Abadi Multi Usaha (AAMU) dengan luas lahan land clearing seluas 
7.500 Ha (tujuh ribu lima ratus hektar), dengan hasil termuat dalam Berita Acara 
Pemeriksaan tanggal 22 Maret 2009 dengan berisi:
1) PT. Anugerah Abadi Multi Usaha telah menerima izin usaha perkebunan dari 
Bupati Paser Nomor: 525/06/EK-Prod.I/2006 tanggal 13 Juli 2009;
2) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur skala 1:250.000 
sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/KPts-II/2001 
tanggal 15 Maret 2001, areal yang dimohon land clearing seluruhnya berada 
dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
3) Berdasarkan hasi survey lapangan, penutupan lahan pada areal yang dimohon 
untuk land clearing bervariasi, yaitu kebun sawit masyarakat, lahan terbuka, 
semak belukar, dan hutan sekunder dengan jenis dominan terdiri dari sungkai, 
terap, pelawan, dan jenis rimba campuran lainnya;
4) Dari uji petik survey di lapangan diketahui potensi kayu untuk diameter 30 cm 
ke atas sebesar + 10 m³/hektar dan untuk diameter 10 cm ≤ 30 cm sebesar + 40 
m³/hektar.
j. Berdasarkan tugas yang dilakukan, diterbitkan Surat Advis Teknis Nomor: 
522.11/142/DK-PT/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Plt. 
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser, Saudara Ir. Sudiyanto, M. Sc. Surat 
Advis Teknis tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk perjanjian izin land 
clearing PT. Anugrah Abadi Multi Usaha.
k. Bahwa telah dikeluarkannya Advis Teknis Nomor: 522.12/1254/DKPE-PN/
III/2008 tanggal 20 Mei 2009 dengan hasil berupa Berita Acara Survey Lapangan 
Rencana Lokasi Land Clearing PT. Anugrah Abadi Multi Usaha Kecamatan Paser 
Belengkong dan Muara Samu dengan hasil:
1) PT. Anugrah Abadi Multi Usaha memperoleh izin pembukaan lahan/land 
clearing seluas + 7.500 Ha (tujuh ribu lima ratus hektar) berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati Nomor: 522/03/Ek-Prod.I/L/C/2008 tanggal 28 April 2009 
dan telah berakhir tanggal 21 April 2009;
2) PT. AAMU belum dapat menyelesaikan pembukaan lahan perkebunan sampai 58
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dengan izin yang diberikan Bupati Paser berakhir;
3) Terhadap areal yang belum dibuka PT. AAMU mengajukan perpanjangan izin 
pembukaan land clearing untuk tahun 2009/2010 seluas + 5.196 Ha (lima ribu 
seratus sembilan puluh enam hektar);
4) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur skala 1:250.000 
sebagai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/KPts-II/2001 
tanggal 15 Maret 2001 yang sesuai dengan peta hasil tata batas kawasan hutan 
Kabupaten Paser, areal yang dimohonkan seluruhnya berasal dalam Aeral 
Penggunaan Lain (APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
5) Penutupan lahan pada areal yang dimohon cukup bervariasi berupa kebun 
sawit masyarakat, lahan terbuka, semak belukar dan hutan sekunder;
6) Dari uji petik survey lapangan diperkirakan potensi kayu untuk diameter 30 
cm ke atas sebesar + 10 m³/hektar;
7) Lokasi yang berbatasan dengan sungai perlu adanya sempadan 100 meter kana 
dan kiri dari tepi sungai sebagai daerah penyangga untuk mencegah erosi.
l. Dalam hal pemanfaatan kayu dari hasil pembukaan lahan, pengurusan administrasi 
serta kewajiban kepada pemerintah termasuk kewajiban pajak dan retribusi 
menjadi tanggung jawab CV. SA dan bekerja sama dengan masyarakat setempat, 
segala penyimpangan dan perselisihan yang timbul dengan pemerintah akibat dari 
pemanfaatan kayu di areal LC sepenuhnya menjadi tanggung jawab CV. Sukses 
Abadi.
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Primair:
Terdakwa Bambang Suseno, Sp bin Bambang Siswantoro dan Bambang Eko Yuwono 
bin Jupri Al Arif secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan H. Sudiyanto, 
Ir, Msc. Bin H. Suyanto, sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk memungut hasil 
hutan berupa kayu didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang 
sehingga perbuatannya terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair:
Terdakwa Bambang Susesno, Sp bin Bambang Siswantoro dan Bambang Eko 
Yuwono bin Jupri Al Arif secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan 
H. Sudiyanto, Ir, Msc bin H. Suyanto, sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk 
mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-
sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga perbuatan terdakwa tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat 
(7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 
KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau 
Kedua 
Terdakwa Bambang Suseno, Sp bin Bambang Siswantoro dan Bambang Eko 
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Yuwono bin Jupri Al Arif secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan H. 
Sudiyanto, Ir, Msc bin H. Suyanto,sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-
olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Keputusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Menyatakan terdakwa Bambang Suseno, Sp bin Bambang Siswantoro  terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan 
menungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang 
dilakukan secara bersama-sama (Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Menjatuhkan  pidana terhadapnya terdakwa dengan pidana 
penjara  selama 10 (sepuluh) bulan  dan denda sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan digantikan dengan pidana kurungan 
selama 2 (dua) bulan.
Putusan Nomor: 45/PID/2010/PN/ TG atas nama H. Sudiyanto, IR. MSc bin H. 
Suyanto pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2010.
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:
Primair:
Terdakwa H. Sidiyanto. Ir, Msc bin H. Suyanto secara bersama-sama atau bertindak 
sendiri-sendiri dengan Bambang Suseno, SP bin Bambang Siswantoro dan Bambang Eko 
Yuwono bin Jupri Al Arif (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sengaja memberi 
kesempatan atau sarana untuk memungut hasil hutan berupa kayu didalam hutan tanpa 
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan peruatan terdakwa tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat 
(7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
Berawal pada tanggal 29 April 2009 PT. Anugrah Abadi Multi Usaha (AAMU) yang 
bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit mengajukan izin land clearing 
lahan seluas 7.500 Ha (tujuh ribu lima ratus hektar) di wilayah desa Lempesu, Desa 
Luan dan di desa Suweto kepada Bupati Paser dengan surat permohonan nomor: 
08/Dir-Ext/AAMU/2008. Selanjutnya untuk mendapatkan advis teknis dari Dinas 
Kehutanan sebagai syarat perizinan land clearing, PT. AAMU mengajukan surat 
nomor: 021/Swt-AAMU/psr-2008 tanggal 18 Maret 2008 perihal permohonan survey 
tegakan di areal perkebunan. Kemudian atas permohonan tersebut, PLT Kepala 
Dinas Kehutanan melalui surat tugas nomor 028/04/DK-PT/III/2008 tertanggal 
19 Maret 2008 memerintahkan kepada Saudara Bambang Suseno, Sp dan Saudara 
Bambang Eko Yuwono untuk melakukan survey lapangan yang akan digunakan 
sebagai advis teknis. Kemudian Saudara Bambang Suseno, Sp bersama Saudara 
Bambang Eko Yuwono dan saudara Totok Ifriyanto berangkat menuju lokasi yang 
akan disurvei yakni di desa Luan, desa Lempesu dan desa Suweto. Setelah dilakukan 60
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survey Saudara Bambang Suseno, SP, Saudara Bambang Eko Yowono dan Saudara 
Totok Ifriyanto memuat kesipulan hasil survey yang dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Lapangan dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:
a. Lahan yang domohonkan untuk land clearing seluruhnya adalah masuk dalam 
kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)
b. Secara umum lahan terdiri dari lahan terbuka, ada sebagian lahan kebun sawit 
masyarakat dan ada juga hutan sekunder.
c. Dari hasil uji petik survey di lapangan diketahui potensi kayu untuk diameter 30 
cm keatas sebesar kurang lebih 10 meter kubik dan untuk diameter leih dari 30 cm 
sebesar 40 meter kubik.
Kemudian hasil survey lapangan tersebut diserahkan ke Kepala Dinas Kehutanan 
untuk dikeluarkan Advis teknis. Atas dasar pemeriksaan lapangan tersebut akhirnya 
diterbitkan advis teknis nomor 522.11/142/DK-PT/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa di lokasi yang dimohonkan izin land clearing 
oleh PT. AAMU tersebut masih terdapat potensi tegakan kayu yang kemudian advis 
tersebut diserahkan kepada Bupati Paser sehingga Bupati Paser menerbitkan izin land 
clearing tanggal 28 April 2008 dengan nomor: 522/03/Ek-Prod.1/LC/2008 dengan 
masa berakhir izin tersebut adalah tanggal 28 April 2009. 
Selnjutnya hingga masa berakhir izin land clearing yakni tanggal 28 April 2009, 
PT. AAMU belum juga selesai melakukan land clearing lalu pada tanggal 21 April 
2009 PT. AAMU mengajukan perpanjangan izin land clearing nomor 06/Dir-Ext/
IV/2009 kepada Bupati Paser yang tembusannya dismapaikan ke Kantor Dinas 
Kehutanan Pertambangan dan Energi untuk kawasan desa Luan dan desa Lempesu 
dengan luas keseluruhan 7.500 Ha  (tujuh ribu lima ratus hektar) lalu Kepala Dinas 
Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Paser memerintahkan Saudara Bambang 
Suseno, Sp dan Saudara Bambang Eko Yuwono serta Saudara Totok Ifriyanto melalui 
surat tugas nomor 107/ST/DKPE/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 untuk melakukan 
survey lapangan kembali terhadap lokasi yang domohonkan oleh PT. AAMU untuk 
perpanjangan izin land clearing tersebut. Setelah melakukan survey lapangan kembali 
terhadap lokasi yang dimohonkan oleh PT. AAMU untuk perpanjangan izin land 
clearing tersebut. Setelah melakukan survey lapangan, Saudara Bambang Suseno, 
SP dan Saudara Bambang Eko Yuwono dalam Berita Acara Survey tertanggal 19 Mei 
2009 pada pokoknya menyimpulkan bahwa dilokasi yang dilakukan survey masih 
ada potensi tegakan kayu untuk diameter 30 cm ke atas sebesar 10 meter kubik, lalu 
atas dasar Berita Acara Survey tersebut diterbitkan advis teknis dari Dinas Kehutanan 
dan Pertambangan nomor 522.12/254/DKPE-PN tanggal 20 Mei 2009 sehingga pada 
tanggal 10 Juni 2009 terbit surt izin untuk land clearing nomor 522/17/EK.Adm.
SDA/LC/2009. 
Selain itu, bahwa sebelumnya yaitu tanggal 1 April 2009 antara Presiden Direktur 
PT. AAMU atas nama Hii Yik Hiyung dengan Direktur CV. Sukses Abadi Ata 
Efendi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat surat perjanjian 
kontrak kerja nomor 001/AAMU/SPKK/VI/2009 yang isinya perjanjian kontrak 
tersebut pada pokoknya pihak kedua yakni CV. Sukses Abadi yang melakukan 61
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
land clearing. Kemudian CV. Sukse Abadi pada awal bulan September 2008 
mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ke kantor Dinas Kehutanan 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser yang diteruskan ke Bupati Paser, lalu atas 
permohonan izin IPK CV. Sukses Abadi tersebut, diterbitkan advis teknis dari Dinas 
Kehutanan Kabupaten Paser Nomor 522.21/311/DK-PT/2008 tanggal 26 Agustus 
2008 dan advis permohonan IPK dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Paser 
nomor 503/996/UT-IX/2008 sehingga terbit surat Bupati Paser nomor 522.22/821/
Ek-Prod.I/IX/2008 tanggal 18 September 2008 tentang pengajuan permohonan 
persetujuan IPK CV. Sukses Abadi ke Gubernur Kalimantan Timur melalui Dinas 
Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur untuk diterbitkan izin prinsip dari Gubernur. 
Namun belum terbit izin dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai persyaratan IPK 
tersebut, CV. Sukses Abadi mencari cara untuk dapat memungut dan memanfaatkan 
kayu hasil land clearing tersebut tanpa menunggu IPK terbit dengan cara bekerja 
sama dengan oknum pihak Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten 
Paser untuk membuat seolah-olah kayu hasil land clearing tersebut adalah kayu-kayu 
berasal dari title masyarakat. Pihak CV. Sukse Abadi memerintahkan Muhammad 
Ali dan pemilik lahan awal sebelum dibebaskan ke PT. AAMU di desa Luan untuk 
menandatangani surat permohonan pengecekan rencana pemanfaatan kayu rakyat 
di desa Luan ke Dinas Kehutanan dan Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser, 
lalu terbitlah surat keterangan nomor 01/129/KD-LN/KMS/VI/2009 tanpa tanggal 
bulan Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Luan atas nama Imamsyah. 
Kemudian surat tersebut dikirim ke Dinas Kehutana, Pertambangan dan Energi 
Kabupaten paser melalui Saudara Bambang Eko Yuwono dan kemudian Saudara 
Bambang Eko Yuwono menyampaikan surat permohonan tersebut kepada terdakwa 
selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Penatagunaan Hutan pada Dinas Kehutanan, 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser. Kemudian terdakwa menerbitkan surat 
tugas nomor 196/ST/DKPE/VI/2009 tanpa tanggal bulan Juni 2009 yang isinya 
memerintahkan Saudara Bambang Suseno, SP yang sebagai staf Bidang Perencanaan 
dan Penatagunaan Hutan dan Saudara Bambang Suseno, SP yang sebagai staf Bidang 
Perencanaan dan Penatagunaan Hutan dan saudara Bambang Eko Yuwono yang 
sebagai Kasi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan pada kantor Dinas Kehutanan 
Pertambangan dan Energi untuk pemeriksaan lokasi hutan rakyat di desa Luan 
Kecamatan Muara Samu, padahal terdakwa bersama Bamban Suseno, SP dan Saudara 
Bambang Eko Yuwono ketahui bahwa lokasi tersebut adalah lokasi perizinan land 
claering PT. AAMU dan juga lokasi yang sedang diajukan permohonan IPK oleh 
CV. Sukses Abadi. Selanjutnya atas dasar Surat Tugas tersebut Saudara Bambang 
Susesno, SP dan Saudara Bambang Eko Yuwono melakukan pengecekan ke lokasi 
dengan menggunakan GPS (Global Positioning Sysyem) dengan hasil pengecekan:
a. Lokasi pemeriksaan hutan hak/rakyat berada dalam wilayah desa Luan Kecamatan 
Muara Samu.
b. Penutupan lahan pada areal yang dimohonkan tersebut bervariasi yaitu lahan 
terbuka, semak belukar dan hutan sekunder yang ditumbuhi tanaman kayu dari 
kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran.
c. Bukti hak atas tanah/title untuk hutan hak/rakyat yang dimohonkan adalah Surat 62
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Keterangan penguasaan kepemilikan bangunan/tanah diatas tanah negara oleh 
masyarakat desa Luan Kecamatan Muara Samu sebanyak 25 (dua puluh lima) 
lembar yang dilegalisir oleh Kepala Desa Luan.
d. Lokasi yang dimohonkan untuk hutan hak/hutan rakyat seluas kurang lebih 300 
Ha (tiga ratus hektar).
e. Titik koordinat pengamatan yang diambil adalah:
1) 115 derajat 59 menit 37 detik BT-01 derajat 57 menit 44 detik LS.
2) 116 derajat 00 menit 24 detik BT-01 derajat 57 menit 43 detik LS.
3) 116 derajat 00 menit 26 detik BT-01 derajat 59 menit 15 detik LS.
f. Berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Kabupaten Paser dan peta 
Perkembangan Tata batas kawasan hutan yang diterbitkan oleh UPTD Planalogi 
Kehutanan Balikpapan bahwa lokasi yang dimohonkan merupakan kawasan 
Budidaya Non Kehutanan.
Bahwa lokasi hutan hak/rakyat yang dimohonkan merupakan kawasan Budidaya Non 
Kehutanan (KNBK) yang kemudian hasil pengecekan lokasi tersebut dituangkan 
dalam Berita Acara tanggal 01 Juli 2009 yang ditandatangani oleh kuasa pemohon 
Muhammad Ali kepala desa Luan Imamsyah, terdakwa, Bambang Eko Yuwono 
dan saudara Bambang Susesno, selanjutnya Berita Acara dari hasil survy tersebut 
sebagai dasar penagihan Provinsi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi 
(DR) kepada pemegang SKT yang dipergunakan dasar terbitnya SKSKB cap KR. 
Kemudian terbitlah SKSKB cap KR yang kemudian digunakan oleh CV. Sukses 
Abadi untuk menebang kayu berjenis Meranti campuran sebanyak 122 batang 
dalam areal land clearing PT. Aamu yang seharusnya penebangan tersebut dilarang 
sebelum keluar izin IPK. Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi 
pada bulan Agustus 2009, pihak CV. Sukses Abadi melalui Saudara Antony Ayong 
(DPO) memerintahkan Saudara Aji Alhasiat dan pemilik lahan awal yang lain, untuk 
menandatangani surat permohonan pengecekan rencana pemanfaatan kayu rakyat 
di desa Lempesu ke Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser 
yakni Surat Nomor: 001/KR/Lempesu/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 kemudian 
surat tersebut melalui Saudara Bambang Eko Yuwono lalu Saudara Bambang Eko 
Yuwono menyampaikan surat permohonan tersebut kepada terdakwa selaku Kepala 
Bidang Perencanaan dan Penatagunaan Hutan pada Dinas Kehutanan, Pertambangan 
dan Energi Kabupaten Paser. 
Kemudian terdakwa menerbitkan surat tugas nomor 39/ST/DKPE/IX/2009 tanpa 
tanggal bulan September 2009 yang isinya memerintahkan Saudara Bambang 
Suseno, SP yang sebagai staf Perencanaan dan Penatagunaan Hutan dan Saudara 
Bambang Eko Yuwono sebagai Kasi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan pada 
kantor Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi untuk pemeriksaan lokasi hutan 
rakyat di desa Lempesu Kecamatan Paser Belengkong, padahal terdakwa bersama-
sama Saudara Bambang Suseno dan Saudara Bambang Eko Yuwono mengetahui 
lokasi tersebut adalah lokasi perijinan land clearing  PT. AAMU dan juga lokasi 
yang sedang diajukan permohonan IPK oleh CV. Sukses Abadi, selanjutnya atas 
dasar surat tugas tersebut saudara Bambang Suseno, SP dan Saudara Bambang 
Eko Yuwono melakukan pengecekan ke lokasi dengan menggunakan GPS (Global 63
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Positioning System) dengan hasil pengecekan:
a. Lokasi pemeriksaan hutan hak/rakyat berada dalam wilayah desa Lempesu 
Kecamatan Paser Belengkong.
b. Penutupan lahan pada areal yang dimohon tersebut hutans ekunder yang 
ditumbuhi tanaman kayu dari kelompok jenis meranti dan kelompok jenis 
rimba campuran.
c. Bukti hak atas tanah/title untuk hutan hak/rakyat yang dimohonkan adalah Surat 
Keterangan penguasaan kepemilikan bangunan/tanah diatas tanah negara oleh 
masyarakat desa Lempesu Kecamatan Paser Belengkong sebanyak 30 lembar 
yang terdaftar di Kecamatan Paser Belengkong.
d. Lokasi yang dimohon untuk hutan hak/hutan rakyat seluas kurang lebih 600 
hektar.
e. Titik koordinat pengamanan yang diambil adalah:
1) 116 derajat 02 menit 52 detik BT-01 derajat 58 menit 30 detik LS.
2) 116 derajat 02 menit 52 detik BT-01 derajat 59 menit 16 detik LS.
3) 116 derajat 01 menit 47 detik BT-01 derajat 59 menit 16 detik LS.
4) 116 derajat 01 menit 47 detik BT-01 derajat 59 menit 28 detik LS.
5) 116 derajat 00 menit 27 detik BT-01 derajat 59 menit 29 detik LS
6) 116 derajat 00 menit 25 detik BT-01 derajat 59 menit 22 detik LS.
f. Berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Kabupaten Paser dan peta 
perkembangan tata batas kawasan hutan yang diterbitkan oleh UPTD Planalogi 
Kehutanan Balikpapan bahwa lokasi yang dimohonkan merupakan kawasan 
Budidaya Non Kehutanan.
Bahwa lokasi hutan hak/hutan rakyat yang dimohonak merupakan Kawasan 
Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang kemudian hasil pengecekan lokasi tersebut 
dituangkan dalam Berita Acara tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani 
oleh kuasa pemohon Aji Alhasiat, Kepala Desa Lempesu M. Jarnawi, Saudara 
Bambang Suseno, SP dan Saudara bambang Eko Yuwono, selanjutnya Berita Acara 
dari hasil survey tersebut belum sempat digunakan sebagai dasar penagihan Provinsi 
Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada pemegan SKT 
yang dipergunakan dasar terbitnya SKSKB cap KR dikarenakan telah dilakukan 
penangkapan terhadap terdakwa Saudara Bambang Suseno, SP dan Saudara 
Bambang Eko Yuwono.
Berdasarkan Kepmenhut Nomor: SK.382/Menhut/II/2004, dokumen yang 
dipergunakan untuk mengangkut kayu hasil hutan yang berasal dari hutan land 
clearing yang bersangkutan harus mempunyai izin IPK dan pengangkutannya 
menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atau faktur angkutan 
kayu bulat (FA-KB) dan dalam Pasal 26 ayat (1) Kepmenhut SK. 382/Menhut/
II/2004 menyatakan bahwa pemohon IPK dikenakan sanksi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
apabila melakukan penebangan sebelum IPK tersebut.
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Subsidair:
Terdakwa H. Sudiyanto, IR, MSC Bin H. Suyanto secara bersama-sama atau bertindak 
sendiri-sendiri dengan Bambang Suseno, SP bin Bambang Siswantoro dan Bambang 
Eko Yuwono bin Jupri Al Arif (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sengaja 
memberi kesempatan atau sarana untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil 
huta. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau kedua,
Primair:
Terdakwa H. Sudiyanto, Ir, Msc bin H. Suyanto menyuruh memasukkan keterangan 
palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan 
oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta 
itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.
Subsidair:
Terdakwa H. Sudiyanto, Ir, Msc Bin H. Suyanto secara bersama-sama atau bertindak 
sendiri-sendiri dengan Bambang Suseno, SP bin Bambang Siswantoro dan Bambang 
Eko Yuwono bin Jupri Al Arif, sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seloah-
olah sejati, jika pemakaian surat palsu itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Keputusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Menyatakan terdakwa H. Sudiyanto, Ir. Msc bin H. Suyanto terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan menungut 
hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang 
dilakukan secara bersama-sama (Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
Menjatuhkan  pidana terhadapnya terdakwa dengan pidana penjara  selama 1 (satu) 
tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan digantikan dengan pidana kurungan 
selama 2 (dua) bulan.
Analisis Hukum Kedua Putusan di Atas
Kedua putusan tersebut di atas baik putusan perkara atas nama Bambang Suseno, 
SP bin Bambang Siswantoro dan H. Sudiyanto, IR. Msc bin H. Suyanto dikenakan Pasal 
50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan 
penjatuhan pidana yang berbeda.
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Analisis Pasal per pasal:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
a. Turut serta atau membantu tindak pidana Pasal 50 ayat (3) huruf e mengatur bahwa 
menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa 
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
b. Turut serta atau membantu tindak pidana Pasal 50 ayat (3) huruf f mengatur bahwa 
menerima. Membeli atau menjual, menerima tukar, menerima  titipan, menyimpan, 
atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah Jo Pasal 58 ayat (5) megatur 
bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana pejara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000; (lima miliar 
rupiah).
c. Turut serta atau membantu tindak pidana Pasal  50 ayat (3) butir h mengatur bahwa 
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-
sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Jo Pasal 78 ayat (7) mengatur 
bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah).
Sanggahan terhadap pasal tersebut di atas, yaitu:13
a. Tidak ada satu tindak pidana terkait pasal 50 ayat (3) huruf e, f, dan h dengan argumentasi 
sebagai berikut:
1) Kayu temuan berada pada dan atau berasal dari lokasi Areal Peruntukan Lain (APL) 
atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga tidak dapat digunakan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
2) Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: SE.9/Menhut-VI/2009 
tentang Volume Tegakan Kayu Tidak Ekonomis pada areal pinjam pakai kawasan 
hutan atau pada APL yang telah dibebani izin peruntukan tanggal 7 September 2009;
3) Dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan  atau pada APL yang telah dibebani izin 
peruntukan memiliki volume tegakan kayu tidak ekonomis untuk dimohonkan IPK, 
maka pemegang izin tidak memerlukan Izin Pemanfaatan Kayu untuk melakukan 
penebangan dengan ketentuan
4) Apabila dalam satu lokasi calon IPK berdasarkan hasil risalah hutan dengan intensitas 
100%, volume kayu diameter diatas 30 cm kurang dari 50 m³.
5) Membayar pungutan terhadap negara atas kayu yang ditebang.
6) Setelah kewajiban negara sebagaimana butir 1 dilunasi oleh pemegang izin pinjam 
pakai kawasan hutan atau pemegang izin peruntukan pada APL, kayu hasil tebangan 
tersebut dapat diangkut dengan dokumen, diolah dan dipasarkan, sehingga pada kayu 
yang ditemukan oleh kepolisian tersebut tidak diperlukan adanya Izin Pemanfaatan 
Kayu (IPK).
7) Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut/
II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/
13  Pusat Ikatan Alumni Fakutas Kehutanan Universitas Mulawarman
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011 67
Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk 
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak Jo Permenhut No. 
P.62/Menhut-II/2006, serta Petunjuk Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor: 1305/DK-IV/2009 tentang Penggunaan SKSKB Cap 
KB sebagai dokumen legalitas pengangkutan kayu rakyat maka penggunaan SKAU 
sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a peraturan ini, menggunakan SKSKB cap KR, 
sehingga penggunaan SKSKB cap KR pada kayu yang ditemukan oleh kepolisian 
tidak termasuk dalam unsur pelanggaran hukum dan atau tidak termasuk dalam 
tindak pidana kejahatan kehutanan.
b. Bahwa Saudara Bambang Eko Yuwono tidak pernah mengeluarkan surat dan atau surat 
izin apapun terkait dengan penebangan dan atau peredaran kayu yang ditemukan oleh 
Kepolisian.
c. Bahwa Saudara  Bambang Eko Yuwono tidak melakukan tindakan di luar tugas pokok 
dan fungsi serta tidak melakukan tindakan di luar surat tugas,sebagaimana termaktub 
dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser.        
Selain itu, kasus ini adalah sebagai delik penyertaan, karena cukup alasan bagi penyidik 
untuk melakukan pengembangan penyidikan dengan menetapkan pejabat lain, anggota 
masyarakat, pengusaha sebagai tersangks maupun korporasi untuk diajukan ke pengadilan 
dan juga menegaskan bahwa tindak pidana pembalakan liar dapat merupakan suatu kejahatan 
korporasi karena terlibat didalamnya PT. Anugrah Abadi Multi Usaha (AAMU) dan CV. 
Sukses Abadi (SA).
Upaya memberantas kegiatan pembalakan liar telah dilakukan tetapi belum 
memperlihatkan hasil yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di 
Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan  jumlah kasus yang setiap tahun bertambah baik itu 
di kota Balikpapan, Kabupaten Penajam maupun Kabupaten Paser.   
Tabel 1: Jumlah Kasus pembalakan liar pada tingkat Kepolisian Republik Indonesia 
Daerah Kalimantan Timur
No. Instansi 2008 2009 2010 2011 (bulan Maret)
1. Dit 
Reskrim 
Polda
9 kasus dengan 
9 tersangka
23 kasus 
dengan 20 
tersangka dan 6 
lidik
13 kasus dengan 
15 tersangka 
dan 2 tersangka 
DPO 
-
2. Resor Kota 
Balikpapan 
6 kasus dengan 
8 tersangka
7 kasus dengan 
9 tersangka
27 kasus dengan 
37 tersangka
3 kasus 
dengan 3 
tersangka 
3. Resor 
Penajam 
Paser Utara 
(PPU)
6 kasus dengan 
5 tersangka dan 
1 korporasi 
44 kasus 
dengan 38 
tersangka, 3 
DPO dan 1 
dalam proses 
tahap I
50 kasus dengan 
46 tersangka.
-
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4. Resor Paser 8 kasus 14 kasus 
dengan 2 kasus 
barang bukti 
ditemukan, 1 
kasus tersangka 
melarikan diri.
10 kasus 8 dengan 1 
kasus dalam 
proses lidik
5. Polsek 
Kawasan 
Pelabuhan 
Semayang
1 kasus 1 kasus 14 kasus dengan 
1 kasus masih 
dalam dugaan, 
1 masih dalam 
proses
-
Sumber: Data sekunder pada Dit Reskrim Polda, Resor Kota Balikpapan, Resor Penajam 
Paser Utara (PPU), Resor Paser dan Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang.
Berdasarkan tabel 1 di atas, jumlah penanganan pembalakan liar pada masing-masing 
instansi berbeda di sisi jumlah dan dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Resor Penajam 
Paser Utara (PPU) memiliki jumlah yang terbanyak dalam kasus pembalakan liar, hal 
ini dikarenakan kayu yang diambil adalah hasil dari land claering (pembersihan lahan) 
yang dilakukan oleh perusahaan HPH kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar 
perusahaaan itu.14  
Selain itu, terdapat juga permasalahan khusus yang berkaitan dengan prosedur hukum 
dalam penanganan kasus illegal logging yaitu:15  
a. Identifikasi perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana melalui laporan dan tertangkap 
tangan.
Identifikasi illegal logging dapat diketahui dari dua hal yaitu melalui pelaporan 
atau tertangkap tangan. Dalam praktek, kasus illegal logging cenderung lebih banyak 
terindentifikasi melalui skema tertangkap tangan. Hal tersebut dapat terjadi karena 
beberapa kemungkinan, antara lain:
1) Masyarakat sekitar tidak mengetahui adanya mekanisme pelaporan, dimana mereka 
dapat memberikan laporan baik kepada polisi hutan (polhut), PPNS, maupun kepada 
setiap aparat Polri mengenai setiap tindakan yang dicurigai sebagai penebangan liar, 
penyelundupan kayu, atau bentuk-bentuk lain dari aktivitas illegal logging.
2) Masyarakat tahu bahwa mereka berhak melakukan aktivitas tersebut, tetapi tidak 
mau tahu atau bahkan malas terlibat dalam proses penanganan perkara yang berlarut-
larut. 
Sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kemudahan dalam pelaporan. Hal ini 
diatur dalam Pasal 108 KUHAP  bahwa setiap orang berhak mengajukan laporan 
kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyelidik atau penyidik 
mencatat laporan dan wajib menindaklanjuti dengan penyelidikan. Selain itu, menurut 
KUHAP, setiap orang berhak menjalankan mekanisme tertangkap tangan terhadap 
14 Andi Fatahuddin, SH Unit Tipetir  Sat Reskrim Res PPU, interview pada tanggal 20 Mei 2011 jam 20.00 
Wita
15 Anita Silalahi dan Wulan Pratiwi, Penegakan Hukum Kasus Illegal Logging: Alur Penanganan dan 
Beberapa Rekomendasi Strategis, Buletin Lebah, Vol. 11 No. 11 Agustus 2004, hlm. 12-1668
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pelaku kejahatan. Bahkan untuk petugas yang berwenang dalam tugas ketertiban dan 
keamanan umum, sifatnya juga wajib. Dalam petunjuk teknis No. Pol: JUKNIS/03/
II/1982 tentang Penangkapan disebutkan bahwa setiap orang yang menemukan tindak 
pidana dalam keadaan tertangkap tangan, berhak menangkap tersangka, untuk kemudian 
segera melaporkan atau menyerahkan yang ditangkap itu beserta barang bukti yang ada 
kepada kesatuan Polri terdekat. Hak tersebut belum dipahami sepenuhnya sehingga 
sering timbul keragu-raguan karena takut salah dalam melakukan prosedur. Oleh 
karena itu, pihak pemerintah baik pusat dan daerah, DPRD dan para tokoh masyarakat 
perlu meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan transparasi proses 
penegakan hukum tindak pidana illegal logging.
3) Kurang optimalnya polisi hutan.
a. Tahap Penyelidikan
Tahap penyelidikan dalam penanganan kasus pembalakan liar  juga mengalami 
permasalahan yaitu:
1) Kesulitan yang dialami oleh penyidik untuk memindahkan barang bukti dari tempat 
kejadian perkara (TKP) ke penyidik16
Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi Polhut, atau penyelidik untuk menghadapkan 
barang bukti ke penyidik. Adanya barang bukti yang dapat dihadirkan ke penyidik 
tentu memudahkan proses penanganan selanjutnya, namun jika tidak memungkinkan 
misalnya karena biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan kayu sangat besar, 
maka bisa saja penyidik yang datang ke lokasi kayu-kayu itu berada dan untuk 
daerah-daerah yang sulit dijangkau, kendala mungkin ada pada budget seperti 
untuk transportasi.
2) Kesulitan yang dialami penyelidik untuk membawa tersangka pelaku pembalakan 
liar ke penyidik atau ke kantor polisi.
KUHAP tidak menyebutkan secara tegas bahwa penyelidik wajib membawa 
tersangka ke depan peyidik. Jika diperintahkan kepada penyidik maka penyelidik 
baru memiliki wewenang untuk membawa dan menghadapkan seseorang ke depan 
penyidik (kecuali dalam tertangkap tangan). Sepertinya ketentuan itulah yang 
dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengoptimalkan kerja penyelidik, termasuk 
kewajiban untuk menghadirkan tersangka dan barang buktinya. Sebenarnya, 
penyidikan yang diberi wewenang langsung oleh KUHAP untuk memanggil 
orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Jadi, bisa saja 
penyelidik hanya memberikan identitas si tersangka, baru kemudian tugas penyidik 
menghadirkan tersangka tersebut untuk diperiksa.
3) Adanya pengkotak-kotakan kewenangan, seperti; Polhut Balai Taman Nasional 
merasa kewenangannya hanya sebatas wilayah Taman Nasional, sehingga tidak 
dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pembalakan liar di luar 
Taman Nasional, sekalipun hasil hutan illegal yang ditemukan berasal dari Taman 
Nasional. Sedangkan Polhut Dinas Kehutanan baik itu di Kabupaten maupun 
Propinsi kurang memberi perhatian terhadap kasus-kasus pembalakan liar yang 
terjadi di dalam Taman Nasional. 
16 AKP. Tohari Kuswitanto selaku Kasat Reskrim pada Polres Tanah Grogot, interview pada tanggal 14 April 
2011 jam 16.00 Wita 69
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Sama halnya dengan kewenangan Polri, kewenangan Polhut secara umum 
adalah meliputi seluruh Indonesia, namun dapat ditempatkan di wilayah-wilayah 
tertentu, sehingga bertanggungjawab secara khusus terhadap wilayah tersebut. 
Jika akan melakukan penyelidikan di luar Taman Nasional pada dasarnya tidak 
menjadi masalah, akan tetapi jangan sampai timbul kesan hendak melangkahi 
kewenangan Polhut dan aparat lain dalam wilayah hukum tersebut. Sebaiknya, 
koordinasi dan saling menginformasikan aktivitas-aktivitas illegal yang terjadi 
di wilayah hukum masing-masing dapat dilakukan secara rutin, karena Taman 
Nasional atau bukan Taman Nasional hanya merupakan kategorisasi kawasan, 
sedangkan tujuan utama keduanya adalah penegakan hukum.
4) Seringkali laporan dari penyidikan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik 
karena tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup.
Istilah bukti permulaan yang cukup tidak pernah dijelaskan secara spesifik 
dalam KUHAP. Petunjuk Teknis No. Pol:JUKNIS/04/II/1982 menyebutkan 
bahwa bukti yang cukup adalah bukti permulaan yang cukup ditambah dengan 
keterangan yang terkandung di dalam suatu diantara laporan polisi, Berita 
Acara Pemeriksaan TKP, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/saksi-
saksi termasuk saksi ahli, keterangan tersangka dan barang bukti.
Dari penjelasan tersebut tidak juga ditemukan pengertian tentang bukti 
permulaan yang cukup, tetapi bukti permulaan lazim ditemukan di tempat 
kejadian, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk keterangan yang 
menjelaskan hubungan antara barang tersebut dengan si pelaku.
5) Belum jelasnya apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembalakan liar, 
sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri. Misalnya 
ditemukan seseorang memegang chainsaw dan berdiri di sebelah pohon yang 
baru ditebang. Oleh Polhut, orang itu ditangkap karena dapat diduga bahwa 
orang tersebutlah yang melakukan penebangan, tetapi oleh polisi hanya 
dikenakan pasal membawa alat berat sehingga pidana yang dijatuhkan sangat 
rendah.
Apabila istilah pembalakan liar dicari padanannya dalam Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka yang paling tepat adalah 
perbuatan menebang pohon tanpa izin dari aparat yang berwenang. Dalam 
persidangan, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang benar-benar 
melakukan penebangan. Ini juga menjadi kendala karena tidak semua tersangka 
ditangkap ketika sedang melakukan penebangan, bahkan mungkin hasil 
tebangannya sudah sempat dipindahkan ke tempat lain. 
Menghadapi kendala tersebut, penyidik tentu akan mencari padanan unsur-
unsur pasal yang mendekati, sehingga dampaknya adalah ancaman pidana yang 
mungkin bisa lebih rendah. Sementara dari kacamata kehutanan, pembalakan liar 
diartikan sangat luas, bahkan meliputi pengangkutan sampai dengan pengolahan.
Keduanya perlu terlebih dahulu disinkronkan, kemudian dirumuskan definisi 
serta unsur-unsur pembalakan liar, selanjutnya dilekati ancaman sanksi pidana 
yang berat tidak berbeda terlalu jauh.
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6) Di sebuah taman nasional, terdapat inisiatif aparat Balai Taman Nasional untuk 
menghancurkan dan memusnahkan barang bukti berupa log-log kayu illegal yang 
ditemukan, sebelum dilakukan penyelidikan. Tindakan ini menyebabkan kerugian 
yang cukup besar di pihak illegal loggers sekaligus memberi pelajaran untuk tidak 
melakukan penebangan di wilayah taman nasional tersebut.
Pemusnahaan barang bukti diatur dalam Pasal 45 KUHAP untuk keadaan-keadaan 
tertentu dimana barang bukti bisa rusak, ada kendala dalam penyimpanannya 
selama masa pemeriksaan perkara atau untuk benda sitaan yang berbahaya dan 
terlarang. Pada kasus pemusnahan barang bukti oleh aparat Balai Taman Nasional, 
tindakan tersebut dilakukan ketika sama sekali belum memasuki tahap pemeriksaan 
dan tidak ada ketentuan KUHAP yang mengaturnya. Sepintas hal ini tidak menjadi 
masalah, akan tetapi jika merujuk pada ketentuan Pasal 417 KUHP, maka jelas apa 
yang dilakukan oleh aparat Balai Taman Nasional merupakan kejahatan jabatan, 
yang dapat diancam pidana maksimal 5  (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara.
b. Tahap Penyidikan
Kesulitan yang dialami dalam tahap penyidikan yaitu:
1) Kesulitan melakukan identifikasi terhadap barang bukti dan kesulitan membawa 
barang bukti tersebut dari TKP atau dari kantor polisi ke kantor penuntut umum.
Barang bukti dalam kasus pemebangan liar biasanya berbentuk kayu gelondongan, 
truk pengangkut, kapal, dan peralatan berat lain yang sulit dipindahkan. Untuk 
membongkar muatan kayu dari alat transportasi dibutuhkan tenaga khusus, demikian 
juga untuk menghitung atau mengukur muatan tersebut, yang tentunya membutuhkan 
biaya yang sangat besar, termasuk biaya perawatan selama barang-barang bukti 
tersebut disita. Bantuan teknis dari Departemen Kehutanan atau instansi lain yang 
terkait sangat diperlukan untuk mengatasi kendala ini, baik dengan mengalokasikan 
budget, atau penyediaan tenaga ahli dengan kontrak kerjasama khusus.
Prinsip bahwa peradilan pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil 
menjadi salah satu alasan pentingnya barang bukti ditujukan di muka persidangan, 
sehingga majelis hakim dapat menilai langsung akurat atau tidaknya barang-barang 
bukti yang diajukan. Tetapi dalam kasus pembalakan liar, hampir tidak mungkin 
untuk membawa seluruh barang bukti ke pegadilan, sehingga dibutuhkan terobosan 
terhadap KUHAP. Selama ini, bukti lelang dapat dijadikan sebagai barang bukti 
pengganti log-log kayu, dan beberapa hakim dapat menerima barang bukti berupa 
foto, Perlu diperluas bentuk-bentuk barang bukti, misalnya seperti alat rekam, atau 
surat resmi yang menjelaskan secara rinci spesifikasi barang-barang bukti. Selain itu 
juga dibutuhkan pemahaman hakim bahwa pembuktian secara konvensional untuk 
penanganan kasus pembalakan liar mengalami berbagai kendala sehingga harus 
disikapi.
2) Kesulitan menahan aktor intelektual dibalik kegiatan illegal logging (seperti pemberi 
dana atau cukong).
Jika ingin menjerat aktor intelektual di balik aktivitas, pembalakan liar , Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya menetapkan satu ketentuan 
yang berbunyi setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima 
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tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui 
atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah.17 Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan maksimal 
10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000; (lima miliar 
rupiah). Sebenarnya ketentuan itu sudah cukup memadai, hanya saja dibutuhkan 
keberanian dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tegas, 
baik terhadap si pelakunya langsung maupun kepada oknum-oknum aparat yang 
melindungi kegiatan mereka. Jika tidak, maka pelaku-pelaku yang tertangkap 
dan diadili hanyalah orang-orang suruhan, yang sebagian besar justru penduduk 
setempat.
3) Pada beberapa kasus pembalakan liar, ketika ditangkap pelaku berdalih bahwa 
SKHH sedang dalam proses pengurusan, perpanjangan, dan lain sebagainya.
4) Banyak terjadi kasus pembalakan liar yang disertai dengan SKSHH yang sah, 
tetapi setelah ditelusuri tujuan kayu tidak sesuai dengan yang tercantum di 
SKSHH tersebut.
Kasus seperti ini merupakan penyelundupan hukum. Pengawasan yang diperlukan 
tidak hanya kegiatan industri kayunya saja, tetapi juga pengawasan kepada 
oknum-oknum yang telah mengeluarkan SKSHH yang sah, dan/atau mereka 
yang menyalagunakan SKSHH yang sah tersebut. Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mengantisipasi bentuk pelanggaran hukum 
ini. Di Kalimantan Timur, aparat penegak hukum beirnisiatif untuk menerapkan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga 
kasus pengiriman kayu yang tidak sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam 
SKSHH dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi. Lebih spesifik, tindakan 
tersebut dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo to Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya yaitu secara melawan 
hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
5) Terjadi pengkotak-kotakan wewenang PPNS
Sama seperti permasalahan Polhut, kewenangan PPNS terkotak-kotak antara 
PPNS Balai Taman Nasional dan PPNS Dishut Kabupaten atau Propinsi, 
sehingga untuk kasus-kasus yang melewati batas teritorial tersebut kewenangan 
penyidikan menjadi tidak jelas. Misalnya, PPNS di suatu Taman Nasional merasa 
tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku pembalakan liar di luar 
Taman Nasional yang kayunya diduga berasal dari Taman Nasional, sementara 
petugas di luar Taman Nasional tidak memperhatikan keluarnya kayu dari Taman 
Nasional, sehingga keduanya saling lempar melempar kewenangan. 
6) Belum ada kejelasan PPNS untuk menyerahkan hasil penyidikan langsung ke 
penuntut umum. 
Selama ini proses pelimpahan perkara dari PPNS ke Jaksa Penuntut Umum 
dilakukan melalui perantara penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam KUHAP. 
17  Lihat, Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan72
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Padahal dalam beberapa praktek penanganan tindak pidana lain seperti pajak dan bea 
cukai, akses PPNS dapat langsung ke Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui penyidik 
Polri, baik dalam hal pemeriksaan maupun penyerahan tersangka, alat bukti, barang-
barang bukti. Sebenarnya tugas penyidik Polri akan lebih terbantu apabila PPNS 
dapat menjalankan fungsi penyidikan dengan maksimal. Bantuan yang diberikan 
Polri sebaiknya hal-hal yang bersifat teknis, atau memberikan saran/petunjuk ketika 
PPNS mengalami kesulitan. 
Di sisi lain, kemandirian PPNS harus diiringi dengan penguatan kapasitas PPNS 
dalam melakukan fungsi penyidikan. Karena selama ini masih banyak bergantung 
pada Polri, PPNS menjadi kurang terlatih dalam menangani berbagai kasus. Temuan 
di sebuah Taman Nasional, PPNS belum pernah melakukan penyidikan sama 
sekali sementara di Taman Nasional tersebut banyak kasus pembalakan liar yang 
teridentifikasi. Ditambah lagi, beberapa PPNS bahkan belum mendapatkan surat 
keterangan (sertifikat) sebagai penyidik, sekalipun telah sejak lama menyelesaikan 
pelatihan. 
7) Belum ada koordinasi yang memadai antar kelembagaan yang terkait dengan 
penanganan pembalakan liar.
8) Selain itu, saat ini masih terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan 
hukum terhadap pembalakan liar  khususnya penyidikan. Inpres Nomor 4 Tahun 
2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan 
Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang menjadi dasar penanganan 
kasus pembalakan liar tidak dilaksanakan secara konsisten.
c. Tahap Penuntutan
Tabel 2: Kasus Pembalakan Liar pada Tingkat Kejaksaan
No. Instansi 2008 2009 2010 2011 (bulan Maret)
1.
Kejaksaan 
Negeri 
Balikpapan
2 (dua) 
perkara
8 (delapan) 
perkara
32 (tiga puluh 
dua) perkara
2.
Kejaksaan 
Negeri Tanah 
Grogot
14 (empat 
belas) perkara
9 (sembilan) 
perkara
15 (lima belas) 
perkara
5 (lima) 
perkara
3. Kejaksaan Negeri Penajam
7 (tujuh) 
perkara
35 (tiga puluh 
lima) perkara
40 (empat puluh) 
perkara
7 (tujuh) 
perkara
Sumber: Kejaksaan Negeri Balikpapan, Tanah Grogot, dan Penajam (PPU)
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kejahatan kehutanan dalam 
hal ini pembalakan liar dari tahun ke tahun semakin bertambah. Contoh pada tahun 
2009 apabila kasus pebalakan liar pada tingkat ketiga kejaksaan baik itu kejaksaan 
negeri Balikpapan, Kejaksaan negeri Tanah Grogot maupun kejaksaan negeri Penajam 
Paser Utara (PPU) dijumlahkan maka berjumlah 52 (lima puluh dua) kasus sedangkan 
kasus pembalakan liar pada tahun 2010 berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) kasus. Hal 
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ini dikarenakan pelaku dalam kasus pembalakan liar kebanyakan masyarakat yang 
melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan (SKSHH). 
Selain itu  apabila berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, itupun 
terkadang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami dalam tahap penuntutan yaitu: 
1. Prapenuntutan yaitu proses bolak baliknya berkas perkara dari jaksa Peuntut Umum 
ke penyidik dapat langsung berulang-ulang, dan KUHAP tidak menentukan sampai 
berapa kali proses bolak balik tersebut dapat dilakukan. 
Prapenuntutan adalah proses bolak baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut 
Umum ke penyidik untuk dilengkapi, Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan 
P-19 perihal pengembalian berkas perkara, dengan disertai petunjuk-petunjuk 
agar dapat dilengkapi oleh penyidik. Ketika berkas perkara dianggap lengkap dan 
siap diajukan ke pengadilan, Jaksa Penuntut Umum baru akan mengeluarkan P-21 
perihal hasil penyidikan sudah lengkap. Proses ini dapat berlangsung berulang-
ulang, dan KUHAP tidak menentukan sampai berapa kali proses bolak-balik 
perkara tersebut dapat dilakukan.
Apabila penyidikan oleh PPNS masih harus melalui penyidik Polri, maka 
penyidik Polri masih harus meneliti ulang hasil penyidikan yang dilakukan oleh 
PPNS apakah sudah memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum atau masih harus 
dilengkapi, sehingga proses prapenuntutan akan memakan waktu yang cukup lama.
2. Sikap pasif dari Jaksa Penuntut Umum 
Meskipun aktivitas pembalakan liar sudah sangat meresahkan, tetapi dari 
kacamata hukum, pembalakan liar masih merupakan tindak pidana biasa, sehingga 
tidak ada perlakuan khusus dalam proses penanganannya. Pada tindak pidana 
biasa, umumnya Jaksa Penuntut Umum bersifat pasif dan menunggu penyidik 
melimpahkan berkas perkara untuk ditindaklanjuti. Keaktifan Jaksa Penuntut 
Umum terwujud dalam pemberian masukan atau petunjuk pada penyidik untuk 
melengkapi berkas penyidikan.
3. Pada umumnya vonis hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa penuntut Umum, 
sehingga hukuman yang diterima pelaku tidak setimpal dengan perbuatan yang 
dilakukan
d. Tahap Peradilan
Tabel 3: Kasus Pembalakan Liar pada Tingkat Pengadilan
No. Instansi 2008 2009 2010 2011 (bulan Maret)
1.
Pengadilan 
Negeri 
Balikpapan
2 (dua) 
perkara
8 (delapan) 
perkara
32 (tiga puluh 
dua) perkara
10 (sepuluh) 
perkara
2.
Pengadilan 
Negeri Tanah 
Grogot
21 (dua puluh 
satu) perkara
44 (empat 
puluh empat) 
perkara
55 (lima puluh 
lima) perkara
12 (dua belas) 
perkara
Sumber: Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
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Berdasarkan pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 dapat dilihat bahwa banyaknya  jumlah 
perkara dalam kasus pembalakan liar yang ada di tingkat Kepolisian tetapi setelah sampai 
pada tingkat Kejaksaan ternyata semakin sedikit jumlah kasus pembalakan liar yang akan 
di proses di pengadilan. Misalnya saja kasus pembalakan liar yang ada di Kota Balikpapan 
pada tingkat kepolisian pada tahun 2008 baik itu Resor Balikpapan, Polda Kaltim, maupun 
Polsek Kasawan Semayang dengan jumlah kasus secara keseluruhan sebanyak 16 (enam 
belas) kasus dengan 24 (dua puluh empat) tersangka. Sedangkan pada tingkat Kejaksaan 
pada tahun 2008 tersebut hanya terdapat 2 (dua) kasus yang akan diproses sampai ke 
tingkat pengadilan. Hal ini dikarenakan terkadang aparat penegak hukum dalam hal ini 
polisi melakukan penangkapan kepada subyek hukum baik itu orang maupun badan hukum 
yang diduga melakukan tindak pidana pembalakan liar  tetapi pada saat sampai ke tingkat 
kejaksaan ternyata dugaan polisi yang disangkakan oleh tersangka bukan merupakan tindak 
pidana.
 Selain itu kasus-kasus pembalakan liar yang ada pada tingkat kepolisian  kemudian 
di limpahkan pada tingkat kejaksaan yang hasil hutannya diperoleh dari penunjukkan  dan 
bukan diperoleh dari kawasan hutan terkadang pihak kejaksaan tidak menerima kasus 
tersebut. Alasan pihak kejaksaan menolak perkara tersebut dengan dasar hukum yang 
terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan.18 Apabila merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan yang menyebutkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut-
paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 
Berdasarkan dengan pasal tersebut, menurut penulis bahwa penunjukkan juga termasuk 
dalam kehutanan asalkan  penunjukkan tersebut disyahkan oleh Menteri Kehutanan. Oleh 
karena itu apabila ada tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum misalnya, menebang 
pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam penunjukkan tersebut tanpa 
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang seharusnya dipidana.       
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan:
(1) Berdasarkan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah 
menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan:
(1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan 
informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungan 
secara lengkap.
(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei 
mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, 
serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan disekitar hutan.
(3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Inventarisasi hutan tingkat nasional
b. Inventarisasi hutan tingkat wilayah
c. Invetarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
18 AKP Putu Rideng, selaku penyidik pada  tingkat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, interview pada tanggal 
7 April 2011 jam 11.00 Wita. 75
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d. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
(4)  Hasil inventarisasi hutan sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan 
neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi 
kehutanan.
(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan:
(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan 
melalui proses sebagai berikut:
a. Penunjukkan kawasan hutan
b. Penataan batas kawasan hutan
c. Pemetaan kawasan hutan, dan
d. Penetapan kawasan hutan19
(2) Pengukuhan kasawan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
Kesulitan yang dialami dalam tahap peradilan, yaitu:
1) Tidak semua hakim mampu memahami persoalan lingkungan hidup dan sumber 
daya alam secara komprehensif, akibatnya seringkali dampak kerusakan terhadap 
lingkungan dan atau SDA, serta dampak kerugian negara, baik dalam jangka pendek 
maupun panjang belum dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutuskan 
perkara.
Pemahaman yang baik mengenai seluk-beluk permasalahan lingkungan dan 
sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan dijatuhkannya 
putusan yang adil, disamping faktor-faktor lain seperti surat dakwaan dan tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum, hasil pembuktian di persidangan, serta alasan pemberat dan 
peringan yang ada pada terdakwa. Pemahaman yang baik dapat didorong melalui 
pelatihan-pelatihan dan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas para hakim. Kemudian dibentuk bagian khusus dengan hakim-hakim yang 
ahli di bidang lingkungan dan SDA.
2) Barang-barang bukti yang diajukan JPU biasanya berupa kayu hasil penebangan 
yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Hal tersebut menyebabkan penilaian 
majelis hakim terhadap barang bukti menjadi kurang akurat karena hanya berasal 
dari tanda bukti penyetoran hasil pelelangan kayu. 
Jika tidak memunginkan, misalnya karena biaya yang dibutuhkan untuk 
memindahkan kayu sangat besar, maka bisa saja JPU yang datang ke lokasi kayu-
kayu itu berada. Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, kendala mungkin ada 
pada budget seperti untuk transportasi.
19 Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan 
pengukuhan hutan, antara lain berupa:
a. Pembuatan peta penunjukkan yang bersifat arahan tentang batas luar;
b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;
c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan
d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan 
tanah hak.76
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3) Pada kasus-kasus pelanggaran izin seperti Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan hak-hak lain yang diberikan di 
bidang kehutanan, pemeriksaan akan lebih banyak dilakukan terhadap sahnya surat-
surat dan dokumen yang ada, serta perubahan yang bertentangan dengan izin yang 
diberikan. Hal ini dapat menutupi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi 
misalnya dalam hal diameter kayu dan jenis kayu.
Peningkatan kontrol secara lebih cermat terhadap dokumen terkait dengan surat-
surat dan dokumen sahnya izin kehutanan termasuk substansinya.
4) Kurang disertakan sanksi-saksi yang dapat menjelaskan tindak pidana pembalakan 
liar memiliki dampak yang luas. Sementara kurang referensi aparat penegak hukum 
atas badan-badan atau organisasi yang dapat dimintai penjelasan mengenai masalah 
pembalakan liar, atau adanya kecenderungan bahwa pelaku-pelaku yang tertangkap 
di lapangan seringkali hanya orang-orang suruhan.
Upaya sosialisasi peraturan perundang-udangan dengan tidak hanya berhenti 
pada tahap pengundangan melalui Lembaran Negara saja, akan tetapi juga dapat 
memanfaatkan media informatika yang telah berkembang dengan sangat pesat 
saat ini. Media internet misalnya digarap dengan membuat situs tersendiri yang di 
dalamnya memuat berbagai peraturan perundang-undangan bidang konservasi dan 
kehutanan khususnya terkait dengan pembalakan liar, serta peraturan perundang-
undangan lainnya, sehingga memungkinkan bagi para pihak yang berkepentingan 
untuk mengaksesnya.
5) Minimnya sanksi pidana yang diputuskan oleh majelis hakim.
Hal ini dapat dilihat pada putusan dengan nomor perkara 69/Pid.B/2008/PN. BPP 
atas nama Dedi bin Edi berumur 28 tahun dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf f20 jo 
Pasal 78 ayat (5)21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan 
tuntutan jaksa menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah 
Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Sedangkan 
pengadilan pada tanggal 28 Maret 2008 memutuskan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan 
penjara dan denda sejumlah Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah)  subsidair 1 (satu) bulan 
kurungan . Contoh lain yaitu, pada nomor perkara 205/Pid.B/2009/PN. Bpp atas 
nama Kardimun bin Kartomudjo berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun dikenakan 
dengan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tuntutan jaksa menjatuhkan pidana penjara 
selama 10 (sepuluh)  bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) 
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan pengadilan pada tanggal 3 Juni 2009 
memutuskan 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) 
subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 
Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman penjara yang berbeda dikarenakan:22 
20 Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 
yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
21 Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 
50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lma 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.000; (lima miliar rupiah).
22 Suptiono selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, interview pada tanggal 13 April 2011 jam 
14.00 Wita 77
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barang bukti, melihat dari kemampuan terdakwa, dan PSDH/DR. 
Tabel 4:Harga patokan untuk perhitungan PSDH kayu dan bukan kayu berdasarkan 
Permedag No. 08/M.DAG/PER/2/2007 tanggal 7 Februari 2007
Uraian Barang Tarif Harga Patokan PSDH
Harga patokan 
DR (USD) Satuan
A. Kayu 
1. Kayu Bulat
a. Kelompok meranti
b. Kelompok-kelompok 
rimba campuran
c. Kelompok kayu indah 
(ulin)
2. Kayu Bulat kecil
a. Kelompok meranti
b. Kelompok rimba campuran
3. Kayu sortimen lainnya
a. Kayu jati
1) Diameter > 30 cm
2) Diameter 20-29 cm
3) Diameter > 19 cm
4. Kayu HTI
a. Acacia
b. Gmelina
c. Karet
d. Sengon
B. Bukan kayu
1. Rotan 
a. Rotan sengon
b. Rotan semambu
c. Rotan lambing
10%
10%
10%
1%
1%
10%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
6%
  600.000
  360.000
1.086.000
   245.000
   245.000
2.500.000
1.500.000
1.000.000
    40.000
    40.000
    60.000
    30.000
  500.000
        700
  715.000
16
13
18
2
2
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
ton
ton
ton
ton
ton
batang
ton
Sumber: Dinas Kehutanan Paser
Tabel 5: Pedoman harga ganti rugi tegakan PSDH/DR
No. Jenis Kayu Harga Patokan PSDH DR Biaya Operasional
1. Meranti    500.000  50.000 16 310.050
2. Rimba raya    360.000  36.000 13 310.050
3. Kayu induk 1.086.000 108.000 18 310.050
4. Kayu bulat kecil     24.000   24.000 2 310.050
Sumber: Dinas Kehutanan Paser
Di satu sisi, minimnya sanksi pidana yang diputuskan dapat merupakan salah satu 
dampak dan kurangnya pemahaman hakim mengenai seluk beluk persoalan lingkungan 
hidup dan sumber daya alam. Di sisi lain, hal tersebut merupakan salah satu kelemahan dari 
pencantuman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
yang mencantumkan sanksi pidana maksimal. Sampai saat ini belum pernah terdengar bahwa 
majelis hakim menjatuhkan putusan seberat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 
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41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Pandangan hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Pengadilan 
Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) maupun Pengadilan Tingkat Kasasi (Mahkamah 
Agung) terhadap pembalakan liar sangat bervariasi. Perbedaan sudut pandang para hakim 
tersebut terletak pada interpetasi masing-masing terhadap ketentuan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pembalakan 
liar meliputi:
a. Masih adanya perbedaan penafsiran hukum di kalangan lembaga penegak hukum 
yang menyebabkan putusan hukum bersifat tidak mutlak dan tidak menimbulkan 
efek jera bagi para pelakunya.
b. Dalam proses penanganan perkara terhadap para pelakunya hanya digunakan 
pembuktian parsial sehingga tidak dapat menyentuh jaringan pelakunya dan hanya 
pelaku lapangan atau pelaku tertentu saja yang dapat tersentuh, padahal dalam 
Pasal 78 ayat (13) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah 
ditetapkan bahwa pembalakan liar merupakan kejahatan korporasi yang melibatkan 
pelaku intelektual, pelaku pembantu, Pembujuk atau pemancing (uitloker),. 
Indikasinya adalah kegiatan jaringan organisasi kejahatannya terus berlangsung 
dengan mengganti pelaku lapangan yang tertangkap sehingga kerugian negara terus 
berlangsung dan asas keadilan serta kemanfaatan tidak dapat terpenuhi.
c. Dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak pernah dimunculkan 
atau dijadikan pertimbangan dampak dan kerugian luar biasa yang ditimbulkan 
akibat pembalakan liar. Bahkan ada beberapa kasus yang hanya dinyatakan sebagai 
pelanggaran administrasi saja.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sert analisa data 
yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:
1. Penegakan hukum dalam kasus pembalakan liar di Kalimantan Timur belum efektif 
karena masih terdapat banyak permasalahan dalam penanganan kasus pembalakan 
liar  mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap peradilan, tumpang tindihnya 
kebijakan dalam penanganan kasus pembalakan liar sehingga menimbulkan terjadinya 
penafsiran hukum yang berbeda di kalangan instansi penegak hukum. Selain itu, 
secara normatif, belum ada definisi hukum yang jelas yang dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana pembalakan liar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus 
pembalakan liar di Kalimantan Timur yaitu aspek perundang-undangan dalam 
hal ini materi perundang-undangan harus menjadi payung hukum bagi semua 
penegak hukum terkait dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan 
liar, menetapkan definisi hukum pembalakan liar  agar tidak terjadi multitafsir di 
antara kalangan aparat penegak hukum, perizinan yang dilakukan dalam urusan kayu 
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seharusnya dilakukan dalam satu pintu dan rumusan sanksi pidana dalam undang-
undang kehutanan harus menimbulkan efek jera terhadap pelaku pembalakan liar. 
Saran
Berdasarkan kenyataan bahwa masih terdapat banyaknya permasalahan dalam 
penegakan hukum untuk kasus pembalakan liar di Kalimantan Timur, maka penulis 
memberi saran sebagai berikut:
1. Untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum 
pencari keadilan, maka kualitas dari aparat penegak hukum harus di tingkatkan 
terutama dalam aspek moralitas.
2. Seharusnya undang-undang kehutanan mencantumkan sanksi minimal dalam sanksi 
pidananya dan pelaku dalam kasus pembalakan liar tidak hanya dijerat dengan 
menggunakan undang-undang kehutanan serta pidana saja tetapi juga undang-undang 
korupsi serta dalam proses pembuktiannya perlu diterapkan beban pembuktian 
terbalik sejak proses penyidikan sehingga diharapkan agar dapat mengungkap 
sindikat organisasi pelakunya dan pelaku utamanya.
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Abstract
The purpose of this research is to get full description about parliament consept 
in Indonesia that no clear enough use Threecameralism system (MPR, DPR, DPD) 
Bicameralism (DPR and DPD), or Unycameralism (MPR). Similarly, if use Bicameralism 
form (DPR and DPD) so is not make check and balances of character between DPR 
and DPD make Bicameralism consept in Indonesian only Weak Bicameralism not Strong 
Bicameralism. Result of this research is power phenomenal more arbitrarily that’s why 
the power must be limited and restriction of the power must be regulated and limited in 
certainty of legislation or constitution that purpose no happen accumulation power to one 
branch of power. Trias Politica doctrine divide three branch of power that is Legislative as 
make the rule, executive to ride of it, and Judicative to investigate that follow with checks 
and balances mechanism, so that it’s impress the arbitrarily or maybe make escaped from 
arbitrarily.
Keywords: Checks and Balances, Power
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi konsep 
parelemen Indonesia yang tidak jelas, apakah menggunakan parelemen tiga kamar 
(MPR, DPR, DPD) atau dua kamar (DPR dan DPD), atau satu kamar (MPR). Konsep 
bikameral indonesia terasa ambigu di antara dua pilihan, apakah menggunakan strong 
bicameralism atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, dengan metode 
pengumpulan data studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan dan 
pemisahan kekuasaan harus diatur dengan jelas dalam konstitusi, agar tidak terjadi 
penumpukan kekuasaan pada satu tangan. Doktrin trias politica membagi tiga cabang 
kekuasaan dengan mekanisme chek and balances. 
Kata Kunci: Cheks and Balances, Kekuasaan 
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PENDAHULUAN 
Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan1 telah menempati posisi yang sentral dalam 
alam kehidupan kolektif manusia modern, Negara tidak hanya dipandang lagi sebagai 
sebuah entity yang absolute, dimana semua stakeholder pendukung adanya Negara harus 
tunduk terhadap penguasa Negara tanpa reserve. Akan tetapi  negara harus mengikuti 
apa yang menjadi kemauan rakyat yang telah membentuk negara itu sendiri tidak bisa 
mengabaikan sumber pembentuk negara (manusia baik secara individu maupun kolektif). 
Kecenderungan inilah telah menjadi konsekuensi dari apresiasi dan sekaligus resistensi 
umat manusia itu sendiri terhadap “negara” yang sudah dianggap ketinggalan zaman, 
karena keberadaanya telah mencengkram kebebasan tertinggi manusia. Hak-hak warga 
Negara seakan-akan telah diambil alih oleh Negara sejak Negara itu terbentuk.2 Negara 
kata, Max Weber, adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan 
tindakan kekerasan terhadap warganya.
Menurut Thomas Hobbes, Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak 
beramai-ramai, masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan 
dan perlindungan bagi mereka. Jean Jaques Rousseau, Negara adalah perserikatan dari 
rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan 
harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas.Karl Marx, Negara adalah 
suatu alat kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia lainnya.3 
Has Kelsen, Negara adalah suatu tertib hukum. Tertib hukum yang timbul karena 
diciptakannya peraturan-peraturan hokum yang menentukan bagaimana orang di dalam 
masyarakat atau Negara itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya. 
Sedangkan menurut Miriam Budiardjo,4 Negara merupakan integrasi dari kekuasaan 
politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Untuk menjalankan kekuasaan-
kekuasaan Negara tersebut penulis membawa pikiran pada beberapa bentuk kekuasaan 
berdasarkan cara dan sifatnya. Ada beberapa teori yang mengemuka yang telah meguak 
teori-teori kedaulatan dalam negaara sebagai berikut: (1) teori Kedaulatan Tuhan, (2) 
teori Kedaulatan Raja, (3) teori Kedaulatan Negara, (4) teori Kedaulatan Rakyat, (5) teori 
Kedaulatan Hukum.
Teori Kedaulatan Tuhan
Prinsip dasar dari teori kedaulatan Tuhan (god-souvereniteit) adalah bahwa kekuasaan 
dalam negara berasal dari Tuhan (kepemimpinan theokrasi) oleh karena itu seorang 
penguasa negara yang menjalankan kekuasaanya dalam negara hanyalah sebagai wakil 
Tuhan saja dan bukan menjalankan kekuasaan sendiri atau kekuasaan milik negara. 
Timbulnya ajaran kedaulatan Tuhan ini disebabkan oleh kepercayaan orang beragama 
1 J.H.A. Logemann, mengatakan bahwa, negara  adalah suatu organisasi otoritas yang sasaran 
kegiatannya ialah dengan otoritasnya mengatur suatu masyarakat yang ada sebagai keseluruhan. Lihat 
dalam bukunya Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif  terjemahan Makututu, dan J.C. Pangkegero, 
(Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975), hlm. 95, didalam IGDE Pantja Astawa dan Suprin na’a, 2009, 
Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, (Jakarta: Refika Aditmama, 2009),hlm 1
2 Lihat Didlam I GDE Pantja Astawa dan Suprin Na’a, ibid
3 Dalam Franz Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx; Dari Utopis Ke Perselisihan Revisionisme, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 166
4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. XIII, 1991), 
hlm. 3886
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bahwa Tuhanlah yang menjadi Maha Pencipta langit dan bumi dengan segenap isinya, 
sehingga Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi diseluruh alam semesta ini.5  
Menurut catatan sejarah, ajaran kedaulatan yang paling tua dan yang pertama kali 
dipraktekan dalam kekuasaan negara adalah teori kedaulatan Tuhan, bahwa kekuasaan 
tertinggi berada pada Tuhan. Teori sangat pesat berkembang pada abad pertengahan, 
ketika agama Kristen saat itu yang terorganisir melalui wadah gereja berada pada 
masa kejayaan atau keemasan dikepemimpinan seorang Paus.6 Pada waktu itu ada dua 
organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh seorang 
raja, dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang Paus pemimpin gereja 
katolik, karena pada saat itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat-alat kelengkapan 
yang hampir sama dengan alat-alat perlengkapan yang dipunyai oleh organisasi negara.7 
Organisasi gereja pada saat itu mempunyai kekuasaan yang nyata dan dapat mengatur 
kehidupan negara, tidak saja yang bersifat keagamaan, tetapi sering juga bersifat 
keduniawian, maka tidak jarang kalau kemudian timbul dua peraturan untuk satu hal, 
yaitu peraturan dari negara dan peraturan dari gereja.
Dalam praktek ketatanegaraan dibawa kedaulatan Tuhan, bahwa selama antara 
kedua peraturan satu sama lain tidak bertentangan, maka selama itu pula tidak ada 
kesulitan-kesulitan dari pada warga negara untuk menaatinya. Akan tetapi apabila 
peraturan-peraturan saling bertentangan satu sama lain, maka timbulah persoalan, 
disnilah ada pertanyaan yang begitu menarik bisa muncul yakni, peraturan dari manakah 
yang berlaku? Artinya bahwa antara kedua peraturan itu, yang mana yang lebih tinggi 
tingkatannya, maka peraturan yang lebih tinggi itulah yang akan ditaati. Pemikir-pemikir 
teori kedaulatan Tuhan, pada umumnya dari pemikir-pemikir negara dan hukum hampir 
semua mereka menganut paham teori theokrai, beberapa pemikir dimaksud adalah 
Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Pemikir-pemikir ini tidak mempersoalkan 
siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi, karena mereka tetap konsisten atau sepakat 
bahwa yang  mempunyai kekuasaan tertinggi atai kedaulatan hanyalah Tuhan. 
Dari teori kedaulatan Tuhan atau kekuasaan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
untuk menyelenggarakan sistem kedaulatan Tuhan atau kekuasaan tertinggi berada 
pada Tuhan, sementara yang menjadi perwakilan Tuhan dibumi, adalah para  pimpinan-
pimpina umat, gereja seperti Paus, para rohaniawan, Pendeta. Perwakilan-perwakilan itu 
sesunggunya hanya sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, namun bermanfaat 
bagi kepentingan negara, dan rakyat. Kekuasaan yang didasarkan pada teori kedaulatan 
Tuhan dapal perkembangannya di kritik, dengan demikian lahir lagi bentuk kekuasaan 
yang lain yang bagi mereka kekuasaannya dapat memberikan manfaat bagi semua wrga 
Negara.
Teori Kedaulatan Raja
Baik kedaulatan Tuhan maupun kedaulatan Raja esensi kekuasaan sama, yakni berbicara 
persoalan kekuasaan ada dimana. Kedaulatan Raja (the king of souveregnty) memberi arti 
bahwa dalam negara itu yang berdaulat adalah raja, raja dianggap sebagai orang yang suci, 
5 Mucthar Affandi,  Ilmu-Ilmu kenegaraan, Suatu studi Perbandingan, (Bandung: Lembaga Penerbit 
Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran, 1982). 
6 Lihat Soehini, OP.Cit., hlm. 152, didalam I GDE Pantja dan Suprin, OP.Cit., hlm. 110
7 Abu Daud Busroh, Op.Cit., hlm. 70 didalam Pantja dan Suprin, Ibid 87
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bijaksana sehingga tidak sama dengan rakyat (warga negara) meskipun dipahami sama-
sama manusia. Posisi atau kedudukan raja dalam hal ini begitu kuat dan tidak ada yang 
menyamainya atau menandinginya dari aspek powernya pada saat itu. Paham ini betul-
betul dikagumi, sehingga sangat ditakuti oleh rakyat jika raja bisa mangkat atau meninggal 
dan tidak dapat melaksanakan kekuasaanya, karena rakyat berfikir atau berpandangan raja 
itulah yang menjadi pelindung dan pemersatu negara dan bangsa.
Otoritas kepemimpinan raja dalam  menyelenggarakan kekuasaanya disandarkan pada 
kemampuanya meyakinkan rakyat bahwa ia dan keturunannyalah yang berhak diangkat 
kedalam kedaulatan (kekuasaan yang tertinggi). Hal ini didukung oleh suatu kekuatan 
kepercayaan kharismatik, kewibawaan, kesucian keturunan, maupun sebagai reprsentasi 
dari kekuasan Tuhan yang diberikan secara turun temurun kepada keluarganya. Dalam 
kekuasaanya, raja sangat berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang memberikan hak untuk 
memerintah secara mutlak kepada raja, oleh karena itu kekuasaan politik yang dimiliki 
raja tidak dapat dicabut oleh rakyat jelata.8
Kekuasaan raja dalam lapangan atau rana duniawi, menurut Marsulius, kekuasaan 
tertinggi dalam negara berada pada raja, karena reja adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan 
kedaulatan di dunia. Oleh sebab itu, raja berkuasa mutlak, karena raja merasa dalam tindak 
tanduknya menurut atau sesuai kehendak Tuhan. Masa kejayaan atau keemasan teori ini 
pada zaman renaissance.9. karena selalu dianggung-agungkan kekuasaan atau kedaulatan 
raja dengan kekuasaan mutlak yang ada pada rakyat dapat mengakibatkan konflik, sehingga 
tidak terelahkan terjadi penyelewengan kekuasaan ke dalam tianny, seperti halnya Louis 
IV di Perancis yang menyatakan bahwa negara adalah saya (I’etat cest moi). Banyaknya 
keluarga raja dan para bangsawan yang perpesta pora di atas kesensaraan, menyebabkan 
rakyat tidak lagi percaya pada kekuasaan tertinggi yang harus terus-menerus berada 
ditangan raja. Dari cerita sejarah kedaulatan raja Louis IV ini, rakyat mulai memberontak 
kekuasaan raja dan mulai menyadari kekuatannya sendiri sebagai “rakyat” yang beridentitas 
dan berhak.10
Jika ditelusuri lebih dalam lagi bahwa unsur-unsur teori kedaulatan negara dapat 
ditemukan dalam argumen-argumen John Locke. Ia berusaha memberikan suatu uraian 
baik mengenai hak-hak publik maupun hak-hak pribadi. Locke menyetujui revolusi dan 
penyelesaian tahun 1688 di Inggris, yang mengenakan batas-batas konstitusional tertentu 
pada kekuasaan instana. Menurut John Locke, bahwa pembentukan aparat pemerintahan 
tidak menandai peralihan hak-hak semua warganegara kepada dunia poltik.11
Perlu ditekankan bahwa, dalam uraian Locke, otoritas politik diberikan oleh individu-
individu pada pemerintah dengan maksud mengejar tujuan-tujuan ini gagal diwakili dengan 
tepat, maka pertimbangan-pertimbangan akhir ada ditangan rakyat. Warga negaranya yang 
bisa  menyalurkan baik dengan menolaknya maupun, jika perlu, dengan penetapan bentuk 
pemerintahan sendiri. 
8 Hendra Nurtjahyo, 2006, Filsafat demokrasi, Bumi Aksara, hlm. 32 Bandung, diddalam Pantja Suprin, 
Op.Cit., hlm., 111
9 Abu daud Busroh, Op.Cit., hlm., 71, didalam Pantja dan Suprin. Ibid
10 Hendra Nurtjahyo, Op.Cit., hlm. 32, dialam Pantji dan Suprin, Op.cit., hlm. 112
11 Arendt H, On Revolution, New York, Viking Press, 1963, hlm., 402. Dikutip oleh  David Held, Demokrasi 
Dan Tatanan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), hlm. 51.88
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Dalam perkembangannya juga teori ini dianggap tidak mampu mengakomodasi 
kepentingan warga Negara secara kolektifisme, akhirnya muncul bentuk kekuasaan yang 
lain.
Teori Kedaulatan Negara
Dalam teori kedaulatan negara (staatssouvereniteit) kekuasaan ini menganggap bahwa 
negara sebagai suatu “rechtspersoon” atau suatu “badan hukum” yang dianggap memiliki 
pelbagai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Negara 
sebagai badan hukum inilah yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di dalam 
kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat.12 
Bagi Austin demikian juga Jean Bodin,  yang berdaulat adalah “legibus solute)”, 
yakni “pembentuk hukum yang tertinggi” (supreme legislator), dan hukum positif adalah 
hukum yang dibuat oleh yang berdaulat itu. Sebagai konsekuensinya, yang berdaulat berada 
di atas hukum yang merupakan hasil ciptaanya sendiri.13 Salah satu pendukung dari teori 
kedaulatan negara adalah Paul Laband dielaborasi dalam karya bukunya Das Staatsrecht 
des Deutschen Reiches mengemukakan pendapatnya bahwa “negara merupakan sumber 
segala kekuasaan”.14 Berangkat dari pendapat ini, maka dapat dikatakan bahwa Laband 
seorang ahli pikir yang sangat diagung-agungkan negara atau mengidolakan negara 
sebagai pemegang kedaulatan, dan secara factual sifat dan hakikat negara memegang 
prisnip seperti itu. Secara factual juga bahwa bumi (khususnya daratan yang dihuni umat 
manusia) ini telah terbagi habis secara geografis oleg organisasi negara.
Dalam pandangan atau pendapat pemikir lain seperti Rudolf Von Jhering, dalam 
bukunya (Der Zweck im Recht) menulis, “der staat ist die alleinige quelle des recht” 
(Negara merupakan satu-satunya sumber hukum). Hans Kelsen juga pernah mengatakan 
“...dasz das objective recht wille des states ist” artinya bahwa “hukum obyektif merupakan 
kehendak negara”.15 dari pemikiran-pemikiran tersebut menunjukan bahwa di atas negara 
tidak ada kekuasaan lain. Atau dengan perkataan lain bahwa negaralah yang memegang 
kekuasaan tertinggi. Ajaran kekuasan negara inilah yang melahirkan pikiran-pikiran 
Austin, mengenai doktrin hukum alam bahwa hukum adalah segala peraturan yang dibuat 
oleh rakyat.
Kedaulatan menyatu padu dengan bentuk atau “person” kekuasaan publik yang 
jelas, penguasa bertindak atas nama person ini, yaitu atas nama negara.16 Penguasa harus 
memiliki kekuasaan yang cukup untuk menjamin agar undang-undang yang mengatur 
kehidupan politik dan ekonomi dijunjung tinggi, sebab dalam pandangan Habbes, 
ambisi-ambisi, ketamakan, kemarahan, dan nafsu-nafsu manusia lainnya cukup kuat. 
Menurutnya perjanjian kata-kata terlalu lemah untuk mengendalikannya. Perjanjian tanpa 
pedang, hanyalah kata-kata, dan sama sekali tidak kuat untuk menjamin manusia.17 Di 
luar lingkungan pengaruh negara akan selalu ada ancaman terhadap kesejahteraan yang 
tetap, tetapi dalam wilayah yang dikontrol oleh negara, didukung dengan hukum-hukum, 
12 Muchtar Affandi, Op.Cit., hlm. 215-216, didalam Pantja, dan Suprin, Ibid
13 F. Isjwara, Op.Cit., hlm. 71, didalam Pantji dan suprin Ibid
14 Mucthar Affandi, Op.Cit., hlm. 217, di dalam Pantja dan Suprin., Op.Cit., hlm. 113
15 Pantja dan Suprin, ibid
16 Skinner Q,  The idea of the modern state. Two lectures delivered October and November , (Cambridge 
University, 1989), hlm. 227.
17 Ibid., hlm. 223 89
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institusi-institusi dan kekuasaan-kekuasaan, tatanan sosial dapat dipertahankan.  
Teori Kedaulatan Rakyat
Lahirnya ajaran atau teori kedaulatan rakyat dikerenakan adanya ketidak tertiban, 
dan tanpa adanya tata tertib dan kekuasaan rakyat, manusia tidak akan hidupa aman. 
Ajaran atau teori kedaulatan rakyat (volks-souvereniteit) lahir dari pemikiran Jean 
Jaques Rousseau sebagai kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber dari perasaan yang 
melekat pada diri manusia sebagai satu-satunya mahkluk yang mempunyai peradaban 
(sivilisasi). Berbeda dengan ahli-ahli filsafat pada zamannya yang lebih mementingkan 
ilmu pengetahuan berdasarkan “hyper-intelektualism” dengan penemuan-penemuan baru, 
maka oleh Rousseau berpendapat bahwa kebudayaan dengan penemuan-penemuanya 
yang baru, dengan usahanya untuk mencari penghalusan dan peningkatan mutu dalam 
kehidupan sehari-hari, pada hakikatnya akan membawa akibat bagi umat manusia kearah 
kemerosotan dan keruntuhan dalam hidupnya.
Teori kedaulatan rakyat melahirkan teori kontrak sosial.kedaulatan rakyat dalam 
kaitannya dengan contract social (perjanjian masyarakat), terdapat dua pendapat pertama, 
kekuasaan dari rakyat karena perjanjian masyarakat itu, dan itu telah habis, karena 
kekuasaan itu berpindah kepada penguasa yang kini kekuasaan mutlak. Penguasa itulah 
yang berdaulat, bukan rakyat. Kedua, manusia sejak dilahirkan telah membawa hak untuk 
menjamin hak-hak itu, maka, mereka mengadakan perjanjian masyarakat untuk mendirikan 
negara untuk melindungi hak-hak manusia itu. Jadi  kedaulatan itu tetap berada pada 
rakyat.18     
Didalam ajaran teori kedaulatan (sovereigniteit),adalah ciri, tanda atau atribut dari 
Negara. Sebahgai atribut hukum dari negara kedaulatan tidak mempunyai sejarah yang 
tidak sama. Dalam arti bahwa kedaulatan lebih tua secara konseptual dari pada konsep 
Negara itu sendiri.19 Ia mengatakan bahwa kedaulatan dianggap sebagai suatu fiksi besar 
tanpa arti dan tanpa kenyataan.Charles Benoist, menganggap kedaulatan sebagai suatu 
konsep yang paslu sejak semula yang kemudian dipalsukan dalam sejarah, tanpa manfaat, 
dan lebih-lebih lagi kedaulatan adalah konsep yang berbahaya.20
Teori kedaulatan Hukum
Teori-teori tentang kedaulatan yang telah di kemukakan di atas, bagi peneliti merupakan 
pengantar menuju pada suatu poros kekuasaan yang bersifat modern, berbasis penguatan, 
penjamin dan pemajuan suatu bangsa/masyarakat yang kuat dalam suatu negara, dimana 
pada awal teori-teori tadi, sesungguhnya setiap kekuasaan dengan ajarannya masing-masing 
hanya untuk mengatur hajat hidup manusia, yang aman, tertib, damai dan sejahtera.21
18 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara  Universitas Indonesia, Cet. V, 1983), hlm. 125-126.
19 James Bryce, Lihat dalam I GDE Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Ibid.,107
20 Ibid
21 Tujuan Negara dengan kekuasaanya adalah untuk mencipatakan suatu kondisi kekuasan yang aman, 
damai dan sejahtra. Jika dikaitkan dengan tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945, tujuan Negara 
adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah indeonesia, memajukan 
kesejahteran dunai, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, liihat 
Jean Bodin kedaulatan intern, menyelenggarakan kekuasan Negara dala batas-batas territorial, dan 
kekuasan ekstern oleh Grotius, diluar dari wilayah seperti hubungan intenasional, membawa dampat 
negative, yakni tidak bergantung pada Negara lain.90
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Teori atau ajaran kedaulatan hukum dianggap suatu kekuasaan yang paling modern 
yang masih berlaku sampai saat ini.22 Teori kedaulatan hukum (rechtssouvereniteit) 
prinsipnya bahwa hukum satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan. Semua yang 
hidup di dunia ini, termasuk badan hukum maupun negara sebagai sebuah entitas beserta 
para penyelenggara negara harus tunduk kepada hukum. Untuk menjalankan kedaulatan 
hukum atas negara, maka dalam suatu negara harus ada konstitusi, sebagai koridor dari 
penyelenggara negara.23
Ditafsir sesuai ajaran ini, hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara, 
akan tetapi dalam proses selanjutynya negara itu sendiri harus tunduk kepada hukum 
yang dibuatnya, yakni tunduk pada konstitusi atau peraturan perundang-undangan hal ini 
sesungguhnya telah dikemukakan oleh Leon Dugiut dalam bukunya berjudul “Traite de 
Droit Constitutionel” dan Krabbe, dalam bukunya “Critische Darstellung der Staatslehre” 
dan “Die Lehre der Rechtsssouvereiniteit”.  Mahfud dalam bukunya Pilar-Pilar Hukum 
dan Demokrasi, hukum adalah produk politik, namun dalam kekuasaan pemerintahan 
selalu tunduk dan taat pada hukum sebagai produk politik itu.
Menurut Krabbe, yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. 
Diperkuat oleh Jellineck dengan teorinya “selbstbindung” yang isinya antara lain, bahwa 
negara harus tunduk secara sukarela kepada hukum.24  Lebih lanjut Krabe berpoles bahwa 
masih ada faktor di atas negara, yaitu kesadaran hukum dan rasa keadilan, maka dengan 
demikian hukumlah yang berdaulat, bukan negara. Pikiran ini juga dipengaruhi oleh  aliran 
historis dari Von Savigny yang mengatakan bahwa “hukum timbul bersama kesadaran 
hukum masyarakat. Hukum tidak tumbuh dari kehendak atau kemauan negara, maka 
berlakunya hukum terlepas dari kemauan Negara.25 Pikiran Krabbe sebagaimana dikutib 
oleh Mucthar Affandi:26 bahwa “hukum itu sama sekali tidak bergantung kepada kehendak 
manusia. Bahkan hukum merupakan suatu hal yang terlepas dari keinginan setiap orang, 
sebab hukum telah terdapat dalam kesadaran hukum setiap orang. Kesadaran hukum ini 
tidaklah datang, apalagi dipaksakan  dari luar, melainkan dirasakan orang dalam dirinya 
sendiri.
Tulisan-tulisan Krabbe dalam mendalami pemaknaan terhadap teori ini dengan 
mengatakan, “..aldus moet ook van het recht de heer schappij gezocht worden on de 
reactive van het rechtsgvoel en ligt dus zijn gezag niet buiten maar in den mensch”. Dari 
pernyataan di atas dapat dsimpulkan bahwa kekuasaan atau kedaulatan hukum harus dicari 
pada keadilan, sehingga kekuasaan hukum itu terletak pada  diri manusia itu kedalam 
bentuk ketentuan hukum positif, artinya hukum yang ada dalam diri manusia dinyatakan 
dalam peraturan-peraturan hukum negara yang bersangkutan. 
Dengan demikian, hukum bukanlah sengaja dibuat oleh penguasa negara. Penguasa 
negara hanya memberikan perumusan formal saja kepada hukum telah ada dalam diri 
setiap manusia. Bahkan penguasapun berasal dari hukum dan harus mengapresiasi hukum, 
22 Moh. Kusnsrdi dan Bintang  R. Saragih, Ilmu Negara, (Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 127. 
23 Setidaknya ada dua pendapat mengenai isi dari kedaulatan hukum (rechtssouvereniteit), yakni: (1) 
bahwa hukum berdaulat karena sifatnya yang imperative dan tanpa diterima oleh rakyat demikian pun 
hukum tetap berlaku (kata Kelsen), (2) bahwa hukum berdaulat karena ia bersumber kepada kesadaran-
kesadaran hukum dari rakyat (Krabe), di dalam Pantja dan Suprin, Op-Cit., hlm. 114
24 Abu Daud Busroh, Op.cit., hlm. 72, didalam Pantja dan suprin., Op.cit., hlm. 115. 
25 Mocthar Affandi, Op.Cit., hlm. 72. Didalam Pantja dan Suprin, ibid
26 Mocthar Affandi, Op.Cit., hlm. 220. Didalam Pantja dan Suprin, ibid hlm. 115. 91
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harus tunduk kepada hukum serta memiliki kewajiban untuk menegahkannya yang telah 
dibuat berdasarkan hati nurani.27   
Kedaulatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945
Sistem kedaulatan atau kekuasaan negara versi UUD 1945 sebagaimana konstitusi dasar 
yang bersifat tertulis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara jelas dan tegas 
telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar 1945.28 Jika dibandingkan dengan paham-
paham kedaulatan sebelumnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kedaulatan 
Negara yang dianut dalam UUD 1945 bersifat regulatif, artinya walaupun kekuasaan berada 
ditangan rakyat, akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu regulasi maka  tidak dapat dilaksanakan 
dengan baik dan kekuasaan itu bersifat inkostitusional. UUD 1945 merupakan hukum 
tertinggi dalam sistem penyelenggara negara. Hal itu dilihat dari dua hal. Pertama dari segi 
substansi diakui bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land, 
de boogste wet) mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai (i) format organisasi kenegaraan, 
(ii) mengatur prosedur-prosedur tentang mekanisme atau hubungan antar organ negara (iii). 
Mengatur prinsip-prinsip hubungan antar negara atau organ-organ negara dengan warga 
negara (iv). Mengatur mekanisme hubungan antar sesama warga negara. Semua ini diatur 
dan ditentuhkan  oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.
Kedua dilihat dari segi bentuk pelaksanaanya bahwa norma-norma konstitusi itu 
dijabarkan dalam politik hukum (legal policy) dalam berbagai bidang kegiatan dalam arti 
yang luas yang dituangkan dalam bentuk undang-undang (legislative acts) dan peraturan 
perundang-undangan pelaksanaanya yang berupa executive acts (subordinate legislation), 
serta dalam bentuk tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan ketatanegaraan dalam 
proses penyelenggaraan fungsi-fungsi-fungsi kekuasaan negara.
Kedaulatan versi UUD 1945, juga merupakan kedaulatan versi Pancaslia, sila 
ke empat mengisahkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan. Nilai dari sila ke empat Pancasila ini intihnya adalah 
musyawarah untuk mufakat. Kemufakatan itu dijadikan suatu putusan suatu ide dasar 
yang didapat dijadikan regulasi dimuat dalam keputusan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, mufakat melahirkan kedaulatan atau kekuasan rakyat oleh UUD kedaulatan itu 
dilaksanakan menurut Undang-Undang.
Selain teori-teori tentang kedaulatan atau kekuasaan-kekuasaan sebagaimana 
telah dikemukanan dan untuk memberikan bobotan terhadap tulisan disertasi ini penulis 
menguraikan lagi beberapa teori yang berkembang diakhir-akhir ini dikelola dari berbagai 
sumber sebagaimana dikemukakan oleh Eddi Wibowo, T. Saiful Bahri, dan Hesel Nogi 
S. yang dikutip oleh Efriza dalam bukunya Ilmu Politik, dari Ilmu Politik sampai sistem 
pemerintahan teori-teori tersebut tersebut adalah:
27 Mucthar Affandi, Ibid.m hlm. 220-221, didalam Pantja dan suprin, Ibid., hlm. 116
28 Lihat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, sistem kedaulatan ini hasil perubahan UUD 1945, sebelumya 
“kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” 
(MPR) juga sebagai mandataris MPR. Sekarang berubah menjadi “kedaulatan berada ditangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut UUD 1945”, artinya segala sesuatu harus dilaksanakan menurut konstitusi 
sebagai tolak ukur.  92
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RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana melihat dan mempelajari praktek penyelenggaraan kekuasaan negara di 
bidang legisatif (parlemen), antara MPR, DPR dan DPD?
2. Bagaimana menemukan metode yang lebih efektif untuk diterapkan dalam konsep 
parlemen di Indonesia. 
METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggabungkan metode 
penelitian primer, sekunder. Penelitian dengan pendekatan normatif diarahkan untuk 
mengkaji beberapa model check and balances di berbagai negara; Amerika, Belanda, 
Jerman dan negara lainnya, beserta bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem 
pemerintahannya masing-masing, kemudian membandingkannya dengan konsep check 
and balances di Indonesia.
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 
yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara langsung 
dengan responden, beberapa diantaranya anggota DPR dan DPD. Serta data sekunder, 
yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi teoritis, peraturan 
perundang-undangan, doktrin-doktrin dari berbagai pakar hukum, dan data-data yang 
diperoleh langsung dari lokasi penelitian, terkait parlemen Indonesia.
Proses analisis terhadap isi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui 
mekanisme yang bersifat sirkuler29 yaitu analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah 
proses pengumpulan data. Juga dengan menggunakan metode content analitys untuk 
mendapatkan kesimpulan. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Memaknai Checks and Balances sebagai Intrumen Pembatasan  Kekuasaan
Kekuasaan absolutisme, menimbulkan ketidak teraturan kekuasaan negara, melahirkan 
tirani-tirani kekuasaan, dan nisjaya terlaksana kekuasaan yang otoriter, membuahkan 
kesenjangan dan transisi-transisi kekuasaan negara, disamping tidak efektif dan efisien 
penyelenggaraan pemerintahan negara itu sendiri. lahirnya Checks and balances sebagai 
bentuk penyeimbang dari penerapan doktrin kekuasaan trias politika, yang mencoba 
mengatur kehidupan kekuasaan negara yang relatif baik dalam menciptakan hubungan-
hubungan hukum antara cabang-cabang atau badan-badan kekuasaan negara, antara 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang seimbang dan bersifat dinamis. Memang istilah 
checks and balances baru mulai marak dibicarakan pertengahan abad ke 19 ini, walaupun 
istilah ini suda lama ada namun dalam penggunaanya sangat baru, sehingga literatur yang 
menguraikan soal cheks and balances juga masih minim.
Dalam ajaran kedualatan rakyat (volks-souvereniteit), yang dipelopori oleh Jean 
Jaques Rousseau, merupakan kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber dari perasaan 
yang melekat pada diri manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai peradaban 
(sivilisasi). Ajaran kedaulatan rakyat berpangkal tolak dari hasil penemuan Rousesseu 
bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia tidak akan hidup aman dan pasti tidak 
29  Muhamad Muhdar, Op.Cit. hlm. 20 93
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tentram. Tanpa tata tertib, manusia diumpamakan serigala (homo homini lupus), dan 
kehidupan beruba menjadi perang antar umat manusia (bellum omnium contra omnes). 
Itulah sebabnya manusia bersepakat untuk mendirikan negara, dan untuk itu mereka 
mengadakan perjanjian masyarakat.30
Mengenai kedaulatan rakyat dalam kaitannya dengan kontrak social (perjanjian 
masyarakat), terdapat dua pendapat, pertama. Kekuasaan dari rakyat karena perjanjian 
masyarakat itu telah habis, sebab kekuasaan itu berpinda kepada penguasa yang mempunyai 
kekuasaan mutlak, penguasa itulah berdaulat, bukan rakyat. Kedua, manusia sejak 
dilahirkan telah membawa hak, untuk menjamin hak-hak itu, maka, mereka mengadakan 
perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dalam rangka melindungi hak-hak manusia 
itu. Jadi kedaulatan tetap berada pada rakyat.31
Montesquieu, suatu pemerintahan memiliki tiga bentuk kekuasaan, yaitu, legislatif, 
eksekuitf, dan yudikatif. Dengan formulasinya bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan 
membentuk UU, dan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan UU yang 
telah dibuat dan ditetapkan oleh legislatif, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan 
mengadili suatu UU. Kekuasan ini harus diberikan kepada pihak yang berbeda-beda, hal 
itu dimaksudkan agar tidak ada penumpuhkan kekuasaan pada satu tangan kekuasaan, 
mengapa karana bisa menimbulkan arogansi kewewenang-wenangan dan inefesiensi.
Aristotels yang dikutip oleh Munir Fuady, pernah berpendapat bahwa pemerintahan 
yang dipimpin oleh satu orang bukan merupakan pemerintahan yang konstitusional. 
Terkait dengan pembagian kekuasaan Aristotels juga pernah mencoba mendalami pola 
pembagian kekuasaan dengan membandingkan sebanyak 186 negara kota (polis) yang 
terdapat di Yunani dalam bukunya Politiea, walaupun yang ditemukan hanya satu 
penyelidikan, yakni, tentang konstitusi kota Athena, ia menemukan pembagian system 
pemerintahan yang demokratis, sedangkan di Vatikan semua kekuasaan ada di tangan 
Paus, dan Kota Yunani pun kekuasaan terbesar ada pada raja, karena itu muncullah istilah 
“Princep Legibus Solutus Est, Salus Publica Supreme Lex” yang berarti raja yang berhak 
menentukan struktur Negara, karena dia pembuat undang-undang tertinggi.
Penerapan konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan (separation of 
power) di zaman modern sudah saling kombinasi antara konsep pemisahan kekuasaan 
(division/separation of power) dengan konsep checks and balances, sehingga konsep 
hybrid seperti ini disebut dengan istilah (distribution of power) Dalam hal ini kekuasaan 
tidak dipisah secara tegas tetapi hanya dibagi-bagi, sehingga memungkinkan timbulnya 
overlapping kekuasaan..
Meskipun begitu, konsep awal dari ajaran trias politica yang berasal dari Montequieu, 
yang bermaksud untuk memisahkan sama sekali di antara kekuasaan-kekuasaan tersebut, 
yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Konsep ini dalam sejarah ketatanegaraan 
dulu dianut oleh Eropa Kontinental. Sedangkan Konsep Checks and balances  berasal 
dari para The Founding Fathers Amerika Serikat, yang memisakan secara tegas satu sama 
30 Rousseau, di dalam I GDE Pantja Astawa dan Suprina’a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, 
(Jakarta: Refika Aditama, 2009)., hl.115
31 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Cet,V, 1993), dalam I 
GDE Patja Astawa, ibid94
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lain namun saling mengawasi tanpa adan satu kekuasaan yang berada di atas atau (tidak 
menjadi master atau kekuasaan yang lain) masing-masing mengawasi mekanisme check 
and belances berjalan dengan baik, disamping juga terhindar dari kesewenang-wenangan 
dan overlapping
Van Vollenhoven, menambahkan satu cabang kekuasaan dengan kekuasaan (badan) 
“politie” yang bertugas menjaga tata tertib untuk mengawasi agar semua cabang pemerintahan 
dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu menurut Van Vollenhoven, 
keseluruhan cabang kekuasaan menjadi empat  macam, yaitu, regeling (legislatif), bestuur 
(eksekutif), rechtspraak (yudikatif), dan Politie. Bahkan ada juga menambah dua cabang 
kekuasaan yaitu, kekuasaan Pembuat UUD dan kekuasaan pelaksana pemilihan umum.32
Menurut S,F. Strong, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh 6 (enam) cabang 
kekuasaan yaitu.33
1. Kekuasaan Eksekutif
2. Kekuasaan Legislatif
3. Kekuasaan Yudikatif
4. Kekuasaan Administratif
5. Kekuasaan Militer/Pertahanan Negara 
6. Kekuasaan Diplomatik
Kembali pada Konsep Trias politka, adalah sangat perlu diaplikasikan dalam suatu 
system pemerintahan yang baik. Tujuannya antara lain:
1. Menjaga pelaksanaan prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak rakyat dengan 
tidak memberikan atau menumpuhkan kewenangan pada satu tangan, jadi 
menghindari kemungkinan terjadinya tirani dalam suatu pemerintahan.
2. Efisisensi pelaksanaan roda pemerintahan, dengan masing-masing cabang 
pemerintahan menjalankan tugas sesuai fungsi dan keahliannya.
3. Pemberian kewenangan kepada pihak-pihak yang berbeda menyebabkan adanya 
saling bersaing secara sehat antara satu cabang pemerintahan dengan cabang 
pemerintahan yang lainnya, sehingga masing-masing akan saling memberikan 
prestasi secara baik mungkin.
4. Memberikan kewenangan kenegaraan kepada pihak yang berbeda-beda 
memungkinkan cabang kekuasaan yang satun saling mengawasi terhadap cabang 
pemerintahan yang lain, sehingga dapat di deteksi dan dicegah secara dinih 
terhadap kemungkinan adanya penyalagunaan kewenangan.
5. Menjaga agar sistem pemerintahan berjalan dengan obyektif, dengan menghindari 
dipengaruhinya kekuasaan Negara oleh sekelompok orang tertentu yang 
mempunyai bargaining position. Kecil kemungkinan pihak-pihak tersebut dapat 
mempengaruhi pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekligus. Tapi jika untuk 
hanya untuk mempengaruhi satu cabang pemerintahan saja, masih mungkin 
terjadi. 
32 Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung: Yapendo, 2006), hlm. 68,  didalam Munir Fuadi, Teori 
Negara Hukum Modern (Rechtstaat).,(Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 104-105
33 CF. Strong, didalam Munir Fuadi, Ibid., hlm. 106 95
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Praktek Prinsip Checks and Balances dalam Separation of Power
Untuk menelusuri praktek Prinsip Checks And Balances, penulis mengemukakan beberapa 
praktik negara sebagai berikut:
Checks and Balances di Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem federal, dengan 50 negara 
bagian, parlemennya terdiri dari dua kamar atau badan yakni House Of Representative 
dan senat. Mempertunjukkan kemampuan menentukan kekuasaan negara untuk 
menjalankan prinsip checks and balances dengan konsep kekuasaan trias politika. 
Parlemennya bersistem strong bikameral,34 dan sistem pemerintahannya, pemerintahan 
presidensil, yang dilengkapi dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain seperti 
lembaga yudikatif, yang keberadaannya juga harus diawasi atau dikontrol oleh bentuk 
kekuasaan lain, oleh karena itu diperlukan pengaturan yang berimbang dan dinamis bagi 
keberlanjutan kehidupan kekuasaan negara di Amerika. Kongkritnya penulis kemukakan 
melalui tabel di bawah ini.
Tabel 1: Sistem Checks and Balances Menurut Hukum USA
PENGONTROL TERKONTROL METODE PENGONTROLAN
Eksekutif Legislatif
1. Presiden mengajukan rancangan 
undang-undang ke Parlemen.
2. Menerbitkan executive order, aturan dan 
regulasi yang pelaksanaanya dilakukan 
dengan kekuatan parlemen.
3. Memveto undang-undang yang dibuat 
oleh parlemen
Eksekutif Yudikatif
1. Presiden Mengangkat Hakim-Hakim 
Federal
2. Presiden memberikan maaf terhadap 
warganya dari hukuman pidana
Legislatif Eksekutif
1. Parlemen mengatur budget untuk 
eksekutif.
2. Parlemen dapat membentuk atau 
menghilangkan departemen pemerintah.
3. Parlemen dapat meng-impeach atau 
memeriksa anggota dari cabang 
eksekutif.
4. Parlemen dapat membatalkan Veto dari 
Presiden.
5. Senat dapat menyetujui traktat dan 
pengangkatan oleh Presiden.
34 Menurut Arend Lijphart, dikutib oleh Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Sistem Bikameral Dalam 
Parlemen Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 58, dalam Abdy Yuhana, 2007, 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Lihat juga, Sistem Perwakilan di 
Indonesia dan Masa Depan MPR RI, (Jakarta: Fokusmedia), hlm. 9796
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Legislatif Yudikatif
1. Parlemen mengatur budget untuk 
pengadilan.
2. Parlemen dapat membentuk atau 
menghapuskan pengadilan federal 
tingkat rendah.
3. Parlemen dapat meng-impeach atau 
memeriksa anggota dari cabang 
Yudikatif.
4. Parlemen dapat memutuskan hakim 
agung di Mahkamah Agung.
5. Parlemen dapat menetapkan yurisdiksi 
banding ke Mahkamah Agung
Yudikatif Eksekutif
Pengadilan dapat menyatakan undang-
undang produk parlemen melanggar 
konstitusi
Yudikatif Legislatif
Pengadilan dapat menyatakan undang-
undang produk parlemen melanggar 
konstitusi
Sumber: (United States of Information Service, Embassy of USA: 12)35
 
Dengan memperhatikan daftar tabel di atas, ternyata pengawasan atau control 
tindakan-tindakan kekuasaan Negara tidak hanya satu arah atau hanya berada pada perlemen 
(legislatif) saja, melainkan sebaliknya eksekutif terhadap legislatif, yudikatif terhadap 
legislatif, dan legislatif terhadap yudikatif. Jadi, penerapan teori distribusi kekuasaan dan 
teori checks and balances merupakan sarana agar suatu demokrasi.
Tidak berlebihan dan tidak harus menyangjung-nyanjung pelaksanaan dan kemajuan 
Demokrasi di Amerika, namun dalam praktek demokrasi ketatanegaraannya Amerika 
dijuluki sebagai kampiun demokrasi dunia.36 Apabila setiap negara tidak sesegera mungkin 
melaksanakan dengan benar  distribusi kekuasaan dan prinsip cheks and balances, maka 
memungkinkan akan terjadi kekuasaan sebagaimana di bawah ini: 
a. Kekuasaan negara cenderung korup dan sewenang-wenang.
b. Pelanggaran terhadap Hak-hak rakyat.
c. Adanya intervensi terhadap kewenangan cabang pemerintahan lain (perebutan 
kekuasaan atas nama konstitusi).
d. Kehidupan Negara yang chaos.
e. Satu atau lebih kekuasaan negara dimungkinkan berjalan sendiri tanpa batas yang 
juga menimbulkan kesewenang-wenangan.
f. Sulit menjalankan kekuasaan Negara yang sesuai aspirasi rakyat.
g. Pemerintahan yang tidak stabil, dan tertib (disorder) karena masing-masing cabang 
kekuasaan terus melemahkan.
h. Sistem pemerintahannya tidak berjalan efekstif dan efisien, karena ruang kerjanya 
tidak jelas, kewenangan yang overlapping. Sementara yang lain tidak ada yang 
bertanggungjawab.
35 Dalam Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, h. 126.
36   Baca, Munir Fuadi, 2009, Teori Negara Hukum Modern (rechstaat), ibid.,hlm. 127 97
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Sarana lain yang mestinya diperhatikan dalam hal pengimbangan kekuasaan adalah 
Veto kata yang pendek ini namun memiliki makna yang sangat dalam bagi pelaksanaan 
kekuasaan negara. Penerapan “hak veto” terutama eksekutif atas tindakan legislatif atau 
sebaliknya, diyakini adalah suatu model penerapan doktrin cheks and balances. Hak veto 
yang dimiliki oleh eksekutif maupun legislatif serta kekuasaan lain diperlukan masing-
masing cabang kekuasaan tidak overacting dengan senantiasa membawa suara rakyat, 
walaupun mungkin hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi mereka 
mengklaim itu adalah suara rakyat atau kehendak rakyat. 
Cheks and Balances di Indonesia
Praktik kedaulatan yang berasal dari rakyat selama ini (pra-amandemen) diwujudkan 
melalui Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) yang merupakan penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia, dengan demikian kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR, dan kekuasaan 
itu dibagi-bagi secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada 
dibawahnya, oleh karena itu prinsip yang dianut adalah pembagian kekuasaan (division or 
distribution of power).
Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI 1945) pasca amendemen, kedaulatan rakyat ditentukan dibagikan secara horizontal 
dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan yang dinisbatkan/
atau dilaksanakan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang kedudukannya sederajat 
dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances yang 
merujuk pada konsep trias politika. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada pada MPR, 
namun Majelis ini terdiri dari dua badan perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara 
lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif 
dibentuk pula Badan Pemeriksa keuangan. Cabang kekuasaan Eksekutif berada ditangan 
Presiden dan Wakil Presiden. Adapun cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif 
dipegang oleh dua jenis Mahkamah, yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Walaupun eksistensi MPR telah dikebiri melalui amandemen UUD NRI 1945, akan 
tetapi keberadaannya tetap diakui dalam struktur ketatanegaraan sebagai lembaga negara 
penjelma seluruh rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD. Prinsip  perwakilan daerah dalam 
DPD menurut Jilmly, harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam 
DPR. Jimly, bermaksud bahwa agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijelmakan 
kedalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berdiri sendiri, disamping terdiri atas 
kedua lembaga perwakilan itu menyebabkan struktur parlemen Indonesia, terdiri dari tiga 
pilar, yaitu, MPR, DPR dan DPD digambarkan dengan trikameral. Tiga badan tersebut 
mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Presiden dan pelaksanaan kekuasaan 
Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Tiga cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam pelaksanaan 
fungsinya saling mengontrol satu sama lain sesuai teori checks and balances system. 
Dengan demikian kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan diawasi dengan sebaik-
baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun 
pribadi-pribadi yang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan dapat 
dicegah dan ditanggulangi dengan baik.
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Banyak perbedaan pelaksanaan prinsip checks and balances antara Amerika sebagai 
Negara federal dan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang 
sama presidensil sebagaimana yang dikemukakan di atas, namun menurut pendapat 
penulis pemberlakuan dan prinsip checks and balances yang dilembagakan dalam sistem 
kekuasaan negara beresensi pada penyalahgunaan atau tindakan yang sewenang-wenang 
dalam mengurus hayat hidup orang banyak dalam negara.
Mekanisme Checks and Balances Antar Cabang Kekuasaan yang Terpisah-pisah
Sebagai konsekuensi terjadinya pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang 
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka mekanisme hubungan di antara 
cabang-cabang kekuasaan yang terpisah-pisah itu perlu di atur menurut prinsip checks 
and balances sehingga hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain dapat saling 
mengimbangi dalam kesetaraan dan kesejahteraan. Jimly Asshiddiqie,37 mengurai bentuk 
kekuasaan yang ada pada tiga cabang kekuasaan sesuai konstitusi
Kekuasaan Eksekutif Presiden
1) Di bidang legislatif, Presiden diberi hak untuk mengambil inisiatf mengajukan 
RUU kepada DPR, menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan sebagai “policy 
rules” (beleidregels), hak veto untuk tidak mengesahkan suatu rancangan UU 
yang telah disetujui oleh DPR, hak hukum untuk sementara waktu dalam keadaan 
kepentingan yang memaksa menetapkan peraturan yang seharusnya berbentuk 
UU
2) Di bidang yudikatif, Presiden diberi hak dengan pertimbangan Mahkamah 
Agung, untuk menetapkan pemeberian grasi, abolisi, dan amnesty, mengajukan 
permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menguji suatu UU yang telah 
disahkan oleh DPR tetapi Presiden sendiri tidak bersedia mengesahkannya 
ataupun tidak menyetujui isi suatu UU tetapi DPR tidak bersedia mengubahnya.
Kekuasaan Legislatif DPR
1) Kekuasaan membentuk UU berada di DPR, tetapi Presiden juga diberi hak untuk 
mengajukan RUU kepada DPR
2) Presiden di beri hak veto untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu 
RUU yang telah disetujui oleh DPR. RUU yang tidak di sahkan oleh Presiden 
ini tidak lagi di majukan kepada presiden yang tidak mendapat persetyjuan DPR, 
juga tidak boleh lagi dimajukan kepda DPR pada periode berikutnya.
3) Ketentuan hak veto Presiden ataupun hak untuk tidak menyetujui RUU yang di 
ajukan pihak lain itu, masih perlu dibatasi sehingga tidak terjadi kesewenang-
wenangan. Karena itu, Mahkammah Agung dapat dipertimbangkan untuk 
diberikan hak untuk menerima permohonan dari pihak DPR ataupun Presiden 
untuk menguji materi RUU tersebut terhadap UUD dengan demikian, kita dapat 
memperluas pengertian tentang “judicial review” 
4) Mahkamah Agung harus diberi hak untuk menguji materi setiap UU terhadap 
37 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, 
(Yogyakarta: FH.UII Press,) hlm. 216-217 99
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UUD. Ketika UUD 1945 dirumuskan, usul Muhammad Yamin mengenai soal ini 
ditolak oleh Soepomo dengan alas an UUD tidak menganut system pemisahaan 
kekuasaan. Tetapi, sekarang UUD NRI 1945 telah dengan tegas menganut prinsip 
pemisahaan kekuasaan itu, maka hak Mahkamah Agung dibidang ini tidak dapat 
lagi terhindari sebagai salah satu mekanisme checks and balances, di antara sesame 
lembaga tinggi Negara. Di dalam  system pemisahaan kekuasaan Mahkamah 
Agung berhak menilai atau mengawasi legislatif dan eksekutif terhdapat UU.
Fungsi Mahkamah Agung 
1) Kekuasaan kehakiman, baik dari segi substansinya maupun administrasinya, 
telah ditetapkan bersifat mandiri dan terpadu di bawah pemibnaan Mahkamah 
Agung, tetapi pada saat yang bersamaan peran DPR untuk mengontrol 
kekuasaan Mahkamah Agung di tingkatkan melalui penentuan pengangkatan dan 
pemberhentian hakim agung, dan dengan pembentukan Komisi Judisial untuk 
mengawasi segi-segi administrasi kekuasaan kehakiman.
2) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden di beri hak 
untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti
Dari rincian fungsi lembaga negara di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara 
Presiden, DPR dan Mahkamah Agung dapat dikembangkan secara seimbang. Melalui 
mekanisme checks and balances tersebut, ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, 
dan judikatif yang tercermin di ketiga lembaga tersebut dapat saling mengendalikan dan 
saling mengimbangi, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di antara satu sama lain.
PENUTUP
Negara sebagai organisasi kekuasaan politik untuk menjalankan pemerintahannya 
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi warga Negara sebagai 
unsure utama pembentuk organisasi negara itu sendiri. Bahkan setelah membentuk negara 
juga memiliki hak yang kuat untuk berkuasa, namun sebagai kosekuensi bahwa suatu 
negara harus di atur oleh hukum serta semua perangkatnya, maka berdasarkan perjanjian-
perjanjian, memberikan kekuasaan itu kepada lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh 
negara berdsarkan hukum, dan lembaga-lembaga itulah kemudian menerima mandat untuk 
memimpin warganya    
Lembaga-lembaga negara yang dibentuk harus bekerja bekerja untuk mensejahterakan 
rakyat, seimbang dengan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Untuk supaya 
kekuasaan itu seimbang (balances), maka kekuasaan itu dibagi-bagikan atau dipisahkan 
secara tegas, sehingga masing-masing kekuasaannya melaksanakan apa yang menjadi 
tugas dan wewenangnya, yang diikuti dengan mekanisme checks and balances siatem. Hal 
ini dimaksudkan untuk menhindari kesewenang-wenangan yang merugikan rakyat. 
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Abstract
This paper aims to explore the essence of zakat management as one of instrument in 
fulfill of social justice in Indonesia. The approach in this study is philosophical. Zakat as 
an instrument of fiscal policy in Islam have a significant role to achieve social justice. To 
achieve these goals, then the values  are summarized in zakat management implemented 
in such value reflected in the unity of god in vision and mission of an organization or 
institution of zakat. The moral values  with the management principles such as the nature of 
prophecy are siddiq, amanah, fatanah, and tabligh; The humanitarian values  that reduce 
the psychological burden and zakat recipients; The equilibrium value of the creation of a 
balance between rights and obligations muzakki and mustahik fairly.
Keywords: Zakat, Social Justice 
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi manajemen zakat sebagai salah 
satu instrumen untuk memenuhi keadilan sosial di indonesia. Penedekatan yang dilakukan 
adalah pendekatan filosofis. Zakat sebagai instrumen kebijakan finansial dalam islam 
memiliki peran yang sangat vitasl dalam menegakkan keadilan sosial. Untuk memenuhi 
tujuan tersebut, keseluruhan nilai yang terkandung dalam zakat merefleksikan pandangan 
Allah dalam visi dan misi organisasi intrumen zakat. Nilai moral dalam prinsip manajemen 
zakat adalah siddiq, aman, fatanah dan tabilgh; nilai-nilai kemanusiaan mengurangi 
kebutuhan psikologis bagi penerima zakat. Nilai-nilai Equilibrium pada penciptaan 
kesetaraan antara hakd an kewajiban antara muzakki dan mustahiq dibagi secara jelas. 
Kata Kunci: Zakat, Keadilan Sosial 
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PENDAHULUAN 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 
mengatur  tanggung jawab pemerintah negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adanya cita-
cita yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, mendasari penyelenggara negara 
oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, baik pembangunan materil maupun 
pembangunan spiritual. Salah satu pembangunan yang dapat mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur adalah pembangunan ekonomi.    
Pembangunan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah tentu bermuara pada 
pemajuan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial. Frase kesejahteraan 
umum dan keadilan sosial yang termaktub dalam UUD NRI 1945 merupakan elemen 
konstitutif yang mewajibkan negara dalam segala kebijakan-kebijakan pembangunan yang 
dilakukannya atas dasar pemenuhan kesejahteraan umum. Menurut Hayyan Ul Haq,1 apabila 
program-program pembangunan pemerintah mengabaikan upaya pemajuan kesejahteraan 
umum yang berdasar pada keadilan sosial sebagai unsur utama sistem menjadi tidak valid.
Pengaturan zakat dalam sebuah undang-undang merupakan salah satu kebijakan 
ekonomi pemerintah Indonesia yang sumbernya dari ajaran Islam yang merupakan sumber 
dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan 
sosial. Untuk menjadikan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi 
kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan, perlu adanya 
penataan pelaksanaan zakat, baik dalam sumber-sumbernya, cara penghimpunannya 
maupun dalam pengelolaan dan pembagiannya.
Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian 
terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang 
diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara 
khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada orang yang serba kekurangan 
di dalam harta.
Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi di dalam bermasyarakat, instrumen zakat 
merupakan salah satu jawaban yang dapat mewujudkan semua itu. Zakat dapat menjadi 
penunjang pembangunan ekonomi masyarakat, karena di dalam instrumen zakat tercipta 
semangat tolong menolong (ta’awun), dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban 
individu untuk memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Individu diharapkan 
secara semestinya dan efisien melaksanakan setiap kewajiban yang dipercayakan padanya 
demi kemaslahatan umum.
Menurut Masdar F. Mas’udi,2 konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi 
kekayaan (materi) adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan kaya 
(yang memiliki lebih dari yang diperlukan) untuk kemudian didistribusikan pada fakir 
miskin dan sejenisnya dan kepentingan bersama.
1 Hayyan ul Haq, “Constructing a Coordinated Structure in the Contract for the Transfer of Technology” 
International Journal Technology Transfer and Commercialisation, Vol. 6, No. 1, 2007, h. 31 
2  Masdar F. Mas’udi, Zakat: Konsep Harta yang Bersih, dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), 
Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramdina, 1994), h.   425.106
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
Dalam tinjauan ekonomi, tidak ditemukan suatu indikasi apalagi bukti bahwa zakat 
menjadikan masyarakat (orang muslim) menjadi melarat. Zakat merupakan bagian dari 
harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang 
tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat menjadi suatu kewajiban bagi orang 
yang mampu secara ekonomi dan menjadi kewajiban pula untuk memungut zakat dari 
orang kaya tersebut.
Filosofi keberadaan zakat sebagaimana diatur dalam konsideran Undang-Undang 
Pengelolaan Zakat, pada bagian menimbang adalah zakat merupakan pranata keagamaaan 
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan 
masyarakat yang kurang mampu.
Menjadikan zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat berarti zakat 
harus didistribusikan secara produktif. Tentu saja memerlukan pengelolaan zakat oleh 
lembaga pengelola zakat yang baik pula. Upaya untuk memantapkan pengelolaan zakat 
sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat tentu saja menghajatkan pengkajian 
yang mendalam mengenai dimensi-dimensi sistem pendistribusian zakat pada lembaga-
lembaga pengelola zakat. Sistem pendistribusian yang tepat guna dan efektif serta 
profesional akan membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan.
Suatu hal yang menarik untuk dikaji, selain karena pertimbangan urgensitasnya juga 
karena pertimbangan praktisnya, bahwa zakat sebagai sebuah sistem ekonomi Islam dapat 
menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan sosial, karena dalam perspektif ekonomi Islam, 
zakat dipandang penting dan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal suatu negara. Jika 
zakat itu dikelola dengan baik, zakat akan menjadi salah satu solusi bagi perekonomian 
suatu negara guna terciptanya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Apabila dilihat dari sisi ekonomi secara umum, zakat dapat pula meningkatkan etika 
bisnis, artinya kewajiban zakat dikenakan pada harta yang didapat secara halal. Zakat 
menjadi pembersih harta yang diperoleh secara batil. Hal ini dapat mendorong para pelaku 
dunia usaha memperhatikan etika bisnis secara bersih dan halal pula. 
Keberadaan zakat sebagai pilar Islam merupakan ibadah maliyah ijtima’iyah. Artinya 
di samping zakat itu bersifat material (harta), tapi juga bersifat sosial (kemasyarakatan). 
Oleh karena itu, penunaian zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya. 
Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan 
oleh lembaga pengelola dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik 
dalam rangka pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Lembaga 
pengelola zakat tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mendampingi, memberikan 
pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja 
sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.
Akan tetapi, dalam praktiknya sekarang, zakat seolah menjadi problema masyarakat 
muslim sepanjang waktu yang tidak terpecahkan hingga saat ini, antara cita dan fakta 
terdapat jarak yang terlalu jauh. Antara sisi normatif dan sisi praktiknya terdapat 
kesenjangan yang tak mampu ditutupi oleh siapapun. Potensi zakat yang demikian besar 
hanya sebatas potensi yang belum dapat digali secara serius karena berbagai faktor.
Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan namun belum menunjakkan 
hasil maksimal. Tak kurang campur  tangan pemerintah dalam masalah ini, dimulai dengan 
keluarnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 dan 5 tahun 1968 masing-masing tentang 107
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Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat 
Pusat, dan Propinsi, Kabupaten/Kota Madya. Kemudian pada Tahun 1991 terbentuklah 
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 dan Menteri Agama 
Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang Pembinaan BAZIS, Keputusan 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 
2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditindak lanjuti dengan Keputusan 
Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UUPZ yang kemudian diganti 
dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UUPZ.
Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat, tetapi 
tampaknya undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai produk gagal karena secara 
normatif tidak memenuhi elemen-elemen konstitutif hukum seperti nilai keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tidak dapat dibadankan dengan nilai-nilai 
konstitusional bangsa Indonesia, yaitu frase memajukan kesejahteraan umum yang 
berdasar pada keadilan sosial.3
Menurut M. Arfin Hamid,4 masalah zakat di tanah air bahkan di seluruh wilayah 
masih menunjukkan tanda-tanda pengelolaan yang manual dan tradisional, tidak terkecuali 
di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, untuk menggenjot kinerja pengelolaan zakat yang 
efektif, perlu dilakukan terobosan baru karena dengan pola lama yang normatif dan 
formalitas, tentunya tidak akan mampu mengubah dan mengentaskan kemiskinan.
Ada beberapa alasan mengapa zakat belum optimal pengelolaannya sehingga belum 
mampu menopang pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum. Pertama, kurangnya 
pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu sendiri terutama bila dibandingkan dengan 
pengertian umat mengenai shalat dan puasa. Kedua, masih melekatnya pengertian atau 
pemahaman umat Islam terhadap konsepsi fikih zakat yang tercantum dalam kitab-kitab 
fikih klasik, yang rumusannya banyak yang tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian. 
Ketiga, adanya kekhawatiran dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial 
Islam yang selama ini memungut zakat terhadap BAZIS sebagai lembaga atau amil baru. 
Keempat, masih adanya pandangan dari kelompok-kelompok yang menghubungkan 
ibadah zakat dengan Piagam Jakarta. Kelima, adanya sikap masyarakat yang kurang 
percaya terhadap penyelenggaraan zakat, terutama ditujukan kepada orang atau kelompok 
yang mengurus zakat. Keenam, masih terdapatnya para wajib zakat, terutama di pedesaan 
yang menyerahkan tidak pada delapan kelompok yang berhak menerima, tetapi kepada 
para pemimpin agama setempat yang tidak bertindak sebagai amil tetapi sebagi mustahiq 
sendiri dalam kategori sabilillah.5
Dalam konteks sebuah penelitian, pada dasarnya permasalahan penelitian ini 
dipetakan tiga permasalahan dalam sebuah lapisan permasalahan, yaitu sympton atau 
gejala yang muncul sebagai efek di atas permukaan; core problems atau problema inti 
yang terkait dengan substansi hukum dan struktur hukum; root cause, yaitu akar penyebab 
3 Zainuddin, “Constructing Appropriate Regulation to Optimize Zakat for Public Welfare”, Makalah, 
disampaikan dalam International Indonesian Law Society Conference, dengan tema Rights to Justice: 
Exploring Legal Innovation towards Ideal State of Social Order, 8 December 2010, di Utrecht Belanda. 
4 M. Arfin Hamid, “Menakar Paradigma Kesadaran Berzakat” Fajar, Sabtu, 28 Agustus 2010, h. 4. 
5 K.N. Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 15-17.108
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yang dapat ditemukan pada filosofis dan konseptual domain.6 Dalam permasalahan 
zakat, gejala (sympton) yang tampak di permukaan adalah tingginya angka kemiskinan, 
akses pendidikan dan kesehatan yang rendah, kurangnya ketersediaan lapangan kerja 
bagi masyarakat; sedangkan masalah inti (core problems) yang muncul adalah terkait 
pengelolaan, pengawasan zakat, peran negara serta regulasi zakat. Pada tataran akar 
penyebab (root cause) adalah paradigma atau nilai-nilai yang bersifat filosofis terkait 
dengan zakat dan pengelolaannya.  Oleh karena itu, kajian penelitian ini lebih difokuskan 
pada kajian filosofis berupa paradigma nilai pengelolaan zakat yang berimplikasi pada 
keadilan sosial.  
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana konsep pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan hukum Islam?
2. Bagaimana model pengelolaan zakat dalam upaya mewujudkan jaminan keadilan 
sosial di Indonesia.
METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggabungkan metode 
penelitian primer, sekunder dan tersier. Penelitian dengan pendekatan normatif diarahkan 
untuk mengkaji zakat dari sistem hukum Islam sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 
empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan 
responden. Serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dari berbagai 
pakar hukum, dan data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
Proses analisis terhadap isi peraturan perundang-undangan dilakukan melalui 
mekanisme yang bersifat sirkuler7 yaitu analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah 
proses pengumpulan data. Juga dengan menggunakan metode content analitys untuk 
mendapatkan kesimpulan. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Zakat secara etimologi, berasal dari Bahasa Arab, zakaa- yuzakki – tazkiyatan – zakaatan 
yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah, namaa’, barakah atau amal saleh.8 
Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, pengertian zakat mengandung banyak arti, antara 
lain keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan.9 Namun maknanya secara harfiyah 
seperti yang tertulis,10 adalah berkembang biak dan bertambah, namun terkadang digunakan 
6 Hayyan ul Haq ”Managing Uncertainty And Complexity In The Utilization Of Biodiversity Through 
The Tailor-Made Inventor Doctrine And Contract Law”, Paper, Presented at International Workshop 
Managing Uncertainty and Complexity in Biodiversity and Climate Change, (Belgium: University 
Chatolic Louvain La-Neuve, 15-16 June 2006), h. 5. 
7 Muhamad Muhdar, Op.Cit. hlm. 20
8 Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Rukun Islam, Ibadah Tanpa Khilafiah, Zakat, (Jakarta: Al-Kautsar 
Prima, 2008), h. 1. 
9 Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqih Praktis 1 menurut al-Qur’an, al-Sunnah dan Pendapat Ulama, 
(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005) h. 273.
10 Wahbah al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (terjemahan), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 109
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pada makna kesucian, sebagaimana dalam Q.S. al-Syams (91) ayat 9 atau bermakna pujian 
(Q.S. al-A’la [87] ayat 14). 
Kata zakat didapati dalam al-Qur’an sebanyak 32 kali, dan terdapat 82 kali 
diulang dengan kata-kata yang sinonim dengannya yaitu kata shadaqah dan nafaqah. 
Pengulangan ini mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan 
peran yang sangat penting. Dari 32 kali kata zakat yang terdapat dalam al-Qur’an, 29 
kali diantaranya bergandengan dengan kata shalat.11
Berbeda dengan perhitungan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa kata 
zakat dalam bentuk ma’rifah disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 30 kali, diantaranya 
27 kali disebut dalam satu ayat bersama shalat, dan satu kali disebut dalam konteks 
yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat. 
Zakat sebagai instrumen keagamaan harus dikelola dengan baik karena ajaran zakat 
memuat empat komponen nilai, yaitu nilai tauhid, nilai akhlak, nilai kemanusiaan, dan 
nilai keseimbangan. Keempat komponen harus selalu terintegrasi dalam pengelolaan zakat 
sehingga tujuan zakat dapat terpacapai sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan 
keadian sosial. Adapun keempat komponen yang dimaksud adalah:  
Nilai Tauhid  
Kerangka teori sistem ekonomi Islam dibangun di atas landasan nilai-nilai dasar 
ketuhanan (tauhid), internalisasi nilai-nilai ketuhanan mampu memberikan dorongan yang 
kuat dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut pada tataran sosial kemanusiaan. Aspek-aspek 
kebutuhan dasar terhadap aktualisasi kemanusiaan dalam perspektif internalisasi nilai 
tauhid merupakan transformasi nilai. 
Nilai tauhid yang terkandung dari sistem ekonomi Islam, titik berangkatnya dari 
Allah swt. dan tujuannya mencari ridha Allah swt. serta cara-caranya tidak bertentangan 
dengan syariat-Nya. Seorang muslim dalam melakukan kegiatan produksi dan distribusi, 
di samping memenuhi hajat hidupnya, keluarga, dan masyarakatnya, juga karena 
melaksanakan perintah Allah swt. (Q.S. al-Mulk [67] ayat 15). Ketika seorang muslim 
mengkonsumsi dan memakan dari sebaik-baiknya rezeki yang halal, seorang muslim 
merasa sedang melaksanakan perintah Allah swt. (Q.S.  al-Baqarah [2] ayat 168), maka 
sepantasnya seorang muslim menikmatinya dalam batas kewajaran dan kesahajaan, sebagai 
bukti ketundukannya kepada perintah Allah swt. (Q.S. al-A’raaf [7] ayat 31–32)
Apabila seorang muslim berusaha, maka tidak akan berusaha dengan sesuatu yang 
haram, tidak akan melakukan perbuatan yang mendatangkan riba dan menimbun barang, 
tidak akan berbuat zalim, tidak akan menipu, mencuri, korupsi, dan kolusi dan tidak pula 
melakukan praktik suap-menyuap (Q.S. al-Baqarah [2] ayat 188). Apabila memiliki harta, 
seorang muslim tidak akan menahannya karena kikir, tidak membelanjakan dengan cara 
boros karena merasa hartanya itu merupakan amanah dari Allah swt. untuk dimanfaatkan 
sesuai dengan ketentuan-Nya.
Dalam pandangan Islam, ekonomi bukan tujuan, melainkan semata-mata sarana yang 
lazim baginya mencapai tujuan yang lebih tinggi dan sarana penunjang dan pelayan bagi 
1998), h. 35.
11 Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001), h. 43.110
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realisasi akidah dan syariatnya.
Islam mengintrodusir sebuah prinsip ajaran tentang penyertaan hak orang-orang fakir 
dan miskin pada setiap harta dan penghasilan orang yang memperoleh keberuntungan. 
Oleh sebab itu, mengeluarkan dan menyalurkan harta penyertaan tersebut menjadi wajib, 
karena mengeluarkan bagian dari hak orang lain yang dalam akumulasi hartanya itu, 
dan melalaikannya menjadi sebuah pelanggaran. Membayar zakat adalah mengeluarkan 
sebagian harta sebagai wujud pembersihan membersihkan dari harta tersebut, karena di 
dalam harta yang dimiliki oleh seseorang ada hak orang lain:
Kewajiban adanya zakat berkaitan dengan konsep istikhlaf, al-maal, dan al-milk 
dalam Islam. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan memiliki implikasi fungsional 
bagi manusia. Di samping fungsi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga juga untuk 
meningkatkan pengabdian kepada Allah swt. melalui sarana beramal, baik yang mahdhah 
(hubungan vertikal) dengan Allah swt. maupun ghairu mahdhah (hubungan horisontal) 
dengan sesama ciptaan-Nya. 
Tugas kekhalifahan manusia secara umum adalah tugas mewujudkan kemakmuran 
dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (Q.S. al-An’am [6] ayat 165) serta 
tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (Q.S. adz-Dzariyaat [51] ayat 56). Untuk 
menunaikan tugas tersebut, Allah swt. memberikan manusia anugerah sistem kehidupan 
dan sarana kehidupan (Q.S. Luqman [31] ayat 20).
Harta sebagai sebuah sarana bagi manusia, dalam pandangan Islam merupakan hak 
mutlak milik Allah swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk 
melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya (Q.S. al-
Hadiid [57] ayat 7 dan Q.S. an-Nur [24] ayat 33). Harta yang dianggap sebagai perhiasan 
hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dan sebagai  bekal ibadah dapat 
pula sebagai ujian keimanan. 
Adanya ujian merupakan satu bentuk penilaian terhadap kesadaran kepatuhan dan 
pengakuan bahwa apa yang dimilikinya benar-benar merupakan karunia dan kepercayaan 
dari Allah swt. bagi yang menerimanya. Untuk itu, kewajiban zakat merupakan suatu 
yang alamiah bagi kehidupan manusia, karena zakat yang diberikan atau dikeluarkan oleh 
seseorang dari harta yang diperolehnya, pada hakikatnya dikembalikan kepada pemilik 
utamanya yaitu Allah swt.
Zakat merupakan bagian dari tauhid, dan tauhid itu sendiri adalah zakat. Ibadah 
Zakat menumbuhkembangkan amal shaleh dan memberkatinya. Tauhid merupakan jalan 
terbesar dan terpenting untuk penyucian jiwa (tazkiyatun nafs). Allah swt. berfirman dalam 
Q.S. Fushilat (41) ayat 6-7 yang terjemahnya sebagai berikut:
Katakanlah: “Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan 
kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah 
pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan 
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. Dan orang-
orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) 
akhirat.
Para ahli tafsir (mufassir) dari kalangan salaf maupun orang-orang sesudahnya 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata zakat pada ayat di atas adalah tauhid 
yakni syahadat “Laa Ilaahah Illallah” yang iman dengan hati menjadi bersih, karena tauhid 
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itu menolak adanya Tuhan dan sesembahan selain Allah swt. dari hati yang merupakan 
pangkal kesuciannya. Adapun penetapan pengabdian, peribadatan (uluhiyah) Allah swt. 
dalam hati, ialah pangkal hidup dan berkembangya hati.12 
Syeikh Ibnu Taymiyyah berpendapat sama dengan Abu Fida’ Abdur Rafi’ bahwa zakat 
adalah tauhid dan keimanan yang dapat membersihkan dan menyucikan hati. Berzakat 
berarti menafikan Tuhan lain kecuali Allah swt. dan mengukuhkannya dalam hati sebagai 
Tuhan yang berhak disembah, itulah kalimat Laa Ilaahah Illallah, kalimat inilah yang 
menjadi dasar kebersihan hati dari bentuk kemusyrikan.13     
Zakat dan pengelolaannya dapat meningkatkan perasaan tauhid bahwa tidak ada 
Tuhan yang patut disembah selain Allah swt. Tujuan ini dapat lebih jelas dipahami bila 
orang menganggap al-Qur’an dan al-Hadis memerintahkan manusia bermurah hati 
dengan mendermakan kekayaannya, memberi sedekah dan derma sebelum dan sesudah 
melaksanakan ibada puasa ramadhan atau idul fithri.14
Konsep tauhid ekonomi Islam merupakan pemersatu. Artinya setiap individu sebagai 
bagian dari masyarakat dan setiap orang diperkenankan untuk mengembangkan pribadinya. 
Konsep zakat sebagai doktrin yang diturunkan dari tauhid Islam menghendaki pemerataan 
hasil pekerjaan.15
Dalam pandangan Kuntowijoyo, konsep tentang iman, tentang tauhid harus 
diaktualisasikan dan aksi kemanusiaan. Pusat dari perintah zakat adalah iman, yaitu 
keyakinan kepada Tuhan, tapi ujungnya adalah untuk kesejahteraan sosial. Di dalam Islam 
konsep teosentrisme ternyata bersifat humanistik. Artinya menurut Islam, manusia harus 
memusatkan diri kepada Tuhan tetapi tujuannya untuk kepentingan diri manusia sendiri. 
Humanisme-teosentris inilah yang merupakan nilai inti (core value) seluruh ajaran Islam.16 
Zakat adalah sebuah keyakinan (tauhid) akan harta yang dibersihkan, disitilahkan 
sebagai internalisasi zakat. Sedangkan konkretisasi dari keyakinan yang dihayati secara 
internal adalah membayar zakat. Keyakinan bahwa sebagian milik harta itu bukan milik 
orang yang mendapatkan dan keyakinan bahwa rezeki itu harus dinafkahkan. Apabila orang 
membayar zakat termasuk mengelolanya dengan baik itulah disebut dengan eksternalisasi 
atau ibadah.17                   
Allah swt. telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk orang-orang 
yang telah disebutkan dalam Firman Allah swt. Q.S. at-Taubah (9) ayat 60 yang terjemahnya 
sebagai berikut:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 
12 Ibid., h.62-63. 
13 Syeikh Ibnu Taymiyyah, Panduan Merawat dan Mencerdaskan Kalbu (terjemahan), (Jakarta: PT. 
Sermabi Ilmu Semesta, 2006) , h. 25.
14 Mahmud Abu Saud, GBEI: Garis-Garis Besar Ekonomi Islam (terjemahan), (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1996), h. 22.    
15 Sukron Kamil, Filantropi Islam dan Keadilan Sosial dalam Kalam dan Fiqih: Problem dan Solusi, 
dalam Idris Thaha (ed), Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantrofi Islam, (Bandung: Teraju 
Mizan,  2003), h. 50-51.
16 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), h. 383.. 
17 Mujahid Quraisy, Dinamika Ilmu Ekonomi Islam dan Model Saintifikasi Kuntowijoyo, Jurnal 
Mukaddimah, Vol. XV, No. 26, Januari-Juni 2009, h. 11.     112
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mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Para ulama telah sepakat atas delapan golongan penerima zakat yang termaktub 
dalam ayat di atas, tetapi sebagian ulama berbeda pendapat tentang tafsir makna setiap 
golongan. Diantara ulama ada yang mempersempit makna, sebagian lainnya memperluas. 
Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang berkeadilan sosial, maka pengelolaannya 
harus berbasis tauhid. Pada hakikatnya   manusia diperintahkan Allah swt. untuk mengakui 
Tuhan Yang Maha Esa (tauhid) dan beribadah kepada-Nya. Ajaran tauhid menjadi pondasi 
(basic), benteng, pilar, prinsip utama dan starting point manajemen kehidupan manusia 
beriman. Implementasi tauhid sebagai ruh seluruh aktivitas manusia baik yang bersifat 
keduniaan maupun akhirat (ukhrawi).
Dalam penutup surah at-Taubah (9) ayat 60 dinyatakan bahwa, “…Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui,” pernyataan ayat tersebut hendak 
menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus dilakukan secara baik. Allah swt. 
akan mendengar keluhan para mustahiq yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak 
menerimanya. Allah swt. juga mendengar keluhan para muzakki yang telah menitipkan 
hartanya untuk disalurkan kepada para mustahiq tapi belum disalurkan. Oleh karena itu, 
menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan 
yang baik dan transparan.
Zakat sebagai ajaran yang bersumber dari Tuhan mengandung nilai-nilai tauhid untuk 
diimplementasikan di bumi demi kemaslahatan manusia, tentu saja pengelolaan zakat juga 
harus berlandaskan dengan semangat tauhid agar tujuan zakat dapat tercapai. 
Nilai tauhid sebagai satu kesatuan antara keyakinan, perkataan, dan tindakan, dan 
tauhid sebagai kesatuan integritas dan perilaku. Dalam sistem manajemen, nilai-nilai 
tauhid tercermin antara lain dalam kesatuan visi dan misi yang dimiliki sebuah organisasi 
atau lembaga. Adanya kesatuan visi, misi, tujuan, dan prinsip itulah sebuah lembaga 
dapat melakukan kegiatan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semua elemen 
dalam organisasi menjalankan kegiatan dengan berpegang pada aturan yang sama serta 
memberikan pelayanan yang sama tanpa adanya perbedaan. Semua orang diperlakukan 
secara adil tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, nilai tauhid yang menjadi jiwa 
organisasi atau lembaga Islam dapat menjadi motivator bagi kemajuan dan dinamika 
organisasi dalam mencapai tujuan.
Nilai Akhlak 
Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluk yang berarti budi pekerti, 
perangai, tingkah laku, atau tabiat.18 Pengertian yang sama juga ditemukan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (2008) yang berarti budi pekerti; tabiat; kelakuan.  
Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah tabiat atau sifat seseorang yakni, 
keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga di dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat 
sifat-sifat yang telah melahirkan perbuatan secara spontan tanpa terpikirkan. Akhlak haruslah 
bersifat konstan, spontan, tidak temporer, tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan, 
serta dorongan dari luar.19 Kebaikan akhlak adalah penentu utama nilai sebagai manusia, 
18 Imam Sukardi (et.al), Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), h. 82. 
19 Ibid., h.  82. 113
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baik atau buruknya manusia ditentukan oleh akhlaknya dan perbuatannya.20 
Dalam Islam tidak ada pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak. Islam tidak 
mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan 
nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kegiatan yang berkaitan dengan akhlak 
terdapat pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, 
peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap 
aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkan 
maupun menginfakkan hartanya.
Zakat sebagai sendi dasar Islam mengandung potensi untuk memperbaiki akhlak 
masyarakat khususnya masyarakat Islam. Zakat sebagai ibadah yang mengandung nilai-
nilai akhlak yang baik dan menghilangkan akhlak yang jelek dapat digunakan sebagai 
sarana pendidikan akhlak yang efektif, agar tercipta suatu masyarakat yang makmur, 
sejahtera serta bermoral. 
Dalam pengelolaan zakat ada yang perlu diperhatikan baik pemberi maupun penerima 
zakat, bagi pemberi hendaklah meluruskan niat mengeluarkan zakat dengan ikhlas, tidak 
riya, semata-mata karena Allah swt. Barang yang dizakati adalah barang yang terbaik dan 
dari hasil yang halal dan legal. Dalam pelaksanaanya sebaiknya diserahkan pada amil 
zakat, karena menyangkut perasaan hati yang menerima zakat agar tidak merasa rendah 
diri dan hina disertai dengan membaca doa. Bagi penerima zakat agar dimanfaatkan zakat 
tersebut untuk kepentingan yang benar dijalan Allah swt.21
Zakat mempunyai sasaran dan kesan terutama dalam menegakkan akhlak mulia yang 
perlu dilaksanakan oleh umat Islam dalam memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh 
umat Islam, dibangun kesadarannya dan dibesarkan dengan kepribadiannya.22
Tujuan zakat pada dasarnya untuk mensucikan dan mensucikan adalah mendidik 
dengan akhlak mulia. Orang yang mengeluarkan zakat akan belajar mengasihi dan 
bermurah hati, semuanya membentuk akhlak mulia. Pada dasarnya akhlak mulia yang 
dikehendaki Islam itu adalah berbuat ihsan yang pengertiannya secara sederhana adalah 
mengerjakan sesuatu yang baik. Mengerjakan sesuatu dengan baik merupakan akhlak 
Islam yang fundamental. 
Dalam konteks pengelolaan zakat, perilaku utama yang harus dimiliki oleh manusia 
pengelola zakat baik secara individu maupun organisasi adalah menerapkan manajemen 
kenabian yaitu mensifati sifat nabi dalam mengelola zakat, seperti sifat siddiq (benar), 
amanah (terpercaya), fatanah (cerdas), dan tabligh (komunikatif-promotif). Selanjutnya 
diuraikan sebagai berikut:  
Jujur (shiddiq) 
Shiddiq adalah sifat Rasulullah saw. Shiddiq berarti benar dan jujur atau 
memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan.23 Rasulullah saw.  adalah manusia yang 
paling sempurna dalam hal kejujuran oleh karena itu, diberi gelar al-amin.24 Sikap jujur 
20  Antonius Atoshoki (et.al), Relasi dengan Tuhan, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006), h. 19. 
21  Siti Wahidah, Pendidikan Akhlak Dalam Ibadah Zakat, http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=brow
se&op=read&id=digilib-uinsuka--sitiwahida-4351 diakses 12 Pebruari 2011.
22 Muhammad Uda Kasim, Zakat: Teori, Kutipan, dan Agihan, (Kuala Lumpur: Utusan Publication and 
Distribution, 2005), h. 303.
23 Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasit, Juz 1, (Teheran: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.), h. 
513. 
24 Afsalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (terjemahan), (Jakarta: Yayasan Swarna 114
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berarti selalu berlandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan beradarkan ajaran Islam. 
Tidak ada kontradiksi atau pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan.
Nabi Muhammad saw. sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pengelolaan 
zakat. Shiddiq ini maknanya sangat mendalam, karena melibatkan sikap mental, dan 
hati nurani yang paling dalam. Dalam shiddiq yang paling diutamakan adalah yang tak 
tampak, yang immateri. Artinya, pemalsuan, rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi, 
sebab shiddiq mencakup wilayah qalbiyah.
Dalam pengelolaan zakat, kejujuran dapat ditampilkan dalam bentuk kesungguhan 
dan ketepatan, baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, dan mengakui 
kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), kemudian diperbaiki secara terus 
menerus, serta menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu (baik sesama anggota 
pengelola, pengawas, pemerintah, penerima zakat, pembayar zakat, maupun mitra yang 
lain).
Transparansi sebagai bagian dari kejujuran menjadi tolak ukur profesionalisme 
sebuah lembaga atau perusahaan. Adanya transparansi, maka publik dapat menilai 
keberadaan sebuah organisasi pengelola zakat. Menyebutkan jenis-jenis kegiatan 
yang dilakukan oleh pengelola zakat yang dapat menarik kepercayaan. Sebaliknya, 
ketidakjelasan (samar-samar) akan menimbulkan keragu-raguan (shubhat) yang sulit bagi 
publik untuk memberikan kepercayaan pada lembaga tersebut. Shari’ah menghendaki 
adanya kejujuran (transparansi) dalam setiap tindakan. Keterbukaan dapat menghindari 
terjadinya persangkaan buruk yang dapat menjurus pada suatu fitnah.
Transparansi merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan untuk memudahkan 
setiap orang yang menjadi mitra. Transparansi dapat berbentuk petunjuk, atau laporan 
kegiatan, serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh setiap orang yang berkepentingan. 
Contoh: petunjuk dari lokasi sebuah organisasi, laporan keuangan (bagi lembaga 
keuangan publik), pemberitahuan adanya kerusakan atau kesalahan.
Amanah
Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan bertentangan dengan 
khianat.25 Amanah adalah prilaku yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat, karena 
pengelola sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang sumbernya dari 
masyarakat (muzakki) dan amanah sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. 
Apabila dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat amanah, maka 
masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat yang 
dampaknya akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut. 
Begitupun sebaliknya, apabila pengelola zakat tidak amanah maka menimbulkan 
ketidakpercayaan terhadap pengelola zakat dan akan berdampak negatif pada pengelola 
zakat yang lain karena adanya citra buruk dalam pengelolaan zakat.  
Upaya memelihara kualitas pengelolaan zakat harus pula disertai sifat amanah yang 
harus dimiliki oleh setiap orang baik secara pribadi maupun organisasi. Sifat kolektif 
tercermin dalam sebuah organisasi atau lembaga. Amanah artinya dapat melaksanakan 
suatu tugas sesuai dengan visi, misi, dan aturan yang berlaku. Amanah berarti memiliki 
kemampuan yang pantas untuk melakukan suatu tugas atau program secara profesional. 
Bhumy, 2000), h. 7. 
25 Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, al-Mu’jam… op.cit., h. 28.  115
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Setiap pekerjaan atau program yang terencana dilakukan sesuai dengan semestinya 
serta penuh tanggung jawab tanpa ada penyelewengan.
Realisasi amanah pada sebuah lembaga pengelola zakat, yaitu melaksanakan 
semua tugas sesuai dengan kepatutan. Amanah menunjukkan kepercayaan yang besar 
dari publik terhadap keberadaan sebuah lembaga atau organisasi. Pada lembaga yang 
amanah bertanggung jawab disertai dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional. 
Ada beberapa indikator dari amanah, antara lain: tepat waktu, sesuai aturan, tidak 
mengingkari janji, transparansi, memberikan pelayanan terbaik bagi setiap mitra. 
Keamanahan itu juga diwujudkan dalam bentuk transparansi dalam menyampaikan 
laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya yang 
sejalan dengan ajaran Islam. 
Di dalam al-Qur’an dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf yang dipercaya menjadi 
bendahara Negara Mesir dan pada saat itu Mesir dilanda krisis pangan sebagai akibat 
musim kemarau, Nabi Yusuf mampu mensejahterakan kembali masyarakat Mesir 
karena keamanahannya, sebagaimana dalam Q.S. Yusuf (12) ayat 55.
Kompeten dan Profesional (Fathanah)
Fathanah artinya mengerti, memahami secara mendalam segala hal yang terjadi 
dalam tugas dan kewajiban. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan 
untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreativitas dan inovatif 
hanya dapat dilakukan apabila ketika seseorang selalu berusaha untuk menambah 
berbagai ilmu pengetahuan, peraturan dan informasi yang baik yang berhubungan 
dengan pekerjaannya.26
Seorang petugas zakat harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten 
dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan, 
seperti yang disebutkan dalam Q.S. Yusuf (12) ayat 55. Kata menjaga (hifzu) berarti 
kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, 
berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.27
Pengelola zakat harus memahami dengan baik hukum-hukum zakat. Yusuf 
Qardhawi mensyaratkan amil itu memahami hukum zakat, apabila tidak mengetahui 
tentang hukum-hukum zakat tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, 
karena belum mengetahui ilmunya, sehingga akan banyak membuat kesalahan. Selain 
memahami hukum-hukum zakat juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. 
Harus ada syarat-syarat sehingga petugas zakat mampu menjalankan tugas-tugasnya 
dengan baik, kejujuran saja belum cukup, bila tidak disertai kemampuan dan kekuatan 
untuk bekerja.28
Sifat fathanah adalah sifat cerdas, kecerdasan yang dimaksudkan adalah kecerdasan 
spiritual yaitu kemampuan untuk memberikan makna ibadah setiap perilaku kegiatan, 
melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya 
(hanif) dan memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik) dan berprinsip hanya karena 
26 Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, (Jakarta: Gramedia  Widiasarana Indonesia, 
2007), h. 35. 
27 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 623. 
28 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (terjemahan), (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h. 546.116
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Allah swt.29     
Tabligh 
Tabligh artinya menyampaikan sesuatu.30 Hal ini berarti bahwa orang yang 
mengelola zakat harus memiliki sifat komunikatif dan argumentatif. Seorang pengelola 
zakat harus mampu mengkomunikasikan visi dan misi organisasi yang diembangnnya 
dan harus menyampaikan zakat yang dikelolanya secara baik kepada muzakki, mustahiq, 
pemerintah maupun kepada masyarakat dengan tidak harus berbohong dan menipu.  
Pengelola zakat menjadi seorang negosiator yang baik dalam membujuk orang kaya 
untuk membayar zakat. Oleh karena itu, harus berbicara dengan benar dan bijaksana 
serta tepat sasaran (bil-hikmah) kepada mitranya dan kalimat-kalimatnya selalu pada 
pembicaraan yang benar dan berbobot (qaulan sadiidan). Allah swt. berfirman dalam 
Q.S. al-Ahzab (33) ayat 70-71 yang terjemahannya:
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah 
perkataan yang benar. (71)Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu 
dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan 
Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar.
Sifat tabligh ini dalam konteks pengelolaan zakat adalah keterbukaan dalam 
menyampaikan informasi atau laporan baik penerimaan dana zakat maupun 
pendistibusian dan pendayagunaannya sehingga masyarakat tahu kinerja lembaga 
pengelola zakat tersebut.  
Apabila zakat dilaksanakan dengan prinsip-pinsip akhlak (shiddiq, amanah, 
fathanah, tabligh) sebagai prinsip manajemen kenabian, maka dalam waktu singkat 
para penerima zakat akan berkurang, sedangkan pembayar zakat terus bertambah. Hal 
ini menjadi indikator berhasilnya pelaksanaan zakat. Sebaliknya kalau para penerima 
zakat terus bertambah dan pembayar zakat semakin berkurang maka itu adalah tanda 
kegagalan pelaksanaan zakat.  
Nilai Kemanusiaan
Segala sesuatu ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi pada hakikatnya diperuntukkan 
untuk manusia. Sejalan dengan itu, Islam adalah sebuah agama humanisme, yaitu agama 
yang sangat mementingkan manusia sebagai tujuan sentral. Inilah yang menjadi nilai dasar 
ajaran Islam dan berbeda dengan prinsip-prinsip filsafat dan ajaran agama lain. Humanisme 
Islam adalah humanisme teosentrik, artinya bukan hanya merupakan sebuah agama 
yang memusatkan diri pada pada keimanan terhadap Tuhan, tetapi juga mengarahkan 
perjuangannya untuk kemuliaan manusia.31    
Adanya syariah berupa zakat merupakan bukti bahwa Islam adalah agama humanis. 
Adanya syariah inilah setiap muslim dituntut berjiwa humanis, yaitu mampu merespon 
penderitaan yang dirasakan oleh orang yang kurang beruntung. Untuk kemudian 
mengulurkan tangannya sehingga mengejewantahlah keimanan dalam dirinya dalam amal 
sosial. Islam menghendaki setiap muslim menyucikan jiwanya sebagai salah satu bentuk 
kasih sayang kepada sesama manusia. 
29 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: Mizan, 2006), h. 130.
30 Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, al-Mu’jam… op.cit., h. 68.  
31 Kuntowijoyo, Paradigma Islam… op.cit., h. 275..  117
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Salah satu karakter mendasar manusia adalah ketika ditimpa kesulitan manusia 
berkeluh kesah sedangkan jika dilimpahkan berbagai kenikmatan, menjadi kikir, kecuali 
orang-orang yang tersucikan jiwanya. Setelah manusia tersucikan jiwanya, maka akan 
muncul sifat humanis dalam jiwanya. Apabila seseorang selalu berkeluh kesah maka tidak 
akan pernah berpikir untuk memberi kebaikan pada orang lain, begitu pula jika menjadi 
kikir. 
Humanisme Islam dalam syariah zakat dapat pula diartikan sebagai ruh agama Islam 
yang selalu menginginkan kebaikan dan kebahagiaan bagi setiap manusia dengan cara 
mengurangi beban penderitaan yang dialaminya. Begitu pula dengan syariah Islam yang 
berupa larangan yang semata-mata berorientasi individu. maka di dalamnya terkandung 
nilai-nilai humanis, masalah kebaikan dan kebahagiaan manusia sebagai ladang orientasinya.
Dalam hierarki rukun Islam, zakat menempati posisi ketiga setelah shalat. Hal ini 
menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang amat penting dalam agama Islam. 
Zakat sebenarnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Berbagi rezeki bukan 
sekadar aktualisasi rasa keagamaan seseorang, melainkan juga cermin artikulasi sosial bagi 
yang memiliki kelebihan material.
Ada kesadaran bahwa si kaya bahwa dalam harta yang dimilikinya terdapat juga hak 
orang lain. Sayangnya, dalam proses pemberian zakat, nilai-nilai kemanusiaan itu justru 
terabaikan dan terlupakan, baik oleh pemberi maupun penerima zakat. Pada hakikatnya 
zakat dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Kesadaran untuk berbagi kepada 
orang yang membutuhkan akan membentuk rasa kepedulian sosial yang tinggi, sehingga 
dengan sendirinya peran zakat dalam pembangunan masyarakat dapat berjalan.
Agar zakat tetap berdimensi pada nilai-nilai kemanusian, maka pengelolaan zakat 
harus rapi, benar, tertib dan teratur. Adanya pengelolaan zakat yang baik tentu saja akan 
meningkatkan minat wajib zakat untuk menyalurkannya pada lembaga pengelola zakat, 
sebaliknya apabila zakat tidak dikelola secara profesional akan menurunkan gairah para 
wajib zakat untuk berzakat melalui lembaga pengelola zakat, akibatnya masyarakat 
menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat. Pola pembagian langsung ke 
fakir miskin justru bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena membuat fakir miskin 
menunggu lama dan mengantri. Seperti itu sebetulnya yang dapat merendahkan martabat 
manusia, berdesakan. Oleh karena itu, setiap  orang harus berbuat baik dengan cara yang 
tidak baik pula. 
Kasus pembagian zakat di Pasuruan Jawa Timur oleh Keluarga H. Syaikhon yang 
menewaskan 21 orang pada bulan September 2008.32 Kasus tersebut dapat dikatakan 
sebagai tragedi kemanusiaan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh individu. Pada 
intinya pemberian zakat tersebut telah bertentangan dengan esensi dari zakat itu sendiri 
yang mengangkat harkat dan derajat kemanusian baik pada pemberi maupun penerima 
zakat.
Eri Sudewo menulis, bahwa pengelolaan zakat melalui lembaga pengelola zakat 
didasarkan pada berbagai pertimbangan, salah-satunya adalah nilai kemanusiaan yaitu 
menjaga perasaan rendah diri para penerima zakat apabila berhadapan langsung dengan 
32 M. Anwar Sani, Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid, (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2010), h.  21.118
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pembayar zakat untuk menerima haknya.33  
Jadi, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat pada dasarnya 
mengimplementasikan nilai-nilai kemanusian dengan mengurangi beban psikologis 
penerima zakat dan juga tetap memuculkan kepercayaan diri penerima zakat dalam 
mengambil haknya, dengan cara itu pengelola zakat dapat menempatkan penerima zakat 
lebih terhormat.  
Nilai Keseimbangan
Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda yaitu transedental dan horizontal. 
Maka zakat memiliki banyak hikmah dan arti dalam kehidupan manusia. Diantara hikmah 
zakat adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan menghilangkan kesenjangan 
antara orang kaya dengan miskin dan mendistribusikan harta yang dimiliki sebagai bentuk 
solidaritas sosial yaitu nilai pertengahan atau nilai keseimbangan. 
Pertengahan yang adil merupakan ruh dari ekonomi Islam. Ruh ini merupakan 
perbedaan yang sangat jelas dengan sistem ekonomi lainnya. Ruh dari sistem kapitalis sangat 
jelas dan tampak pada pengkultusan individu, kepentingan pribadi, dan kebebasannya 
hampir-hampir bersifat mutlak dalam pemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta. 
Ruh sistem ekonomi komunis tercermin pada prasangka buruk terhadap individu dan 
pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Komunis memandang kemaslahatan 
masyarakat, yang diwakili oleh negara, adalah di atas setiap individu dan segala sesuatu.
Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan 
oleh Islam diantara individu dan masyarakat, sebagai mana ditegakkannya dalam berbagai 
pasangan lainnya, seperti dunia-akhirat, jasmani-rohani, akal-rohani, idealisme-fakta dan 
lainnya.
Keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban
Dalam beraktivitas setiap muslim harus memperhatikan kemampuan keterbatasan 
fisik. Manusia yang diciptakan memiliki keterbatasan fisik tidak dapat dipaksa untuk 
melakukan aktivitas di luar kemampuan. Oleh karena itu, keseimbangan (tawazun) 
antara waktu istirahat dan bekerja harus menjadi suatu prinsip. Ini artinya, ada 
pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang.
Berlebihan akan mengakibatkan kepincangan baik dalam kerja maupun fisik. 
Pengaturan itu menunjukkan perlunya program kerja yang jelas sehingga capaian-
capaiannya dapat terukur. Prinsip pengelolaan zakat yang baik memperhatikan 
kemampuan manusia dalam berbagai aspek. Disiplin dalam menggunakan 
waktu secara teratur akan melahirkan karya-karya yang bermutu. Sementara 
ketidakteraturan menimbulkan masalah dalam bekerja, bahkan dapat menimbulkan 
ketidakseimbangan baik dalam bekerja maupun fisik.
Keseimbangan Antara Ruhani Dan Jasmani
Sebagai makhluk yang terdiri atas unsur ruhani dan jasmani setiap muslim 
dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara keduanya baik antara ruhani dan 
jasmani maupun antara ibadah dengan usaha (Q.S. al-Jumu’ah [62]:10). Beribadah 
33 Hamid Abidin, (ed.), Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah, 
(Jakarta: Piramedia, 2004), h. 168.  119
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tidak dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya unsur material. Sebagai contoh, 
ibadah salat sah dilakukan jika menutup aurat. Penutup aurat jelas berupa kain atau 
yang lainnya yang sifatnya materi. Syarat penutup aurat tersebut harus bersih dan 
suci serta diperoleh dengan usaha yang halal.
Demikian pula ibadah haji, yang diwajibkan bagi orang yang mampu serta 
memiliki bekal yang cukup untuk keperluannya selama perjalanan serta bekal bagi 
keluarga yang ditinggalkan. Ibadah zakat pun demikian dapat dilakukan apabila 
memiliki kecukupan harta. Semua itu menunjukkan bahwa setiap muslim harus dapat 
mengatur waktu untuk beribadah dan bekerja (aktivitas) dengan seimbang.
Keseimbangan antara ruhani dan jasmani berarti juga keseimbangan antara unsur 
zikir (do’a) serta ikhtiar. Do’a sebagai motivasi instrinsik bagi setiap muslim yang 
dapat menjadi penggerak dalam jiwa dan do’a juga merupakan ibadah. Sementara 
ikhtiar merupakan aktivitas yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 
dibuat. Intisari keseimbangan antara jasmani dan ruhani dalam pengelolaan zakat 
yaitu perasaan yang senang dan nyaman bagi amil, muzakki dan mustahiq. Aktivitas 
yang dilakukan tidak semata-mata mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia 
melainkan bagian dari perintah agama.
Unsur jasmani dapat berupa finansial yang diberikan kepada mustahiq sehingga 
memiliki motivasi hidup untuk bekerja dan mustahiq merasa diperhatikan. Manusia 
tidak bisa lepas dari kebutuhan materi yang menjadi penunjang kehidupan. Oleh 
karena itu, dukungan finansial hendaknya tidak diabaikan, karena dapat memberi 
dampak pada ruhani.
Keseimbangan Antara Pribadi Dan Masyarakat (Publik)
Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan dan peran serta orang lain. 
Begitu pula pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain (Q.S. al-
Zhariyat [51] ayat19). Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik dapat 
direalisasikan dalam berbagai aktivitas antara lain kepekaan (responsif) terhadap 
orang lain. Kepedulian terhadap masalah yang dihadapi orang lain merupakan 
salah satu karakter orang yang beriman. Sehingga, seseorang yang tidak memiliki 
kepedulian dinilai sebagai orang yang tidak memiliki kualitas iman yang sempurna. 
Perwujudan responsif dapat dilakukan dengan memiliki sifat empati dan 
simpati terhadap orang lain. Responsif terhadap masalah orang lain memupuk jiwa 
pemurah dan menghilangkan sifat kikir. Terbangunnya suasana partisipatif menjadi 
sebuah kekuatan yang dapat menjadi modal sosial (social capital) sehingga dapat 
menumbuhkan berbagai aksi kolektif. Aksi kolektif dapat menjadi solusi dalam 
mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Salah satu bentuk 
dari sifat responsif adalah dengan menunaikan zakat, infaq, dan sadaqah.
Keseimbangan antara individu dan publik dalam pengelolaan zakat terwujud 
dengan adanya bentuk kepedulian yang diberikan oleh muzakki kepada mustahiq 
melalui amil zakat untuk menyalurkan dana zakat secara cepat dan tepat.
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PENUTUP
Keadilan sosial dalam Islam mengajarkan dan mengusahakan untuk mendekatkan jarak 
antara yang kaya dan yang miskin, agar jangan sampai terjadi jurang pemisah yang terlalu 
da lam dan terhindar dari berbagai kerawanan sosial.
Hakikat pengelolaan zakat memuat nilai-nilai, yaitu: Nilai tauhid sebagai satu 
kesatuan antara keyakinan, perkataan, dan tindakan, dan tauhid sebagai kesatuan integritas 
dan perilaku. Nilai tauhid tercermin dalam kesatuan visi dan misi yang dimiliki sebuah 
organisasi atau lembaga. Adanya kesatuan visi, misi, tujuan, dan prinsip itulah sebuah 
lembaga pengelola zakat dapat melakukan kegiatan dan mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan; Nilai akhlak bahwa perilaku utama yang harus dimiliki oleh pengelola zakat baik 
secara individu maupun kolektif adalah menerapkan manajemen kenabian yaitu mensifati 
sifat nabi dalam mengelola zakat, seperti sifat siddiq (benar), amanah (terpercaya), fatanah 
(cerdas), dan tabligh (komunikatif-promotif); 
Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat pada dasarnya mengimplementasikan 
nilai-nilai kemanusian dengan mengurangi beban psikologis penerima zakat dan juga tetap 
memuculkan kepercayaan diri penerima zakat dalam mengambil haknya, dengan cara itu 
pengelola zakat dapat menempatkan penerima zakat lebih terhormat; Nilai keseimbangan 
dalam pengelolaan zakat adalah terciptanya keseimbangan antara hak mustahik dan 
kewajiban muzakki secara adil. 
Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang berkeadilan sosial, maka lembaga 
pengelola zakat baik secara individu maupun organisasi hendaknya menerapkan manajemen 
kenabian (sifat siddiq, amanah, fatanah, dan tabligh), sehingga lembaga pengelola zakat 
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
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Abstract
This study aims to, (1) analyze and obtain a clear description of the power of 
the President of the Republic of Indonesia in the presidential system of governance 
and implementation mechanisms, and (2) To analyze and obtain a clear description, 
the relationship between the power of the President of the Republic of Indonesia in a 
presidential government system with multi-party system. The results showed that the power 
of the President of the Republic of Indonesia, is still very large number of 21 (twenty one) 
is given directly by the RI State Constitution of 1945 and 14 (fourteen) is given by the law 
and other legislation. Implementation mechanism President categorically rule consists of 
the President of an independent power, the power of the President with the approval of the 
House of Representatives, and powers of the President with the consultation. Besides the 
presidential system, combined with multi-party system in Indonesia, more likely to deliver 
an unstable governments and less effective.
Keywords: Presidential Government System, Multi-Party System
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk, (1) menganalisis dan menjelaskan gambaran yang 
jelas akan kekuasaan presiden RI dalam sistem presidensial dan implementasinya dalam 
sistem pemerintahan, dan (2) menganalisis dan menemukan hubungan yang jelas antara 
kekuasaan Presiden RI  dalam sistem presidensial dengan sistem politik multi partai. 
Penelitian menunjukkan bahwa presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, ada 
21 kewenangan yang diserahkan langsung kepada presiden berdsarakan kontitusi dan 
14 diperoleh berdsasrkan undang-undang dan peraturan lainnya. Aturan kepresidenan 
mengandung ketentuan bahwa presiden sebagai kekuasan yang independen, kekuasaan 
presiden dengan persetujuan DPR dan kekuasaan dengan konsultasi. Disamping sistem 
presidensial, kombinasi sistem multi partai juga lebih mengarah kepada tidak efektif dan 
tidak stabilnya pemerintahan. 
Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Presidensial, Sistem Multi-Partai
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PENDAHULUAN
Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
(UUD 1945) memberikan wewenang tertentu kepada Presiden, namun tidak diikuti dengan 
batasan terhadap penggunaan dan mekanisme pelaksanaanya. Presiden diberikan kekuasaan 
yang sangat besar, seperti Pasal 5 ayat (1) kekuasaan membentuk undang-undang, ayat 
(2) kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah; Pasal 10 memegang kekuasaan tertinggi 
atas Angkatan Darat, Laut dan Udara; Pasal 11 menyatakan perang, membuat perdamaian, 
dan perjanjian; Pasal 12 menyatakan keadaan bahaya; Pasal 13 mengangkat Duta dan 
Konsul serta menerima Duta negara lain; Pasal 14 memberi grasi, amnesty, abolisi, dan 
rehabilitasi; Pasal 15 memberi gelar dan tanda jasa; pasal 17 ayat (2) mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri; Pasal 21 ayat (2) membatalkan RUU yang disetujui 
DPR; Pasal 22 menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang; dan Pasal 
23 ayat (1) mengajukan RAPBN. Kekuasaan Presiden yang sedemikian besar itu, juga 
didasarkan Pasal IV Aturan Peralihan yang menyatakan, “Sebelum MPR, DPR dan DPA 
dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan 
sebuah Komite Nasional”. 
Kekuasaan Presiden yang sedemikian besar itu, bukan hanya berdasarkan Pasal 
5 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21 dan 23 diatas, tetapi juga didasarkan Pasal IV Aturan 
Peralihan yang berbunyi: “Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, 
segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”1. 
Sebagai akibat dari ketentuan peralihan tersebut, Presiden dengan sah dapat bertindak 
sebagai diktator karena bantuan Komite Nasional sama sekali tidak dapat diartikan suatu 
pengekangan atas kekuasaannya2. 
Hal yang sama terjadi di masa Orde Baru. Berdasarkan UUD 1945 tersebut, selama 
lebih kurang 32 tahun, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan 
dengan mekanisme yang sentralistis, tertutup, dan otoriter. Pucuk pimpinan negara dan 
pemerintahan dipegang oleh Presiden. Akibatnya, kedaulatan rakyat yang menjadi korban. 
Salah satu penyebab dari kesewenang-wenangan tersebut adalah tidak adanya rambu-
rambu hukum yang membatasi kekuasaan Presiden yang sangat besar yang diberikan oleh 
UUD 1945. 
Pelaksanaan kekuasaan Presiden pada masa orde baru tersebut, telah menimbulkan 
berbagai masalah. Hal itu disebabkan karena tiga hal. Pertama, besarnya kekuasaan 
Presiden tersebut tidak diikuti dengan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. 
Tidak ada upaya dari DPR untuk membuat ketentuan lebih lanjut dari pasal-pasal dalam 
UUD 1945 mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden yang sedemikian besar 
tersebut, terutama terkait dengan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Padahal hak-
hak tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan bangsa sehingga memerlukan adanya 
kontrol, misalnya pemilihan duta dan konsul, penentuan susunan kabinet, wewenang 
untuk menyatakan perang, dan lain-lain. Kedua, fenomena ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah telah sedemikian besarnya sehingga menimbulkan sensitivitas dalam 
1 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 112
2 A.K. Pringgodigdo, Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-undang Dasar Dalam Teori dan 
Praktek, (Jakarta: Pembangunan, 1956), hal. 11128
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masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya 
Presiden. Ketiga, berkaitan erat dengan yang kedua, sensitivitas ini juga didorong oleh 
tumbuhnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh atmosfir 
reformasi yang tengah berjalan. 
Sejak dimulainya reformasi, sistem pemerintahan Presidentil yang diterapkan secara 
bersamaan dengan sistem kepartaian majemuk atau sistem multi partai dapat dilihat 
saat pelaksanaan pemilu. Tahun 1999 kurang lebih 148 partai politik yang tercatat di 
Departemen Hukum dan HAM, yang lolos untuk mengikuti pemilu 48 partai. Hasilnya 19 
parpol yang memperoleh kursi di DPR. Di tahun 2004, 112 partai tercatat di Departemen 
Hukum dan HAM, yang dapat mengikuti pemilu 24 partai, kemudian menghasilkan 16 
partai di DPR. Sementara pemilu tahun 2009, partai politik yang tercatat di Departemen 
Hukum dan HAM berjumlah 79 partai. Dari jumlah tersebut 38 partai dapat mengikuti 
pemilu, termasuk enam partai lokal di Aceh. Pemilu tersebut menghasilkan 9 partai yang 
memperoleh kursi di DPR. Pemilu pada periode-periode tersebut tidak dapat menghasilkan 
pemenang mayoritas. 
Sementara itu, pemilihan Presiden langsung yang dilakukan di tahun 2004 dan 2009 
hanya menghasilkan minority President, yaitu Presiden dengan dukungan relatif kecil di 
DPR, Dengan terbatasnya dukungan itu, pemerintahan koalisi menjadi pilihan, bahkan 
dibentuk Sekretariat Gabungan Partai Koalisi untuk mengkoordinasikan kesatuan gerak 
partai politik pendukung pemerintah
Koalisi dalam kabinet maupun dukungan 70 persen kekuatan politik di DPR, tidak 
memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam hal ini presiden dalam menghadapi setiap 
agenda ketatanegaraan yang bersentuhan dengan kewenangan DPR. Bahkan, dalam banyak 
peristiwa partai politik pendukung koalisi sering ”mempersulit” agenda pemerintah3. 
Hal ini terlihat dari seringnya partai politik mitra koalisi pemerintah, mencampuri atau 
melakukan intervensi terhadap Presiden, misalnya dalam penyusunan Kabinet Indonesia 
Bersatu yang diumumkan tanggal 20 Oktober 2004, perombakan kabinet periode pertama 
pada tanggal 25 Desember 2004 dan perombakan kabinet periode kedua pada tanggal 
7 Mei 20074.  Padahal, kewenangan untuk mengangkat para menteri tersebut adalah 
termasuk kewenangan Presiden yang mandiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 
Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Menteri-menteri itu 
diangkat dan  diberhentikan oleh Presiden”.
Disamping itu, makin seringnya kebijakan pemerintah diinterpelasi DPR bahkan 
sampai penggunaan hak angket, Misalnya Angket Kebijakan Pemerintah Menaikan BBM 
(Mei 2005)5, Angket lelang Gula Ilegal dan Angket Kebijakan Penjual Tanker Pertamina 
(Juni 2005)6, Angket Kredit Macet Bank Mandiri (Januari 2006)7, Angket Kebijakan 
Bail Out Bank Century serta voting terbuka dalam Rapat Paripuran DPR, terkait rencana 
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penggelapan Pajak8.
Dari uraian di atas, terlihat bahwa kekuasaan Presiden yang besar dalam sistem 
3 Saldi Isra. 2009 Simalakama, op cit. 
4 Lihat Hanta Yudha, Presidensialisme Setengah Hati, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm 135-155
5 Kompas, 28 Mei 2005
6 Kompas, 22 Juni 2005
7 Kompas, 02 januari 2006
8 Kompas, 24 Februari 2011 129
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
Presidensial, layaknya diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran atas kewenangan yang 
diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Disamping itu sistem Presidensial yang 
dikombinasikan dengan sistem multipartai nampaknya menimbulkan masalah dalam 
penerapannya, karena mereduksi kekuasaan Presiden serta sulit menciptakan efektifitas 
dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menarik untuk di lakukan kajian 
tentang bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden dalam sistem 
pemerintahan Presidentil serta hubungannya dengan sistem multi partai.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang diteliti mencakup:
1. Bagaimanakah kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan 
Presidentil serta mekanisme pelaksanaanya?
2. Bagaimana hubungan antara kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam sistem 
pemerintahan Presidentil dengan sistem multi partai?
METODE  PENELITIAN
Tipe yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang 
mengkaji  ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum 
maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 
approach) dan pendekatan historis (historycal approach) 
Penelitian ini akan menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pustaka. terdiri 
dari, (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder serta (c) bahan hukum tertier. 
Kemudian  dikaji dan dianalisis secara normatif berdasarkan kerangka analisis, teori, 
prinsip dan konsep-konsep yang telah dipilih dalam penelitian, lalu hasilnya akan disusun 
dalam suatu kesimpulan dan rekomendasi akhir.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kekuasaan Presiden dan Mekanisme Pelaksanaannya
Kekuasaan Presiden bersumber dari konstitusi dan peraturan lain yang berada di bawahnya. 
Kekuasaan Presiden yang di atur secara langsung melalui UUD  Negara RI Tahun 1945 
adalah kekuasaan yang bersifat atributif. Sedangkan kekuasaan Presiden yang diperoleh 
melalui peraturan lainnya adalah kekuasaan yang bersifat derivatif, atau yang diperoleh 
melalui pelimpahan kekuasaan.
UUD 1945 sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, telah 
menyatakan bahwa konsep bernegara Republik Indonesia adalah konsep negara modern 
yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Kekuasaan Presiden dalam sistem 
pemerintahan ini, hanya merupakan salah satu dari kekuasan alat kelengkapan negara 
yang berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kekuasaan-kekuasan 
Presiden yang dimaksud adalah kekuasaan sebagai kepala negara, kekuasaan sebagai 
kepala pemerintahan dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini dibatasi oleh konstitusi dan 130
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penyelenggaraannya mendapatkan 
pengawasan dari DPR.
Sebelum dikaji bagaimana kekuasaan Presiden Republik Indonesia dan mekanisme 
pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan tersebut menurut UUD Negara RI Tahun 1945 setelah 
perubahan serta peraturan perundang-undangan lainnya, perlu ditinjau secara historis 
kekuasaan Presiden RI sebelum perubahan UUD 1945.
Kekuasaan Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945
Sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah menjalankan berbagai konstitusi 
secara bergantian, antara lain UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD Sementara Tahun 1950, 
kembali ke UUD 1945 melalui dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 serta UUD Negara RI 
Tahun 1945 (hasil amandemen sejak tahun 1999-2002).
Kekuasaan Presiden RI berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan)
UUD 1945 memberikan dua kedudukan kepada Presiden yaitu sebagai kepala negara 
sekaligus kepala pemerintahan sehinggga kekuasaan presiden mencakup kekuasaan 
legislasi dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan-kekuasaan tersebut antara lain :
a. Kekuasaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 4 Ayat (1), yang mengatur bahwa presiden memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut UUD.
b. Kekuasaaan dibidang legislasi, yaitu kekuasaaan membentuk Undang-Undang 
bersama DPR,9 dalam kondisi kegentingan yang memaksa dapat membentuk 
PERPU,10 berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-
Undang11 serta menentukan anggaran dan pendapatan negara12. 
c. Kekuasaaan dibidang yudisial, yaitu kekuasaan memberi grasi, abolisi , amnesti 
dan rehabilitasi.13   
d. Kekuasaan dibidang militer, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan 
darat, laut dan udara14 serta kekuasaan menyatakan perang dan membuat 
perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.15
e. Kekuasaan hubungan luar negeri, yaitu kekuasaan membuat perjanjian dengan 
negara lain dengan persetujuan DPR.16
f. Kekuasaan darurat, yaitu kekuasaan menyatakan keadaan bahaya.17
g. Kekuasaan mengangkat atau menetapkan pejabat tinggi negara, yaitu kekuasaan 
mengangkat menteri-menteri,18 duta dan konsul.19
Kekuasaan Presiden RI berdasarkan UUD RIS 1949
Dalam UUD RIS, Presiden hanya bekedudukan sebagai kepala Negara,20 sedangkan 
9 Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945
10 Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945
11 Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945
12 Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945
13 Pasal 14 UUD 1945
14 Pasal 10 UUD 1945
15 Pasal 11 UUD 1945
16 Pasal 11 UUD 1945
17 Pasal 12 UUD 1945
18 Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945
19 Pasal 13 Ayat (1) UUD 1945
20 Pasal 69 UUD RIS 1949 131
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kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana 
menteri.21 Kekuasaan-kekuasaan tersebut antara lain :
a. Kekuasaaan dibidang yudisial, yaitu kekuasaan memberi ampun dan keringanan 
hukuman atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh vonis pengadilan.22 
Amnesti hanya dapat diberikan dengan perintah Undang-Undang Federal diberikan 
oleh presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung.23  
b. Kekuasaan dibidang militer, yaitu pemegang kekuasaan atas angkatan bersenjata24 
serta kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara 
lain dengan persetujuan DPR.25 Sedangkan kekuasaan untuk menyatakan perang 
dengan negara lain harus seizin DPR dan Senat.26
c. Kekuasaan hubungan luar negeri, yaitu kekuasaan untuk mengadakan dan 
mengesahkan segala perjanjian dan persetujuan dengan negara lain. Perjanjian 
dan persetujuan tersebut baru sah jika sudah disetujui dengan undang-undang.27 
Disamping itu juga terdapat kekuasaan untuk mengangkat wakil-wakil RIS pada 
negara-negara lain dan menerima wakil-wakil negara lain pada RIS.28  
Kekuasaan Presiden RI berdasarkan UUD Sementara 1950.
Dalam UUD Sementara 1950, presiden juga hanya bekedudukan sebagai kepala 
negara29, Kekuasaan-kekuasaan tersebut antara lain :
a. Kekuasaaan di bidang legislasi, yaitu kekuasaaan untuk mengambil inisiatif dalam 
perundang-undangan dan menyampaikan RUU kepada DPR dengan amanat 
presiden,30 kekuasaan untuk mengundangkan undang-undang.31 Kekuasaan untuk 
membubarkan DPR.32
b. Kekuasaaan di bidang yudisial, yaitu kekuasaan memberi grasi, dalam hal 
memberi  keringanan atau membatalkan hukuman33. Sedangkan Amnesti dan 
Abolisi diberikan melalui undang-undang setelah meminta nasehat dari Mahkamah 
Agung.34 
c. Kekuasaan di bidang militer, yaitu pemegang kekuasaan atas angkatan perang.35 
serta kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara 
lain dengan persetujuan DPR36. Sedangkan kekuasaan untuk menyatakan perang 
dengan negara lain harus seizin DPR dan Senat37.
21 Pasal 72 jo. Pasal 74  UUD RIS 1949
22 Pasal 160 Ayat (1) dan (2) UUD RIS 1949
23 Pasal 160 Ayat (3) UUD RIS 1949
24 Pasal 183 UUD RIS 1949
25 Pasal 11 UUD 1945
26 Pasal 160 Ayat (3) UUD RIS 1949
27 Pasal 175 UUD RIS 1949
28 Pasal 178 UUD RIS 1949
29 Pasal 45 Ayat (1)  UUDS 1950
30 Pasal 89  UUDS 1950
31 Pasal 90  UUDS 1950
32 Pasal 84  UUDS 1950
33 Pasal 107 Ayat (1) dan (2)  UUDS 1950
34 Pasal 107 Ayat (3) UUDS 1950
35 Pasal 85 jo Pasal 127 Ayat (1) UUDS 1950
36 Pasal 11 UUD 1945
37 Pasal 160 Ayat (3) UUD RIS 1949132
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d. Kekuasaan hubungan luar negeri, yaitu kekuasaan untuk mengadakan dan 
mengesahkan perjanjian dan persetujuan dengan negara lain. Perjanjian dan 
persetujuan tersebut baru sah jika sudah disetujui dengan undang-undang.38 
Disamping itu juga terdapat kekuasaan untuk memasukan Repubik Indonesia 
kedalam organisasi-organisasi negara39 serta menunjuk wakil-wakil diplomatik 
dan konsuler negara-negara asing.40
e. Kekuasaan mengangkat atau menetapkan pejabat tinggi negara, yaitu kekuasaan 
mengangkat Wakil Presiden,41 Perdana menteri, menteri-menteri,42 dan pejabat-
pejabat lainnya43 termasuk kekuasaan untuk mengesahkan pemilihan ketua dan 
wakil-wakil ketua DPR.44
Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 
Khusus mengenai ketentuan yang berkaitan dengan Presiden, MPR melakukan 
perubahan pada tahun 1999, yang meliputi sembilan pasal antara lain, Pasal 5 Ayat (1), 
Pasal 7, Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), 
Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3), dan Ayat (4) 
serta Pasal 21
Pada tahun 2001, MPR kembali melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang 
berkaitan dengan Presiden, yaitu: Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 
11 dan Pasal 17. Sementara di tahun 2002 perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan 
kekuasaan Presiden, meliputi: Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), serta Pasal 11 Ayat (1) 
dan Pasal 16.
Dalam hal ini, akan dikaji bagaimanakah  kekuasaan Presiden Republik Indonesia dan 
mekanisme pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan tersebut, dilihat dari ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam UUD 1945 setelah perubahan serta peraturan perundang-undangan 
lainnya. Selanjutnya akan mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara kekuasaan 
Presiden Republik Indonesia dengan sistem multi partai. 
Dari hasil penelitian, ditemukan 35 bentuk kekuasaan Presiden RI yang dimuat  dalam 
UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 21 (dua puluh satu) diantaranya 
adalah kekuasaan yang langsung diberikan oleh UUD 1945 dan sisanya, sebanyak 14 (empat 
belas) adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Untuk mendeskripsikan, mempermudah dan mempertajam analisis, maka bentuk-
bentuk kekuasaan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang dibedakan 
berdasarkan jenis-jenis mekanisme pelaksanaannya.
Kategori-kategori yang akan dipergunakan adalah:
a. Kekuasaan yang tidak diatur sama sekali mekanisme pelaksanaannya atau yang 
mekanisme pelaksaanannya memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada 
Presiden. Dalam kajian ini, di kategorikan sebagai kekuasaan Presiden yang mandiri. 
38 Pasal 120 Ayat (1)  UUDS 1950
39 Pasal 121 UUDS 1950
40 Pasal 123 UUDS 1950
41 Pasal 45 Ayat (4) UUDS 1950
42 Pasal 51 Ayat (1) UUDS 1950
43 Pasal 85 UUDS 1950
44 Pasal 62 Ayat (1) UUDS 1950 133
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b. Kekuasaan yang dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPR. Kekuasaan ini di 
kategorikan sebagai kekuasaan Presiden dengan persetujuan DPR. 
c. Kekuasaan yang dilaksanakan dengan usul atau nasehat dari lembaga-lembaga negara 
lain, dikategorikan sebagai kekuasaan Presiden dengan konsultasi. 
Dengan menggunakan k.aategori-kategori di atas, ditemukan 35 (tiga puluh lima) 
bentuk kekuasaan Presiden, yang terdiri dari; 12 (dua belas) bentuk kekuasaan Presiden 
yang mandiri, 9 (sembilan) bentuk kekuasaan Presiden dengan persetujuan DPR, dan 14 
(empat belas) bentuk kekuasaan Presiden yang dilakukan melalui mekanisme konsultasi. 
Masing-masing bentuk kekuasaan tersebut dalam setiap kelompoknya, tidak memiliki 
kesamaan mekanisme, sehingga untuk menganalisisnya diperlukan penguraian tiap-tiap 
mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden tersebut.
Ketiga puluh lima kekuasaan Presiden tersebut,  antara lain :
Kekuasaan Presiden yang Mandiri
1. Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara.
Kekuasaan ini adalah berkaitan dengan kedudukan Presiden RI sebagai kepala 
negara. Dasar hukumnya adalah Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945. “Presiden memegang 
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. 
Dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara “Presiden 
berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan TNI”.  Namun demikian jika ada 
ancaman bersenjata, pengerahan TNI oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR. 
Presiden adalah penentu kebijakan umum pertahanan negara.Dalam 
melaksanakan kewenangan ini Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional 
yang mempunyai fungsi sebagai penasihat Presiden khusus dalam bidang menetapkan 
kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.45 
Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai 
tugas:
i. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar 
departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat 
beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
ii. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen 
pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
iii. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.
Dewan ini diketuai sendiri oleh Presiden dan beranggotakan Anggota Tetap 
(yang terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri 
Dalam Negeri dan Panglima TNI) dengan hak dan kewajiban yang sama46. Serta 
Anggota tidak Tetap yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pejabat non pemerintah 
yang dianggap perlu dalam masalah yang dihadapi47. Anggota tidak tetap dari unsur 
pemerintah diusulkan dan diangkat oleh Presiden, sedangkan dari unsur nonpemerintah 
45 Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
46 Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
47 Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002134
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diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden48. Susunan 
organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Presiden49. 
2. Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi Atas Kepolisian Negara RI
Kekuasaan ini, juga berkaitan dengan kedudukan Presiden RI sebagai kepala 
negara. Landasan hukumnya adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.50 Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.51
Sebelumnya dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Angkatan 
Kepolisian dinyatakan sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, namun 
setelah reformasi di tahun 1998, hal itu telah mengalami perubahan. Pada tahun 
2000 MPR mengadakan sidang umum, yang salah satu hasilnya adalah Ketetapan 
MPR nomor VI/MPR/2000 Tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut pada tahun 2002 dibentuklah Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kekuasaan Mengajukan Rancangan Undang-Undang, Membahasnya Bersama DPR 
dan Mengesahkan  
Berdasarkan Pasal 5 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang. Namun setelah perubahan, kekuasaan 
membentuk undang-undang dipegang oleh DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 
Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa DPR memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang. Namun demikian Presiden tetap mempunyai hak untuk 
mengajukan RUU kepada DPR. Disisi lain, menyangkut RUU tentang APBN, hanya 
Presiden yang mempunyai kekuasaan untuk mengajukan rancangannya. Dalam 
pembentukan undang-undang di Indonesia, sedikitnya ada empat keikutsertaan 
Presiden, yaitu:
i. Perancangan
Presiden melalui Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan non-
Departemen menyusun Rancangan Undang-undang untuk memperoleh persetujuan 
DPR. Tata cara penyusunan Rancangan undang-undang (dan Peraturan Pemerintah) 
yang berasal dari Pemerintah dilaksanakan dengan beberapa mekanisme dasar,  antara 
lain:52 
48 Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
49 Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
50 Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
51 Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 
52 Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang berfungsi sebagai pembantu President 
seharusnya menyadari bahwa kewajiban Pasal 18 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan dimaksudkan sebagai upaya pengawasan bersama oleh Panitia Antar Departemen 
yang bersifat mencegah terhadap kemungkinan sebuah rancangan undang-undang mengandung cacat 
hukum (preventief toezicht), yang tidak terlihat dengan jeli oleh departemen pemrakarsa. UUD 1945 
memang memberikan peluang bahwa rancangan yang tidak disetujui oleh Panitia Antar departemen 
dapat diteruskan ke DPR sebagai usul hak inisiatif, namun produk awal (initial draft) yang dikirimkan 135
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a. Dilakukan berdasarkan prakarsa Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan 
Non-Departemen yang telah disetujui Presiden. 
b. Dilaksanakan secara antar Departemen dam Lembaga Pemerintahan Non-
Departemen yang tekait (Tim Antar-Departemen). 
c. Penyampaian kepada DPR (oleh Presiden) untuk  mendapat persetujuan.  Hal 
ini di uraikan secara jelas dalam Pasal 18, 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
ii. Pembahasan
Keikutsertaan Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-undang 
di DPR diwakili oleh Menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 diatas. 
Keikutsertaan ini makin mencerminkan bahwa Undang-undang  adalah produk 
bersama antara DPR dan Presiden. Undang-undang dibentuk oleh DPR bersama 
Presiden, bukan hanya oleh Presiden dengan persetujuan  DPR atau sebaliknya oleh 
DPR dengan persetujuan Presiden.
iii. Pengesahan
Segala RUU harus di bahas bersama dengan Presiden untuk mendapatkan 
persetujuan bersama.53 Jika RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka 
RUU itu tidak boleh di ajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden 
mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk 
menjadi undang-undang.54 Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut 
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut 
sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.55 
d. Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan 
 Dasar hukum kekuasaannya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, 
yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
UUD. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa 
“ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal inilah 
yang menurut penulis prinsip constitutional government atau constitutional state, 
yang sepadan dengan istilah Rechsstaat dan The Rule of Law. Prinsip pemerintahan 
berdasarkan undang-undang merupakan salah satu ciri penting negara hukum 
(Rechsstaat) dalam pengertian klasik seperti yang dikembangkan oleh Julius 
Stahl, sebagaimana yang telah penulis uraikan didalam tinjauan teoritis pada Bab 
sebelumnya.
e. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah.
 Landasan hukumnya adalah, Pasal 5 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, yang 
tersebut mungkin akan mengandung berbagai norma yang berbenturan dengan peraturan perundang-
undangan dari departemen lain (conflicting norms) sehingga akan menyulitkan Presiden atau menteri 
yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. Baca Abdul Gani Abdullah, Pengantar Memahami Undang-
Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam “Jurnal Legislasi Indonesia” Vol 
1, No. 2 September 2004, hal. 9.
53 Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945
54 Pasal 20 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945
55 Pasal 20 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945136
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mengatur bahwa ”Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang sebagaimana mestinya“.
f. Kekuasaan Menetapkan Keadaan Bahaya
Landasan hukumnya adalah Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, bahwa “ Presiden 
menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan 
dengan undang-undang. Serta Pasal 1 UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan 
Bahaya dan Pasal 14 UU No.  3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 
g. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Menteri-Menteri
Landasan hukumnya adalah Pasal 17 ayat (2 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 
22 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Pasal 17 ayat (1), (2), 
dan (3) UUD 1945, yang mengatur bahwa,“Presiden dibantu oleh menteri-menteri 
negara”, “Menteri-menteri itu diangkat dan  diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap 
menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Akan tetapi, Pasal 17 
ayat (4) menentukan pula bahwa “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
kementerian  negara diatur dalam undang-undang”. Maksudnya ialah, meskipun 
mengenai orangnya merupakan kewenangan mutlak Presiden, tetapi mengenai 
struktur organisasinya harus diatur dalam undang-undang.
h. Kekuasaan Membentuk dan Mengangkat Serta Memberhentikan Anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden
Landasan hukumnya adalah pasal 16 UUD Negara RI Tahun 1945, yang 
mengatur bahwa “Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas 
memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya 
diatur dalam undang-undang”. Juga mengacu kepada UU No 19 Tahun 2006 
tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan 
Pertimbangan Presiden. 
i. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa 
Agung RI
Landasan hukum kekuasaan ini adalah Pasal 19 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur bahwa “ Jaksa Agung diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden”. Dan pasal 23 ayat (1) yang mengatur “Wakil Jaksa 
Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung”.
j. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan, Kepala Staf Angkatan Darat, 
Angkatan laut dan Angkatan Udara. 
Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 17 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang 
Pertahanan Negara “Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf 
Angkatan atas usul Panglima”. 
k. Kekuasaan Mengangkat Konsul
Landasan hukum kekuasaan ini adalah Pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945 dan 
Keppres No. 51/1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar 
Negeri. Konsul merupakan pejabat negara yang mewakili negara dan kepala 
negara di suatu negara tertentu, mereka bertanggung jawab kepada Presiden RI 
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melalui Menteri Luar Negeri.
l. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Lembaga Pemerintah Non 
Kementrian (LPNK). 
   Kekuasaan ini dapat dikategorikan sebagai implementasi dari kekuasaan 
pemerintahan yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 
Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yang mengatur bahwa “Presiden memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut UUD”. Pembentukan Lembaga- Pemerintah Non 
Departemen, berada dalam ranah kekuasaan eksekutif sehingga kekuasaan ini tidak 
diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan.
4. Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan DPR
a. Kekuasaan Menetapkan APBN
Landasan hukumnya adalah Pasal 23 UUD NRI Thn 1945, UU No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara. UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa APBN sebagai 
wujut dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat56. Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD57.
b. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
Dasar hukumnya adalah Pasal 22 UUD NRI Thn 1945. Ayat (1) ”Dalam hal 
kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah” 
sebagai pengganti undang-undang. Ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus 
mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut”. Ayat (3) ”Jika tidak 
mendapat persetujuan maka  peraturan pemerintah harus dicabut”.
c. Kekuasaan Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian
Dasar hukumnya Pasal 11 UUD NRI Thn 1945 “Presiden dengan persetujuan DPR 
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. serta 
Pasal 27 ayat (2) huruf j UU No. 29 Tahun 2009  tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR & DPRD.
d. Kekuasaan Membuat Perjanjian Dengan Negara Lain 
Landasan yuridisnya adalah Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 
2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 27 ayat (2) huruf j UU No. 29 
Tahun 2009.
e. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Panglima TNI 
Landasan hukumnya adalah UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 
yang mengatur bahwa Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI 
dengan persetujuan DPR. 
f. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Kapolri 
56   Pasal 23 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945
57   Pasal 23 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945138
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
Dasar hukumnya adalah Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
RI. “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR”. 
g. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Anggota Komisi Yudisial 
Dasar hukumnya adalah Pasal 24B Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Anggota 
Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan 
DPR”. Serta Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Judisial.
h. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Duta Besar
Dasar hukumnya adalah Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945. Duta adalah pejabat negara 
yang mewakili negara dan kepala negara di suatu negara tertentu, bertanggung 
jawab kepada Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri.
i. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Gubernur dan Direksi Bank Sentral 
Landasan yuridisnya adalah pasal 41 dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. “bahwa Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan 
dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur diusulkan 
oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR”.
5. Kekuasaan Presiden Dengan Konsultasi
Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya 
memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan 
materi kekuasaan tersebut. Kekuasaan-kekuasaan tersebut adalah:
a. Kekuasaan Memberi Grasi
Dasar hukumya Pasal 14 UUD NRI Tahun  1945 yang diatur lebih lanjut dengan 
UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi 
dengan mempertimbangkan MA
b. Kekuasaan Memberi Rehabilitasi 
Dasar hukumya adalah Pasal 14 UUD Negara RI Tahun  1945, yang mengaturbahwa 
“Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan mempertimbangkan 
Mahkamah Agung”.
c. Kekuasaan Memberi Amnesti Dan Abolisi 
Dasar hukumya Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 1 UU Drt. No. 11/1954 
tentang Amnesti dan Abolisi. Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi dengan 
mempertimbangkan DPR.
d. Kekuasaan Memberi Gelaran
Dasar hukumya adalah Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945. “Presiden memberi gelar, 
tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”. 
Serta PP No. 24 Tahun 1961 tentang Tanda-tanda Kehormatan/penghargaan untuk 
Kepolisian Negara, PP No. 29 Tahun 1969 tentang Satyalencana Peristiwa Gerakan 
Operasi Militer IX yang selanjutnya disebut Satyalencana “Reksa Dharma”.  
e. Kekuasaan Memberi Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan Lainnya
Dasar hukumya Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945. “Presiden memberi gelar, tanda 
jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU”. Kemudian diatur 
lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 139
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ayat (3) UU Drt No. 4/1959. 
f. Kekuasaan Mengangkat dan Menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Calon 
Yang Diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
Dasar hukumya Pasal 24 dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 24 
Tahun 2003 tentang  Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C Ayat (3), mengatur bahwa 
“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi 
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh 
Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden”. Pasal 4 ayat 
(1) mengatur bahwa MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi 
yang ditetapkan  dengan Keputusan Presiden.
g. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Hakim Agung, Ketua, Wakil Ketua, 
Ketua Muda dan Hakim Anggota MA. 
Dasar hukumya Pasal 24A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. “Calon hakim agung 
diusulkan oleh komisi yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Serta UU Nomor 5 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun  1985 tentang Mahkamah 
Agung, yang mengatur bahwa Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon 
yang diajukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
h. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Hakim-Hakim
Dasar hukumya adalah UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, UU No. 
9 Tahun 2004 tentang PTUN, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
i. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Panitera Mahkamah Agung
Landasan yuridisnya adalah Pasal 21 UU No. 5  tahun  2004 tentang perubahan 
atas UU No. tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. “Panitera Mahkamah Agung 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung”. 
j. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung 
Muda 
Dasar hukumya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan RI. “Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden atas usul Jaksa Agung”. Sedangkan untuk Jaksa Agung Muda diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
k. Kekuasaan Mengesahkan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah. 
Dasar hukumya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Presiden 
hanya pengesahan seremonial serta pelantikan.
l. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Sekretaris Jenderal, Direktur 
Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementrian
Dasar hukumya Pasal 2 PP No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil dalam Jabatan struktural dan Pasal 11 PP No. 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
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m. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Rektor 
Dasar hukumnya adalah Pasal 39 ayat (1) PP No. 60 tahun 1999 tentang Perguruan 
Tinggi,   “Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, Menteri lain atau pimpinan 
lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut 
yang bersangkutan”.
n. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Deputi-Deputi Atau Jabatan Yang 
Setingkat Dengan Deputi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK)
Dasar hukumya adalah ketentuan  yang mengatur pembentukan Lembaga-Lembaga 
Pemerintahan Non-Kementrian. Ketentuan-ketentuan tersebut menyatkan bahwa 
mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden ini dilakukan atas usul Kepala LPNK. 
Hubungan Kekuasaan Presiden dengan Sistem Multi Partai
Pembentukan dan Perombakan kabinet
Sejak dimulainya reformasi, sistem pemerintahan Presidensil yang diterapkan secara 
bersamaan dengan sistem multi partai dapat dilihat saat pelaksanaan pemilu. Tahun 1999 
kurang lebih 148 partai politik yang tercatat di Departemen Hukum dan HAM, yang lolos 
untuk mengikuti pemilu 48 partai. Hasilnya 19 parpol yang memperoleh kursi di DPR. 
Tahun 2004, 112 partai tercatat di Departemen Hukum dan HAM, yang mengikuti pemilu 
24 partai, kemudian menghasilkan 16 partai di DPR. Sementara pemilu tahun 2009, partai 
politik yang tercatat di Departemen Hukum dan HAM berjumlah 79 partai. Dari jumlah 
tersebut 38 partai mengikuti pemilu, termasuk enam partai lokal di Aceh. Menghasilkan 9 
partai yang memperoleh kursi di DPR. 
Pemilu pada periode-periode tersebut tidak dapat menghasilkan pemenang mayoritas. 
Tahun 1999, pemilu dimenangkan oleh PDI Perjuangan (PDIP) dengan 145 kursi di DPR 
atau hanya sekitar 32,0 persen dari jumlah keseluruhan kursi DPR (550 kursi)58. Pemilu 
di tahun 2004 dimenangkan oleh Golkar dengan 128 kursi atau sekitar 32,0 persen59. 
Tahun 2009, Partai Demokrat yang unggul, dengan 148 kursi atau sekitar 20,81 persen 
dari jumlah keseluruhan kursi DPR (560 kursi)60.
Sementara itu, pemilihan Presiden langsung yang dilakukan di tahun 2004, meraih 
60,62 persen suara pemilih, tetapi menghasilkan minority President, yaitu Presiden dengan 
dukungan relatif kecil di DPR, yaitu hanya didukung empat partai kecil dan menengah 
(Demokrat, PBB, PKPI dan PKS) dengan kursi minoritas di DPR (113 kursi atau 20,5 
persen dari keseluruhan kursi)61. Dengan terbatasnya dukungan itu, pemerintahan koalisi 
menjadi pilihan yang tak terhindarkan62. Hal ini dilakukan untuk menjaga efektifitas 
dan stabilitas pemerintahan. Untuk mendapat dukungan di lembaga legislatif, Presiden 
membentuk pemerintahan koalisi dengan merangkul sejumlah partai politik antara lain, 
Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 
Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  (PKPI) serta dikuti kemudian 
58 Lensa Pemilu 1999, Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Jakarta,1999, http//www.kpu.go.id,
59 Lensa Pemilu 2004, Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Jakarta,2004, http//www.kpu.go.id,
60 Lensa Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Jakarta,2009. http//www.kpu.go.id, 
61 SK KPU tentang Penetapan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden 2004 putaran II
62 Saldi Isra, Simalakama Koalisi Presidensial, dalam Harian Kompas, 27 November 2008, Jakarta. 141
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oleh Partai Golkar.
Hal yang sama terjadi pada pemilu 2009 yang menghasilkan 9 parpol di DPR. 
Konfigurasi kekuatan hasil pemilu tersebut tidak memunculkan kekuatan yang mayoritas 
di DPR karena peringkat suara tertinggi yang dimiliki partai Demokrat sebagai partai 
pendukung mutlak Presiden hanya mencapai 20,81 persen dengan jumlah perolehan 148 
kursi dari total 560 kursi di DPR. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di tahun yang sama 
dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, yang mendapatkan dukungan 
suara 60,5 persen. Pemilihan Presiden langsung tersebut, juga menghasilkan minority 
President, yaitu Presiden dengan dukungan relatif kecil di DPR. Presiden didukung lima 
partai (Demokrat, PKS, PAN PPP dan PKB) dengan jumlah kursi yang terbilang lebih dari 
cukup di DPR (317 kursi dari jumlah keseluruhan kursi (560) yang terdiri atas, Demokrat 
148 kursi, Golkar 106 kursi, PKS 57 kursi, PAN 46 kursi PPP 38 kursi dan PKB 28 
kursi. Dengan jumlah perolehan kursi partai Demokrat, sebagai partai pendukung mutlak 
Presiden yang hanya 148 kursi dari total 560 kursi di DPR atau 20,81 persen, maka seperti 
periode sebelumnya (2004-2009), pemerintahan koalisi menjadi pilihan Presiden. Presiden 
kembali membentuk pemerintahan koalisi dengan merangkul sejumlah partai politik antara 
lain, Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB serta di parlemen dengan koalisi partai-
partai poltik tersebut. Sehingga praktis Presiden mempunyai dukungan politik yang kuat 
di perlemen. Dengan total suaranya hampir 75 persen.
Langkah Presiden merangkul beberapa partai politik di luar Partai Demokrat, tidak 
memberikan kemudahan bagi pemerintah  dalam menghadapi setiap agenda ketatanegaraan 
yang bersentuhan dengan kewenangan DPR. Bahkan, dalam banyak peristiwa partai politik 
pendukung koalisi sering ”mempersulit” agenda pemerintah.  Sistem Presidensial  terpaksa 
berkompromi dengan segala aspek dan realitas politik yang menyertai kondisi multipartai 
ini. Kompromi ini terlihat dari pola pembentukan dan perombakan kabinet, yaitu adanya 
intervensi partai politik mitra koalisi pemerintah terhadap Presiden dan akomodasi 
Presiden terhadap kepentingan partai politik dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu 
yang diumumkan tanggal 20 Oktober 2004, perombakan kabinet periode pertama pada 25 
Desember 2004, perombakan kabinet periode kedua pada 7 Mei 2007 dan pembentukan 
Kabinet tahun 2009.  Padahal kewenangan untuk mengangkat para menteri adalah 
termasuk kewenangan Presiden yang mandiri sebagaimana telah penulis uraikan diatas. 
Hal ini telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, 
yang mengatur bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan  diberhentikan oleh Presiden”.
Pengawasan DPR
Seringnya kebijakan pemerintah diinterpelasi DPR bahkan sampai penggunaan hak 
angket, Misalnya Angket Kebijakan Pemerintah Menaikan BBM (Mei 2005), Angket 
lelang Gula Ilegal dan Angket Kebijakan Penjual Tanker Pertamina (Juni 2005),  Angket 
Kredit Macet Bank Mandiri (Januari 2006), Angket dan Interpelasi Kebijakan Pemerintah 
Melakukan Impor Beras (September 2006) Angket Kebijakan Bail Out Bank Century 
(2009) dan voting terbuka dalam Rapat Paripuran DPR, terkait rencana  Pembentukan 
Panitia Khusus (Pansus) Penggelapan Pajak (Februari 2011) serta interpelasi dan angket 
lainnya. 
Sikap partai politik ini misalnya, dapat dilihat dalam Angket Kebijakan Bail Out 142
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Bank Century (2009) dan voting terbuka dalam Rapat Paripuran DPR, Pembentukan 
Panitia Khusus (Pansus) Penggelapan Pajak (Februari 2011) sebagaimana terlihat pada 
tabel dibawah ini :
Tabel 1. Hasil Voting Angket Pajak DPR RI.63
NO. FRAKSI MENERIMA MENOLAK
1 Partai Demokrat 145
2 Partai Golkar 106
3 PDIP 84
4 Partai Keadilan Sejahtera 56
5 Partai Amanat Nasional 43
6 PPP 26
7 PKB 2 26
8 Partai Gerinda 26
9 Partai Hanura 16
Total 264 266
Keterangan: Total Anggota yang hadir 530 dari 560 anggota DPR RI
Agar Indonesia dapat keluar dari political gridlock yang terjadi, karena Presiden 
didukung oleh koalisi partai yang rapuh, sementara partai dan DPR memiliki agenda politik 
sendiri, maka untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif diperlukan koalisi 
permanen yang bisa dikukuhkan dalam undang-undang. Untuk mendukung pemerintahan 
yang ada, di parlemen nantinya hanya akan ada dua fraksi yaitu gabungan fraksi pemerintah 
dan fraksi oposisi. koalisi permanen harus memiliki 55 persen suara atau lebih baik lagi 
kalau bisa mencapai 60 persen. Masa 10 tahun sudah cukup untuk melakukan transisi 
pemerintahan dan saat ini harus ada konsolidasi mengenai sistem politik, tata negara dan 
pemerintahan daerah, untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Koalisi permanen 
partai politik tersebut harus harus diberlakukan sampai ke daerah-daerah, untuk menjamin 
kesinambungan.
Sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia tak efisien dan perlu dilakukan 
pembaruan untuk menyederhanakannya. Partai belum mampu mengelola masyarakat 
dengan baik. Anggapan bahwa multipartai dianggap sebagai bentuk demokrasi karena 
memberi kesempatan untuk berpartisipasi adalah anggapan yang keliru. Semakin banyak 
partai, justru tidak lagi berfungsi untuk mengintegrasikan bangsanya melainkan “memecah 
belah” masyarakat karena masing-masing memiliki ideologi yang berbeda. Disamping 
itu sistem multipartai belum memberikan kontribusi dan intensif bagi efektifitas dan 
produktifitas sistem politik. Sistem kepartaian seharusnya mendukung terbentuknya sistem 
pemerintahan yang kuat dan bersih, namun kenyataannya setiap partai lebih mementingkan 
kepentingan masing-masing.Ideologi partai hanya tameng atau alat untuk merebut 
kekuasaan dan jabatan politik. Partai lebih merupakan `broker` politik ketimbang wadah 
seleksi dalam pembentukan pemimpin politik. oleh karena itu penyederhanaan sistem 
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kepartaian perlu dilakukan. 
Menurut penulis, ada dua strategi besar yang perlu ditempuh, yaitu : 
1. Menciptakan Lingkungan Yang Dapat Menjamin Sistem Presidensial Dapat Berfungsi 
Dengan Efektif
Hal ini dilakukan melalui penataan partai-partai politik agar tercipta mayority rule. 
Perlunya menerapkan sistem kepartaian sederhana bahkan jika perlu menggunakan 
model “dwi partai” di parlemen. Sebab dalam politik keseharian Presiden berhadapan 
dengan partai di parlemen, bukan partai-partai peserta pemilu. Oleh karena itu yang 
perlu disederhanakan jadi sistem “dwi partai” adalah partai di parlemen bukan jumlah 
peserta pemilu agar demokrasi dan kebebasan berpartai tetap terjamin. Sistem ini 
harus terbentuk secara alamiah, bukan rekayasa dari atas seperti masa Orde Baru. 
Ada lima cara yang dapat ditempuh untuk menyederhakan parlemen dan partai 
politik  yaitu  dengan menata kembali desain institusi politik melalui revisi terhadap 
paket undang-undang politik. Pertama, menerapkan sistem pemilu distrik (plurality/
majority system) atau sistem campuran (mixed member propotional). Pelaksanaan 
sistem tersebut terbukti dapat mengurangi jumlah partai. Kedua, memperkecil 
besaran daerah pemilihan (Dapil). Hal ini secara evolutif dapat mempercepat proses 
penyederhanaan partai politik karena semakin kecil besaran Dapil dan semakin 
sedikit jumlah kursi yang diperebutkan, semakin kecil pula peluang bagi partai kecil 
mendapatkan kursi. Hanya partai-partai besar saja yang berpeluang mendapatkan 
kursi. Sedangkan partai kecil dan menengah akan kehilangan pelung untuk 
memenangkan persaingan. Dengan demikian pengecilian alokasi kursi di masing-
masing Dapil tersebut merupakan alat untuk menyeleksi parpol yang benar-benar, 
mendapat dukungan dari rakyat. Parpol yang tidak mendapatkan suara signifikan 
secara alami didorong untuk melakukan koalisi dengan partai lain atau akan 
“tersingkir” karena tidak mendapatkan suara dan kursi di parlemen. Ketiga, menaikan 
ambang batas kursi di parlemen (Parliamentary Threshold), dari 3% (perseratus) 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 315 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilu, menjadi 4 atau 5% (perseratus).  Peningkatan angka Parliamentary 
Threshold tersebut di pemilu 2014 akan semakin menyederhanakan parlemen. 
Partai politik yang tidak mampu mencapai ambang batas yang telah ditetapkan tidak 
diperbolehkan mengirimkan wakilnya di parlemen. Jika hal ini diterapkan secara 
konsisten, jumlah partai politik akan terus berkurang secara alamiah sampai dengan 
jumlah yang ideal sekitar lima partai di parlemen. Keempat, penyederhanaan jumlah 
fraksi di DPR melalui pengetatan persyaratan ambang batas minimal pembentukan 
fraksi (fractional Threshold). Idealnya hanya sekitar tiga atau empat, bahkan dua 
fraksi saja, agar pemerintahan  dapat berjalan lebih efektif. Kelima, Jika fraksi di 
DPR masih lebih dari dua, maka fraksi-fraksi tersebut perlu di rekayasa dan “dipaksa” 
secara konstitusional menjadi dua blok politik melalui regulasi koalisi permanen. 
Model dua kekuatan politik inilah strategi menuju sistem “dwipartai” di parlemen 
yaitu hanya ada dua blok koalisi besar permanen di parlemen, pendukung pemerintah 
dan diluar pemerintahan
2. Menyesuaikan Sistem Pemerintahan Negara Dengan Lingkungan Politik 
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Ide dasar pembentukan koalisi harus dalam kerangka memperkuat sistem 
pemerintahan Presidensial. Jika hanya dilandaskan pada perhitungan memenuhi 
target memenangi pemilu, koalisi akan pecah-kongsi sejak awal pembentukan 
pemerintahan. Demi memperkuat sistem pemerintahan Presidensial, maka formula 
pembentukan koalisi dalam sistem parlementer yang dikemukakan Mainwaring 
layak dipertimbangkan64. Dalam hal ini, semua partai politik yang ingin bergabung 
dalam koalisi bersama-sama menentukan calon Presiden dan wakil Presiden yang 
akan mereka ajukan. Untuk menentukan calon itu, bisa saja digunakan koefisien 
hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon, diikuti dengan distribusi jabatan 
menteri. Dengan demikian, tanggung jawab partai politik pendukung koalisi lebih 
besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi. konsep ini akan menghilangkan ciri 
ideal sistem pemerintahan Presidensial. Dengan mengacu pola pembentukan koalisi 
dalam sistem parlementer tersebut, Presiden akan kehilangan sebagian kekuasannya 
(hak prerogatifnya) dalam pengisian anggota kabinet. Dengan model yang ada saat 
ini, perlu ada terobosan pemikiran. Jika tidak, Presiden akan tetap “tersandera” oleh 
koalisi yang ia bangun sendiri. Secara perlahan tetapi pasti, sistem Presidensial yang 
di terapkan bersama sistem multi partai akan melumpuhkan kekuasaan Presiden dan 
pemerintahannya.
Untuk mengelola lingkungan politik terfragmentasi dapat pula dipilih Sistem 
’Cohabitation’ model Prancis. Pilihan ini, dapat ditempuh kalau seluruh bangsa telah 
yakin dan bersepakat bahwa Sistem Presidensial adalah yang terbaik bagi bangsa ini, 
maka perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Cohabitation atau Sistem Pemerintahan 
Koalisi atau Sistem Semi Presidensial, bukan Presidensial murni atau parlementer 
murni, tetapi semi-Presidensial, seperti  di Prancis, dan pada abad 21 ini oleh beberapa 
negara Eropa Timur seperti Lithuania dan Azerbaijan. Karena bila sistem Presidensial 
murni diterapkan di Indonesia, berarti mengabaikan realitas masyarakat Indonesia 
yang multi partai dan multi ideology atau aliran politik. Ini akan rawan karena 
cenderung melahirkan pemerintahan yang terbelah (divided government). Presiden 
dapat saja hanya didukung oleh partainya yang minoritas di parlemen, sementara 
mayoritas parlemen tak hanya beroposisi, tetapi kerap bermusuhan dengan Presiden. 
Ini tentu menyebabkan pemerintah akan menjadi tidak efektif.
Sementara bila diterapkan sistem parlementer murni, karakter dan kultur politik 
kita tidak mendukung sistem dimaksud. Ini dapat dilihat dari partai-partai politik yang 
terfragmentasi baik dalam hal ideologi maupun basis massa. Dengan karakter seperti 
ini, pengalaman masa Demokrasi Liberal dengan kerap jatuh bangunnya kabinet 
akan terulang kembali. Oleh karena itu, menyerahkan mekanisme pemerintahan 
pada sistem parlementer murni atau Presidensial murni tidaklah cukup. Untuk itu, 
Penulis mengusulkan perlu ada campuran dari kedua sistem itu dengan mengambil 
kelebihan-kelebihannya bukan kelemehan-kelemahannya. Dalam konteks itu, sistem 
semi Presidensial untuk Indonesia meniru sistem seperti yang dipraktekan di Perancis. 
Dalam Sistem Cohabitation ini Presiden sebagai Kepala Negara dipilih langsung oleh 
rakyat dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen. 
64 Scott Mainwaring, 1993, Presidentialism, Multipartism, and democracy: The Difficult combination, 
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Sistem ini diterapkan di Prancis oleh Presiden De Gaulle dan Mitterand yang tidak 
mempunyai cukup dukungan di Parlemen. Pada Pemerintahan Presiden Chirac sistem 
tersebut ditinggalkan dan diganti dengan sistem semi-Presidensial karena Presiden 
dan Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Parlemen berasal dari partai yang sama. 
Sistem semi Presidensial model Perancis tersebut, ciri-cirinya antara lain: (1) 
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu dan dapat 
dipilih kembali. Dengan dipilih secara langsung ini berarti Presiden mendapat 
legitimasi yang kuat dari rakyat. Selain itu juga Presiden mempunyai fungsi sebagai 
alat pemersatu; (2) Ada jabatan Dewan Menteri yang dipimpin perdana menteri 
yang terpisah dari jabatan Presiden. Adanya perdana menteri ini dalam rangka 
mengakomodir partai-partai politik yang ada di parlemen, sehingga partai yang 
mendapat dukungan banyak berhak menduduki kursi perdana menteri; (3) Baik 
Presiden maupun kabinet sama-sama mempunyai kekuasaan riil atas penyelengaraan 
pemerintahan. Ada pembagian kekuasaan antara Presiden dan kabinet. (4) perdana 
menteri dan Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Oleh karena itu,  dengan desain konstitusi dan institusi politik  yang ada saat 
ini, terobosan pemikiran amat diperlukan. Jika tidak, Presiden Republik Indonesia 
akan tetap mengalami kesulitan dalam melaksanakan kekuasaanya, khususnya dalam 
menata koalisi yang ia bangun sendiri sebagai dampak dari pelaksanaan sistem multi 
partai yang diterapkan bersama dengan sistem Presidensil
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia,  masih terlampau besar, yaitu  21 (dua 
puluh satu) diantaranya langsung diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 dan 
sisanya, sebanyak 14 (empat belas) diberikan oleh undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan lain. Sementara mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden 
tersebut, secara kategoris terdiri atas kekuasaan Presiden yang mandiri, kekuasaan 
Presiden dengan persetujuan DPR, dan kekuasaan Presiden yang dilakukan melalui 
mekanisme konsultasi. Dengan besarnya kekuasaan tersebut  maka pembatasan 
konstitusional terhadap kekuasaan presiden menjadi sangat penting dalam sistem 
pemerintahan presidensil, melalui kontrol dari cabang-cabang kekuasaan lainnya 
sebagai penyeimbang.
2. Untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif dan menghindari pemerintahan 
yang tidak stabil karena pelaksanaan sistem presidensil yang dikombinasikan dengan 
sistem multi partai, maka diperlukan koalisi permanen yang diatur dalam undang-
undang. Di parlemen cukup dua fraksi yaitu gabungan fraksi pemerintah dan fraksi 
yang tidak mendukung pemerintah (oposisi). Hal ini untuk menghindari perpecahan 
yang timbul dari pemerintahan yang terbentuk berdasarkan koalisi disebabkan 
kepentingan pragmatis dari masing-masing partai politik. 
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Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran penulis sebagai rekomendasi 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Agar kekuasaan Presiden RI, yang masih cukup besar tersebut, baik yang diberikan 
oleh UUD Negara RI tahun 1945 maupun perundang-undangan lainnya, tidak 
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka perlu membatasi 
dan mengaturnya sebagai suatu institusi yang diikat oleh norma-norma hukum 
yang jelas, dengan membentuk suatu undang-undang yang khusus mengatur 
penyelenggaraan kekuasaan Presiden. Dalam hal ini adalah undang undang tentang 
Lembaga Kepresidenan yang mengatur dengan jelas dan rinci mengenai kekuasaan 
Presiden Republik Indonesia, batas-batas kewenangannya, mekanisme pelaksanaan 
kekuasaannya, dan mekanisme pertanggungjawaban masing-masing kekuasaan 
tersebut, 
2. Untuk memperkuat sistem Presidensil sesuai UUD Dasar Negara RI Tahun 1945, 
hendaknya diupayakan hubungan yang sinergis antara sistem presidensil dan sistem 
kepartaian sehingga dapat tercipta pemerintahan yang stabil dan efektif. Alternatifnya 
adalah perlu penyederhanaan jumlah partai politik melalui penataan ulang Undang-
Undang Pemilu.  
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Abstract
The purpose of this research is to get some description and conclusion for concept 
Corporate Social Responsibility (CSR) to the society and the environment around the 
company as applied in Indonesian. It hasn’t been running depand on constitution.The 
type of this research is normative juridical legal research with collecting technique such 
as literature research. Then, inspect with content anilities for getting the conclusion. From 
the result research, find the conclusion that Corporate Social Responsibility (CSR) has 
been arised and developed since in some century and has become topic of discussion for 
the entrepreneur both of from Globally and Nationally. CSR in Indonesian has changed 
from that Voluntary or Company Voluntary become a duty that there is in Ordinance 
Number 40 Year 2007 about Incorporated,but the duty still raise multi-interpretation.
Keywords: Corporate Social Responsibility 
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran tetnawng konsep tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang 
dilaksanakan di Indonesia sesuai konstitusi. Tipe penelitian adalah normatif yudisial, 
dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial 
perusahaan telah diatur dan dilaksanakan sejak beberapa tahun belakangan baik secara 
nasional maupun global. Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah berubah 
dari sukarela menjadi kewajiban berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan. 
Kewajiban-kewajiban tersebut masi menimbulkan multi interpretasi. 
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
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PENDAHULUAN
Sebagai sebuah negara yang berdaulat, maka pemerintah negara Indonesia dapat 
mengatur urusan dalam negerinya sendiri dengan tujuan untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari efek negatif globalisasi dan 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan isi 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
1945). Hal ini lebih jelasnya dituangkan pada Pasal 33 UUD NRI 1945, jiwa Pasal 33 
mengandung semangat untuk membela kesejahteraan rakyat banyak. 
Setiap pelaku bisnis atau pelaku usaha yang telah ada atau ingin melakukan kegiatan 
usaha di Indonesia harus tunduk pada aturan hukum Indonesia. Dalam melakukan kegiatan 
usahanya untuk memperoleh keuntungan tersebut selain harus tunduk pada hukum, selain 
itu juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sosial yang 
berada di sekitarnya. 
Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUDNRI 1945, di mana dalam melakukan 
kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku usaha juga harus 
memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sosial yang berada di 
sekitarnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur.
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.
Indonesia merupakan anggota asosiasi APEC dan WTO, yang berintikan ekonomi 
pasar dan persaingan bebas antarnegara, antarmanusia. Dasar dari teori ekonomi pasar 
adalah persaingan bebas yang menggerakkan mekanisme pasar. Dalam hal ini penawaran 
dan permintaan bebas yang melatarbelakangi motif keuntungan pada pihak produsen, 
pedagang maupun konsumen, menentukan harga-harga yang disebut harga tawaran bebas 
dan selanjutnya menentukan apa dan berapa banyak jenis dan jumlah barang yang akan 
diproduksi1. 
Motif ekonomi dalam mendirikan suatu perusahaan adalah untuk mendapat 
keuntungan, dalam hal untuk mencapai keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan 
para pelaku bisnis pada awalnya cenderung menghalalkan segala cara untuk itu, sehingga 
banyak persoalan yang timbul karena usaha mencari keuntungan tersebut. 
Tujuan pendirian suatu perusahaan dapat dibedakan atas 2 (dua) tujuan yaitu 
berdasarkan tujuan ekonomis dan sosial2.Tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya 
perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam mempertahankan eksistensinya 
modal utama suatu perusahaan dalam bisnis di era globalisasi adalah nama dan kepercayaan. 
Salah satu cara untuk mendapatkan nama dan kepercayaan adalah menjalankan 
usaha dengan etika bisnis. Ukuran etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangatlah 
keras, kalaulah ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak mendapatkan 
hukuman dari masyarakat di banding pemerintah. Dalam konteks bisnis, tentunya yang 
dituntut untuk memahami etika bisnis adalah pelaku bisnis itu sendiri. Artinya, apabila 
1 Tom Gunadi, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD’45, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 
35. 
2 M. Fuad, dkk., Pengantar Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 22. 154
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orang yang melakukan bisnis memiliki moral yang baik maka bisnis yang dilakukan akan 
bermoral atau memiliki etika yang baik.
Dorongan pelaksanaan etika bisnis pada umumnya datang dari luar yaitu lingkungan 
masyarakat, namun dorongan juga datang dari dalam diri pebisnis itu sendiri. Hal ini 
disebabkan karena para pebisnis adalah manusia, begitupun halnya karyawan yang 
memiliki rasa, karsa, dan karya. Menurut Jochen Ropke3 meningkatnya peran pihak 
swasta melalui pasar bebas (free trade), di era globalisasi ini maka banyak perusahaan 
swasta yang melakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Sumber-
sumber perkembangan tersebut berasal dari penerapan kombinasi-kombinasi baru, atau 
kegiatan wirausaha atau kegiatan inovatif. 
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan 
perwujudan dari etika bisnis dalam konteks moralitas yang dijadikan sebagai acuan 
bersama bagi anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai bentuk kebudayaan dan pola 
hidup. Pedoman yang menjadi acuan ini merupakan dasar bagi perwujudan moral yang 
disepakati bersama dan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas etikanya dalam 
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Social Corporate Responsibility).
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang 
berkembang belakangan ini menurut Yahya Harahap4 mengajarkan perseroan sebagai 
perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus 
ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial masyarakat. 
Hal ini berlandaskan pada nilai-nilai moral, dan merupakan reaksi terhadap paham 
Neo Capitalism yang hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya 
untuk dibagikan pada para pemegang saham. Ajaran Neo Capitalism  atau Neo Liberalism 
menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana5 telah menimbulkan perkembangan 
perseroan yang tidak manusiawi (inhuman) dan tidak adil (unjust) mengeruk keuntungan 
tanpa memperdulikan kesengsaraan masyarakat dan kerusakan lingkungan sekitarnya. 
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan 
sejalan dengan era reformasi yang menyebabkan berkembangnya tuntutan masyarakat 
terhadap dunia bisnis di Indonesia, maka masyarakat semakin berani untuk beraspirasi 
dan mengekspresikan tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. 
Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap 
dampak dari kinerja dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan 
usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk 
memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk 
memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. 
Hasil survey “The Millenium Poll on CSR” (1999) yang dilakukan oleh Environics 
International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business 
Leader Forym (London) diantara 25.000 responden di 23 negara menunjukkan bahwa 
dalam membentuk opini perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis dalam bentuk 
3 Awaloedin Djamin, Kebebasan Yang Terhambat: Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan 
Usaha di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 40.
4 Yahya Harahap, Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 298-299. 
5 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan 
Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.18. 155
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tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), praktik terhadap kesejahteraan karyawan, 
dampak terhadap lingkungan, akan paling berperan, sedangkan bagi 40% citra perusahaan 
dan brand image yang akan paling mempengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang mendasari 
opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, 
strategi perusahaan, atau manejemen. Lebih lanjut, sikap konsumen terhadap perusahaan 
yang dinilai tidak melakukan CSR adalah ingin “menghukum” (40%) dan 50% tidak akan 
membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan dan/atau bicara kepada orang lain 
tentang kekurangan perusahaan tersebut. 
Corporate Social Responsibility sebagai sebuah gagasan,  perusahaan tidak lagi 
dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai 
perusahaan (corporate value) yang  direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) 
saja. Tanggung jawab sosial perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu 
keuntungan, sosial, dan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam The United Nation 
2005 World Summit Outcome Document. 
Alasan perusahaan untuk memeperhatikan kondisi sosial dan lingkungan 
mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya disebabkan apabila perusahaan hanya 
memperhatikan kondisi keuangan atau keuntungan yang akan dicapai tidak dapat 
menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). 
Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan 
dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat 
sekitar perusahaan yang tidak memperhatikan hal tersebut, di berbagai tempat.  Ketika 
resisteni itu muncul ke permukaan maka perusahaan dianggap tidak memperhatikan 
aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya sehingga perusahaan akan menjadi 
musuh sosial (public enemy) oleh masyarakat sekitar perusahaan yang akan berimbas 
kepada kinerja perusahaan.
Program CSR dapat dikatakan sebagai era kebangkitan masyarakat (civil society). 
Sehingga, sudah seharusnya CSR tidak hanya bergerak dalam aspek philantropy (yakni 
dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk 
menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial) maupun level strategi, 
melainkan harus merambat naik ke tingkat kebijakan policy atau kebijakan yang lebih 
makro dan riil oleh pemerintah. 
Pemerintah sebagai pengemban aspirasi masyarakat telah membuat beberapa 
peraturan yang mengatur CSR, tetapi hanya dua pasal dari dua undang-undang yang 
menyebutkan mengenai CSR secara eksplisit. Adapun undang-undang tersebut adalah 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang 
mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan 
ketentuan lainnya juga tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung 
jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan sebagai biaya perseroan
Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur  tentang kewajiban perusahaan dalam 
melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR), maka tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR) wajib dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin dan telah melakukan 
usahanya di Indonesia. Aturan-aturan yang telah ada tersebut masih memunculkan multi 156
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tafsir disebabkan aturan tersebut masih bersifat umum. 
Hal ini disebabkan belum adanya peraturan pemerintah yang dapat memperjelas 
kewajiban perusahaan dalam menjalankan CSR dari undang-undang tersebut, sehingga 
menimbulkan ketidak pastian dan ketidak jelasan mengenai langkah-langkah perusahaan 
dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 
Ketidakjelasan tersebut, antara lain, bentuk-bentuk program tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR) oleh perusahaan, besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk program 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tersebut, dan sanksi-sanksi yang dikenakan pada 
perusahaan yang tidak menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR), sehingga 
bentuk, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi CSR terkesan setengah hati dan 
program CSR dikembalikan lagi kepada perusahaan dikarenakan undang-undang tidak 
mengaturnya secara jelas dan terperinci. Hal inilah yang menyebabkan CSR masih 
dilaksanakan setengah hati oleh perusahaan-perusahaan dan hal ini lumrah dikarenakan 
pemerintah juga masih setengah hati dalam mengatur kepastian hukum program CSR di 
Indonesia. 
Kepedulian pada lingkungan sosial sekitar sebagai relasi komunitas dapat diartikan 
sangat luas, namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan partisipasi dan 
posisi perusahaan di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya demi kemaslahatan 
bersama bagi perusahaan dan komunitas. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal 
(Charity), di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya 
agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholder) perusahaan. 
Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan 
beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang 
merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan petunjuk penting yang dapat menjadi 
panduan para pelaku bisnis dalam menjalankan perusahaannya untuk mencapai keuntungan 
yang diharapkan. Tanggung awab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 
sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar 
perusahaan harus diketahui secara mendalam untuk dapat menjadikan CSR ini sebagai 
alat perekat oleh perusahaan dengan lingkungan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. 
Konsep mengenai 
Menurut Erni R. Erniawan6 bahwa ukuran etika dan sopan santun dalam dunia bisnis 
sangatlah keras, kalaulah ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak 
mendapatkan hukuman dari masyarakat di banding pemerintah. Dalam konteks bisnis, 
tentunya yang dituntut untuk memahami etika bisnis adalah pelaku bisnis itu sendiri. 
Artinya, apabila orang yang melakukan bisnis memiliki moral yang baik maka bisnis yang 
dilakukan akan bermoral atau memiliki etika yang baik7.
6 Erni R. Erniawan, Business Ethics, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 17. 
7 Uci Yuliati, 2006,  Manajemen Internasional: Suatu Tinjauan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 
UMM Press), hlm. 301. 157
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Ada banyak definisi yang dikeluarkan oleh para pakar mengenai tanggung jawab sosial 
perusahaan, hal ini didasarkan pada  permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat dan 
tingkat kesadaran pelaku usaha dalam menjalankannya.
Bambang Rudito dan Melia Femiola8 menyatakan bahwa:
Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan 
mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas 
untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta 
memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus 
memelihara lingkungan hidup. Atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam 
pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stkeholders 
baik secara internal (pekerja, shareholders, dan penanam modal) maupun eksternal 
(kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat 
sipil, dan perusahaan lain).
Senada dengan hal ini, Suhandari M. Putri,9 menyatakan bahwa:
Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis 
untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada 
keseimbangan perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Pengertian Corporate Social Responsibility berdasarkan ISO 26000 Draft 4.1 (Maret 
2008) adalah: 
“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities 
on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that 
contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into 
account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and 
consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the 
organization and practiced in its relationships. 
(Tanggung jawab sebuah organisasi atau perusahaan atas dampak dari keputusan 
dan aktifitas organisasi atau perusahaan tersebut kepada masyarakat dan lingkungan, 
yang transparan dan perilaku yang etis memberikan konstribusi atau sumbangan 
atas pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan mayarakat; 
memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan; sudah sesuai dengan hukum 
yang berlaku, konsisten dengan norma-norma perilaku internasional dan terintegrasi 
di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungan organisasi)
Banyak definisi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dikemukakan 
oleh para  pakar, dan terdapat persamaan dari semua definisi tersebut. Adapun persamaan 
definisi tersebut adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh 
perusahaan baik kepada inside stakeholder maupun outside stakeholder merupakan wujud 
komitmen etis perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang bersifat  humanis dalam 
menjalankan dan melaksanakan kegiatan usahanya.
Perkembangan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)
Banyak pendapat pakar yang mengulas mengenai sejarah CSR, salah satunya adalah J.J. 
Assongu10 yang membagi sejarah CSR menjadi dua masa yaitu sebelum tahun 1900 dan 
8 Bambang Rudito dan Melia Femiola, 2007, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di 
Indonesia, (Bandung: Rekayasa Sains. 2007), hlm. 207. 
9 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.
10 Journal of Business and Public Policy, The History of Corporate Social Responsibility, Volume 1, 158
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sesudah tahun 1900. Pada periode sebelum tahun 1900, J.J. Assongu menyatakan sebagai 
berikut
As earlier stated, the history of social and environmental concerns about business is 
as old as trade and business itself. For example, commercial logging operations and 
laws to protect forests can both be traced back almost 5,000 years (BRASS Centre, 
2007). King Hammurabi of Ancient Mesopotamia in around 1700 BC is known to 
have introduced a code in which builders, innkeepers or farmers were put to death if 
their negligence caused the deaths of others, or major inconvenience to local citizens. 
Meanwhile, history has equally recorded the grumblings of Ancient Roman senators 
about the failure of businesses to contribute sufficient taxes to fund their military 
campaigns. In 1622 disgruntled shareholders in the Dutch East India Company, are 
said to have started issuing pamphlets complaining about management secrecy and 
“self enrichment”
Berdasarkan terjemahan bebas penulis dapat diartikan bahwa J.J Asongu menelusuri 
sampai pada sekitar tahun 1700 SM pada masa pemerintahan Raja Hammurabbi di 
Kerajaan Mesopotamia kuno yang diketahui telah mengeluarkan sebuah peraturan yang 
memberikan ancaman hukuman mati terhadap para pembangun, pengurus penginapan dan 
petani apabila karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain, atau menyebabkan 
ketidaknyamanan yang sangat mengganggu bagi pihak lain. Sejarah juga mencatat 
bagaimana pada tahun 1622 para pemegang saham dari Dutch East India Company 
mengeluarkan pamflet-pamflet yang berisikan keluhan mereka atas sikap pihak manajemen 
yang tidak transparan dan malah memperkaya diri sendiri. Setelah tahun 1900, khususnya 
pada awal tahun 1920-an, menurut J.J. Asongu, diskusi-diskusi mengenai tanggung jawab 
sosial dari suatu organisasi bisnis telah berkembang ke tahap gerakan CSR ‘modern’.
Kekurangan dari pasar bebas (free trade) juga dikritik sendiri oleh Adam Smith yang 
merupakan pencetus teori invisible hand seperti yang dikemukakan oleh Tim Barnett11 :
In the eighteenth century the great economist and philosopher Adam Smith expressed 
the traditional or classical economic model of business. In essence, this model 
suggested that the needs and desires of society could best be met by the unfettered 
interaction of individuals and organizations in the marketplace. By acting in a self-
interested manner, individuals would produce and deliver the goods and services that 
would earn them a profit, but also meet the needs of others. The viewpoint expressed 
by Adam Smith over 200 years ago still forms the basis for free-market economies 
in the twenty-first century. However, even Smith recognized that the free market 
did not always perform perfectly and he stated that marketplace participants must 
act honestly and justly toward each other if the ideals of the free market are to be 
achieved. 
In the century after Adam Smith, the Industrial Revolution contributed to radical 
change, especially in Europe and the United States. Many of the principles espoused 
by Smith were borne out as the introduction of new technologies allowed for more 
efficient production of goods and services. Millions of people obtained jobs that paid 
more than they had ever made before and the standard of living greatly improved. 
Large organizations developed and acquired great power, and their founders and 
owners became some of the richest and most powerful men in the world. In the late 
nineteenth century many of these individuals believed in and practiced a philosophy 
Number 2 (Spring 2007), hlm. 8-9.
11 Diakses melalui situs: http://www.referencebusiness.com 159
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that came to be called “Social Darwinism,” which, in simple form, is the idea 
that the principles of natural selection and survival of the fittest are applicable to 
business and social policy. This type of philosophy justified cutthroat, even brutal, 
competitive strategies and did not allow for much concern about the impact of the 
successful corporation on employees, the community, or the larger society. Thus, 
although many of the great tycoons of the late nineteenth century were among the 
greatest philanthropists of all time, their giving was done as individuals, not as 
representatives of their companies. Indeed, at the same time that many of them 
were giving away millions of dollars of their own money, the companies that made 
them rich were practicing business methods that, by today’s standards at least, were 
exploitative of workers. 
Around the beginning of the twentieth century a backlash against the large 
corporations began to gain momentum. Big business was criticized as being too 
powerful and for practicing antisocial and anticompetitive practices. Laws and 
regulations, such as the Sherman Antitrust Act, were enacted to rein in the large 
corporations and to protect employees, consumers, and society at large. An associated 
movement, sometimes called the “social gospel,” advocated greater attention to 
the working class and the poor. The labor movement also called for greater social 
responsiveness on the part of business. Between 1900 and 1960 the business world 
gradually began to accept additional responsibilities other than making a profit and 
obeying the law.  
Berdasarkan terjemahan bebas peneliti dapat diartikan sebagai berikut sejarah 
hadirnya konsep CSR dengan merujuk pada masa ketika Adam Smith memberikan 
pandangan mengenai pentingnya interaksi yang bebas antara para pihak yang melakukan 
kegiatan bisnis. Pandangan ini masih menjadi dasar dari ekonomi pasar bebas hingga 
sekitar 200 tahun yang lalu. Namun bagaimana pun juga, bahkan Adam Smith melihat 
bahwa pasar bebas tidak selalu berjalan dengan baik dan bahwa para pelaku pasar 
bebas harus berlaku jujur dan adil terhadap satu dengan yang lainnya apabila kondisi 
atau tujuan ideal dari pasar bebas hendak dicapai. Satu abad setelah masa Adam Smith, 
Revolusi Industri memberikan kontribusi besar dalam terjadinya suatu perubahan yang 
radikal, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Banyak yang menganut paham ‘social 
Darwinism’ , yaitu pemahaman bahwa seleksi alam dan ‘survival of the fittest’ adalah 
berlaku juga untuk dunia bisnis. Akibatnya, diberlakukanlah strategi kompetisi bisnis 
yang brutal dan tidak peduli terhadap karyawan, komunitas dan masyarakat luas. Meski 
ada pengusaha-pengusaha yang memberikan banyak sumbangan, namun itu adalah 
sebagai pribadi dan bukan atas nama perusahaan. Perusahaan-perusahaan saat itu malah 
mempraktekkan suatu metode yang sangat eksploitatif terhadap para pekerjanya. 
Sekitar permulaan abad ke-20, sebagaimana dikutip dari situs www.csrindonesia.com, 
reaksi keras terhadap perusahaan-perusahaan besar mulai mendapatkan momentumnya. 
Usaha-usaha besar dikritik terlalu berkuasa dan telah mempraktikkan bisnis yang 
antisosial dan anti persaingan. Pada masa itu peraturan seperti Sherman Antitrust Act yang 
bertujuan mengontrol perusahan-perusahaan besar dan melindungi pekerja, konsumen, 
dan masyarakat luas. Juga semakin banyak yang menyuarakan dan meminta kepedulian 
yang lebih besar terhadap kelas pekerja dan orang miskin. Gerakan buruh juga meminta 
pelaku bisnis untuk memiliki kepedulian sosial yang lebih besar. Antara tahun 1900 dan 
1960 dunia bisnis secara perlahan-lahan mulai menerima tanggung jawab tambahan selain 160
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
semata-mata mendapatkan laba dan menaati hukum. 
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa konsep dan program 
Corporate Social Responsibility (CSR) sudah lama di kenal di dunia Internasional 
khususnya di negara-negara barat. Pada awal abad ke-19, perusahaan sebagai sebuah 
bentuk organisasi bisnis berkembang pesat di Amerika. 
Pada awalnya, dewan direksi dan manajemen perusahaan dianggap hanya 
bertanggungjawab terhadap stakeholder saja. Kemudian, kebijakan publik secara tegas 
mengatur domain sosial yang mesti direspon perusahaan secara lebih spesifik, seperti 
kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan konsumen, jaminan sosial pekerja, 
pelestarian lingkungan dan seterusnya. Selain harus merespon tuntutan-tuntutan pasar 
secara sukarela, karena merefleksikan tuntutan moral dan sosial konsumen, perusahaan 
juga memiliki tanggung jawab sosial, karena harus patuh terhadap hukum dan kebijakan 
publik.
Pada Tahun 1953, Howard L. Bowen memberikan konsep mengenai Corporate 
Social Responsibility (CSR) secara eksplisit melalui karyanya yang diberi judul “Social 
Rsponsibilities of Businessmen”. Pada buku pertama Howard R. Bowen terdapat 
dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah dalam buku ini belum mengenal bentuk 
perusahaan atau korporasi sebagaimana yang dikenal pada saat ini, kelemahan yang kedua 
Bowen masih mengisyaratkan bias gender, karena pada saat itu pelaku bisnis di Amerika 
khususnya masih didominasi kaum pria.12 Berdasarkan definisi secara eksplisit mengenai 
CSR dari Howard R. Bowen pada waktu itu, maka banyak orang yang menjulukinya 
sebagai bapak CSR .
Perkembangan CSR pada tahun 1970-1980 seorang pakar yang bernama Archi B. 
Caroll mengembangkan teori Davis yang telah ada sebelumnya. Menurut Hendrik Budi 
Untung,13 yang menyatakan Archi B. Caroll merilis buku yang isinya mengenai perlunya 
dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi 
perusahaan. Kemudian pada periode inilah terdapat peristiwa penting perkembangan 
konsep CSR, menurut Ismail Solihin14 dimana para pemimpin perusahaan terkemuka 
di Amerika Serikat dan para peneliti yang ahli di bidangnya membentuk Comitte for 
Economic Development (CED). Salah satu pernyataan CED (1971) yang dituangkan dalam 
laporan yang berjudul “Social Responsibilities of Business Corporation” menyebutkan :
Today is clear that the terms of social contract between society and business are, in 
fact, changing in substansial and important ways. Business is being ask to assume 
broader responsibilities to society than ever before and to serve a wider range of 
human values. Business is enterprise, in effect, are being ask to contribute more to 
the quality of american life that just supplying quantities of goods and services.
Diterjemahkan oleh Ismail Solihin sebagai berikut:
Saat ini, sudah jelas bahwa istilah kontrak sosial antara masyarakat dan pelaku usaha 
telah mengalami perubahan yang substansial dan penting. Pelaku bisnis dituntut 
untuk memikul tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat dibanding waktu-
waktu sebelumnya serta mengindahkan beragam nilai-nilai manusia. Perusahaan 
12 Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility: from Charity to Suistainability, (Jakarta: Salemba 
Empat, 2009), hlm. 16. 
13 Hendrik Budi Untung, loc. cit. halm. 37.
14 Ismail Solihin, op. cit., hlm. 20. 161
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diminta untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi kehidupan bangsa Amerika 
dan bukan sekedar memasok sejumlah barang dan jasa.”
Di penghujung tahun 1980-an tepatnya pada tahun 1987 World Commission on 
environment and Development yang dikenal dengan The Brundtland Comission (dinamakan 
sesuai dengan nama ketua komisi tersebut Gro Harlem Brundtland), The Brundtland 
Comission ini dibentuk untuk menanggapi keprihatinan yang meningkat dari para pemimpin 
dunia terutama yang menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya 
alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini juga dibentuk untuk mencermati dampak 
kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan 
sosial.
Pada tahun 2000 OECD (Organisation for Economics Co-Operration and 
Development) melakukan revisi terhadap The Guidelines for Multinational Enterprises 
yang kemudian digunakan oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD, pedoman 
tersebut terutama bertujuan utnuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. 
The United Nation 2005 World Summit Outcome Document melahirkan konsep Suitainable 
Development (Pembangunan berkelanjutan) yang dibangun diatas tiga pilar yaitu sosial, 
ekonomi, dan lingkungan.  
Suitainable Development (Pembangunan berkelanjutan) mendorong Suitainability 
Report dengan menggunakan metode triple bottom line yang dikembangkan oleh elington 
dan Global Reporting Initiative (GRI) yang didirikan pada tahun 1997 oleh perusahaan-
perusahaan dan berbagai organisasi yang tergabung dalam Coalition for Environmentally 
Responsible Economies)15. Adapun GRI (Global Reporting Initiative) yang menyangkut 
CSR perusahaan di Asia terhadap masyarakat adalah di bidang education and training, 
philanthropy and charitable giving, community services and employee volunteering, total 
community expenditure, dan community engagement and dialogue. 
Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Perusahaan
Pada era globalisasi ini perusahaan dituntut tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan 
para pemegang saham saja, tetapi juga harus memakmurkan dan berbuat adil kepada seluruh 
stakeholder perusahaan, hal ini disebabkan tanpa dukungan seluruh stakeholder perusahaan 
maka perusahaan juga tidak akan dapat berkembang dan memperoleh keuntungan atau 
dengan kata lain hubungan antara perusahaan, pemegang saham, dan stakeholder perusahaan 
haruslah bersimbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.
Corporate Social Responsibility (CSR) terbagi atas dua hal  yaitu Pertama yang sifatnya 
ke dalam atau internal, yang ke dua yang sifatnya mengatur ke luar atau eksternal. Kalau 
internal menyangkut transparansi, sehingga menggunakan Good Corporate Governance. 
Di kalangan perusahaan publik diukur dengan keterbukaan informasi. Adapun Corporate 
Social Responsibility (CSR) eksternal merupakan masyarakat, pemasok, pelanggan, 
konsumen dan pemerintah16.
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial 
yang dilakukan perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Stakeholder). Stakeholder 
15 Dikutip pada laman website: www.un.org/summit2005/documents.html 
16 Hendrik Budi Untung, loc. cit. halm. 10-11.162
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menurut Jones,17 dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1) Inside Stakeholder, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan 
terhadap sumber daya perusahaan. Yang termasuk dalam kategori Inside Stakeholder 
adalah pemegang saham (Stockholder atau Shareholder), para manajer (Managers), 
dan karyawan (Employee);
2) Outside Stakeholder, Terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak (Constituences) 
yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan karyawan 
perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh 
keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk dalam 
Outside Stakeholder adalah pelanggan (costumers), pemasok (suppliers), pemerintah 
(goverment), masyarakat lokal (local communities), dan masyarakat umum (general 
public)
Sedangkan dalam kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan  Post 
membaginya menjadi:18
1. Primary Stakeholder, 
yang termasuk Primary Stakeholder adalah investor (stockholder) dan kreditor, 
karyawan (employee), pemasok (suppliers), saluran pemasaran, dan pelanggan 
(Costumer)  
2. Secondary Stakeholder 
Yang termasuk dalam Secondary Stakeholder adalah masyarakat umum, berbagai 
tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah), Kelompok aktivitas sosial, media, 
masyarakat lokal. 
Memperhatikan kepentingan stakeholder adalah penting, karena jika sekelompok 
stakeholder menjadi tidak puas dan menghentikan hubungan kerjanya dengan perusahaan 
maka perusahaan akan menderita kerugian yang sangat serius atau keluar dari bisnis. 
Stakeholder Sekunder tetap penting karena mereka dapat mempengaruhi pandangan dan 
pendapat umum tentang perilaku tanggung jawab sosial perusahaan19.
Bentuk-Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)
Tanggung Jawab sosial perusahaan menurut Weiss dapat berupa:20   
1. Pemeliharaan sumber daya masyarakat;
2. Perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka dua arah dengan penerimaan 
masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan operasinya kepada publik;
3. Perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial dan manfaat dari suatu aktivitas, 
produk, atau jasa yang dan mempertimbangkannya secara cermat agar dapat 
diputuskan kegiatan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak;
4. Memperhitungkan biaya-biaya sosial dari setiap aktivitas, produk, atau jasa ke 
dalam harga sehingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap 
masyarakat;
5. Perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas sosial, sesuai dengan kompetensinya 
dimana terdapat kebutuhan sosial yang penting.
17 Ismail Solihin, op. cit., hlm. 2. 
18 Ismail Solihin, Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus,  (Jakarta: Kencana), hlm. 16.
19 Amin Widjaja Tunggal, Corporate Social Responsibility (CSR), (Jakarta: Harvarindo, 2008), hlm. 23.
20 Hendrik Budi Untung, loc. cit. halm. 10-11. 163
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Berdasarkan bentuk tanggung jawab sosial yang dikemukakan Weiss dapat 
diketahui bahwa pemeliharaan sumber daya masyarakat adalah hal penting pertama yang 
dilakukan oleh perusahaan dalam program CSR-nya, perusahaan harus transparan dalam 
menerima masukan dari masyarakat dan memaparkan operasinya, memperhitungkan 
biaya sosial dan menambahkannya ke dalam harga yang akan dibeli konsumen (hal ini 
dilakukan agar konsumen membayar lebih untuk membayar dampak pembuatan barang 
yang dikonsumsinya terhadap masyarakat).
Archie B. Carroll dalam bukunya Business and Society: Ethics and Stakeholder 
management21 menyebutkan ada empat prinsip dasar CSR22 yaitu :
1. Economic Responsibilities;
2. Legal Responsibilities;
3. Ethical Responsibilities;
4. Philantropic Responsibilities.
Gambar 1: Piramida prinsip dasar CSR menurut Archie B. Caroll
Bentuk-bentuk CSR seperti yang telah disebutkan di atas dapat dilakukan 
perusahaan, namun sedikitnya ada empat model atau pola tanggung jawab sosial yang 
umumnya diterapkan di Indonesia23:
1) Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial 
secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan social atau menyerahkan 
sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah 
perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate 
secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public 
relation.
2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Mendirikan yayasan seperti 
di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang 
21 Yulius P. Hermawan, Asas-Asas eraturan Yang Baik:Gagasan PemPembentukan Pentukan Undang-
Undang Berkelanjutan, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.226. 
22 Terdapat kelemahan dalam prinsip dasar CSR oleh Archie B. Caroll karena dia masih menempatkan 
economic responsibilities perusahaan sebagai salah satu bentuk CSR, apabila economic responsibilities 
dimasukkan sebagai salah satu bentuk CSR (padahal hal tesebut merupakan motif ekonomi pendirian 
perusahaankepada pemegang saham/share holder) maka program CSR hanya dijadkan sebagai 
komoditi oleh perusahaan.   
23 Zam Saidi dan Hamid Abidin, Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana Dan Praktek Kedermawanan Sosial 
di Indonesia, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 60.164
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lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan 
menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara 
teratur bagi kegiatan yayasan, seperti Sampoerna Fundation, Bakti Djarum, yayasan 
Dharma Bhakti Astra dan lain-lain.
3) Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial 
melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi 
pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam 
melaksanakan kegitan sosialnya, seperti Dompet Dhuafa, Yayasan Kesejahteraan 
Anak Indonesia (YKAI) dan dengan lain-lainnya.
4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, 
menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan 
sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada 
pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan“. Pihak konsorsium 
atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang secara 
pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga opersional dan kemudian 
mengembangkan progam yang disepakati bersama. 
Sebagai standar terbaru dari Corporate Social Responsibility (CSR) ISO 26000 
memberikan 7 dasar tanggung jawab sosial yang harus dilakukan suatu organisasi yaitu :
1. organizational governance;
2. human rights;
3. labour practices;
4. the environment;
5. fair operating practices;
6. consumer issues; and
7. community involvement and development.
ISO 26000 berusaha memberikan standar CSR yang dilakukan oleh organisasi dan 
perusahaan, tetapi standar ini juga tergantung kepada perusahaan lagi untuk tunduk atau 
tidak pada standar ISO 26000 tersebut. Bervariasinya bentuk CSR setiap perusahaan 
memang berbeda-beda24, disebabkan CSR ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya 
disingkat UUBUMN), juga mengandung nilai-nilai CSR tetapi dalam UUBUMN ini 
tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban BUMN, khususnya BUMN yang 
berbentuk Persero untuk melakukan CSR. Adapun pasal-pasal yang mengandung nilai-
nilai CSR tersebut adalah:25
 
24 Bentuk-bentuk  CSR  di setiap perusahaan berbeda-beda dikarenakan aturan masih bersifat umum 
sehingga bentuk CSR di setiap perusahaan ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Padahal CSR sebagai 
suatu kewajiban yang telah di sebutkan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus 
membuat standarisasi CSR oleh pemerintah, disebabkan konsekuensi logis diwajibkannya CSR tersebut 
harus dikonkritkan dalam suatu aturan turunannya atau dibuatkan undang-undang tersendiri mengenai 
CSR tersebut. 
25 Pasal 88 ayat (1) UUBUMN masih menempatkan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan 
masyarakat sekitar BUMN merupakan masih bersifat sukrela, disebabkan kata “dapat” yang terdapat 
pada pasal tersebut. Kata “dapat” tersebut dapat ditafsirkan  seakan BUMN bisa menyisihkan atau tidak 
menyisihkan sebagian keuntungan atau laba bersih BUMN untuk pembinaan usaha kecil/koperasi serta 
masyarakat sekitar BUMN. 165
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Pasal 88 ayat (1): 
BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan 
usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
Pasal 88 ayat (2):
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimanadimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Adapun Kepmen BUMN yang mengaturnya adalah Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program 
Bina Lingkungan (selanjutnya disingkat PKBL) yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 
2003, pada Pasal 2 ayat (1) Kepmen ini, bahwa, “BUMN wajib melaksanakan Program 
Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
keputusan ini.”
Adapun yang dimaksud dengan Program Kemitraan (selanjutnya disingkat PK) 
BUMN dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 yang mengatur:
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut dengan 
Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil 
agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana  dari bagian laba BUMN
Adapun yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disingkat 
BL) dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 yang mengatur: 
Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program 
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN 
tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh kalangan BUMN menganggap 
bahwa PKBL merupakan CSR–nya perusahaan BUMN26. Dana yang disiapkan oleh 
BUMN untuk kegiatan PK dan BL sebesar maksimal 2% dari penyisihan setelah pajak 
yang disetorkan ke rekening dana PKBL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima hari) 
setelah penetapan dan dalam kondisi tertentu besaran dana untuk membiayai PKBL dapat 
ditetapkan lain dengan persetujuan menteri/RUPS.
Terdapat keanehan dalam mekanisme penyaluran dana PKBL terutama dalam Pasal 
12 ayat 2 sampai dengan ayat 5 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
BUMN No. PER-05/MBU/200727. Adapun pasal-pasal tersebut mengatur tentang: 
1) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 
6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
2) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi 
marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau 
sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio 
bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan 
26 Program PKBL BUMN merupakan salah satu turunan dari CSR dikarenakan CSR bidangnya luas 
sedangkan PKBL lingkupnya lebih spesifik.   
27 Perdebatan kemudian muncul disebabkan Program Kemitraan (PK) bagaikan peminjaman atau kredit 
untuk UKM yang dikeluarkan oleh bank-bank konvensional disebabkan dana program kemitraan tersebut 
harus dikembalikan oleh mitra BUMN disertai dengan bunga. Padahal dana CSR yang dikeluarkan oleh 
perusahaan merupakan dana sosial yang memang dikeluarkan tanpa imbalan untuk dikembalikan lagi 
dalam bentuk kepada perusahaan. 166
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maksimal 50% (50 : 50).
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi 
hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.
PKBL yang dilakukan oleh BUMN mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. 
Adapun kelebihan dan kekurangannya antara lain:
Kelebihannya:
1. Lebih Konkrit dari segi aturan; Dengan adanya Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan 
Program Bina Lingkungan sebagai amanat dari Pasal 88 ayat (2) UUBUMN dan 
kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
BUMN No. PER-05/MBU/2007  tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik 
Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan membuat aturan mengenai 
PKBL lebih konkrit dan terperinci.
2. Diaturnya besaran dana untuk PKBL; Penetapan besaran dana yang dipakai untuk 
program PKBL diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007  tentang Program Kemitraan Badan Usaha 
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
3. Adanya Mekanisme penyaluran dana PKBL; Mekanisme penyaluran dana PKBL 
juga diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha 
Milik Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007.
4. Adanya Bagian atau Unit PKBL; Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
selanjutnya disingkat unit PKBL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
perusahaan secara keseluruhan dengan satuan tugas  yang tidak terpisahkan dari 
perusahaan secara keseluruhan dengan satuan tugas monitoring, promosi dan lainnya 
termasuk fungsi administrasi dan keuangan,
Kekurangannya:
1. UUBUMN ini masih mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan terbatas (UUPT yang lama ini belum mewajibkan perusahaan untuk 
melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR). Undang-undang ini telah 
digantikan dengan Undang-undang perseroan terbatas yang baru Undang-undang No. 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, sehingga UUBUMN ini masih tertinggal 
dan harus direvisi;
2. Program Kemitraan masih dipertanyakan sebagai salah satu bentuk realisasi CSR, hal 
ini menurut peneliti disebabkan oleh 2 hal:
a. Program kemitraan masih berorientasi keuntungan bagi perusahaan, dimana 
dana kemitraan harus dikembalikan oleh mitra binaan kepada BUMN penyalur 
pinjaman disertai dengan bunga dari pinjaman tersebut yang dikenakan kepada 
mitra binaan sesuai dengan besar pinjaman yang dicairkan oleh mitra binaan;  
b. Bunga yang dikenakan kepada mitra binaan adalah merupakan beban operasional 
untuk PK sehingga hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan BUMN membebankan 
beban operasional kepada mitra binaan yaitu usaha kecil dan koperasi, padahal 
perusahaan BUMN yang seharusnya dapat mengatasi hal itu. Menurut hemat 
peneliti kegiatan CSR adalah kegiatan sosial sehingga CSR yang dilakukan oleh 
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perusahaan dalam bentuk apapun tidak untuk dikembalikan lagi ke perusahaan 
bahkan sampai dikenakan bunga. 
Program PKBL perusahaan BUMN memang masih memiliki kekurangan yang harus 
segera diperbaiki secepatnya, namun PKBL juga mempunyai keuntungan yaitu telah 
mempunyai aturan yang lebih spesifik.
  
No. Perbedaan PKBL CSR
1. Konsep
PKBL masih berorientasi kepada 
keuntungan perusahaan
CSR berorientasi untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di sekitar 
perusahaan.
2. Sumber dana
Dana yang disiapkan oleh BUMN 
untuk kegiatan PK dan BL sebesar 
maksimal 2% dari penyisihan 
setelah pajak yang disetorkan ke 
rekening dana PKBL selambat-
lambatnya 45 (empat puluh lima 
hari) setelah penetapan dan dalam 
kondisi tertentu besaran dana untuk 
membiayai PKBL dapat ditetapkan 
lain dengan persetujuan menteri/
RUPS.
Dana Pembiayaan CSR 
berasal dari keuntungan 
perusahaan yang disisihkan 
untuk pembiayaan CSR
3. Peruntukan dana
Program kemitraan (PK) ditujukan 
untuk mitra binaan (harus 
dikembalikan dalam jangka 
waktu tertentu dan dikenakan 
bunga), Program Bina Lingkungan 
(BL) untuk bantuan-bantuan 
bencana alam dan penghijauan 
lingkungan (tetapi mayarakat harus 
memasukkan proposal terlebih 
dahulu kepada perusahaan)
CSR terhadap masyarakat 
dan lingkungan sekitar 
perusahaan bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan melindungi 
lingkungan dari kerusakan. 
tanpa mengharap adanya 
pengembalian dana CSR 
tersebut, dan perusahaanlah 
yang pro-aktif dalam mencari 
tahu CSR yang paling tepat u/ 
diterapkan oleh perusahaan.
Kepastian Hukum Pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di 
Indonesia
Indonesia adalah negara hukum dan negara kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat 
agar tercipta ketertiban hukum, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan 
sangat penting disebabkan tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan di 
negara hukum adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam tatanan kehidupan 
mayarakat, yaitu kondisi sistem hukum yang yang mendukung cita-cita kesejahteraan itu.
Perundang-undangan sebagai manifestasi filosofis atau pandangan hidup bangsa, 
disebabkan perundang-undangan itu merupakan hasil abstraksi nilai dan derivasi nilai. 
Peraturan perundang-undangan merupakan hasil dari pengembangan masyarakat secara 
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terus-menerus baik perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai 
perkembangan iptek, dan mental masyarakat tersebut. Perkembangan ini28 disebabkan 
beberapa faktor yang sangat kuat yaitu adanya cara berfikir atau pandangan hidup 
masyarakat, aspirasi dan tuntutan masyarakat akan suatu keadilan, kepatutan kenyataan 
(kewajaran), tata nilai struktur sosial, pengelompokan sosial, serta cita-cita hukum yang 
membawa masyarakat menuju suatu keadaan yang baik. Cita-cita hukum yang dimaksud 
disebut ius constituendum.
Undang-undang agar berlaku dan mengikat secara umum, peraturan dinilai sempurna 
(perfect) apabila dipenuhinya syarat-syarat berikut29:
1. Peraturan itu memberikan keadilan bagi yang berkepentingan, misalnya apakah 
kalangan buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, kaum perempuan, para 
guru dan dosen merasa bahwa dengan kehadiran peraturan hukum tersebut maka 
kepentingannya akan benar-benar dilindungi;
2. Peraturan hukum itu memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum bahwa 
dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak (recht, right) dan kewajiban 
(plicht, duty) semua pihak yang terkait dengan hubungan hukum (rechtbetrekkingen), 
misalnya dalam hubungan perburuhan, perkawinan, borongan kerja, dsb;
3. Peraturan itu memberi manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan 
kehadiran peraturan itu. Umumnya jika kedua syarat terdahulu sudah dipenuhi maka 
syarat ketiga ini akan terpenuhi juga. 
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya ialah 
pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas 
yang menurut Bagir Manan30 bahwa Peraturan perundang-undangan adalah keputusan 
tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat 
dan mengikat secara umum. Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak ditujukan 
hanya untuk individu tertentu, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut berlaku 
bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan 
mengenai pola tingkah laku tersebut. 
Hal ini ditambahkan lagi oleh Erman Radja Gukguk sebagaimana dikutip oleh 
Yuliandri bahwa undang-undang yang baik, merupakan undang-undang yang memenuhi 
unsur-unsur:
1) Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat;
2) Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat;
3) Ada aturan implementasi;
4) Harus ada sarana pelaksanaannya;
5) Harus sinkron dengan undang-undang lain.
Berdasarkan pada pendapat tersebut maka aturan perundang-undangan haruslah 
mempunyai isi yang jelas, aturan implementasi, harus ada sarana pelaksanaannya, dan 
tidak bertentangan dengan undang-undang lain. 
Permasalahan pokok CSR sendiri adalah pengaturannya yang masih belum jelas dan 
28 M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 31-32. 
29 Ibid, hlm. 44.
30  Yuliandri, Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional:Aktor, isu, dan Metodologi, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2008), hlm. 68 169
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umum. Berdasarkan teori prioritas kasuistik31 maka prioritas utama yang harus diselesaikan 
secepatnya untuk kasus ini adalah memberikan kepastian hukum baik bagi share holder 
maupun stake holder perusahaan. 
Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran 
paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, 
melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. 
Sebelum diatur secara eksplisit dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dan sebelumnya UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, konsep CSR 
sebenarnya telah diatur dalam beberapa Undang-undang  di Indonesia yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(sekarang sudah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup);
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Tujuan Diwajibkannya CSR
Memperhatikan sejarah kelahiran CSR, sejatinya CSR muncul pada saat hubungan 
antara perusahaan dengan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi, tidak harmonis. 
Konkretnya, pada awal sebuah perusahaan beroperasi dengan mengedepankan berbagai 
pendekatan manajerial sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, 
pada saat yang bersamaan, lingkungan dan masyarakat di sekitar tempat beroperasinya 
perusahaan harus menanggung berbagai dampak negatif akibat pengelolaan perusahaan 
tersebut, dengan kata lain keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berjalan paralel 
dengan kemakmuran warga sekitarnya. 
Bahkan sebaliknya, masyarakat harus menderita berbagai dampak negatif akibat 
pengelolaan perusahaan seperti, pencemaran lingkungan, transportasi, timbulnya berbagai 
penyakit sosial, dan sebagainya.  Padahal seiring dengan semakin besar dan luasnya 
pengaruh perusahaan terhadap kehidupan masyarakat, perusahaan sudah seharusnya 
bertanggung jawab terhadap keseluruhan lingkungan, baik internal maupun eksternal 
perusahaan. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan harus mencerminkan 
tanggung jawab perusahaan.
Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan bagi Perusahaan 
(Corporate Social Responsibility; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka 
memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, 
komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya baik lokal, nasioal, maupun global. 
Dalam pengimplementasiaannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah 
dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara 
komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan 
pertanggung jawabannya dapat dilaksanakan bersama.
Berbagai pihak sudah mengkampanyekan pentingnya tanggung jawab sosial bagi 
perusahaan baik untuk menjaga kelangsungan produksi sampai untuk tujuan membangun 
legitimasi sosial. Masih terdapat Pertentangan pendapat mengenai hakikat tanggung jawab 
31  Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 68170
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sosial perusahaan jika ditelusuri secara ontologis berkaitan erat dengan konsep mengenai 
fungsi dasar kegiatan bisnis dan hubungannya dengan institusi lain dalam masyarakat, 
termasuk pemerintah. 
Bila ditilik lebih dalam lagi pertentangan muncul sangat erat dengan landasan filsafat 
serta pandangan etika moral mengenai bisnis. Bahkan bisnis juga dituntut memiliki suara 
hati (consience) sebagaimana halnya individu.
Ditambahkan lagi oleh Peter Utting,32 dalam karya tulisnya, Regulating Business via 
Multistakeholder Initiatives, bahwa: 
“Peran pemerintah masih dibutuhkan bersama dengan entitas bisnis dan masyarakat 
sipil untuk menciptakan dan atau melengkapi berbagai pedoman perilaku perusahaan 
(codes of conduct) yang memang terus berkembang. Negara dapat berperan sebagai 
sebuah institusi regulator yang memfasilitasi ”arena permainan” demi pencapaian 
target pembangunan berkelanjutan.”
Hal ini juga didukung oleh para pakar CSR yang mengeluhkan begitu minimnya 
kinerja pemerintah negara ini dalam mendorong iklim “arena permainan” yang menunjang 
nilai-nilai humanisme dan ekologisme antara perusahaan dengan masyarakat dan 
lingkungan hidup. Hal ini juga dinyatakan oleh Peter Utting: 
“Referring to Indonesia, Kemp observes that processes associated with the design 
and implementation of codes of conduct take place outside of tripartite negotiating 
framework which has been one of the important reforms of recent years.” 
Dengan mematuhi berbagai peraturan hukum, maka perbedaan korporasi sebagai 
pencari untung yang sebesar-besarnya, dengan pihak masyarakat, dapat dijembatani 
secara elegan. Hukum berfungsi sebagai panduan untuk menentukan sikap dan tingkah 
laku sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Jika kemitraan ini terjalin 
baik, korporasi dan masyarakat dapat berhubungan secara simbiosis mutualistik dengan 
berdasarkan kekeluargaan. Konsep ini justru dapat sangat menguntungkan semua pihak. 
Dengan kemitraan dan kekeluargaan, akan tumbuh trust (rasa percaya) dari masyarakat 
sekitar. Sense of belonging (rasa memiliki) perlahan-lahan muncul dari masyarakat 
sehingga masyarakat berpandangan bahwa kehadiran korporasi di daerah mereka akan 
berguna dan bermanfaat. Menjadi logis, ketika kesadaran ini muncul, masyarakat siap 
untuk memberi kontribusi kegiatan korporasi. 
Pada dasarnya ada dua hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan 
pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu
Pertama adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan 
aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat (kasus Teluk 
Buyat, Freeport, New Mount Minahasa dan Lumpur Lapindo) Kedua adalah sebagai 
wujud upaya entitas negara dalam penentuan standard aktifitas sosial lingkungan yang 
sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.
Hukum sebagai sarana pembangunan bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau 
sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki 
oleh pembangunan atau pembaruan.33 
32 Dikutip pada laman website: www.csrindonesia.com
33 Mochtar Kusumaatmadja,dkk, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Jakarta, 2002, 
hlm. 88 171
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Dalam konteks perusahaan, berarti hukum berperan penting tidak hanya terhadap 
pemegang saham (shareholders), tapi juga mengatur berbagai pihak (stakeholders) dalam 
kegiatan perusahaan agar berjalan sesuai dengan koridor keadilan sosial, selain untuk 
menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur. Peraturan yang baik berarti peraturan 
yang memenuhi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law). 
Bukan saja masyarakat sekitar lokasi perusahaan, melainkan juga masyarakat 
dunia usaha itu sendiri. Negara yang kaya dan subur seperti Indonesia berdasarkan Pasal 
33 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945, harus dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk 
mensejahterakan masyarakat Indonesia. 
Hasil amendemen keempat UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (4) membawa harapan 
baru terhadap pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan 
sosial masyarakat.   
Wacana akan perlunya CSR telah dielaborasi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Ketika CSR dielaborasi oleh kedua undang-undang tersebut timbul 
beberapa kontroversi baik yang berkaitan dengan konsep CSR itu sendiri maupun yang 
berkaitan dengan tanggung jawab yang diderivasi dari etika bisnis menjadi sebuah norma 
hukum.
Berdasarkan alasan tersebut maka enam pihak yaitu Muhammad Suleiman, Erwin 
Aksa, dan Fahrina Fahmi Idris (sebagai Pemohon I, II, dan III) serta Direktur Utama PT Lili 
Panma, Hariyadi B Sukamdani sebagai Pemohon IV, Presdir PT Apac Centra Centertex, 
Tbk sebagai Pemohon V, dan Direktur Utama PT Kreasi Tiga Pilar Febry Latief sebagai 
Pemohon V mengajukan permohonan uji materi Pasal 74 UU No.40/2007. 
Berdasarkan permohonan uji materi tersebut maka Mahkamah Konstitusi pada 
Tanggal 15 April 2009  MK telah membaca Putusan atas Perkara No. 53/PUU-VI/2008 
perihal Permohonan Pengujian UU No. 40/2007 tentang Perseroan terbatas terhadap UUD 
Negara RI 1945, keputusannya permohonan ditolak.
Adapun isi putusannya adalah menolak permohonan pengujian materiil Pemohon 
IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk seluruhnya, dalam persidangan uji materiil Pasal 
74 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas di Kantor Mahkamah 
Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 15 April 2009.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi berpendapat penerapan pasal 
tersebut tidak diskriminatif. Mahkamah konstitusi telah mempertimbangkan permasalahan 
hukum yang mempertimbangkan pemberlakuan pasal yang hanya diterapkan pada 
perseroan yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam. Pasal ini tidak diterapkan 
kepada perseroan yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam. 
Menurut anggota majelis hakim Abdul Mukhtie Fadjar ketika membacakan 
pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pembedaan ini disebabkan perseroan yang mengelola 
sumber daya alam berkaitan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, sehingga 
negara berhak untuk mengatur secara berbeda. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat 
CSR tetap menjadi kewajiban bagi perseroan. 172
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Penormaan CSR sebagai kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum pembentuk 
undang-undang untuk mengatur dan menerapkan CSR di setiap perusahaan dengan 
sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Hal itu dilandasi dari adanya kondisi sosial dan 
lingkungan yang rusak akibat praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan 
lingkungan. Selain itu, pengaturan CSR sebagai sebuah kewajiban hukum merupakan 
suatu cara pemerintah untuk mendorong perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan 
ekonomi rakyat. Dengan demikian penormaan CSR dengan kewajiban hukum telah sejalan 
dengan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, khususnya frasa efisiensi berkeadilan.
Tujuan diwajibkannya CSR kepada setiap perusahaan, bahwa setiap perusahaan 
yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif 
terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan 
usahanya. Upaya tersebut di atas merupakan penerapan prinsip demokrasi ekonomi, 
efisiensi, keberlanjutan (sustainebility), dan berwawasan lingkungan. 
Bila konsep ini dikaitkan dengan pengertian CSR, sebenarnya tidak ada alasan bagi 
pengusaha Indonesia atau perusahaan multinasional untuk tidak menerapkan CSR dalam 
aktivitas usahanya, karena CSR ini telah menjadi amanat konstitusi.
Pengaturan CSR di Inggris, Perancis, Australia, dan China
Pengaturan mengenai CSR di Inggris
a. Inggris telah mempunyai the 2003 Corporate Social Responsibility Bill yang mengatur 
tentang CSR di Inggris;
b. Bentuk-bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan ada bermacam-macam, salah 
satunya adalah dengan mendirikan organisasi amal. Undang-undang yang mengatur 
hal tersebut adalah Charities Act 2006 dan dalam Companies Act 2006
Pengaturan mengenai CSR di Perancis
Perancis memiliki aturan Nouvelles Regulations Economiques (NRE. Aturan ini 
membebankan kewajiban untuk melaporkan (public disclosure) bagi semua perusahaan 
yang telah tercatat secara nasional. Adapun yang dilaporkan adalah mengenai persoalan 
lingkungan, hubungan buruh domestik dan internasional, komunitas lokal.
Pengaturan mengenai CSR di Australia
Australia sebagai salah satu negara maju yang berada di kawasan asia-pasifik juga 
mempunyai beberapa aturan yang mengatur mngenai CSR:
a. Corporation Act 2001; 
b. Goverment Policy: The Prime Minister’s Business Community Partnership; 
c. Guide Lines yang memunculkan Australian Stock Exchange (ASX) dan the Minerals 
Council of Australia (MCA).
Pengaturan Mengenai CSR di Cina
Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di Cina menciptakan peluang 
serta risiko untuk perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Di Cina keluar standar CSR 
yaitu China Social Compliance 9000T (CSC9000T), standar tersebut berdasarkan undang-
undang tenaga kerja Cina dengan rujukan ke hukum internasional, yang mana mendesak 
perusahaan untuk mematuhi standar yang relevan. 173
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PENUTUP
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut:
1. Kegiatan CSR sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan di Indonesia. 
Pengaturan mengenai CSR di Indonesia sekarang ini masih bersifat umum dan belum 
jelas;
2. Bentuk CSR perusahaan masih berdasarkan kebijakan perusahaan masing-masing.
174
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Abstract
Autonomous Area means that the region were given the authority for manage their 
own household. One of the authority is in the financial area that is collection revenue 
sources area, organizing management, responsibility and financial control area, arrange 
the revenue estimate for the Area and also the account. The research get conclusion between 
as, the first Application Build, Operate, and Transfer to PT Tosan Permai investation in 
the framework revitalization Karebosi Field that has by Makassar City Government is 
delegation of task and function from Country Master Right from Indonesian Country as 
the high authority organization. The second, cooperation agreement between Makassar 
City Government with PT Tosan Permai Lestari about build in framework revitalization 
Karebosi Field is “Legal” and fill the legality of agreement. Beside that, can be do some 
suggestion between as as public space Karebosi Field need the direct control from the 
society to implement revitalization of Karebosi Field in order that no deviate from the 
certainty and first purpose revitalization fact and not other use by some group of peole than 
not responsibility that  just look for the profit.  
Keywords: Karebosi Square Revitalization 
Abstrak
Otonomi berarti bahwa daerah diberikan hak untuk mengelola urusna rumah 
tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang menjadi urusannya adalah soal keuangan 
termasuk penerimaan, pengaturannya tanggung jawab serta pengawasan keuangan daerah. 
Peranan penerimaan daerah adalah sangat penting terkait fungsinya dalam membiayai 
pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apliaksi pelaksanaan Bangun Guna 
Serah kepada PT Tosan Permai dalam kerangka kerja revitalisasi lapangan Karebosi 
oleh pemerintah kota makassar adalah fungsi delegasi yang dimiliki berdasarkan prinsip 
otonomi pemerintah Kota Makassar. Hasil lain menunjukkan bahwa konsep bangun guna 
serah yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Makassar dengan PT Tosan adalah Legal 
dan memenuhi perjanjian yang sah. Selain itu, sebagai pengelolaan area publik berdampak 
merugikan kepentingan masyarakat karena pemanfaatannya sebagai area komersial. 
Kata Kunci: Revitalisasi Lapangan Karebosi
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PENDAHULUAN
Daerah Otonom mengandung arti bahwa kepada daerah diberi kewenangan untuk 
mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satunya kewenangan dalam bidang keuangan 
daerah yang meliputi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, menyelenggarakan 
pengurusan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah, mengadakan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungannya. Peranan Pendapatan 
Daerah adalah hal yang sangat penting karena merupakan faktor yang sangat menentukan 
volume, kekuatan dan kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan 
dan pembangunan.
Adanya otonomi daerah ini kemudian Pemerintah Daerah diberi pula kewenangan 
sendiri untuk mengurus dan mengelola aset-aset yang dimilikinya demi terwujudnya 
fungsi otonomi daerah. Dalam Pasal 91 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dijelaskan bahwa:
1. Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara;.
2. Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada 
daerah;
3. Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh daerah;
4. Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan 
ditatausahakan oleh kementrian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan 
wewenang.
Pasal 91 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di atas 
memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurusi barang-barang 
yang menjadi kepemilikannya. Barang-barang tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk 
pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta pencapaian kesejahteraan 
masyarakat. Pengelolaan aset-aset daerah atau barang milik daerah yang dimaksud adalah 
mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 
Pengelolaan tanah sebagai aset daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal sebagai 
Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). UUPA ini lahir dari Pasal 
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, ”Bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya  dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas kemudian 
termanifestasikan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang mengatur: 
Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-
hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai 
oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
Pasal 2 ayat (1) UUPA ini mengandung Asas Hak Menguasai Negara. Hak tersebut 
bukan berarti bahwa negara sebagai pemilik atas tanah yang ada di wilayah negara 
kesatuan republik indonesia, namun negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat 
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pada tingkatan tertinggi diberi wewenang untuk:1
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 
bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Bagi masyarakat Kota Makassar, tentu ketika menyebut nama Karebosi, maka yang 
akan tergambar di benaknya adalah sebuah lapangan hijau yang terbentang luas dengan 
segala romantisme sejarah yang pernah diukirnya. Karebosi saat ini sudah menjadi ikon 
Kota Makassar dan dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk menjalankan 
aktivitasnya di berbagai sektor kehidupan. Aktivitas itu misalnya dalam bidang olahraga, 
panggung upacara kota, tempat pelaksanaan ibadah Idul Fitri dan Idul Adha, serta ada 
pula yang memanfaatkannya untuk mencari nafkah seperti pedagang kaki lima dan tak 
terkecuali penjual obat. Lebih monumental lagi adalah bahwa Karebosi menjadi tempat 
kelahiran pemain bintang lapangan hijau yang berasal dari Makassar. Karebosi dalam 
perspektif romantisme sejarah telah menunjukkan bahwa ikon kota yang berada di jantung 
kota Makassar itu telah banyak memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Karebosi 
mampu memainkan perannya sebagai fasilitas publik, telah menjadi aura kehidupan kota 
yang berfungsi sebagai oasis dalam memberikan semangat kehidupan bagi masyarakat 
Kota Makassar.
Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, Kota Makassar sebagai kota 
terbesar di kawasan timur Indonesia dituntut untuk melakukan pembenahan-pembenahan 
di sektor fasilitas publik agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Hal ini 
tentu saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar. Salah satu bentuk wujud 
kepedulian Pemerintah Kota Makassar untuk menata dan memperbaiki fasilitas publik 
adalah dengan merevitalisasi Pantai Losari yang sampai hari ini bisa kita lihat wujudnya 
dan ternyata mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Oleh karena 
itu, dengan mengambil contoh revitalisasi Pantai Losari, Pemerintah Kota Makassar 
kemudian merancang revitalisasi Lapangan Karebosi. 
Proyek revitalisasi merupakan langkah maju yang ditempuh oleh Pemerintah 
Kota Makassar dalam rangka membawa Kota Makassar menuju konsep kota moderen. 
Banyak kalangan yang menilai bahwa proses revitalisasi yang sementara dijalankan oleh 
Pemerintah Kota Makassar merupakan investasi bisnis yang dilakukan guna meraup 
keuntungan. Pada akhirnya, ruang publik atau publik space tidak dapat dimanfaatkan 
secara bebas oleh masyarakat Kota Makassar. 
Pro dan kontra revitalisasi Lapangan Karebosi menjadi fenomena tersendiri bagi 
masyarakat Kota Makassar. Ada yang menilai bahwa pemerintah melakukan komersialisasi 
terhadap fasilitas publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, bukan 
untuk kepentingan pribadi pejabat negara. Selain itu, ada pula kalangan yang menilai 
bahwa revitalisasi Lapangan Karebosi bukanlah kewenangan Pemerintah Kota Makassar 
karena Lapangan Karebosi bukanlah aset daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
1 Lihat Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
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Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa:
(1) Barang milik negara/daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berbicara mengenai kewenangan pengelolaan aset atau barang milik daerah, maka 
yang menjadi tolok ukur adalah daftar inventarisasi Pemerintah Kabupaten/Kota atau 
Pemerintah Provinsi. Segala barang milik daerah harus diinventaris setiap 5 (lima) tahun 
sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa 
“Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun 
sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi 
barang milik pemerintah daerah”. Pro kontra status hukum Lapangan Karebosi 
kemudian diajukan ke Pengadilan. Kalangan masyarakat yang tidak mendukung revitalisasi 
Lapangan Karebosi kemudian menggugat Pemerintah Kota Makassar melalui gugatan 
warga negara (citizen lawsuit). Namun, pada akhirnya, Pengadilan Negeri Makassar 
kemudian dalam putusannya memenangkan Pemerintah Kota Makassar sehingga secara 
tidak langsung, maka tervonis pula bahwa status hukum Lapangan Karebosi adalah barang 
milik daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar. 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan UUPA, yakni Hak Menguasai Negara, maka 
Pemerintah Kota Makassar memiliki kewenangan untuk kemudian mengelola Lapangan 
Karebosi demi kesejahteraan masyarakat. Proses revitalisasi merupakan langkah baik 
yang ditempuh pemerintah guna memberikan nafas segar bagi para penikmat Lapangan 
Karebosi dan bagi kepentingan penataan ruang wilayah Kota Makassar. Pemanfaatan 
lahan Lapangan Karebosi untuk proyek revitalisasi adalah dalam bentuk Bangun Guna 
Serah (Build, Operate, and Transfer). Pemerintah Kota Makassar memberikan waktu 
selama 30 tahun kepada pihak investor untuk menggunakan/memakai Lapangan Karebosi 
dan setelah itu barulah diserahkan kepada pemerintah. 
Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah menegaskan bahwa:
(1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh 
tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan 
melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta /
peminat.
(3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, 
selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun, yang 
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pejabat yang berwenang;
b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun 
guna serah dan bangun serah guna; 
c. Memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik negara/daerah hasil 
bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
c. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
(6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus 
diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah.
(7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah 
dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jangka waktu 30 tahun yang diberikan 
Pemerintah Kota Makassar kepada PT Tosan Permai tidak dapat diperpanjang lagi. Dengan 
demikian pula, maka tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mengeluarkan 
biaya yang berasal dari APBD untuk keperluan ataupun yang berkaitan dengan revitalisasi 
Lapangan Karebosi. Hal ini, selain diatur dalam Pasal 29 ayat (7) di atas, termaktub pula 
dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah bahwa:
(1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara/ daerah dapat 
dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraari 
pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 
untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
Dengan dilaksanakannya Bangun Guna Serah dalam bentuk perjanjian, maka para 
pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan. 
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan Build, Operate, and Transfer (Bangun, Guna, Serah) pada 
investasi PT Tosan Permai dalam rangka revitalisasi Lapangan Karebosi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam Build, Operate, and 
Transfer (Bangun, Guna, Serah) pada proses pelaksanaan revitalisasi Lapangan 
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, artinya bahwa fakta-
fakta yang ditemukan di lapangan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
tentang hukum perjanjian, khususnya perjanjian dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build, 
Operate, and Transfer). Selain itu, penelitian ini juga bersifat yuridis normatif, yaitu 
penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan 
terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya. 
Penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan 
penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian lapangan 
dilakukan dengan teknik wawancara kepada sejumlah narasumber yang berkaitan langsung 
dengan revitalisasi lapangan karebosi.
Seluruh data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menjelaskan, 
memaparkan, dan menggambarkan permasalahan yang timbul pada perjanjian Bangun 
Guna Serah dalam rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan Build, Operate, and Transfer (Bangun, Guna, Serah) Pada Investasi PT. 
Tosan Permai Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi
Kewenangan Walikota Makassar Pada Pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Karebosi
Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian 
kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran 
atau degradasi. Kondisi Lapangan Karebosi sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat 
dikatakan telah mengalami degradasi sehingga Pemerintah Kota Makassar kemudian 
berinisiatif untuk merevitalisasinya.
Adapun sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Makassar dari upaya 
revitalisasi tersebut adalah:2
1. Meningkatkan stabilitas ekonomi kawasan dengan upaya mengembangkan daerah 
usaha dan pemasaran serta keterikatan dengan kegiatan lain.
2. Mendorong partisipasi komunitas, investor, dan pemerintah lokal dalam merevitalisasi 
kawasan.
3. Mencegah terjadinya penurunan produksi ekonomi melalui penciptaan usaha 
lapangan kerja dan pendapatan ekonomi daerah.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan mengatasi berbagai permasalahan 
lingkungan dan prasarana yang ada.
5. Mengkonservasi aset warisan budaya.
Revitalisasi Lapangan Karebosi dapat dikategorikan sebagai kegiatan Pemerintah 
Kota Makassar dalam penataan ruang Kota Makassar. Berdasarkan UUPA dan 
Undang-Undang Otoda, maka Pemerintah Kota Makassar memiliki kewenangan untuk 
melakukannya. Hak yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar adalah Hak Menguasai 
Negara di mana hak tersebut bersumber dari Hak Bangsa Indonesia atas tanah yang pada 
2 Data Sekunder. Dokumen Pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Karebosi. Kantor Walikota Makassar, 
Bagian Hukum. Tanggal 23 Maret 2009.184
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hakikatnya merupakan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur 
hukum publik. Lebih spesifik, hak yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar terhadap tanah 
Lapangan Karebosi adalah Hak Pengelolaah Lahan.
Lapangan Karebosi sebagai public space dan merupakan tanah tak bertuan adalah 
merupakan objek Hak Menguasai Negara oleh karena Lapangan Karebosi yang berfungsi 
sebagai public space tersebut adalah milik Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kota 
Makassar dimana kewenangan untuk mengelolanya ada pada Pemerintah Kota Makassar 
sebagai pendelegasian fungsi dan tugas Hak Menguasai Negara dari negara sebagai 
organisasi kekuasaan tertinggi.
Aset atau Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari 
perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, 
atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat 
berharga lainnya. Dalam hal ini, tanah yang tidak bertuan termasuk di dalam penggolongan 
barang milik daerah. Semua aset-aset daerah tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah 
daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
Seperti diketahui bersama bahwa Lapangan Karebosi merupakan ruang publik dimana 
yang dimaksud dengan ruang publik pada hakikatnya adalah ruang yang dimiliki oleh 
semua orang dimana setiap orang dapat memanfaatkannya. Lapangan Karebosi merupakan 
tanah lapang yang sangat luas yang tidak bertuan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 
UUPA, Pemerintah Kota Makassar memiliki wewenang untuk mengelolanya, apalagi 
sampai saat ini tidak ada satu pun pihak, baik individu maupun kelompok yang mampu 
menunjukkan bukti hukum yang sah untuk dapat menggugat atau mengklaim bahwa 
lahan karebosi adalah miliknya. Lapangan Karebosi sebagai public space dan merupakan 
tanah tak bertuan adalah merupakan objek Hak Menguasai Negara oleh karena Lapangan 
Karebosi yang berfungsi sebagai public space tersebut adalah milik Bangsa Indonesia, 
khususnya masyarakat Kota Makassar dimana kewenangan untuk mengelolanya ada pada 
Pemerintah Kota Makassar sebagai pendelegasian fungsi dan tugas Hak Menguasai Negara 
dari negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi.
Menurut Trisnode3 bahwa Pemerintah Kota Makassar sendiri memiliki bukti 
kepemilikan hak berupa fatwa tata guna tanah untuk pertimbangan hak pakai instansi 
sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 44/
HPI-TGT/UP/RO/1985. Pemerintah Kota Makassar juga telah bermohon untuk diterbitkan 
sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) melalui surat Pemerintah Kota Makassar kepada 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor 426.23/321/Ekbang Tahun 
2007. Selain itu, pengelola revitalisasi Karebosi (PT. Tosan Permai) juga telah mendapat 
Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Izin Mendirikan 
Bangunan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan  Kota Makassar.
Selain itu, dalam sejarah Kota Makassar, Lapangan Karebosi telah diserahkan oleh 
pemangku adat dan pihak kerajaan Gowa kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 
(sekarang Kota Makassar) yang pada waktu itu masih dikuasai oleh Pemerintah Kolonial 
3 Trisnode. Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Makassar. Wawancara Tanggal 23 Maret 2009. 185
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Belanda, yakni tepatnya di Tahun 1905. Setelah kemerdekaan, secara otomatis wilayah-
wilayah nusantara terintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga 
terjadi pula pengalihan penguasaan Lapangan Karebosi kepada Pemerintah Kota Makassar. 
Hal ini kemudian dapat menjadi alas hak bagi Pemerintah Kota Makassar sebagai bukti 
bahwa Lapangan Karebosi merupakan barang milik daerah Kota Makassar di samping 
Hak Menguasai Negara berdasarkan UUPA yang menjadi alas haknya4.
Lebih lanjut Trisnode5 mengatakan bahwa penataan Lapangan Karebosi tersebut 
dimaksudkan untuk membangun city park atau taman kota yang elok dan cantik sehingga 
penataannya tidak menyimpang dari romantisme sejarah dari karebosi yang merupakan 
salah satu sejarah yang merupakan kebanggaan masyarakat Makassar dan Sulawesi 
Selatan pada umumnya, tetapi juga penataan karebosi akan menjadi ikon kota masa kini 
dan mendatang. Dengan penataan karebosi menjadi city park yang bersih, cantik, elegan, 
indah, dan berbudaya, maka akan menampakkan citra Kota Makassar sebagai salah satu 
kota tua terbaik di Kawasan Indonesia Timur.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa citra jelek 
revitalisasi Lapangan Karebosi dapat diminimalisir dan bahkan dapat dihilangkan jika 
pengelola (PT. Tosan Permai) mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat Kota 
Makassar bahwa niatnya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar dimaksudkan 
untuk menata Lapangan Karebosi secara berbudaya tanpa menghilangkan fungsi-fungsi 
sosial kepada masyarakat. 
Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, maka pemerintah daerah harus 
mendapat persetujuan DPRD oleh karena pengelolaan barang milik daerah menggunakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada konteks ini, pelaksanaan Revitalisasi Lapangan 
Karebosi tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
sehingga secara yuridis tidak memerlukan persetujuan DPRD Kota Makassar. Namun, 
sebagai lembaga yang menjalankan peran pengawasan kinerja Pemerintah Kota Makassar 
serta kegiatan Revitalisasi Lapangan Karebosi tergolong mega proyek, maka haruslah 
mendapat persetujuan dari DPRD Kota Makassar.
Dalam Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara dijelaskan bahwa “Pengelola 
dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk 
menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik 
pemerintah daerah”. Hal ini berarti bahwa apabila Lapangan Karebosi termasuk barang 
milik daerah, maka sudah pasti Lapangan Karebosi masuk dalam daftar inventaris barang 
milik daerah. Namun, kenyataannya bahwa Lapangan Karebosi tidak masuk dalam daftar 
inventarisasi barang milik daerah, baik Kota Makassar maupun Propinsi Sulawesi Selatan. 
Dari hasil penelitian penulis di Kantor Walikota Makassar ditemukan bahwa inventarisasi 
barang milik daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut6:
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Data Sekunder. Buku Daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Makassar. Bagian Hukum Kantor 
Walikota Makassar. Tanggal 23 Maret 2009.186
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Tabel 1: Daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Makassar
No. Nama Barang Milik Daerah Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bangunan Gedung
Tanah
Alat Angkutan/Kendaraan Dinas
Alat Berat
Bengkel
Alat-Alat Pertanian
Alat Perkantoran dan Rumah Tangga
Alat Studio
Alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat Perpustakaan
Barang Bercorak Kesenian & Berkebudayaan
Persenjataan
2.120 unit
594 bidang
2.153 unit
84 unit
4.171 unit
84 unit
235.139 unit
2.804 buah
3.235 buah
46.428 buah
269.990 buah
7.565 buah
5 buah
Menurut Trisnode,7 proyek revitalisasi lapangan Karebosi tersebut sepenuhnya 
didanai oleh pihak investor, dalam hal ini PT. Tosan Permai. Tidak sepeser pun dana 
APBD yang digunakan untuk melakukan kegiatan revitalisasi Lapangan Karebosi karena 
untuk berharap pada anggaran APBD, maka akan sulit melaksanakannya. APBD yang 
diharap untuk proses revitalisasi tidak akan cair dalam waktu singkat. Oleh karena 
itu, Pemerintah Kota Makassar meminta kepada investor untuk mengerjakannya. Pada 
prosesnya kemudian, investor memperoleh Hak Guna Bangunan sehingga jika Lapangan 
Karebosi telah diselesaikan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPA, investor mempunyai 
hak untuk menggunakan bangunan dan mengelolanya selama 30 Tahun dan setelah itu 
semuanya menjadi milik Pemerintah Kota Makassar. Adapun bentuk kerjasama tersebut 
dituangkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat antara investor 
(PT. Tosan Permai) dengan Pemerintah Kota Makassar. MoU itu kemudian dibuat dalam 
bentuk perjanjian kerjasama.
Proses penunjukan investor yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni 
dimulai dengan membuat pengumuman di media massa (koran nasional, dalam hal ini 
Harian Media Indonesia). Untuk siapa saja, dalam hal ini investor, yang berminat untuk 
melaksanakan kegiatan revitalisasi Lapangan Karebosi, maka mengajukan proposal 
penawaran kepada Pemerintah Kota Makassar. Pengumuman pertama dilakukan pada 
Tanggal 18 April 2007 dan pengumuman kedua dilakukan pada Tanggal 02 Mei 2007. 
Setelah 2 (dua) kali pengumuman, hanya ada 1 (satu) pihak yang bersedia melaksanakan 
kegiatan revitalisasi tersebut sehingga Pemerintah Kota Makassar dapat melakukan 
penunjukan langsung.8
Baharuddin Odja,9 mengemukakan bahwa revitalisasi Lapangan Karebosi adalah 
program yang didasari niat yang sangat mulia oleh Pemerintah Kota Makassar untuk 
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dimana sumber daya itu selama ini tidak 
memberikan kontribusi yang jelas, khususnya keindahan kota dan fungsi sosial yang bisa 
7 Trisnode, Op.cit.
8 Ibid 
9 Baharuddin Odja. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar. Wawancara Tanggal 16 April 2009. 187
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dibanggakan, apalagi selama ini Lapangan Karebosi belum mampu meningkatkan derajat 
kesejahteraan warga Makassar. Dengan lapangan sepakbola yang lebih representatif, 
Insya Allah akan melahirkan bibit-bibit pemain sepakbola yang profesional dan begitu 
pula dengan olahraga yang lain. 
Underground Karebosi juga akan menciptakan lapangan kerja yang besar. Dengan 
demikian, maka seyogyanya kita mengedepankan hal itu sambil melihat keuntungan dan 
konribusinya. Revitalisasi Karebosi adalah murni untuk kepentingan rakyat Makassar 
yang dilaksanakan atas pengelolaan Bangun Guna Serah berdasarkan kontrak kerja antara 
Pemkot dan pemenang tender. Artinya bahwa Lapangan Karebosi berdasar pada aturan-
aturan yang berlaku dan tidak dijual.
Revitalisasi adalah jalan terbaik untuk menghidupkan kembali Lapangan Karebosi. 
Namun, dalam prosesnya kemudian Pemerintah Kota Makassar harus lebih terbuka kepada 
publik. Keterbukaan menejemen terhadap revitalisasi akan memberi kesan baik bahwa 
Pemerintah Kota Makassar sedang memperbaiki fasilitas publik tanpa ada kepentingan 
lain kecuali untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Makassar. Selain itu, 
revitalisasi juga perlu untuk dibatasi, dalam artian bahwa tidak ada indikasi komersialisasi 
dan investasi bisnis di dalamnya. Dengan begitu, masyarakat Makassar (tanpa tendensi 
politik) akan mendukung proses revitalisasi tersebut. Salah satu contoh keberhasilan 
revitalisasi di Kota Makassar adalah revitalisasi Pantai losari. Dalam prosesnya tidak ada 
indikasi komersialisasi dan investasi bisnis sehingga hanya golongan-golongan tertentu 
yang memiliki tendensi politik yang menentangnya dan perlahan menutup mulut secara 
teratur.
Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, mulai dari segi pengelolaannya 
sampai pada pendanaannya, maka tidak akan menimbulkan rasa curiga oleh warga 
Makassar terhadap keinginan baik dari Pemerintah Kota Makassar untuk merevitalisasi 
Lapangan Karebosi. Realitas yang tergambar di benak masyarakat adalah seakan-akan 
Pemerintah Kota Makassar telah “menggadaikan” Lapangan Karebosi.
Kewenangan berarti suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki dan dipunyai oleh 
pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk melakukan sesuatu yang 
sifatnya keputusan, perintah, dan pelimpahan tanggung jawab kepada orang dan atau 
pihak lain. Pada konteks ini, pelimpahan tanggung jawab yang dimaksud adalah bahwa 
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya masing-masing untuk 
mengurusi masalah rumah tangganya masing-masing.
 Ada beberapa keunggulan yang dapat dihasilkan dari kegiatan Revitalisasi 
Lapangan Karebosi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Trisnode, yakni memperindah 
penataan Lapangan Karebosi, dapat menyerap tenaga kerja, membantu Pendapatan Asli 
Daerah, membuka kesempatan berusaha, dan memperbaiki lingkungan sekitar
Selain itu, kegiatan yang biasa dilakukan sebelum dilakukannya revitalisasi terhadap 
Lapangan karebosi tetap dapat dilakukan setelah revitalisasi tersebut selesai. Artinya 
bahwa tidak ada yang berubah dalam hal pemanfaatan Lapangan Karebosi. Jika PT. 
Tosan Permai kemudian membangun fasilitas bisnis di underground Lapangan Karebosi, 
maka perlu dijelaskan kepada publik bahwa kehadiran tempat tersebut tidak mengganggu 
aktivitas ritual di atas Lapangan Karebosi dan juga akan membawa manfaat bagi roda 
kehidupan perekonomian di jantung kota. Intinya adalah bahwa bagaimana kemudian 188
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pihak pengelola dan Pemerintah Kota Makassar mampu terbuka dan menjelaskan kepada 
publik manfaat revitalisasi Lapangan Karebosi.
Kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni kewenangan atributif, mandat, 
dan delegasi10. Jika dikaitkan dengan permasalahan revitalisasi Lapangan Karebosi 
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dalam merevitalisasi Lapangan 
Karebosi merupakan pendelegasian tugas dan fungsi dari Hak Menguasai Negara dari 
Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan tertinggi.
Keabsahan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan PT.Tosan Permai 
Lestari dalam Hak Pemanfaatan Objek Bangun Guna Serah
Pelakanaan revitalisasi ini dilakukan dalam bentuk Bangun Guna Serah yang dibuat 
dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU yang 
pernah ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian pemanfaatan antara Pemerintah Kota 
Makassar dan PT. Tosan Permai tergolong dalam jenis perjanjian publik yaitu, perjanjian 
yang sebagaian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak 
bertindak sebagai penguasa (pemerintah). Meskipun perjanjian kerjasama Pemerintah Kota 
Makassar dengan PT. Tosan Permai tersebut termasuk perjanjian publik, tetap diperlukan 
4 (empat) syarat agar perjanjian tersebut sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian, berarti para pihak 
haruslah mempunyai kebebasan kehendak11. Para pihak tidak mendapat sesuatu 
tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. 
Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus 
bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian 
10 Lutfi Effendi. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing. 2004. Hal. 77-79.
Kewenangan Atributif, Lazimnnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara 
oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak 
dibagi-bagikan kepada siapa pun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh 
pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui secara tepat apakah 
suatu bentuk perbuatan pemerintahan, misalnya suatu keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan 
atributif maka dapat dilihat pada bagian bawah dari keputusan  (SK) tersebut yakni tidak terdapat tanda 
atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.). Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang 
bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan 
mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, 
setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. 
Untuk mengetahui secara tepat bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang 
mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.). Kewenangan 
Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada 
organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam 
kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan 
wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang 
tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada 
azas contrarius actus. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan 
perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif 
tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, 
maka tidak terdapat kewenangan delegatif.
11   Mariam Darus Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni. 1994. Hal.24. 189
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yang diadakan itu.12 Sepakat merupakan syarat subjektif pertama terbentuknya 
perjanjian yang sah di antara para pihak. 
Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak 2 (dua) 
atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk 
dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan 
siapa yang harus melaksanakan13. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada 
kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam 
perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan yang 
biasa disebut penawaran (offer), diikuti penerimaan penawaran (acceptance) dari 
pihak lainnya, yaitu mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala 
macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati 
oleh para pihak. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa jika syarat kesepakatan 
kehendak ini tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut akan mengakibatkan kontrak 
tersebut “dapat dibatalkan”.
Dalam Pasal 1321 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Tiada sepakat yang sah 
apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan 
atau penipuan”. Dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar 
dengan PT.Tosan Permai tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi 
Lapangan Karebosi (selanjutnya disingkat Perjanjian Bagun Guna Serah) tersebut 
dinyatakan kata sepakat di antara para pihak yang dituangkan dalam awal akta 
sehingga dinyatakan sah untuk suatu perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Dalam Pasal 1329 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Setiap orang adalah cakap 
untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan 
cakap”. Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah14: 
a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang di taruh di bawah pengampunan;
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, 
dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 
membuat perjanjian tertentu.
Dalam komparisi Perjanjian Bangun Guna Serah tersebut telah dijelaskan 
kecakapan dan kewenangan bertindak dari para pihak sehingga dinyatakan sah untuk 
suatu perjanjian, yakni Ilham Arif Sirajuddin sebagai Walikota Makassar mewakili 
Pemerintah Kota Makassar dan Asran Rizally sebagai Direktur Utama PT. Tosan 
Permai mewakili PT. Tosan Permai.
3. Suatu Hal Tertentu
Suatu perihal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. 
Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu. Suatu perjanjian harus 
mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban 
12  R. Subekti.  Hukum Perjanjian. Intermasa: Jakarta.. 2002. Hal. 17.
13  Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. PT. RajaGrafindo Persada. 
Jakarta. 2008. Hal. 95.
14  Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.190
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kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam 
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya15.
Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Bangun Guna Serah dinyatakan secara 
tegas dan spesifik objek dari perjanjian tersebut. Dengan demikian unsur ini telah 
terpenuhi dan perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah untuk suatu perjanjian.
4. Suatu Sebab yang Halal
Sebab yang halal (Oorzaak) atau causa dalam Bahasa Latin dimaksudkan 
bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian 
yang termaksud dan harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka16. Mengenai 
sebab yang halal ini dituangkan di dalam Pasal 2 Perjanjian Bangun Guna Serah 
tersebut dimana maksud dan tujuan perjanjian itu tercantum dan tidak bertentangan 
dengan hukum dan kesusilaan yang memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian. 
Dengan demikian, maka Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan antara Pemerintah Kota 
Makassar dengan PT. Tosan Permai tentang Bangun Guna Serah dalam Rangka 
Revitalisasi Lapangan Karebosi dan dengan pertimbangan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat 
(1) huruf (a) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
maka Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Bangun Guna Serah) antara Pemerintah 
Kota Makassar dengan PT. Tosan Permai adalah sah.
Berbicara mengenai keabsahan suatu perjanjian, maka bukan hanya dipandang 
dari syarat sah suatu perjanjian, tetapi harus pula dilihat dari segi asas-asas umum 
perjanjian. Asas-asas umum perjanjian dibagi menjadi 4 (empat), yakni sebagai 
berikut:
a.) Asas Personalia
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1315 KUHPerdata, yakni ”Pada 
umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta 
ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Asas ini dapat diartikan 
bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak yang mengadakan suatu 
perikatan atau perjanjian.
Dalam konteks Perjanjian Bangun Guna Serah dalam rangka revitalisasi 
Lapangan Karebosi, terdapat 2 (dua) pihak yang melakukan perjanjian tersebut, 
yakni H. Ilham Arif Sirajuddin yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 
Kota Makassar sebagai pihak pertama serta Asran Rizally yang bertindak untuk 
dan atas nama PT. Tosan Permai sebagai Pihak Kedua. Dengan demikian, maka 
perjanjian tersebut sudah sesuai dengan asas personalia ini.
b.) Asas Konsensualitas
Dalam konteks Perjanjian Bangun Guna Serah dalam rangka revitalisasi 
Lapangan Karebosi, kata sepakat dari para pihak jelas dituangkan dalam naskah 
perjanjian, yaitu:
“PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama 
dapat disebut PARA PIHAK, sepakat bahwa:--”
15 R. Subekti. Hukum Perjanjian. Intermasa: Jakarta. 2002. Hal.19.
16 Ibid 191
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Dengan demikian, maka perjanjian tersebut memenuhi asas konsensualitas ini.
c.) Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dapat pula ditemukan dalam Pasal 1320 
KUHPerdata. Jika asas konsensualitas ditemukan dalam Pasal 1320 pada angka 
1, maka asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1320 pada 
angka 4. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak 
untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian sepanjang prestasi 
yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Dalam Pasal 1337 
KUHPerdata dijelaskan bahwa ”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 
undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 
umum”. Jadi, pada dasarnya perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh 
setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada 
salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum 
saja yang dilarang.
d.) Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servande)
Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa ”Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. Pasal ini merupakan konsekuensi logis Pasal 1233 KUHPerdata, 
bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian.
Pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan 
Karebosi
Dalam Bagian VI Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan, Pengahapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan 
Bangun Guna Serah (BGS), yaitu sebagai berikut:
1. Bangun Guna Serah (BGS)  atas tanah yang berada pada pengelola barang:
a. Pengelola barang menetapkan tanah yang akan dijadikan objek Bangun Guna 
Serah (BGS) berdasarkan hasil penelitian kelayakan tersebut.
b. Pengelola barang membentuk tim yang beranggotakan unsur pengelola barang, 
pengguna barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga yang 
berkompeten.
c. Tim bertugas untuk melakukan pengkajian tanah yang akan dijadikan objek 
Bangun Guna Serah (BGS) serta menyiapkan hal-hal yang bersifat tekhnis, 
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan 
fasilitas yang akan ditenderkan, penelitian indikasi biaya yang diperlukan untuk 
penyediaan bangunan dan fasilitasnya, dan melakukan tender calon mitra Bangun 
Guna Serah (BGS).
d. Pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai limit 
terendah besaran kontribusi Bangun Guna Serah atas barang Milik Negara yang 
akan menjadi objek BGS.
e. Penilai menyampaikan laporan penelaian kepada pengelola barang kepada tim.
f. Tim menyampaikan laporan kepada pengelola barang terkait dengan hasil 192
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pengkajian atas tanah dengan disertai perhitungan nilai limit terendah besaran 
kontribusi BGS dari penilai.
g. Berdasarkan laporan tim dimaksud, pengelola barang menetapkan surat penetapan 
nilai tanah yang akan dilakukan BGS dan nilai limit terendah kontribusi atas 
pelaksanaan BGS dan rencana kebutuhan bangunan dan fasilitasnya.
h. Berdasarkan surat penetapan tersebut, tim melakukan penetapan mitra BGS.
i. Hasil pelaksanaan tender disampaikan kepada pengelola barang untuk ditetapkan 
dengan menerbitkan surat keputusan pelaksanaan BGS dimaksud, yang antara 
lain memuat objek BGS, nilai kontribusi, mitra BGS, dan jangka waktu BGS.
j. Pelaksanaan BGS dituangkan dalam perjanjian BGS antara pengelola barang 
dengan mitra BGS.
k. Mitra BGS menyetorkan ke rekening kas umum negara/daerah uang kontribusi 
tetap setiap tahun paling lambat 31 Januari kecuali untuk tahun pertama 
selambatlambatnya pada saat perjanjian BGS itu ditandatangani.
l. Setelah pembangunan selesai, mitra BGS menyerahkan objek BGS beserta 
fasilitasnya kepada pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah 
terima barang.
m. Pengelola barang melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan 
BGS barang milik negara yang dimaksud.
n. Penyerahan kembali objek Bangun Guna Serah (BGS) beserta fasilitasnya 
kepada pengelola barang dilaksanakan setelah masa pengoperasian BGS yang 
diperjanjikan berakhir dan dituangkan dalam suatu beriata acara serah terima 
barang.
2. Bangun Guna Serah (BGS) atas status yang penggunaannya ada pada Pengguna 
Barang, yaitu: Pengguna barang menyerahkan tanah yang akan dijadikan objek 
Bangun Guna Serah (BGS) kepada pengelola barang dengan disertai usulan BGS 
dan dokumen pendukung berupa lokasi/alamat, status dan bukti kepemilikan, luas, 
harga perolehan/NJOP, dan rencana pembangunan yang diinginkan.
Bangun Guna Serah (BGS) barang milik negara/daerah dapat dilaksanakan dengan 
persyaratan sebagai berikut:17
a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan 
pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 
untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
Bangun Guna Serah (BGS) barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang 
dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas 
pokok dan fungsinya setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota.18
Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan 
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat 
17 Pasal 27 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
18 Pasal 27 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 193
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dilakukan Bangun Guna Serah (BGS) setelah terlebih dahulu diserahkan kepada:19
a) Pengelola barang untuk barang milik negara dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi kementerian negara.
b) Gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.
Setelah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan revitalisasi 
Lapangan Karebosi diterbitkan, maka PT. Tosan Permai dapat melakukan kegiatan-
kegiatannya dalam rangka revitalisasi Lapangan Karebosi. Selain memperhatikan 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan revitalisasi Lapangan Karebosi, para 
pihak harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang telah diatur sebelumnya 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam Pasal 41 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa “Jangka 
waktu Bangun Guna Serah adalah 30 Tahun sejak perjanjian ditandatangani”. Mengacu 
pada ketentuan tersebut, maka jelas bahwa Bangun Guna Serah dalam rangka revitalisasi 
Lapangan Karebosi terhitung sejak Bulan Oktober tahun 2007 dan sejak itu pula terhitung 
PT. Tosan Permai akan mengelola Lapangan Karebosi.
Tanggung Jawab Para Pihak dalam Build, Operate, And Transfer (Bangun, Guna, 
Serah) Pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Karebosi
Berbicara mengenai tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka 
yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah hak dan kewajiban para pihak. Hal ini tidak 
terkecuali dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Tosan 
Permai tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi. 
Dalam perjanjian tersebut, hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Pasal 9. Adanya 
hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, maka dengan sendirinya lahir pula 
tannggung jawab yang dipikul oleh para pihak. 
Menurut Trisnode20 bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki hak dan kewajiban 
yang dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perjanjian Bangun Guna Serah. Dengan 
adanya hak dan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung 
jawab untuk melaksanakannya. Sejauh ini, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya, misalnya penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 
pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan penerbitan Hak Pengelolaan 
(HPL). Selain itu, kewajiban-kewajiban lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar 
dalam rangka pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi juga telah dilaksanakan.
Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam Perjanjian Bangun Guna 
Serah secara institusional bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul 
berkenaan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan revitalisasi 
Lapangan Karebosi. Pemerintah Kota Makassar tentunya tidak akan kesulitan untuk 
menerbitkan dokumen-dokumen tersebut karena sebagai salah satu pihak dalam Perjanjian 
Bangun Guna Serah, ia pula yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dokumen-
19 Pasal 27 ayat (4) PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
20  Trisnode, S.H. Op.cit.
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dokumen seperti IMB dan AMDAL.
Lebih lanjut Trisnode,21 mengemukakan bahwa sejauh ini PT. Tosan Permai juga 
telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat 
(3) dan (4) Perjanjian Bangun Guna Serah. Sampai saat ini, PT. Tosan Permai telah 
melakukan pembangunan terhadap Lapangan Karebosi. Permukaan Lapangan Karebosi 
telah selesai dinaikkan dan underground Lapangan Karebosi telah selesai dibangun. Bisa 
dikatakan bahwa 50% (lima puluh persen) pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi 
telah rampung.
Menurut penulis, kegiatan revitalisasi Lapangan Karebosi adalah upaya pemerintah 
untuk mempercantik salah satu ikon Kota Makassar. Hanya saja, Pemerintah Kota 
Makassar terlalu memberikan kelonggaran kepada PT. Tosan Permai berkenaan dengan 
hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak PT. Tosan Permai yang termaktub dalam Pasal 
9 ayat (3) Perjanjian Bangun Guna Serah tersebut adalah “Mengelola/menggunausahakan 
dengan pola Bangun Guna Serah (BGS) atas seluruh area yang dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3), dan/atau mengalihkan/menjaminkan/mengagunkan hak atas bangunan atau kios 
yang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kota Makassar kepada 
pihak lain, dengan jangka waktu tidak melebihi jangka waktu dimaksud Pasal 5”.
PT. Tosan Permai tidak bisa mengalihkan/menjaminkan/mengagunkan objek bangun 
guna serah, yakni tanah Lapangan Karebosi, yang dapat dialihkan/dijaminkan/diagunkan 
oleh PT. Tosan Permai adalah bangunan yang ada di Lapangan Karebosi dengan status 
Hak Guna Bangunan selama jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu bangun guna 
serah. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan 
bahwa “Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat 
dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
PT. Tosan Permai bertanggung jawab terhadap bangunan yang ada di Lapangan 
Karebosi. Dalam hal ini, PT. Tosan Permai telah menjamin Pemerintah Kota Makassar 
bahwa ketahanan bangunan yang ada di Lapangan Karebosi adalah 80 (delapan puluh) 
Tahun. Dengan demikian, Pemerintah Kota Makassar dapat menikmati bangunan tersebut 
selama 50 (lima puluh) Tahun. Selain itu, PT. Tosan Permai juga memiliki tanggung jawab 
dalam hal perbuatan-perbuatan atas orang yang telah dipekerjakan olehnya.
Sri Soedewi,22 mengatakan bahwa:
“Pada umumnya orang berpendapat bahwa tanggung jawab pemborong terhadap 
perbuatan orang-orang yang telah dipekerjakan olehnya adalah mengenai perbuatan-
perbuatan yang dilakukan dalam batas hubungan kontrak antara pemborong dan 
pemberi tugas, dan meliputi juga tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan orang-orang yang dipekerjakan. Sedangkan 
mengenai siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dipekerjakan oleh 
pemborong tersebut ialah para pekerja dari pemborong dan sub kontraktor, yaitu 
tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan lain-lain tukang yang bekerja pada 
kontraktor dan sub kontraktor”.
Berdasarkan pendapat tersebut, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh orang-
21 Ibid.
22 Sri Soedewi Masjchun Sofwan. Hukum Bangunan; Perjanjian Pemborongan Bangunan. (Yogyakarta: 
Liberty. 1982). hal. 81. 195
Jurnal  PENELITIAN  HUKUM  |  Volume 1 Nomor 1 September 2011
orang yang dipekerjakan oleh PT. Tosan Permai dalam rangka pelaksanaan revitalisasi 
Lapangan Karebosi adalah tanggung jawab dari PT. Tosan Permai, termasuk pula 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang tersebut.
Melihat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang dituangkan di dalam 
Perjanjian Bangun Guna Serah, PT. Tosan Permai nampaknya memiliki hak istimewa. 
Artinya bahwa PT. Tosan Permai mempunyai kewenangan penuh terhadap Lapangan 
Karebosi. Tetapi kewenangan-kewenangan tersebut terbatas oleh karena pengelolaan 
Lapangan Karebosi bukan dengan pola sewa, tetapi dengan pola bangun guna serah 
sehingga segala aktivitas yang pernah terjadi di atas Lapangan Karebosi masih tetap dapat 
dijalankan oleh para penikmat dan pengguna Lapangan Karebosi.
PENUTUP
Kesimpulan
1) Penerapan Build, Operate, and Transfer (Bangun, Guna, Serah) pada investasi PT 
Tosan Permai dalam rangka revitalisasi Lapangan Karebosi:
a) Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dalam merevitalisasi 
Lapangan Karebosi merupakan pendelegasian tugas dan fungsi dari Hak 
Menguasai Negara dari Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan 
tertinggi.
b) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan antara Pemerintah Kota Makassar dengan 
PT. Tosan Permai Lestari tentang Bangun Guna Serah dalam rangka revitalisasi 
Lapangan Karebosi adalah “sah” dan  memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. 
Pelaksanaan perjanjian bangun guna serah tersebut sudah sejalan pula dengan 
asas-asas umum perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan sah.
c) Pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah dalam rangka revitalisasi Lapangan 
Karebosi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni 
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan Pemanfaatan, Pengahapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara/Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
tentang bangun guna serah. 
2) Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam Build, Operate, and Transfer (Bangun, 
Guna, Serah) pada proses pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi didasarkan pada 
hak dan kewajiban masing-masing pihak yang termaktub dalam Perjanjian Bangun 
Guna Serah dalam rangka revitalisasi Lapangan Karebosi.
Saran
1) Pemerintah Kota Makassar sebaiknya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat 
Makassar mengenai perjanjian Bangun Guna Serah dalam rangka revitalisasi Lapangan 
Karebosi.
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2) Semangat revitalisasi harus tetap mengedepankan fungsi sosial Lapangan Karebosi 
dan tidak terjebak dalam kepentingan ekonomi dan politik.
3) Pemerintah Kota Makassar dan PT. Tosan Permai harus terus membuka ruang dialog 
yang intens dan lebih terbuka sehingga masyarakat bisa memahamai makna, latar 
belakang, maksud dan tujuan revitalisasi itu dan seperti apa Lapangan Karebosi setelah 
dilakukan revitalisasi itu.
4) Sebagai public space Lapangan Karebosi perlu pengawasan/monitoring langsung 
dari masyarakat terhadap pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi agar tidak 
menyimpang dari ketentuan dan tujuan awal revitalisasi yang sebenarnya dan tidak 
dimanfaatkan lain oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya 
mencari keuntungan.
5) Sebaiknya perjanjian antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Tosan Permai 
tentang Bangun Guna Serah dalam rangka revitalisasi Lapangan Karebosi dituangkan 
dalam bentuk akta notaris karena akta notaris mempunyai kekuatan hukum yang 
sempurna.
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